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UCAPAN TERIMA KASIH

Satuan Tugas Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan dari Komite Pengarah Antar-Lembaga
(IASC - Inter Agency Standing Committee) mengembangkan panduan ini melalui proses yang bersifat
konsultatif, partisipatif, dan inklusif. Panduan ini mendapatkan masukan yang diberikan oleh lebih dari 600
pemangku kepentingan dari sektor-sektor disabilitas, kemanusiaan, dan pembangunan.

Proses pengembangandikawal oleh para Ketua Bersama (co-chair) Satuan Tugas: Georgia Dominik (International
Disability Alliance), Gopal Mitra (UNICEF), Ricardo Pla Cordero and Ulrike Last (Humanity & Inclusion). Valeria
Scherrer berperan sebagai konsultan utama dalam pengembangan panduan dengan kontribusi yang signifikan
dari Asma Maladwala (UNICEF).

Para Ketua ingin berterima kasih kepada semua anggota Satuan Tugas atas keterlibatan dan dukungan mereka
yang aktif sejak tahun 2016. Satuan Tugas juga terdiri dari perwakilan beberapa organisasi PBB, organisasi
kemanusiaan dan pembangunan, pemerintah, dan organisasi penyandang disabilitas (OPDis). Para Ketua juga
ingin berterima kasih kepada anggota Kelompok Referensi Gender dan Aksi Kemanusiaan serta Kesehatan
Jiwa dan Dukungan Psikososial (MHPSS), Kemitraan Tunai dan Pembelajaran (CALP) dan Klaster Perlindungan
Global atas kolaborasi dan keterlibatan mereka yang aktif.

Satuan Tugas berterima kasih kepada semua anggota kelompok atas dukungan yang konsisten dan masukan
yang berharga dari Facundo Chavez-Penillas (OHCHR), Isabelle De Muyser-Boucher (OCHA), Georgia Dominik
(International Disability Alliance), Kirstin Lange (UNHCR), Ulrike Last (Humanity & Inclusion), Boram Lee
(Women's Refugee Commission), Asma Maladwala (UNICEF), Anita Marini (Kelompok Referensi MHPSS) Gopal
Mitra (UNICEF), Mina Mojtahedi (International Federation of the Red Cross/International Committee of the Red
Cross) dan Ricardo Pla Cordero (International Rescue Committee).

Kami juga berterima kasih kepada individu-individu di bawah ini yang sudah menyumbangkan kontribusi
bermakna: Sien Andries, Astrid Arne, Orsolya Bartha, Elena Bertozzi, Mariangela Bizzari, Estelle Bloom, Sabrina
Ebert, Greta Gamberini, Priscille Geiser, Vidar Glette, Jessica Justus, Janet Lord, Meghna Manaktala, Melissa
Marshall, Juliette Myers, Tom Palmer, Stephen Perry, Emma Pearce, Marcie Roth, Roberto Saltori, Delphine
Sokchearta, Haakon Spriewald dan Janet Aderemi Toyin.

Panduan tak dapat disusun tanpa proses konsultansi yang partisipatif yang diselenggarakan oleh organisasi
penyandang disabilitas (OPDis) dengan Satuan Tugas. Secara khusus, kami berterima kasih kepada the African
Disability Forum; the Arab Organization of Persons with Disabilities; Inclusion International; the Latin American
Network of Non-Governmental Organizations of Persons with Disabilities and their Families (RIADIS); dan
Pacific Disability Forum. Kami juga berterima kasih kepada Centre for Disability in Development (Bangladesh),
European Disability Forum, Human Rights Watch dan the Women’s Refugee Commission atas kontribusi mereka
dalam proses konsultasi tematis dan regional. Dragana Jocic dan Stacy Cokson dari Tim Logistik IDA yang bekerja
tanpa lelah untuk memastikan kesuksesan dari banyak kegiatan konsultasi dan lokakarya.

Secara lebih luas, kami berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam survei daring dan studi
literatur awal, yang mengkaiji ulang draf-draf tulisan, yang mendukung persiapan bab-bab yang spesifik pada
suatu sektor, dan yang ikut serta dalam lokakarya validasi, proses kaji ulang kelompok-inti, dan berbagai
lokakarya konsultasi global, regional, dan tematis yang bersifat multi-stakeholder yang digunakan di dalam
panduanini.
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Slimane Sorour untuk desain dan Prashant Verma untuk aksesibilitas.

Sekretariat IASC menyediakan dukungan dan arahan yang sangat berharga: secara khusus, kami berterima
kasih kepada Isabelle de Muyser- Boucher, Nuhad Al-Alfi, Tanja Schuemer-Cross dan Mervat Shelbaya. Selain
itu, Satuan Tugas mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari para Ketua Bersama IASC Results Group on
Accountability and Inclusion, Bernadette Castel-Hollingsworth (UNHCR) dan Meritxell Relafio (UNICEF).

Panduan IASC InklusiPenyandang Disabilitas dalam AksiKemanusiaan initidak dapat disiapkanatau diselesaikan
tanpa bantuan pendanaan yang dihibahkan oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Australian
Permanent Mission’s International Development Fund, the European Civil Protection and Humanitarian Aid
Operations (ECHO), Finnish Ministry of Foreign Affairs, German Federal Foreign Office dan Luxembourg
Ministry of Foreign Affairs.
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KATA PENGANTAR

Di tahun 2011, ketika milisi bersenjata membakar rumah-rumah di Tawergha, Libya, seorang perempuan
bernama Hawatidak dapat melarikan diri karena dia menyandangdisabilitas. Untungnya,diamemilikidua saudara
perempuan yang dapat membopong dia ke tempat yang aman. Dalam perpindahan yang sudah dialaminya
selama delapan tahun, hanya sekali dia bertemu dengan dokter.

Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang memiliki disabilitas seperti Hawa yang merupakan bagian
dari banyak orang yang menjadi pengungsi akibat konflik yang berkobar atau cuaca ekstrim. Beradaptasi
dengan situasi yang baru merupakan tantangan bagi siapapun. Tetapi ketika berbicara dengan penyandang
disabilitas dalam situasi kritis dari Bangladesh sampai Haiti, saya terbayang kesulitan yang harus mereka hadapi
apabila tanggapan dan respons kita tidak sesuai yang diharapkan.

Tugas kita adalah untuk memastikan orang-orang seperti Hawa diperhitungkan secara seimbang dan setara
dengan orang lain dalam respons kemanusiaan terhadap suatu krisis. Hal ini merupakan hak asasinya yang
mendasar dan hak asasi ratusan ribu orang lainnya - untuk bisa mengakses perlindungan dan perawatan yang
sama dengan yang disediakan bagi orang lain.

Dan kita harus memastikan bahwa fokus yang khusus ditujukan kepada mereka yang paling terpinggirkan
(marginalized), seperti anak-anak dan orang lanjut usia, yang seringkali berisiko tidak terlihat.

Untuk merealisasikannya, Panduan Komite Pengarah Antar-lembaga (IASC) tentang Inklusi Penyandang
Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan adalah langkah yang disambut baik dan tepat waktu menuju ke arah
yang benar. Saya berterima kasih kepada anggota Satuan Tugas Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi
Kemanusiaan dan Ketua Bersama (co-chair) UNICEF, Humanity and Inclusion (juga dikenal sebagai Handicap
International) dan International Disability Alliance, atas pekerjaan mereka mempersiapkan panduan ini atas
nama IASC. Hal ini terwujud di tengah-tengah kesadaran global yang berkembang terhadap hak-hak penyandang
disabilitas.

Panduan keseluruhan-sistem yang penting ini, pertama-tama, akan memastikan inklusi penyandang disabilitas
di semua sektor dan dalam semua fase aksi kemanusiaan. Panduan ini adalah hasil dari proses konsultatif
yang inklusif, yang melibatkan lebih dari 600 pemangku kepentingan dari sektor kemanusiaan dan disabilitas,
termasuk organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari seluruh dunia. Dalam upaya untuk menyelamatkan
nyawa dan mengurangi penderitaan manusia dalam krisis kemanusiaan, badan-badan PBB akan menerapkan
pedoman ini sesuai dengan mandatnya masing-masing dan keputusan badan pengelolanya.

Gagasan untuk mengembangkan panduan ini berasal dari Piagam tentang Inklusi Penyandang Disabilitas
dalam Aksi Kemanusiaan yang diluncurkan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hari Kemanusiaan Sedunia yang
diadakan di Istanbul tahun 2016. Sejak saat itu, Piagam tersebut sudah diakui dan didukung oleh lebih dari 220
pemangku kepentingan, termasuk 30 Negara Anggota dan 14 organisasi PBB.

Panduan ini adalah wujud kontribusi kunci dari sektor kemanusiaan kepada United Nations Disability
Inclusion Strategy (UNDIS) yang diluncurkan oleh Sekretaris Jendral PBB atau United Nations Secretary
General pada bulan Juni 2019.



https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Semua orang akan mendapatkan manfaat ketika kita menghilangkan bias dan menyediakan peluang bagi
penyandang disabilitas. Organisasi Pekerja Internasional (International Labour Organization - ILO) menemukan
bahwa pengecualian penyandang disabilitas dari dunia lapangan kerja dapat mengurangi sebanyak 7 persen
dari pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara.

Kita bukan hanya melakukan hal yang tepat, tetapi respons kita bisa menjadi lebih efektif karena kita
memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa bersuara dan tidak ada yang akan tertinggal.

B\

Mark Lowcock

Under-Secretary General for
Humanitarian Affairs

and Emergency Relief Coordinator
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PEMBUKAAN

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006) mengenalkan paradigma baru untuk penyandang
disabilitas. Konvensi tersebut mengubah kebijakan dan implementasi kebijakan dari pendekatan berbasis amal
dan medis menjadi pendekatan berbasis hak.

Sistem internasional juga menjadi lebih inklusif mengikuti diadopsinya Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (2015), yang menegaskan bahwa tidak boleh ada orang
yang tertinggal dan bahwa orang yang paling tertinggal adalah yang paling utama untuk didukung. Kerangka
Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana atau The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015)
dan One Humanity Shared Responsibility: Report of the Secretary-General for the World Humanitarian Summit (2016)
memegang prinsip-prinsip yang sama, mengikuti komitmen-komitmen yang muncul dari Konferensi Tingkat
Tinggi Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Summit), termasuk Piagam tentang Inklusi Penyandang
Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan (Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action).

Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang merevisi kebijakan seluruh sistem mereka agar lebih
inklusif untuk penyandang disabilitas. Pada bulan Maret 2019, PBB mengadopsi Strategi Inklusi Disabilitas
PBB, dimana semua entitas PBB, tim-tim negara, dan tim-tim kemanusiaan negara akan mengukur dan melacak
performa mereka terkait dengan inklusi disabilitas.

Konferensi Tingkat Tinggi Kemanusiaan Sedunia di tahun 2016 berkomitmen untuk mengembangkan panduan
seluruh sistem yang diakui secara global mengenai bagaimana mengikutsertakan penyandang disabilitas
dalam aksi kemanusiaan (Piagam tentang Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan, tersebut
diatas). Rangkaian panduan ini didesain untuk menyediakan informasi yang praktis bagi aktor kemanusiaan
dan pemangku kepentinganrelevan lainnya. Panduan menempatkan penyandang disabilitas dan hak-hak mereka
di pusat aksi kemanusiaan.

Sanggahan

Panduan ini menyediakan prinsip-prinsip pemandu untuk inklusi penyandang disabilitas dalam aksi
kemanusiaan yang lebih baik. Sebagai langkah berikut menuju upaya operasionalisasi panduan tersebut,
IASC akan mengembangkan perangkat dan materi implementasi yang praktis. Organisasi pemimpin
klaster IASC didorong untuk memulai pengembangan perangkat dan materi yang praktis dan diprioritaskan
di dalam sektor yang mereka pimpin.

Perangkat dan materi yang diuraikan sebagai contoh di dalam panduan ini mungkin belum terbaharui
sejak CRPD mulai ditegakkan di tahun 2008, dan beberapa mungkin tidak mencerminkan standar

yang sesuai dengan CRPD. Standar yang relevan menanggapi antara lain perse tujuan yang bebas

dan terinformasi, de-institusionalisasi, pencabutan kebebasan, dan perlakuan yang tidak memaksa.
Kegagalan dalam menghormati standar-standar tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hak

asasi manusia yang secara tidak proporsional memengaruhi penyandang disabilitas psikososial dan
intelektual. Materi-materi yang diuraikan juga diperhitungkan karena mereka adalah perangkat berharga
yang dapat memajukan inklusi dan partisipasi penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan.
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PENDAHULUAN

Tentang apa panduan ini?

Panduanini menetapkan tindakan penting yang harus diambil oleh aktor kemanusiaan untuk mengidentifikasi
dan menanggapi secara efektif kebutuhan dan hak penyandang disabilitas yang berisiko tertinggal dalam
situasi krisis yang membutuhkan respon kemanusiaan.

Tindakan yang direkomendasikan pada masing- masing bab memposisikan penyandang disabilitas di pusat
aksi kemanusiaan, sebagai aktor dan juga sebagai anggota dari masyarakat terdampak. Rekomendasi tersebut
adalah spesifik untuk penyandang disabilitas dan pada konteks aksi kemanusiaan serta dikembangkan di
atas standar dan panduan yang sudah ada dan lebih umum, termasuk Buku Pegangan Standar Kemanusiaan
Inti (Core Humanitarian Standard), Sphere dan Standar Inklusi Kemanusiaan untuk Orang Lanjut Usia dan
Penyandang Disabilitas (Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabilities).

Panduan ini adalah panduan kemanusiaan pertama yang dikembangkan dengan dan oleh penyandang
disabilitas dan organisasi perwakilan mereka dalam kerja sama dengan pemangku kepentingan kemanusiaan
pada umumnya. Berdasarkan hasil dari proses konsultasi antar- pemangku kepentingan, panduan dirancang
untuk memajukan implementasi program kemanusiaan yang berkualitas dalam semua konteks dan melintasi
semua wilayah, serta untuk menetapkan dan meningkatkan inklusi dan partisipasi yang bermakna penyandang
disabilitas dalam semua keputusan yang menyangkut mereka.

Empat tujuan panduan

1. Panduan - Menyediakan panduan praktis untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam
program dan koordinasi kemanusiaan.

2. Kapasitas - Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan kemanusiaan untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan program berkualitas yang inklusif bagi penyandang
disabilitas.

3. Akuntabilitas - Menguraikan peran dan tanggung jawab dari pemangku kepentingan dalam
mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan (lihat bagian ‘Untuk siapakah
panduan ini?’)

4. Partisipasi - Meningkatkan dan memperbaiki partisipasi dari penyandang disabilitas dan organisasi
penyandang disabilitas (OPDis) dalam kesiapsiagaan, respons dan pemulihan.


https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities

1. Pendahuluan

Diagram 1 | Empat tujuan panduan
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Mengapa panduan itu penting?

Telah diestimasikan bahwa penyandang disabilitas mewakili 15% dari total penduduk dunia.” Dalam
situasi krisis kemanusiaan, persentase ini kemungkinan menjadi jauh lebih tinggi. Mereka berada di antara
orang yang paling terpinggirkan dari masyarakat yang terdampak oleh krisis? dan terpengaruh secara tidak
proporsional oleh konflik dan keadaan darurat. Dalam bencana, tingkat kematian mereka mencapai dua
sampai empat kali lebih tinggi dibandingkan orang tanpa disabilitas.®

Penyandang disabilitas bukan kelompok yang homogen. Mereka beragam dari segi pengalaman, menemui
berbagai hambatan sikap fisik dan komunikasi yang menghambat partisipasi dan inklusi mereka dalam aksi
kemanusiaan, dan beragam dari segi identitas mereka, termasuk usia, jenis kelamin, etnis, lokasi, dan ras.
Akibat keberagaman yang saling keterkaitan (interseksionalitas) antara faktor-faktor tersebut, penyandang
disabilitas menghadapi marginalisasi dan diskriminasi lebih besar. Saat krisis kemanusiaan, contohnya,
anak-anak dengan disabilitas berada dalam risiko lebih tinggi mengalami pelecehan dan penelantaran, dan
penyandang disabilitas perempuan memiliki risiko kekerasan seksual yang lebih tinggi.*

WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).

Report of the United Nations Secretary-General for the World Humanitarian Summit, One Humanity, Shared Responsibility.
Katsunori Fujii, The Great East Japan Earthquake and Disabled Persons’, in Disability Information Resources, Japan.
UNICEEF, Including children with disabilities in humanitarian action — General Guidance (2017).
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https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://sgreport.worldhumanitariansummit.org/
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/twg/escap_121031/fujii.html
http://training.unicef.org/disability/emergencies/
http://training.unicef.org/disability/emergencies/

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Diagram 2 | Populasi penyandang disabilitas di dunia®
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° Sumber: WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011); UN DESA, Ageing and Disability; UNICEF, Children and Young People
with Disabilities (2013).



https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/disability-and-ageing.html
https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_REVISED.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_REVISED.pdf

1. Pendahuluan

Untuk siapa panduan ini?

Panduan ini utamanya dirancang untuk digunakan aktor kemanusiaan nasional, daerah, dan internasional
yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, koordinasi, perancangan program, dan pembiayaan. Terutama:

®  Pemerintah;

® Pemimpin aksi kemanusiaan (Koordinator Tanggap Darurat Pengungsian dan Residen, tim
kemanusiaan negara);

® Pemimpin klaster/sektor;
® Perancang program (dalam organisasi kemanusiaan dan pembangunan);
¢ Donor;

® Organisasi penyandang disabilitas (OPDis) di tingkat lokal, nasional, daerah, dan internasional.®

Panduan juga akan berguna untuk praktisi di lapangan dan aktor kemanusiaan lainnya karena mereka
mendeskripsikan proses untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan membuat rekomendasi untuk
sektor-sektor.

Di mana panduan ini dapat digunakan?

Situasi kritis bervariasi secara luas dikarenakan sifat dari suatu krisis (bahaya alam, konflik pengungsian,
krisis politik, dan lainnya), lokasi (perkotaan, perdesaan, kepulauan terpencil), dan apakah krisis tersebut
terjadi secara tiba-tiba, secara perlahan, atau berlarut-larut. Rekomendasi dalam panduan ini relevan dengan
semua kondisi namun perlu untuk diadaptasi dan dilokalisasi agar memperhitungkan konteks.

Faktor kontekstual yang perlu diperhitungkan saat mengimplementasikan panduan termasuk:

® Kondisi di mana disabilitas dimengerti dan dikenali di negara yang terdampak krisis/bencana;

® Seberapa besar ketersediaan keahlian tentang disabilitas yang ada pada negara yang terdampak;

® Kualitas kerangka kebijakan dan hukum mengenai disabilitas pada negara yang terdampak;
® Tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan efektivitas jasa untuk penyandang disabilitas;

® Kehadiran OPDis yang operasional dan apakah mereka memiliki pengalaman yang cukup dan
didukung dengan sumber daya yang memadai;

® Ketersediaan dan kualitas data penyandang disabilitas dan bagaimana data yang tersediadapat
secara akurat mencerminkan keragaman dari penduduk penyandang disabilitas di negara yang
terdampak.

5 Panduan ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan pada umumnya, termasuk OPDis sebagai pemangku
kepentingan kemanusiaan dan aktor pembangunan yang terlibat di aksi kemanusiaan, daripada organisasi yang mengkhususkan
diri pada bidang disabilitas. Lihat notulen lokakarya antar pemangku kepentingan lokakarya IASC yang dilaksanakan pada Oktober
2017.


https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-disabilities-humanitarian-action/content/final-report-workshop
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Untuk mengilustrasikan, OPDis di wilayah yang terdampak mungkin memiliki sumber daya yang tidak memadai,
tidak berpengalaman, atau tidak betul-betul merepresentasikan penyandang disabilitas dimasyarakat. Di kasus-
kasus tersebut, mungkin perlu membangun kapasitas mereka dalam aksi kemanusiaan atau menciptakan dan
memberdayakan peer-support groups (kelompok dukungan sebaya) dalam komunitas penyandang disabilitas.
Tujuannya adalah untuk memungkinkan OPDis untuk berpartisipasi dalam konsultasi mengenai bantuan dan
perlindungan pada semua tahapan aksi kemanusiaan (termasuk kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan).

Di semua kondisi, aktor kemanusiaan bersama dengan OPDis harus mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor
yang mempersulit penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dan perlindungan (lihat bagian hambatan),
dan juga faktor-faktor yang dapat memajukan inklusi dan perlindungan mereka. Keduanya dibutuhkan untuk
memastikan bahwa semua anggota masyarakat terdampak menerima layanan yang menjadi haknya dan untuk
memperkuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dari intervensi aksi kemanusiaan.






YANG ANDA
PERLU KETAHUI

Kerangka hukum dan kebijakan

Komite Pengarah Antar-Lembaga (IASC)’ adalah mekanisme utama dalam koordinasi antar-organisasi
bantuan kemanusiaan pada level internasional. IASC telah menekankan relevansi dari hukum internasional
dalam krisis kemanusiaan, khususnya Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL), Hukum internasional
mengenai hak asasi manusia (IHRL), dan hukum internasional mengenai pengungsi.®

Badan-badan hukum ini menyediakan kerangka hukum yang mendasari aksi kemanusiaan dengan prinsip-
prinsip dan standar internasional yang sudah disetujui serta menegaskan hak dari setiap individu yang
terdampak oleh krisis. Hukum internasional mengenai hak asasi manusia, yang berlaku setiap saat, juga
menyediakan penghubung antara aksi kemanusiaan dan pembangunan. Hukum tersebut dapat digunakan
untuk mengatasi sebab dan akibat dari krisis, mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan, serta
mendirikan kondisi-kondisi yang harus dicapai sebelum individu-individu dapat menikmati hak mereka yang
disepakati secara internasional.

Aktor negara adalah pengemban tugas utama di bawah hukum internasional mengenai hak asasi manusia.’
Mereka memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak individu di
wilayah atau yurisdiksi mereka. Individu yang terdampak oleh krisis dan keadaan darurat kemanusiaan memiliki
hak-hak kewarganegaraan, Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, 2006) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat bagi negara-
negara yang meratifikasinya (Pihak Negara).'® CPRD menegaskan bahwa Pihak Negara harus melindungi dan
memajukan hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum-hukum, kebijakan, dan praktik mereka; serta harus
mematuhi standar-standar perjanjian saat mereka ikut serta dalam kerjasama internasional.

7 |ASC didirikan pada tahun 1992 menanggapi resolusi Majelis Umum PBB46/182. Keanggotaannya mencakup organisasi

kemanusiaan dan non- kemanusiaan PBB berturut-turut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat situs web IASC.

Lihat IASC, IASC Policy on Protection in Humanitarian Action (2016); danlASC, the IASC Principals’ statement: The Centrality of

Protection in Humanitarian Action (2013). Lampiran | dari IASC Policy on Protection menyediakan informasi yang berguna

mengenai hukum internasional terkait.

¢ Di bawah HL, kelompok bersenjata non-pemerintah (NSAGs) yang terlibat dalam konflik bersenjata terikat untuk menghormati
IHL. Selain itu, kewenangan de facto atau NSAGs yang melaksanakan mekanisme seperti pemerintah semakin diharapkan untuk
menghormati hukum internasional tentang hak asasi manusia saat perilaku mereka memengaruhi hak asasi manusia dari
individu-individu dibawah kendali mereka.

9179 Negara dan Uni Eropa adalah pihak-pihak dalam CPRD sejak Juni 2019.

®



https://interagencystandingcommittee.org/

2. Yang anda perlu ketahui

Pasal 11 dari CRPD secara spesifik mengharuskan Pihak-Pihak Negara, sesuai dengan kewajiban mereka
di bawah hukum internasional, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan
perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam kondisi berisiko, termasuk konflik bersenjata,
darurat kemanusiaan, dan bahaya alam.™

Pasal-pasal CRPD lainnya relevan dengan tindakan dan pembangunan kemanusiaan serta mendukung
keterlibatan penyandang disabilitas. CRPD sebaiknya diperhitungkan dalam semua intervensi kemanusiaan.
Untuk melakukan hal tersebut, aktor- aktor kemanusiaan sebaiknya memeriksa dan mengevaluasi praktik,
proses, dan keluaran untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas terlindungi dan dipromosikan
seperti yang dipersyaratkan oleh hukum internasional.

Hukum internasional tentang hak asasi manusia (IHRL)

IHRL menegaskan bahwa semua individu memiliki hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta
mendefinisikan hak-hak tersebut. Dalam menerapkan hak-hak universal untuk penyandang disabilitas, CRPD
secara signifikan mengalihkan bagaimana penyandang disabilitas dipersepsikan. Disabilitas atau kebutuhan
khusus dimengerti sebagai kondisi dimana individu dengan kesulitan fungsi tubuh berinteraksi dengan
hambatan yang mereka hadapi. Hal tersebut memiliki implikasi yang penting bukan hanya dalam memahami
apa itu disabilitas namun juga bagaimana hal tersebut perlu ditanggapi, termasuk dalam konteks aksi
kemanusiaan. Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat dengan penuh menggunakan haknya,
menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan sosial, hukum, politik, dan lingkungan
yang mencegah mereka untuk menikmati hak mereka, termasuk sikap dan perilaku yang menstigmatisasi
dan memarginalisasi penyandang disabilitas. Juga merupakan hal yang penting untuk mengikutsertakan
penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan motto, ‘nothing about us without us’.

Hukum kemanusiaan internasional (IHL)

Dalam konflik bersenjata, IHL menyediakan perlindungan umum untuk masyarakat sipil dan orang yang tidak
dapat bertempur lagi, termasuk penyandang disabilitas, tanpa perbedaan yang merugikan (diskriminasi).™
Pelarangan perbedaan yang merugikan membolehkan aktor kemanusiaan untuk memprioritaskan penyandang
disabilitas dan bahkan mengharuskan mereka untuk mengambil langkah-langkah spesifik untuk melakukan
hal tersebut. Upaya bantuan kemanusiaan harus memastikan, misalnya, bahwa makanan, air, kesehatan,
rehabilitasi, dan hunian tersedia dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ketentuan dari IHL juga mungkin
harus digunakan untuk mencegah atau meminimalisir bahaya untuk penyandang disabilitas saat pertempuran.
Mengenali bahwa penyandang disabilitas ada pada risiko ditinggalkan di daerah yang rentan atas serangan,
contohnya, IHL secara spesifik memprioritaskan evakuasi mereka dari area-area tersebut. Keduanya IHL
dan IHRL menegaskan kewajiban-kewajiban untuk melindungi dan memastikan keselamatan penyandang
disabilitas di saat konflik bersenjata; kewajiban ini ditetapkan melalui artikel 11 pada CRPD.

Perjanjian pelucutan senjata mencakup perlindungan spesifik untuk penyintas dari senjata dan sisa-sisa dari
peperangan setelah konflik berakhir.

" Lihat Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional
72 Lihat ICRC, Diskriminasi (atau perbedaan yang merugikan)



http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://casebook.icrc.org/glossary/discrimination-or-adverse-distinction
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Instrumen-instrumen lain dan kerangka kebijakan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda 2030 khususnya menekankan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati,
melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk
sehubungan dengan penyandang disabilitas. 17 tujuan tersebut menyediakan kerangka yang telah disetujui
secara internasional untuk usaha pembangunan di tingkat nasional dan global pada periode hingga 2030.
Agenda ini mencakup komitmen global untuk merealisasikan ‘to leave no one behind’.

Tujuan 96 secara khusus relevan dengan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan.
Tujuan tersebut menegaskan adanya kebutuhan untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, dan membangun
institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan 9 mengajak masyarakat untuk
membangun infrastruktur yang mumpuni, khususnya pada wilayah yang terdampak oleh bencana. Tujuan 11
dan 13 mengingatkan kita bahwa tidak ada masalah yang dapat dimengerti atau diatasi secara efektif apabila
dilakukan secara tersendiri atau terisolasi, termasuk pencegahan dan bantuan bencana.

Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030"

Kerangka Sendai bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan hilangnya nyawa dan aset. Kerangka
tersebut mempromosikan sebuah masyarakat berbasis pendekatan ‘all of society’/semua masyarakat yang
mencakup penyandang disabilitas. Kerangka tersebut mempromosikan keikutsertaan', aksesibilitas'®, dan
penerapan standar desain yang universal'®, dan mengakui bahwa penyandang disabilitas dan organisasi
mereka memiliki peran yang penting dalam semua tahapan perencanaan pengurangan risiko bencana.'”

Pertemuan Puncak Kemanusiaan Dunia (2016) dan Agenda untuk komitmen kemanusiaan

Situasi mengenai penyandang disabilitas telah didiskusikan pada Pertemuan Puncak Kemanusiaan Dunia
dan beberapa organisasi telah menjalankan proses untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas di
aksi kemanusiaan.’® Negara anggota, organisasi-organisasi PBB, lembaga swadaya masyarakat (LSM)
dan lainnya telah mengakui bahwa kebijakan kemanusiaan, prosedur dan program yang bertujuan untuk
mengikutsertakan penyandang disabilitas harus diperkuat dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem.

Piagam mengenai Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan, yang diluncurkan saat pertemuan
tingkat tinggi, didasari oleh IHL dan IHRL. Pertemuan tersebut membangun lima komitmen yang dapat
ditindaklanjuti: non-diskriminasi; partisipasi; kebijakan inklusif; aksi dan layanan yang inklusif; serta kerjasama
dan koordinasi.

Selain yang telah disebutkan diatas, Global Compact on Refugees dan Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration mencakup ketentuan-ketentuan spesifik mengenai penyandang disabilitas dimana
ketentuan tersebut mengadvokasikan inklusivitas dalam respons terhadap pergerakan pengungsi dan migran.

'8 Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, diadopsi pada Konferensi PBB Ketiga di Sedai, Jepang, 18 Maret 2015.
' |bid, para. 7.

'S |bid, para. 19(d).

6 Ibid, para. 30(c).

7 1bid, para. 36(a)(iii).

'8 Lihat Agenda for Humanity, Explore Commitments and Reports.



https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/
https://www.agendaforhumanity.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://refugeesmigrants.un.org/refugees-compact
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/explore-commitments/indv-commitments?referer=home

2. Yang anda perlu ketahui

Prinsip-prinsip dari panduan IASC

Panduan IASC mengenai inklusi penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan, didasari oleh prinsip-
prinsip yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, akan dihargai, dilindungi, dan dipromosikan selama
kesiapsiagaan, respons kemanusiaan, dan pemulihan

CRPD mencakup beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan terhadap aksi kemanusiaan.” Prinsip- prinsip
tersebut mencakup: menghormati martabat yang melekat; partisipasi dan inklusi; non-diskriminasi dan
kesetaraan kesempatan; serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip yang lebih spesifik namun
sama pentingnya termasuk: aksesibilitas; penghormatan terhadap perbedaan; penerimaan penyandang
disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman manusia; penghormatan untuk pengembangan kapasitas
penyandang disabilitas anak-anak; otonomi individu termasuk kebebasan untuk memilih; dan kemerdekaan
individu.

Prinsip-prinsip ini melekat dengan masing-masing hak yang ditegaskan oleh Perjanjian. Apabila
diimplementasikan bersama dengan prinsip kemanusiaan dan standar, termasuk Piagam Kemanusiaan serta
Kode Etik Pekerja Kemanusiaan, hal-hal tersebut menjamin bahwa penyandang disabilitas akan diikutsertakan
dalam semua tahapan kesiapsiagaan dan aksi kemanusiaan.

Aksi kemanusiaan juga terinformasikan oleh prinsip- prinsip kemanusiaan, netralitas,imparsialitas dan
kemandirian yang dikemukakan oleh resolusi-resolusi Majelis Umum.?® Prinsip-prinsip ini penting untuk
usaha organisasi kemanusiaan, yang banyak diantaranya membuat komitmen-komitmen tambahan untuk
melindungi hak asasi manusia, menghormati martabat dari masyarakat terdampak, serta memperkuat
akuntabilitas, melalui pengesahan kode etik atau mengimplementasikan dan mendukung sembilan komitmen
dari Core Humanitarian Standard/Standar Kemanusiaan Inti. Prinsip-prinsip kemanusiaan menggarisbawahi
bahwa menjaga dan mengembangkan akuntabilitas, kualitas, dan performa dari aksi kemanusiaan penting
untuk memastikan inklusi penyandang disabilitas dalam konteks kemanusiaan.

Siapakah penyandang disabilitas?

Untuk kegunaan dari panduan ini, penyandang disabilitas mencakup orang yang memiliki kesulitan fungsi
tubuh jangka panjang sensorik, fisik, psikososial, intelektual atau kesulitan fungsi tubuh lain yang berinteraksi
dengan berbagai jenis hambatandan menghambat mereka untuk berpartisipasi atau memiliki akses terhadap
program- program, layanan, atau perlindungan kemanusiaan.?’

Pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap disabilitas menempatkan penyandang disabilitas di
titik tengah dan mengurangi hambatan serta risiko yang mereka hadapi. Hal tersebut mensyaratkan aktor-
aktor kemanusiaan untuk mengakui kapasitas penyandang disabilitas dalam berkontribusi terhadap aksi
kemanusiaan.

° CRPD, Pasal 3.
20 Mengenai kemanusiaan, kenetralan, dan ketidakberpihakan, lihat Resolusi Majelis Umum 46/182 (1991). Mengenai kemerdekaan, lihat

Resolusi Majelis Umum 58/114 (2004).
2! Dimodifikasi dari CRPD, pasal 1.


https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#2
https://www.alnap.org/help-library/general-assembly-resolution-46182-strengthening-of-the-coordination-of-humanitarian
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Penyandang disabilitas adalah kelompok yang beragam. Mereka memiliki kesulitan fungsi tubuh dan
identitas yang berbeda-beda (sebagai perempuan, masyarakat adat, anak-anak, dan lainnya). Dikarenakan
interseksionalitas/saling keterkaitan dari faktor-faktor tersebut, penyandang disabilitas mungkin menghadapi
banyak jenis diskriminasi. Untuk menghindari penyandang disabilitas tertinggal, pemahaman mengenai
perbedaan-perbedaan ini harus menginformasikan adaptasi pendekatan yang digunakan pada aksi
kemanusiaan sejak awal.

Konsep dan definisi kunci

Aksesibilitas adalah salah satu dari delapan prinsip yang memungkinkan hak-hak yang ditegaskan dalam
CRPD untuk dapat dipenuhi. Hal tersebut menegaskan hak penyandang disabilitas untuk menikmati “akses,
atas dasar kesetaraan dengan yang lain, terhadap infrastruktur lingkungan, terhadap transportasi, terhadap
informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem, serta terhadap fasilitas maupun jasa lain yang
terbuka atau disediakan untuk publik, keduanya di daerah perkotaan dan pedesaan”.?? Aksesibilitas adalah
prasyarat dari inklusi: tanpanya, penyandang disabilitas tidak dapat dilibatkan.

Desain universal adalah pendekatan yang mengadvokasikan “rancangan produk, lingkungan hidup, program
dan layanan [seharusnya] dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa adanya kebutuhan
untuk penyesuaian atau rancangan yang khusus”.” Prinsip desain universal memfasilitasi aksesibilitas,
termasuk untuk penyandang disabilitas.?*

Teknologi pendukung, perangkat dan alat bantu mobilitas merupakan produk eksternal (perangkat,
peralatan, instrumen, perangkat lunak), yang diproduksi secara khusus atau secara umum yang menjaga atau
meningkatkan aktivitas individu dan, kemandirian, partisipasi, atau kesejahteraan secara menyeluruh seorang
individu.?® Hal-hal tersebut juga dapat membantu mencegah timbul dan bertambahnya kesulitan fungsi tubuh
dan mencegah memperburuk kondisi kesehatan selanjutnya. Contoh dari alat bantu dan teknologi pendukung
mencakup kursi roda, prostesis, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, dan perangkat lunak atau keras
yang dapat meningkatkan mobilitas, pendengaran, penglihatan, atau kapasitas untuk berkomunikasi.

Hambatan adalah faktor-faktor dalam lingkungan hidup seseorang yang menghambat partisipasi dan
menghasilkan disabilitas. Untuk penyandang disabilitas, hambatan tersebut membatasi akses dan inklusi ke
dalam masyarakat. Hambatan dapat berupa sikap, lingkungan, atau institusional.

Hambatan sikap adalah sikap yang dapat berakar kepada kepercayaan kebudayaan atau keagamaan,
kebencian, distribusi kekuasaan yang tidak setara, diskriminasi, prasangka, ketidakpedulian, stigma
dan bias, dan lain-lain. Anggota keluarga atau orang dalam jejaring terdekat penyandang disabilitas
juga mungkin menghadapi ‘diskriminasi berdasarkan asosiasi’. Hambatan sikap merupakan akar
dari diskriminasi dan pengecualian.

22 CRPD, pasal 9.

2 CRPD, Pasal 2.

24 National Disability Authority, What is Universal Design?
25 WHO, Guidelines on health-related rehabilitation, hal. 35.
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2. Yang anda perlu ketahui

Hambatan lingkungan mencakup hambatan fisik pada lingkungan alami atau buatan yang
“menghambat akses dan memengaruhi kesempatan untuk partisipasi”?®, dan sistem komunikasi
yangtidak aksesibel. Sistem komunikasi tersebut tidak memungkinkan penyandang disabilitas untuk
mengakses informasi atau pengetahuan dan dengan demikian membatasi kesempatan mereka
untuk berpartisipasi.?” Kekurangan layanan atau masalah pada penyediaan layanan juga merupakan
hambatan lingkungan.?8?°

Hambatan institusional mencakup hukum, kebijakan, strategi atau praktik yang terlembaga yang
mendiskriminasi penyandang disabilitas atau menghambat mereka untuk dapat berpartisipasi dalam
masyarakat.*°

Hambatan dapat diklasifikasi sebagai ancaman apabila diberikan secara sengaja. Hal-hal tersebut
digambarkan sebagai kerentanan apabila peristiwa tersebut dihasilkan oleh ketidaksengajaan. Dalam kedua
kasus tersebut, hambatan dapat mengacu pada pengecualian, menyebabkan penyandang disabilitas dapat
menghadapi ancaman atau kerentanan yang lebih banyak dan lebih parah dibandingkan pihak lainnya yang
terpengaruh oleh sebuabh krisis.

Inklusi disabilitas tercapai apabila penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara bermakna dalam
segala keragaman mereka, saat hak-hak mereka dipromosikan, dan saat kekhawatiran terkait disabilitas
diatasi atas dasar kepatuhan terhadap CRPD.®" Hal tersebut berkaitan dengan konsep ‘inklusi sosial’, yang
telah didefinisikan sebagai “proses dimana usaha-usaha dilakukan untuk memastikan kesempatan yang
setara - bahwasanya semua, tanpa menghiraukan latar belakang mereka, dapat mencapai potensi penuh
mereka dalam kehidupan. Usaha-usaha tersebut mencakup kebijakan dan tindakan yang mempromosikan
akses yang setara untuk layanan (publik) dan juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.”?

Diskriminasi atas dasar disabilitas mengacu pada perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar
disabilitas yang memiliki tujuan atau pengaruh merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau,
mengenai hak asasi manusia atas dasar yang sama dan kebebasan fundamental dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil, atau bidang lainnya. Hal tersebut mencakup segala bentuk diskriminasi
termasuk kegagalan dalam merespon secara fleksibel terhadap kebutuhan yang masuk akal (kebutuhan
mereka yang wajar tidak terakomodir).*

Akomodasi yang layak mensyaratkan individu- individu dan institusi untuk memodifikasi prosedur atau
layanan mereka (mengakomodir), dimana hal tersebut diperlukan dan sesuai, baik untuk menghindari
pemaksaan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya terhadap penyandang disabilitas,
atau untuk memungkinkan mereka untuk dapat melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental mereka dengan dasar yang sama dengan yang lainnya.3*

26 WHO dan Bank Dunia, World Report on Disability (2011), hal. 4 dan 263.

27 Wapling & Downie, Beyond Charity: a Do nor’ s Guide to Inclusion (2012), hal. 21; PPUA Penca (Center for Election Access of Citizens with Disabili ties),
Accessible elections for persons with disabilities in five Southeast Asian countries. USAID & AGENDA (2013), hal. 5,11; WHO dan Bank Dunia, World
Report on Disability (2011), hal. 4.

28 WHO dan Bank Dunia, World Report on Disability (2011), hal. 262.

2% GSDRC, Barriers to disability inclusion.

% Wapling & Downie, Beyond Charity: a Donor’ s Guide to Inclusion (2012), hal. 21; DFID: Disability, Poverty and Development (2000), hal. 8; WHO dan
Bank Dunia, World Report on Disability (2011), hal. 6, 262; Bruijn et al. (2012), Count Me In:Include people with disabilities in development projects (2012),
hal. 23

1 United Nations Disability Inclusion Strategy website and UNDIS, Lampiran 1. Key concepts and definitions.

%2 UN Department of Economic and Social Affairs, Social Inclusion.

% Lihat CRPD, Pasal 4.

34 Lihat CRPD, Pasal 2.
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Beberapa bentuk diskriminasi beragam dan saling terkait terjadi ketika seseorang mengalami
diskriminasi pada dua alasan atau lebih secara sekaligus. Dalam kondisi tersebut, pengaruh dari
diskriminasi diperparah. Contohnya, perempuan penyandang disabilitas mungkin secara sekaligus
mengalami diskriminasi akibat jenis kelaminnya dan disabilitasnya. ‘Diskriminasi interseksionalitas/
saling terkait’ terjadi apabila beberapa bentuk diskriminasi berinteraksi dengan satu sama lain dengan
cara mengekspos keadaan yang merugikan dan diskriminasi yang unik bagi masing-masing individu.

Diskriminasi atas dasar disabilitas dapat dialami orang yang saat ini memiliki kesulitan fungsi tubuh,
yang memiliki kesulitan fungsi tubuh di masa lalu, yang memiliki kecenderungan terhadap kesulitan
fungsi tubuh di masa depan, orang yang diduga memiliki kesulitan fungsi tubuh, dan kepada rekan-
rekan penyandang disabilitas. Yang terakhir disebut sebagai diskriminasi berdasarkan kedekatan.

Kemudahan adalah upaya yang menghapus atau mengurangi pengaruh hambatan, dan meningkatkan
ketangguhan atau perlindungan penyandang disabilitas.

Penganggaran inklusif terjadi apabila pada proses perencanaan, suatu organisasi mengalokasikan dana
untuk menghapuskan hambatan-hambatan dan mempromosikan partisipasi untuk penyandang disabilitas
serta menyediakan kegiatan yang ditargetkan untuk penyandang disabilitas. Anggaran yang inklusif sebaiknya
mencakup biaya untuk memajukan aksesibilitas fisik, menyediakan akomodasi yang layak, dan menyediakan
barang non-makanan khusus (Non Food Items), alat bantu, alat mobilitas dan komunikasi yang aksesibel.*

Persetujuan yang terinformasikan terjadi apabila seseorang secara sukarela setuju untuk melakukan sesuatu
atau memperbolehkan sesuatu (contohnya, intervensi medis, relokasi, komunikasi informasi pribadi, transfer
dokumen kasus, dll.) berdasarkan pengungkapan penuh atas risiko, manfaat alternatif, dan konsekuensi dari
penolakan. Penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki disabilitas intelektual dan psikososial,
seringkali ditolak untuk dapat mengekspresikan persetujuan mereka. Ini merupakan pelanggaran hak mereka
menurut CRPD.*

Anak-anak berhak untuk dikonsultasikan dan memberikan persetujuan sesuai dengan tingkat perkembangan
kapasitas mereka.

Interseksionalitas/Saling keterkaitan adalah kerangka analitis yang mendemonstrasikan bagaimana
berbagai bentuk penindasan bertumpang tindih (seperti rasisme, seksisme, diskriminasi kemampuan) dan
mendefinisikan kelompok- kelompok sosial yang unik. Pendekatan interseksional mengasumsikan bahwa
kerugian dan pelanggaran yang berhubungan dengan disabilitas, ras dan etnis, jenis kelamin, atau identitas
lainnya tidak dapat dimengerti dengan cukup bila dipelajari secara terpisah.

Untuk melihat secara jelas bagaimana hal tersebut mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan
menghasilkan risiko untuk penyandang disabilitas, perlu untuk melihat bagaimana disabilitas, usia, jenis
kelamin dan faktor-faktor lainnya saling berkaitan dan mengevaluasi pengaruhnya secara keseluruhan.®’

35 Untuk memenuhi persyaratan aksesibilitas fisik untuk penyandang disabilitas (contohnya, saat membangun bangunan atau fasilitas WASH),
diestimasikan bahwa di antara 0.5 persen dan 1 persen sebaiknya dialokasikan dalam anggaran. Untuk menyediakan barang non-makanan khusus
(NFIs) dan peralatan mobilitas untuk penyandang disabilitas, estimasi menyarankan bahwa 3 -4 persen dan hingga 7 persen, sebaiknya ditambahkan.
Lihat Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, dan Light for the World,
Resource Book on Disability Inclusion (2017), hal.36

36 Komite mengenai Hak Penyandang disabilitas, komentar umum No.1 (2014) mengenai Pasal 12: Pengakuan setara di mata hukum CRPD/C/GC/1,
19 Mei2014. Lihat juga Komite mengenai Hak Penyandang disabilitas, Komentar umum No.6 (2018) mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi,
CRPD/C/GC/6, 26 April 2018, para.66. Kebijakan IASC mengenai Perlindungan dalam Aksi kemanusiaan menyatakan bahwa informasi dan data
sebaiknya tidak diungkapkan dalam ketiadaan persetujuaan yang diinformasikan dan bebas. Lihat bab mengenai definisi.

37 Lihat European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Discrimination Generated by the Intersection of Gencer and Disability (2013).
Lihat juga: Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No.6 mengenai equality and non-discrimination, CRPD/C/
GC/6,26 April 2018 para.19.
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Pengarusutamaan adalah proses memasukkan prinsip perlindungan CRPD, mempromosikan keselamatan
dan martabat penyandang disabilitas, serta memastikan mereka memiliki akses yang berarti terhadap bantuan
kemanusiaan dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam intervensi kemanusiaan. Pengarusutamaan
tidak berfokus pada apa yang dilakukan, melainkan terhadap bagaimana hal tersebut dilakukan. Disabilitas
sebaiknya diarusutamakan dalam semua sektor dan semua tahapan dari siklus program kemanusiaan.

Organisasi penyandang disabilitas (OPDis) sebaiknya berakar dari dan memiliki komitmen terhadap CRPD
dan sebaiknya menghargai secara penuh prinsip dan hak-hak yang ditegaskannya. OPDis harus dipimpin,
diarahkan, dan diatur oleh penyandang disabilitas. Sebaiknya mayoritas keanggotaannya adalah penyandang
disabilitas.®®

Penyandang disabilitas “mencakup mereka yang memiliki kesulitan fungsi fisik, mental,®® intelektual atau
sensorik jangka panjang, yang apabila berinteraksi dengan berbagai hambatan, dapat menghambat mereka
dari partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat pada dasar yang setara dengan yang lainnya”.*°

Ketangguhan mendeskripsikan kemampuan dari suatu sistem, seseorang, suatu penduduk atau masyarakat
untuk dapat melawan, menyerap, mengakomodir, beradaptasi, bertransformasi dan pulih dari pengaruh suatu
bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk dengan cara melestarikan dan memulihkan struktur dan
fungsi yang penting melalui manajemen risiko.

Menganalisa risiko dan hambatan dari inklusi penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan

Mengurangi risiko dan meningkatkan ketangguhan serta perlindungan

Penyandang disabilitas menghadapihambatan yang meningkatkan risiko di konteks kemanusiaan. “Hambatan
dapat menjadi ancaman apabila diposisikan secara sengaja oleh suatu aktor; atau sebagai suatu kerentanan
yang timbul atas hasil tindakan tidak disengaja. Dalam kedua kasus tersebut, hambatan-hambatan tersebut
menyebabkan pengecualian, dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan penyandang disabilitas
untuk menghadapi ancaman dan kerentanan lebih tinggi dibandingkan penduduk lainnya yang terpengaruhi
oleh krisis”.*' Dengan memanfaatkan kemudahan yang ada (contohnya layanan dukungan dalam tempat
pengungsian, memfasilitasi akses terhadap titik distribusi makanan, atau pengadaan alat bantu), penyandang
disabilitas dapat meningkatkan ketangguhan individu mereka. Berkurangnya risiko dan meningkatnya
ketangguhan mencerminkan perlindungan yang lebih baik.

Apa yang perlu diketahui untuk menangani - hambatan-hambatan

Bab ini mendeskripsikan hambatan umum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di saat krisis
kemanusiaan. Bab 11 hingga 18 menguraikan hambatan per sektor. Untuk mengidentifikasi tindakan dan
usaha secara efektif, dan merencanakan serta mengimplementasikan program kemanusiaan yang aksesibel
dan inklusif, penting untuk memahami konsep-konsep disabilitas, aksesibilitas dan konsep hambatan.

3 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on the Participation of Disabled Persons Organizations (DPOs) and Civil Society
Organizations in the work of the Committee, Lampiran Il dari CRPD/C/11/2, para. 3. Lihat juga: CRPD Committee, General comment No. 7 (2018)
mengenai partisipasi penyandang disabilitas melalui organisasi perwakilan mereka dalam mengimplementasi and pemantauan Konvensi,
termasuk penyandang disabilitas anak-anak, CRPD/C/GC/7,9 November 2018.

% CRPD merujuk pada kesulitan fungsi ‘mental’. Komite CRPD kemudian lebih memilih istilah kesulitan fungsi ‘psikososial’.

“ CRPD, Pasal 1.

“DG ECHO, The Inclusion of Persons with Disabilities in EU-funded Humanitarian Aid Operations (2019, DG ECHO Operational Guidance).
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Diagram 3 | Hambatan dan Kemudahan untuk inklusi penyandang disabilitas dalam aksi
kemanusiaan
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Orang dengan H — o risiko, diperlukan
: ambatan Risiko » dip
kesulitan + f— penghapusan
hambatan.
Ketangguhan
akan meningkat
Orang dengan + Kemudahan — saat kemudahan

kesulitan diidentifikasi dan

digunakan

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan sikap, lingkungan dan hambatan institusional
dalam kehidupan sehari-hari mereka. Krisis kemanusiaan memperburuk hambatan- hambatan tersebut dan
mungkin menghasilkan hambatan baru, lebih lanjut mengurangi akses terhadap bantuan dan perlindungan,
dan menghambat partisipasi mereka dalam aksi kemanusiaan. Penting untuk diakui bahwa penyandang
jenis disabilitas yang sama mungkin mengalami hambatan yang berbeda dikarenakan banyak alasan,
termasuk jenis kelamin, usia, budaya atau status sosio-ekonomi. Karakter yang kompleks dari beberapa
interseksionalitas antara diskriminasi dan disabilitas memerlukan peninjauan risiko yang

multi-kriteria.

Peran keluarga dan jaringan sosial

Keluarga dan jaringan sosisal dapat berperan sebagai kemudahan untuk menghapus atau mengurangi
hambatan yang mencegah partisipasi penyandang disabilitas. Keluarga yang suportif dapat secara signifikan
mengurangi biaya dan mempromosikan inklusi, khususnya untuk penyandang disabilitas yang mengalami
stigma atau dikecualikan. Namun, keluarga dapat berperilaku sebgai hambatan dan juga kemudahan. Aktor
kemanusiaan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas berada pada pusat dari intervensi mereka.




2. Yang anda perlu ketahui

Kolom di sisi kiri tabel di bawah ini menyediakan daftar hambatan yang muncul dalam konteks kemanusiaan.
Kolom pada sisi kanan mendeskripsikan aksi kemanusiaan yang inklusif terhadap disabilitas. Daftar ini tidak
lengkap; informasi lebih terkait hambatandapat ditemukan di bab 11 hingga 18.

A. Hambatan sikap dalam konteks kemanusiaan. Kesalahpahaman sosial atau prasangka terhadap

penyandang disabilitas dapat menciptakan asumsi yang tidak tepat.

Contoh-contoh hambatan dan

Contoh-contoh kemudahan dan asumsi

kesalahpahaman

Semua penyandang disabilitas meninggal
karena mereka tidak dapat melarikan diri.

yang sesuai

Meskipun beberapa penyandang disabilitas meninggal,
banyak dari mereka dapat melarikan diri. Mereka
secara tidak proporsional direpresentasikan di antara
yang selamat.

Penyandang disabilitas merupakan korban
yang memerlukan bantuan secara penuh.

Penyandang disabilitas membutuhkan bantuan sama
halnya seperti kelompok lain dari populasi yang
terdampak, namun mereka memiliki kapasitas, sumber
daya dan suara, serta banyak dari mereka dapat
berkontribusi dalam aksi kemanusiaan.

Penyandang disabilitas memiliki kondisi medis
dan semuanya membutuhkan perawatan medis.

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang
sama dengan lainnya, dan beberapa dari mereka
mungkin membutuhkan perhatian medis spesifik.
Namun, tidak semua penyandang disabilitas akan
membutuhkan perawatan medis.

Pelayanan kesehatan dan medis secara
eksklusif mencakup persyaratan spesifik untuk
disabilitas, seperti penyediaan kursi roda dan
alat bantu.

Aktor kemanusiaan dapat memberikan alat bantu
melalui berbagai cara. Meskipun demikian, mereka
harus tetap memahami tipe-tipe alat bantu apa
yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk
meningkatkan fungsi kemampuan mereka untuk
beraktivitas dalam konteks kemanusiaan serta
meningkatkan kapasitas dan ketangguhan.

Penyandang disabilitas seringkali tidak dapat
mengambil keputusan; pihak lainnya seringkali
perlu mengambil keputusan untuk mereka demi
kepentingan terbaik mereka.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengambil
keputusan pada isu yang mempengaruhi mereka, dan
kebanyakan dari mereka dapat melakukan hal tersebut.
Sebagian, termasuk mereka yang memiliki disabilitas
psikososial dan intelektual, mungkin memerlukan
bantuan untuk memahami dan membuat keputusan.

Penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dan
dengan demikian organisasi kemanusiaan
tidak merekrut mereka.

Penyandang disabilitas dapat bekerja dan dapat
memberi kontribusi yang berharga. Sangat penting
untuk mendiskusikan hal ini dengan mereka secara
langsung untuk mengidentifikasi keahlian dan minat
mereka.
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Contoh-contoh hambatan dan Contoh-contoh kemudahan dan asumsi

kesalahpahaman yang sesuai

Penyandang disabilitas dapat membuat orang-  Kasus ini mungkin terjadi, dimana terdapat stigma

orang disekitar mereka tidak nyaman. dan kesalahpahaman yang tinggi. Sangat penting untuk
melaksanakan peningkatan kesadaran dan kepekaan
untuk mengatasi kepercayaan pemahaman.

Menyediakan akomodasi yang layak untuk Mengakomodir  persyaratan  dari  penyandang

penyandang disabilitas terlalu sulit, terlalu disabilitas menjadi mudah apabila Anda mengetahui

mahal. Hal tersebut merupakan tanggung jawab apa yang mereka butuhkan dan bagaimana hal

orang lain. tersebut disediakan. Tanya mereka. Dalam mayoritas
kasus, solusi berbiaya rendah yang sederhana dapat
ditemukan. Semua aktor kemanusiaan memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa program
mereka aksesibel dan menyediakan akomodasi dimana
diperlukan.

Kebudayaan lokal seringkali menjadi sumber dari prasangka dan stigma terhadap penyandang
disabilitas.

Identifikasi hambatan budaya dan sosial dan atasi dengan cara yang dapat diterima secara
budaya.

B. Hambatan lingkungan dalam konteks kemanusiaan. Beberapa hambatan lingkungan hidup kemungkinan
besar sudah hadir. Aktor kemanusiaan dan penduduk setempat mungkin secara tidak sengaja
menciptakan hambatan lainnya.

Contoh dari hambatan Contoh dari kemudahan

Titik registrasi dan distribusi bertempat jauh, Tempatkan titik registrasi dan distribusi di lokasi

di dataran tinggi, dalam medan yang sulit; dimana semua dapat mengakses. Apabila ini tidak

transportasi tidak aksesibel. memungkinkan, sediakan transportasi atau antarkan
layanan kepada individu yang tidak dapat mencapai
titik distribusi.

Paket makanan terlalu berat untuk bisa Identifikasi orang yang dapat membantu untuk
diangkut oleh penyandang disabilitas. mengambil dan membawa paket makanan penyandang
disabilitas.

Ruang jamban terlalu sempit untuk mengako- Dokumen rancangan dan pengadaan yang

modir kursi roda dan orang yang membantu. memungkinkan jamban yang aksesibel kursi roda.
Tenda dan penampungan sementara memiliki Dokumen rancangan dan pengadaan  yang
tangga dan pintu masuk yang sempit. memungkinkan ~ penampungan sementara yang

aksesibel oleh kursi roda.




2. Yang anda perlu ketahui

Contoh dari hambatan

Contoh dari kemudahan

Titik air memiliki pompa yang ditinggikan yang
sulit untuk dioperasikan.

Dokumen perancangan dan pengadaan yang
memungkinkan pompa air yang aksesibel. (Perhatikan
bahwa bantuan mungkin diperlukan bahkan untuk
perancangan yang aksesibel.)

Rapat koordinasi terjadi di bangunan yang tidak
aksesibel yang tidak memenuhi prinsip ‘Reach,
Enter, Circulate and Use’.*?

Respons memastikan bahwa rapat koordinasi dilakukan
di bangunan dan di lokasi yang aksesibel.

Informasi mengenai bantuan kemanusiaan
disediakan menggunakan hanya satu media
komunikasi (contohnya, hanya pesan lisan atau
tulisan atau poster).

Informasi mengenai bantuan kemanusiaan disediakan
dalam beberapa format yang aksesibel (lisan, tulisan,
bahasa isyarat, bahasa yang mudah untuk dibaca/
sederhana, dll.) Bantuan dari orang lain disediakan
kepada mereka yang membutuhkan akses informasi.

Kerangka kerja kemanusiaan, kode etik dan
dokumen-dokumen kunci lainnya tidak tersedia
dalam beberapa format yang aksesibel,
termasuk dalam Bahasa yang mudah untuk
dibaca/sederhana.

Dokumen-dokumen kunci disediakan dalam beberapa
format yang aksesibel, termasuk dalam format bahasa
mudah untuk dibaca/sederhana.

Konsultasi dengan komunitas (melalui diskusi
kelompok  fokus, mekanisme  masukan
pengaduan, dll.) tidak dilaksanakan dalam
beberapa format, dan penyandang disabilitas
pendengaran, psikososial, atau intelektual tidak
didukung untuk memahami atau berpartisipasi
dalam kegiatan tersebut.

Konsultasi dilaksanakan dalam format yangberagam,
dan penyandang disabilitas pendengaran, psikososial,
atau intelektual didukung untuk berpartisipasi dalam
konsultasi komunitas, diskusi kelompok terfokus,
mekanisme masukan dan pengaduan.

“2 Lokasi atau bangunan aksesibel apabila penyandang disabilitas dapat menjangkaunya, memasukinya, mengitari dari satu ruangan

atau lantai ke yang lainnya, dan menggunakan layanan yang tersedia.
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C. Hambatan dan kemudahan institusional dalam konteks kemanusiaan. Di banyak negara, hanya sedikit
atau bahkan tidak ada kebijakan yang mempromosikan atau memastikan inklusifitas penyandang

disabilitas.

Contoh dari hambatan

Contoh dari kemudahan

Kerangka kebijakan dan hukum pemerintah yang
relevan dengan aksi kemanusiaan dan kebijakan
organisasi kemanusiaan tidak mempromosikan

Kebijakan pemerintah mendukung pendekatan inklusif
selaras dengan CRPD. Apabila sesuai, entitas PBB,
tim kenegaraaan PBB dan tim kemanusiaan negara

atau memastikan inklusi dari penyandang PBB mengikuti Strategi Inklusi Disabilitas PBB (UNDIS).
disabilitas.

Program cash-for-work/padat karya tunai Program cash-for-work/padat karya tunai dan
dan program pekerjaan lainnya tidak program pekerjaan lainnya mempertimbangkan
memperhitungkan kemampuandari penyandang kemampuan penyandang disabilitas dan layanan
disabilitas dan tidak mempekerjakan mereka. bantuan  menghargai otonomi mereka (dan

menyediakan layanan pribadi atau interpretasi).

Penyedia pelayanan yang terlatih dan memenuhi  Dokumen rekrutmen mempertimbangkan inklusi

syarat dan petugas terlatih (seperti guru dan
dokter) tidak tersedia.

dan mendorong pengalaman yang spesifik dengan
disabilitas. Program-program (kemanusiaan) melatih
petugas atas dasar prinsip inklusi dan cara- cara praktis
untuk mempromosikannya.

Inklusi bukan merupakan persyaratan donor.

OECD-DAC dan semakin banyak donor
mengikutsertakan penilaian disabilitas dan ingin
berfokus lebih kepada penyandang disabilitas.*® Entitas
PBB akan bertanggung jawab untuk melaporkan terkait
performa disabilitas mereka dibawah Strategi Inklusi
Disabilitas PBB.

Dokumen rekrutmen untuk posisi kemanusiaan
mensyaratkan pendaftar untuk berada dalam
‘kondisi kesehatan yang baik’ dan dapat
mengecualikan penyandang disabilitas atas
dasar bahwa disabilitas merupakan masalah
kesehatan.

Kebijakan rekrutmen mengikuti standar-standar CRPD
dan mengevaluasi kandidat berdasarkan kapasitas
mereka untuk dapat mengantarkan fungsi-fungsi
utama dari pekerjaan yang diiklankan, dengan bantuan
apabila dibutuhkan.**

4 Organisation for Economic Co-operation and Development, Handbook for the marker for the inclusion and empowerment of persons with disabilities (2019).

“ International Labor Organization, Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: a practical guide.

4 ‘Kapasitas Hukum’ mengacu kepada hak orang untuk melakukan tindakan hukum yang sah, untuk menikabh, ikut serta dalam kontrak kerja, mengelola
uangnya, menerima atau menolak perawatan medis, dil. Sebagian besar dari negara menyangkal hak ini terhadap orang dengan kesulitan fungsi
psikososial dan intelektual, meskipun dengan melakukan hal tersebut melanggar CRPD.



http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT/RD(2019)1/RD1&docLanguage=En

2. Yang anda perlu ketahui

Contoh dari hambatan

Contoh dari kemudahan

Hukum nasional mencegah penyandang
disabilitas untuk membuka akun bank (yang
dapat mencegah mereka untuk mengakses
bantuan berbasis uang), memperoleh pinjaman
atau kredit, atau memiliki tanah.

Pelaku respons bekerja dengan pemerintah untuk
mengembangkan kebijakan inklusif yang sejalan
dengan CRPD. Mereka juga bekerja dengan entitas
keuangan untuk memudahkan penyandang disabilitas
dalam menerima uang dengan aman dan sah hingga
hukum-hukum baru atau pengadilan memperbolehkan
mereka untuk membuka akun bank.

Kapasitas hukum dari penyandang disabilitas
terbatas,*> mengurangi akses mereka terhadap
perlindungan hukum, dan juga otoritas mereka
untuk dapat mengambil keputusan dan
memberikan mereka persetujuan secara bebas
dan terinformasi.

Pemerintah mendukung kebijakan yang inklusif sejalan
dengan CRPD. Pemberi bantuan dan layanan tersedia
untuk membantu penyandang disabilitas dalam
mengambil keputusan yang terinformasikan, dengan
jaminan yang memastikan mereka tidak mengambil
keputusan di bawah paksaan. Kebijakan dari organisasi
kemanusiaan tidak mengenakan hambatanatas dasar
kapasitas hukum.

Organisasi  kemanusiaan tidak  memiliki
kebijakan yang inklusif untuk disabilitas dan
terbatas secara mekanisme yang akuntabel

Kebijakan memastikan inklusi penyandang disabilitas.
Mekanisme  akuntabilitas mengukur perbaikan
performa. UNDIS menuntun organisasi kemanusiaan

untuk mengukur performa mereka dalam inklusi dalam proses pengembangan kerangka inklusi
disabilitas. Hal ini menghambat pengembangan mereka.*

budaya organisasi yang secara sesuai

mendukung penyandang disabilitas.

Struktur kemanusiaan tidak memiliki wilayah Disabilitas  merupakan agenda tetap dalam

tanggung jawab kerja (AoR - Area of
Responsibility) untuk disabilitas.

perlindungan dan pertemuan antar-organisasi. Satu
orang perlu ditunjuk dan diberi tanggung jawab terkait
disabilitas.

Peninjauan kebutuhan tidak dipilah berdasarkan
disabilitas. Hal ini menghambat pemahaman
terkait sejauh dimana penyandang disabilitas
mengalami risiko tertentu.

Penyandang disabilitas ditargetkan dalam peninjauan
kebutuhan. Data dipilah dan risiko dievaluasi secara
rinci.

“ United Nations, Disability Inclusion Strategy. Lihat juga ILO Model Self-Assessment Tool yang dikembangkan sebagai perantara

untuk badan-badan usaha.


https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2018/11/GBDNSelfAssesmentTool.pdf
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Respons yang inklusif mensyaratkan beberapa tingkatan intervensi. Mengingat bahwa penyandang disabilitas
memiliki persyaratan yang spesifik, CRPD mengadvokasi perencanaan pada dua intervensi: (i) secara progresif
mengembangkan lingkungan dan Intervensi yang aksesibel dan inklusif; dan (i) menyampaikan solusi-solusi
yang telah disesuaikan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk segera berpartisipasi. Saat tidak
ada solusilumrah yang telah tersedia, aktor sebaiknya siap untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk
memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Mengambil langkah-langkah untuk memastikan penyesuaian akomodasi yang layak

‘Akomodasi yang layak’ memiliki arti modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai, tidak
memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, dimana dibutuhkan dalam kasus
tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau bertindak atas dasar yang setara
dengan yang lainnya terkait hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. (CRPD, Pasal 2.)

Untuk menjelaskan bagaimana aktor kemanusiaan dapat mengimbangi solusi yang sudah lumrah atau
terstruktur serta mengakomodir individu, pertimbangkan aksesibilitas. Aktor kemanusiaan yang ingin
memajukan aksesibilitas biasanya melakukan hal tersebut dalam beberapa tahapan. Aktor (i) menginisasi
kajian; (ii) mengevaluasi tindakan-tindakan alternatif; (iii) menyiapkan proses penyediaan dan dokumen; (iv)
membeliatau memperoleh barang, fasilitas, bahan, teknologi, dll; dan (v) mendistribusikan sertamenyampaikan
barang atau layanan yang terpilih melalui jadwal yang direncanakan. Karena menolak akomodasi yang layak
adalah diskriminasi, aktor kemanusiaan juga harus menawarkan solusi-solusi individual sesuai permintaan.

Menjembatani celah antara aksesibilitas dan penyesuaian individual

Suatu program atau layanan menjadi

Akomodasi yang layak tercapai

aksesibel apabila... apabila...

Hal tersebut dapat diimplementasikan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan.

Hal tersebut dapat disediakan secara segera
(menghindari diskriminasi).

Hal tersebut menawarkan suatu solusi umum.

Hal tersebut merupakan solusi individual.

Hal tersebut tersedia dan aksesibel tanpa
mempedulikan apakah hal tersebut diperlukan atau
tidak.

Disediakan  apabila penyandang disabilitas
membutuhkannya dan di saat mereka tidak dapat
selain harus mendapatkan akses terhadap hal
tersebut.

Hal tersebut dipandu dengan prinsip umum desain
universal.

Hal tersebut disesuaikan untuk dapat memenuhi
kebutuhan seseorang tersebut dan di rancang
bersama orang tersebut.

Hal tersebut mencapai standar aksesibilitas.

Hal tersebut memenubhi uji kelayakan.
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Akomodasi yang layak adalah upaya yang ditujukan ke individu yang bermanfaat pada seseorang secara
spesifik namun mungkin juga dapat memberikan keuntungan lebih luas. Contohnya, jalan yang dibuat
aksesibel untuk seseorang kemudian dapat digunakan oleh banyak orang. Hal yang sama mungkin berlaku
dalam mengganti prosedur untuk penerimaan uang melalui transfer, mengatur ulang metode distribusi
makanan, atau mengatur ulang usaha untuk memenuhi kebutuhan rekan dengan disabilitas. (Lihat Lampiran
1: Menyediakan akomodasi yang layak.)

Aksesibilitas menyediakan hanya satu contoh dari akomodasi yang layak. Prosedur akuntabilitas mungkin
dapat disesuaikan untuk orang tertentu yang tidak dapat menjaga perhatian mereka dalam jangka waktu yang
panjang; uang untuk program keuangan mungkin dapat memperpanjang ruang waktu yang mereka tawarkan
untuk mengakomodir persyaratan untuk orang yang mengalami kondisi dimana bepergian merupakan suatu
hambatan yang signifikan, dil.#’

Terminologi berbasis hak

Istilah yang digunakan untuk mengatasi atau mengacu pada penyandang disabilitas dapat melemahkan atau
menguatkan mereka. Di bawah adalah beberapa istilah kunci yang perlu diperhatikan:

Rentan/kerentanan. Penyandang disabilitas tidak rentan secara inheren. Sebaliknya, kerentanan dikenakan
kepada mereka, termasuk hambatan dan kurangnya bantuan. Bahasa berbasis hak biasanya menggunakan
kerentanan dengan kualifikasi. Sebagai contohnya, ‘anak perempuan dengan disabilitas lebih rentan terhadap
kekerasan seksual saat mereka dipisahkan dari anggota keluarga dan pengasuh’ atau ‘anak laki-laki dengan
disabilitas lebih rentan terhadap intimidasi dibandingkan anak laki-laki tanpa disabilitas.’

Penjaga/pengasuh. Seorang penjaga atau pengasuh pada umumnya didefinisikan sebagai seorang (anggota
keluarga atau pendamping yang dibayar) yang secara teratur menjaga anak, seseorang yang sakit, seseorang
yang lebih tua, atau penyandang disabilitas. Para pegiat berbasis hak cenderung memilih istilah ‘mendukung’,
daripada ‘mengurus’, saat berbicara dalam konteks orang dewasa dengan disabilitas (contohnya, asisten
pribadi, dukungan rekan, orang yang mendukung).

Kebutuhan spesifik. Kebutuhan manusia (makanan, tempat perlindungan, layanan kesehatan, dll.) adalah
kebutuhan yang universal. Sama halnya dengan manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan
tersebut. Penyandang disabilitas mungkin membutuhkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik
untuk mereka (aksesibilitas, komunikasi, bantuan pribadi, dll.). Para pegiat berbasis hak pada umumnya
menggantikan istilah ‘kebutuhan spesifik'’ dengan istilah ‘persyaratan spesifik’, karena ini menempatkan
penekanan terhadap realisasi terkait hak-hak mereka.

Pertimbangan tambahan mengenai terminologi:

® Gunakan istilah orang pertama. (Contohnya, pilih ‘penyandang disabilitas’ daripada ‘orang cacat’; dan
‘perempuan muda dengan kesulitan melihat daripada ‘perempuan muda yang buta’).

® Hindariistilah-istilah yang memiliki konotasi negatif, seperti ‘menderita’, ‘penderitaan’, ‘korban’ atau
‘cacat’. Gunakan istilah ‘pengguna kursi roda’ daripada orang yang ‘terikat kursi roda’ atau ‘dibatasi
dengan kursi roda’.

4 Lihat ILO, Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments: a practical guide (2016).


https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/WCMS_536630/lang--en/index.htm
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® Gunakan istilah untuk orang ‘tanpa kesulitan fungsi tubuh’ daripada orang ‘normal’ atau orang ‘biasa’.

® Jangan gunakan akronim untuk merujuk pada penyandang disabilitas anak-anak (contoh: APD) atau
penyandang disabilitas (contoh: PD).*?

® Gunakan istilah yang sesuai untuk merujuk pada jenis-jenis kesulitan fungsi yang berbeda- beda,
termasuk kesulitan fungsi fisik, visual/penglihatan, pendengaran, intelektual dan psikososial.

“ CRPD menggunakan istilah ‘penyandang disabilitas anak-anak’ dan ‘penyandang disabilitas’. Karena anak-anak dan orang dewasa dengan
disabilitas seringkali diterstigmatisasi dan menghadapi diskriminasi, mereka memilih untuk dijuluki sebagai ‘anak’ dan ‘orang’ daripada dirujuk
sebagai akronim.
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APA YANG HARUS DILAKUKAN:
PENDEKATAN KUNCI DALAM
PERENCANAAN PROGRAM

Penyandang disabilitas harus dapat mengakses bantuan dan intervensi kemanusiaan pada standar
yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut memerlukan pendekatan dua arah yang
menggabungkan program arus utama yang inklusif dengan intervensi yang ditargetkan untuk penyandang
disabilitas.

Pertama, pengarusutamaan program dan intervensi kemanusiaan, yang didesain untuk seluruh tatanan
masyarakat, harus melibatkan penyandang disabilitas. Proses perencanaan, desain, implementasi, dan
evaluasi program-program tersebut harus mencerminkan tujuan ini. Sebagai contoh:

* Informasi harus di diseminasi dalam beberapa format yang aksesibel (lisan, tulisan, bahasa isyarat,
bahasa yang mudah dibaca dan dimengerti, dan seterusnya).

® Lokasi distribusi harus ditempatkan di lokasi yang aksesibel bagi semua, termasuk penyandang
disabilitas.

® Areajamban komunal harus aksesibel bagi penyandang disabilitas - mereka harus dilengkapi dengan
penandaan yang jelas dan harus aksesibel secara fisik.

Kedua, program kemanusiaan perlu menangani kebutuhan khusus yang dimiliki penyandang disabilitas
dengan memberikan intervensi yang ditargetkan. Sebagai contoh:

® Tersedianya alat bantu.

® Adanya uang saku transportasi bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan mereka dalam
mengakses layanan.

® Bahan makanan dan non-makanan harus dikirim kepada penyandang disabilitas yang tidak dapat
menjangkau lokasi distribusi.

Pendekatan dua arah ini sangat penting untuk inklusi penyandang disabilitas di aksi kemanusiaan. Hal
tersebut harus diadopsi oleh semua pemangku kepentingan di semua sektor.



3. Apa yang harus dilakukan: pendekatan kunci dalam perencanaan program

Tindakan waijib

‘Tindakan wajib’ sangat penting dilaksanakan agar dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas di
dalam semua tahapan aksi kemanusiaan dan harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dari
masing-masing sektor dan dalam semua konteks. Empat ‘tindakan wajib’ yang diuraikan di bawah harus
dipertimbangkan ketika membaca atau menerapkan masing-masing bab sektor dan bagian mengenai peran
dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

Mempromosikan partisipasi bermakna
Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006)* menekankan hak berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam

keputusan kemanusiaan yang memengaruhi mereka.

Atas dasar hak asasi, dan karena mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan, penyandang disabilitas
dapat berperan sebagai pelaku dan narasumber penting dalam aksi kemanusiaan.

Aksi Kunci

® Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses mengkaji, merencanakan,
mendesain, mengimplementasi, mengawasi, atau mengevaluasi program kemanusiaan, di semua
fase dan tingkat.

® Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses mengkaji, merencanakan,
mendesain, mengimplementasi, mengawasi, atau mengevaluasi program kemanusiaan, di semua
fase dan tingkat.

® Mencari saran dan berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas ketika memikirkan
strategi untuk mengajak penyandang disabilitas dari komunitas terdampak.

4 The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, the Global Compact for Refugees, the Global Compact for Migration, di antara banyak lainnya,
juga mengharuskan para aktor kemanusiaan dan lainnya untuk berkonsultasi dan melibatkan penyandang disabilitas dalam program mereka
dan berbagai keputusan yang diambil.



https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.iom.int/global-compact-migration
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Menghilangkan hambatan

Inklusi dan partisipasi tidak akan bisa tercapai apabila hambatan hambatan masih ada. Menghilangkan
hambatan lingkungan, sikap, dan kelembagaan bersifat kritis untuk mengatasi risiko.®

Aksi Kunci

® Mengidentifikasi semua hambatan lingkungan, sikap, dan kelembagaan yang menghambat
penyandang disabilitas dalam mengakses program dan layanan kemanusiaan. Mengidentifikasi
kemudahan yang berperan sebagai fasilitator partisipasi penyandang disabilitas.Memungkinkan
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses mengkaji, merencanakan, mendesain,
mengimplementasi, mengawasi, atau mengevaluasi program kemanusiaan, di semua fase dan
tingkat.

menghilangkan hambatan dan mengedepankan pendorong, guna memastikan bahwa penyandang
disabilitas dapat berpartisipasi.

Memberdayakan penyandang disabilitas; mendukung mereka untuk mengembangkan kapasitas mereka

Pemangku kepentingan kemanusiaan, temasuk organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pertama- tama
perlu meningkatkan kesadaran mereka sendiri terhadap hak-hak dan kapasitas penyandang disabilitas.
Kemudian, mereka perlu bekerja sama dengan penyandang disabilitas untuk memperkuat dan meningkatkan
kapasitas mereka. Langkah- langkah ini dapat memberdayakan kedua kelompok pemangku kepentingan
untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas diikutsertakan dalam semua aspek
bantuan dan perlindungan kemanusiaan.

Pengembangan kapasitas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Beberapa hal yg dapat dipertimbangkan,
seperti: membangun kepekaan, mengadakan sesi pelatihan dan pembelajaran, dan sesi untuk melatih
dan membimbing para petugas; merevisi sarana pelatihan seperti program induksi dan kursus pelatihan;
menciptakan komunitas praktik; mengumpulkan pengalaman atau pembelajaran yang diperoleh dan
mengidentifikasi praktik yang baik; memberikan dukungan teknis, termasuk menyediakan ahli inklusi
disabilitas; meningkatkan keterampilan berkomunikasi melalui layanan informasi bantuan dan saran dan
lain sebagainya.

% Lihat bab Hambatan.
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Aksi Kunci

Sebagai prioritas, meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dan OPDis di ranah aksi
kemanusiaan. Lengkapi mereka dengan pengetahuan, kemampuan, dan kepemim-pinan yang
diperlukan agar dapat berkontribusi kepada, dan diuntungkan oleh, bantuan kemanusiaan dan
perlindungan. ®'

Membangun kapasitas pekerja kemanusiaan. Bantu mereka dalam merancang dan mengimplementasi
program kemanusiaan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan cara
meningkatkan pengertian mereka terhadap hak penyandang disabilitas serta prinsip dan pendekatan
praktis yang mempromosikan inklusi dan mengurangi hambatan untuk mencapai inklusi.

Memilah data untuk memantau inklusi

Untuk memantau inklusi, ketersediaan data terkait hambatan dan keperluan penyandang disabilitas bersifat
esensial. Data dan informasi tentang risiko dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas juga
harus dikumpulkan dan dianalisis. Hal ini akan memperkuat pemahaman pemangku kepentingan di bidang
kemanusiaan terkait hambatan inklusi, yang dapat memudahkan mereka untuk menghilangkan hambatan
tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan inklusi.

Aksi Kunci

Apabila data tidak tersedia, pemangku kepentingan dalam bidang kemanusiaan, bekerja sama
dengan OPDis, harus mengumpulkan data terkait jenis kelamin, usia, dan disabilitas menggunakan
berbagai metode yang teruji dalam konteks kemanusiaan. Termasuk di dalamnya, serangkaian
Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok Washington tentang Disabilitas (Washington Group Short
Set of Disability Questions) dan Modul Fungsi Anak yang dikeluarkan oleh UNICEF-Washington Group
(UNICEF - Washington Group Child Functioning Module), serta data lain terkait dengan risiko dan
hambatan.

Gunakan data terkait disabilitas untuk memantau akses yang setara, merancang program inklusif,
dan merencanakan implementasinya, Pastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi di
setiap tingkatan.

Memilah data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dapat memungkinkan pengembangan
indikator yang tepat untuk memantau inklusi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan aksi
kemanusiaan.

51 Masukkan konsep dan perangkat aksi kemanusiaan kunci dalam pelatihan yang ditawarkan.
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; Lihat juga pada bab Pengelolaan data dan informasi.
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PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI

Pengantar: Mengapa mengumpulkan data mengenai penyandang disabilitas?

Perancangan program kemanusiaan yang berkualitas dibangun atas pemahaman dari keperluan dan prioritas
penyandang disabilitas di kala krisis. Pemahaman ini dihasilkan dengan (1) mengidentifikasi populasi dari
penyandang disabilitas; (2) menganalisis risiko yang penyandang disabilitas hadapi dan faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap risiko tersebut; (3) mengidentifikasi hambatan yang menghalangi penyandang
disabilitas dalam mengakses bantuan kemanusiaan; dan (4) memahami peran dan kapasitas penyandang
disabilitas dalam aksi kemanusiaan.

Untuk membangun dasar pemahaman ini, penting untuk memperoleh data mengenai penyandang disabilitas.
Secara spesifik data dibutuhkan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas, dan rumah tangga yang terdapat penyandang
disabilitas, untuk memantau situasi mereka, menargetkan bantuan dan mengatur prioritas aksi.

2. Untuk mengidentifikasi jumlah total dari penyandang disabilitas dalam masyarakat terdampak. Hal
tersebut memungkinkan untuk menghitung secara akurat keperluan umum dan keperluan spesifik
penyandang disabilitas dalam masyarakat terdampak dan mengerahkan sumber daya yang sesuai
untuk memenuhi keperluan tersebut.

3. Untuk memahami bagaimana krisis mempengaruhi penyandang disabilitas, termasuk pengaruhnya
terhadap angka kematian, gizi dan ketahanan pangan, mata pencaharian, kesehatan, perlindungan,
dan kebutuhan esensial lainnya. Informasi ini memungkinkan untuk dilakukannya identifikasi
terhadap faktor-faktor yang mengurangi risiko yang penyandang disabilitas hadapi dan meningkatkan
ketangguhan mereka.

4. Untuk memahamipandangan dan prioritas dari penyandang disabilitas. Tanpainformasiini, organisasi
kemanusiaan tidak dapat menjadi akuntabel terhadap masyarakat terdampak.

5.  Untuk memetakan kapasitas dan sumber daya dari organisasi yang berkontribusi terhadap respons,
termasuk organisasi penyandang disabilitas (OPDis). Informasi ini menopang pembangunan dari
kerja sama lokal dan usaha untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas.
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6. Untuk memantau sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses terhadap bantuan, layanan
dan fasilitas, serta mengidentifikasi hambatan sikap, fisik, institusional dan komunikasi yang
menghambat aksesibilitas. Tanpa informasi ini, organisasi kemanusiaan tidak dapat memajukan
program dan mekanisme mereka, menghapus hambatan, atau meningkatkan partisipasi dari
penyandang disabilitas. Informasi ini dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan,
peningkatan kesadaran dan kesenjangan kapasitas.

7. Untuk memperkuat dasar bukti yang diperlukan bagi inisiatif advokasi dan mobilisasi sumber daya.

Mengumpulkan data terkait penyandang disabilitas juga merupakan tanggung jawab untuk negara yang
telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006) atau Convention on the Rights of
Persons With Disabilities (CRPD). Pasal31 dari CRPD, mengenai statistik dan pengumpulan data mewajibkan
negara untuk “bertindak untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, termasuk data statistik dan riset”
dan menyatakan bahwa data “sebaiknya dipilah sebagaimana mestinya, danDigunakan untuk menilai
implementasi tanggung jawab negara-negara yang saat ini telah meratifikasi konvensi, serta mengidentifikasi
dan mengatasi hambatanyang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak-hak mereka”.

Jenis data apa yang dibutuhkan?

Keputusan atau tindakan yang perlu diambil oleh respons kemanusiaan akan menentukan jenis data apa
yang perlu dikumpulkan.

* Untuk mengidentifikasi individu penyandang disabilitas dan menghitung
jumlah penyandang disabilitas dalam masyarakat terdampak (melalui data
registrasi, survei rumah tangga, estimasi rumah tangga, dll.).

*  Untuk menentukan jumlah dan lokasi dari fasilitas yang aksesibel dan tidak
aksesibel.

Data Kuantitatif
(informasi yang dapat

« Untuk memilah data mengenai kebutuhan dan risiko (contohnya, jumlah
atau proporsi rumah tangga rawan pangan yang dikepalai oleh penyandang

diukur dan. dihitung) disabilitas).
memungkinkan
digunakan « Untuk memantau akses terhadap bantuan (contohnya, menetapkan angka

atau proporsi dari partisipan program mata pencaharian yang merupakan
penyandang disabilitas.

¢ Untuk memantau terkait perlindungan (contohnya, menetapkan angka
pelanggaran hak asasi manusia, atau jenis dari pelanggaran hak asasi
manusia, yang dialami oleh penyandang disabilitas).
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* Untuk menyatukan pandangan-pandangan  dan prioritas penyandang
disabilitas, contohnya melalui proses umpan balik atau pengaduan.

 Untuk memahami risiko dan hambatan yang dihadapi oleh
penyandang disabilitas, dan juga faktor pendorongnya, contohnya melalui
diskusi kelompok terfokus dan wawancara informan kunci.

* Untuk mengidentifikasi risiko spesifik serta hambatan dankemudahan
dalam mengakses bantuan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas,
contohnya melalui peninjauan kebijakan dan dokumen.

Data kualitatif
(informasi deskriptif)

* Untuk memantau kekhawatiran terkait perlindungan, contohnya dengan
mewawancarai penyandang disabilitas secara pribadi terkait pelanggaran
hak asasi manusia yang telah mereka alami.

memungkinkan
digunakan

* Untuk memperoleh informasi terperinci mengenai pengetahuan, sikap dan
persepsi aktor kemanusiaan dan penduduk setempat terkait penyandang
disabilitas, contohnya melalui survei atau wawancara.

*  Untuk memetakan OPDis dan layanan yang aksesibel, contohnya dengan
mengumpulkan data 5W (Siapa melakukan apa, kapan, dimana dan untuk
siapa?).

Perangkat untuk memilah data berdasarkan disabilitas

Pemilahan data berdasarkan disabilitas merupakan hal penting untuk memahami penyandang disabilitas
mengalami suatu krisis dengan cara-cara yang berbeda dan memantau akses mereka terhadap bantuan.
Pada prinsipnya, data yang terpilah atas dasar jenis kelamin dan usia sebaiknya juga dipilah berdasarkan
disabilitas.

Perangkat yang diuji secara luas dan digunakan untuk menghasilkan data yang sebanding terkait penyandang
disabilitas adalah Washington Group Short Set of Disability Questions/ Perangkat Pertanyaan Singkat
Kelompok Washington tentang Disabilitas dan World Health Organization’s Disability Assessment Schedule.
Terdapat konsensus yang berkembang® bahwa Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok Washington
tentang Disabilitas menghasilkan kesepakatan data yang dapat dibandingkan secara internasional, dan
dapat dipilah serta dikumpulkan tanpa diskriminasi, dan bisa ditambahkan secara cepat dan terjangkau
ke dalam sensus dan survei-survei. Hingga saat ini, perangkat tersebut semakin sering digunakan dalam
konteks kemanusiaan. (Lihat Lampiran 2 untuk gambaran singkat terkait alat-alat tersebut, termasuk
komentar terkait penggunaannya dalam konteks kemanusiaan).

Penting untuk dipahami bahwa perangkat tersebut dapat digunakan untuk memilah data, bukan untuk
mengidentifikasi kondisi kesehatan atau kategori diagnosis tertentu.®® Hal tersebut sebaiknya tidak
digunakan untuk kajian individu atau penargetan data pelengkap terkait kebutuhan dan faktor risiko
(termasuk hambatan) tidak tersedia.

52 Daniel Mont dan Nora Groce, Counting disability: emerging consensus on the Washington Group questionnaire, The Lancet, Juli 2017.
% Daniel Mont, How does the WG-SS Differ from Disability Eligibility Determination? (2017), Washington Group on Disability Statistics.



https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30207-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30207-3/fulltext
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-blog/wg-ss-differ-disability-eligibility-determination/ 

4. Pengelolaan data dan informasi

Mengumpulkan dan menggunakan data terkait penyandang disabilitas:
langkah-langkah kunci

Dataterkait penyandang disabilitas perlu dikumpulkan pada setiap tahapan dari siklus program kemanusiaan.
Langkah-langkah kunci berikut sebaiknya dilakukan pada setiap tahapan:

1.

Identifikasi kebutuhan informasi

Apa pertanyaan yang perlu dijawab atau keputusan yang perlu dibuat? Pikirkan mengapa data
penyandang disabilitas dikumpulkan. Tujuan dapat mencakup: untuk memahami dampak dari krisis;
untuk mengidentifikasi berbagai hambatan-hambatan yang menghambat penyandang disabilitas dalam
mengakses bantuan; untuk memetakan sumber daya dan kapasitas. Tujuan dari pengumpulan data
sebaiknya menentukan tipe-tipe data apa saja yang dikumpulkan.

Identifikasi sumber-sumber data (sekunder) terkait penyandang disabilitas

Informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci? Selalu mulai dengan
informasi yang sudah tersedia.

Gunakan data resmi, seperti basis data pemerintah, mekanisme pengawasan internasional
(termasuk laporan dari badan perjanjian hak asasi manusia PBB, Special Procedures of the
Human Rights Council and Universal Periodic Reviews, High Level Political Forum for Sustainable
Development, dan laporan dari Sekretaris Jenderal PBB), serta informasi yang dikompilasi oleh
aktor-aktor kemanusiaan, proyek pembangunan dan OPDis (Lihat Lampiran 3 untuk gambaran lebih
terperinci terkait sumber data sekunder serta penggunaannya).

Namun, penting untuk mengakui bahwa angka-angka tersebut dapat meremehkan jumlah
penyandang disabilitas dan mungkin tidak menguraikan secara akurat kebutuhan, pandangan, dan
prioritas mereka. Dengan demikian, diperlukan evaluasi untuk menilai kualitas, kesesuaian dan
kelengkapan, serta komparabilitas data sekunder terkait penyandang disabilitas. (Lihat Lampiran 4
terkait saran terkait bagaimana mengevaluasi data terkait penyandang disabilitas).

Situasi mungkin telah berubah sejak informasi sekunder dikumpulkan. Secara khusus, informasi
tersebut telah berubah akibat krisis kemanusiaan, khususnya dimana banyak orang telah terlantar.
Angka dari penyandang disabilitas serta proporsi mereka di masyarakat seringkali meningkat
sebagai akibat dari krisis karena hal ini mengganggu layanan, membentuk hambatan baru, dan
mengakibatkan cedera dan tekanan psikologis.

Mengisi kesenjangan informasi kunci

Mencakup pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penyandang disabilitas dalam perangkat
kajian kebutuhan, proses pengawasan, dan evaluasi.

Mengadakan latihan pengumpulan data terpisah yang berfokus pada penyandang disabilitas
sebagaimana relevan dan layak untuk dilakukan. Pengumpulan secara terpisah mungkin berharga
saat analisa menandakan bahwa penyandang disabilitas mengalami risiko-risiko spesifik atau
kesenjangan aksesibilitas.
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® Data tambahan memungkinkan upaya respons untuk memahami masalah- masalah secara
terperinci. Merupakan hal yang sangat penting untuk melibatkan OPDis dalam upaya serupa.

® Mengimplementasikan perlindungan yang sesuai saat mengumpulkan, menganalisa, menyimpan,
membagi, memakai, memusnahkan atau mengarsip data pribadi yang sensitif. Lihat bab terkait
pengelolaan data dan informasi dalam Professional Standards for Protection Work.**

; Lihat juga pada bab Kajian kebutuhan untuk panduan yang lebih terperinci.

Pentingnya persetujuan yang terinformasi dalam pengumpulan dan penggunaan data

Semua individu memiliki hak untuk mengambil keputusan yang terinformasikan terkait pengumpulan
data pribadi mereka dan bagaimana data pribadi mereka digunakan. Mereka yang mengumpulkan data
pribadi harus dapat menjelaskan bagaimana dan untuk apakah tujuan dari penggunaan data tersebut dan
menyediakan jaminan terkait kerahasiaannya.

Untuk memungkinkan penyandang disabilitas dalam memberikan persetujuan yang terinformasikan,
informasi terkait penggunaan data mereka mungkin perlu disediakan dalam beberapa format. Mungkin
juga diperlukan waktu lebih untuk menjelaskan dan mencapai suatu keputusan. Beberapa penyandang
disabilitas mungkin perlu meminta orang yang dipercaya untuk membantu mereka dalam mengambil
suatu keputusan yang terinformasikan.

Data dan informasi sebaiknya dilindungi. Contohnya, hindari mengidentifikasi individu-individu yang
mungkin kemudian dapat dilecehkan, dituntut atau dibunuh.

5 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other
Situations of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).



https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
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Data terkait penyandang disabilitas lintas siklus program kemanusiaan

Kesiapsiagaan

Mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan terkait penyandang disabilitas merupakan komponen
kunci dari kesiapsiagaan sebelum suatu krisis. Lampiran 3 mendiskusikan sumber-sumber data sekunder
potensial. Sumber data sekunder mencakup:

Database pemerintah, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Kesehatan atau Pendidikan (EMIS).
Perlu perhatian lebih saat menggunakan sumber-sumber tersebut setelah suatu krisis karena
situasi mungkin telah berubah dan data sudah tidak mencerminkan demografi atau kebutuhan dari
penduduk yang terdampak.

Inisiatif-inisiatif lainnya pada level nasional, provinsi, dan kota/kabupaten yang mengumpulkan
data terkait penyandang disabilitas dan rumah tangga yang mencakup penyandang disabilitas,
seperti sensus nasional atau sistem perlindungan sosial nasional.

Data yang dikumpulkan oleh OPDis atau LSM khusus seperti laporan proyek.

Tindakan tambahan untuk mengumpulkan informasi dalam tahapan kesiapsiagaan dapat mencakup:

Informasi peta terkait OPDis lokal dan layanan-layanan lokal maupun nasional untukpenyandang
disabilitas, seperti juru bahasa isyarat, perusahaan yang menawarkan transportasi aksesibel, serta
penyedia perangkat pembantu.

Pemetaan fasilitas publik yang aksesibel dan infrastruktur lainnya yang dapat digunakan untuk titik
penyampaian layanan.

Hubungkan informasi ini dengan Common Operational Dataset (COD) yang dikelola oleh Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) pada tingkat negara.

Melatih petugas atau mitra dalam penggunaan perangkat pengumpulan data terkait penyandang
disabilitas.

Mengidentifikasi dan melatih aktor-aktor lokal, termasuk OPDis sebagai enumerator/petugas
pendataan.®®

Survei-survei rumah tangga yang sebanding secara internasional, seperti Multiple Indicator Cluster
Surveys (MICS)/Survei Indikator Multi Klaster dan Demographic and Health Surveys (DHS)/Survei
Kependudukan dan Kesehatan.*®

Menerjemahkan perangkat pengumpulan data terkait penyandang disabilitas dalam bahasa-
bahasa yang relevan, termasuk bahasa-bahasa yang digunakan oleh komunitas yang mengungsi
dan menerima pengungsi.¥’

% Sumber daya yang berguna, termasuk paket pelatihan untuk enumerator dalam menggunakan Washington Group Short Set of Disability Questions,
dapat ditemukan di Inklusi dan Kemanusiaan, Data Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan.

% Contoh survei rumah tangga yang dilaksanakan di Indonesia adalah SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dan Sensus Penduduk.
57 Lihat Metodologi penerjemahan Washington Group dan alat-alat pelatihan secara online.



http://datatopics.worldbank.org/education/wQueries/qemis
http://mics.unicef.org/
http://mics.unicef.org/
https://dhsprogram.com/
http://mics.unicef.org/
http://mics.unicef.org/
http://mics.unicef.org/
https://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action#8
https://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action#8
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/translations/
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Kajian kebutuhan dan analisis

Meskipun data kuantitatif berkualitas baik seringkali tersedia, paling tidak karena penggunaan Washington
Group Question Sets yang lebih luas, kesenjangan-kesenjangan data yang signifikan tetap tersedia dan data
terkait penyandang disabilitas tidak sebanding atau kuat secara konsisten. Data sekunder yang tersedia
juga mungkin tidak dapat diandalkan untuk berbagai alasan, termasuk pemahaman yang beragam terkait
disabilitas, kurangnya pelaporan akibat stigma, standar-standar yang berbeda untuk mengklasifikasikan atau
mengukur disabilitas, batasan-batasan penarikan contoh, tidak konsistennya pertanyaan yang ditanyakan,
ataupun karena sumber data sudah tidak berlaku. (Lihat Lampiran 4 untuk gambaran yang lebih terperinci).

Saat Multi-Sector Needs Assessments (MSNA)/Pendataan Kebutuhan Multi-Sektor menganalisa tingkat
keparahan dari kebutuhan suatu penduduk, mereka sebaiknya memeriksa dampak dari suatu situasi terhadap
penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Dimana survei rumah tangga dilakukan sebagai sumber data
dalam MSNA, data disabilitas sebaiknya dikumpulkan dengan cara yang dapat memungkinkan pemilahan
semua data berdasarkan disabilitas.

Apabila data kuantitatif yang kuat tidak tersedia, direkomendasikan untuk mengasumsikan bahwa 15%
dari populasi yang terkena dampak memiliki disabilitas.®® Perkiraan 15% ini menginformasikan perencanaan
serta upaya untuk memantau akses ke bantuan. (Misalnya, diasumsikan bahwa 15% dari seluruh fasilitas
harus aksesibel.)

Agar kajian kebutuhan menjadi inklusif, penyandang disabilitas harus menjadi informan kunci dan harus
berpartisipasi dalam diskusi kelompok terfokus.

¢ Untuk memahami bagalmana kekhawatiran dari masyarakat umum
mungkin dialami secara berbeda oleh perempuan, laki-laki, anak
perempuan dan anak laki-laki dengan disabilitas yang berbeda-beda.
Selain itu, untuk memahami kekhawatiran-kekhawatiran spesifik yang
Tujuan-tujuan dari mungkin dimiliki penyandang disabilitas.

diskusi kelompok * Untuk memahami peran dari penyandang disabilitas dalam komunitas.

Mengikutsertakan kontribusi mereka dalam komunitas dan bagaimana
orang lain dalam komunitas mendukung mereka.

untuk kajian
kebutuhan yang
inklusif.

* Untuk memahami bagalmana penyandang disabilitas telah mengalami
kondisi kedaruratan di masa lalu dan mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang mereka hadapi dan mekanisme yang mereka gunakan
untuk menghadapinya.

% WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).


https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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Pilih kelompok fokus

Buat penataan

pengadaannya

Berusaha untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas yang dapat
merepresentasikan pandangan dan prioritas kelompoknya.

Melalui pengambilan sampel secara sengaja, pilih penyandang disabilitas
yang beragam. Pertimbangkan perbedaan risiko dan hambatan,
perhitungkan interseksionalitas dan variasi dari usia, jenis kelamin dan
diversitas. Ikutsertakan orang yang memiliki tipe disabilitas yang berbeda-
beda.

Tawarkan untuk memberikan konsultasi secara individu bagi mereka yang
tidak dapat berpartisipasi dalam kelompok-kelompok fokus.

Konsultasikan OPDis dan penyandang disabilitas untuk menyetujui
preferensi komunikasi lokal.

Latih pewawancara kelompok fokus mengenai metode komunikasi yang
aksesibel.>®

Pilih tempat yang aksesibel dan aman yang cocok untuk penyandang
disabilitas.

Selain memilah hasil atas dasar disabilitas, kajian kebutuhan sebaiknya mengintegrasikan informasi
kualitatif yang relevan dengan penyandang disabilitas. Pertanyaan dapat mencakup:

® Apakah penyandang disabilitas mengalami bentuk-bentuk diskriminasi atau kekerasan spesifik?

® Hambatan apa yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat mereka berupaya untuk mengakses

bantuan?

® Format dan saluran komunikasi apa yang paling aksesibel oleh penyandang disabilitas?

® Apakah layanan spesifik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas (seperti teknologi bantuan)
tersedia atau tidak tersedia?

® Apa saja kepercayaan dan praktik dari masyarakat terdampak berhubungan dengan penyandang
disabilitas? Apakah kepercayaan dan praktik yang membahayakan lazim?

® Pertanyaan-pertanyaan di atas (disesuaikan jika diperlukan) juga dapat ditanyakan kepada aktor
kemanusiaan, termasuk perespons awal krisis.

Jawaban-jawaban dapat membantu respons tidak hanya untuk memahami pengetahuan, sikap, dan praktik
lokal namun untuk merancang program- program perlindungan, advokasi, dan aktivitas pengembangan

kapasitas.

% Untuk arahan lebih lanjut terkait komunikasi inklusif, lihat UNICEF, Disabilities, Inclusive Communication Module.


https://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
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Perencanaan strategis

Merencanakan respons yang inklusif merupakan hal yang penting untuk memiliki informasi terkait
penyandang disabilitas. Contohnya:

® Data yang terpilah atas dasar disabilitas dapat menyoroti sejauh mana disabilitas
diasosiasikan dengan kerentanan mata pencaharian atau ketahanan pangan, kekerasan,
eksploitasi dan penyalahgunaan, atau risiko lainnya. Informasi ini dapat membantu kegiatan
respons untuk memprioritaskan dan menargetkan bantuan.

® Data yang dipilah dapat mengungkap dimana penyandang disabilitas tidak dapat mengakses
bantuan, memungkinkannya untuk memfokuskan kembali dan memperkuat layanan dan
menghapuskan kesenjangan dalam aksesibilitas. Penilaian lanjutan mungkin dibutuhkan untuk
menganalisa hambatan dan langkah-langkah perancangan untuk menghapuskannya.

® Informasi kualitatif terkait pandangan dan persepsi dari penyandang disabilitas mendukung
organisasi kemanusiaan untuk merespon secara lebih inklusif dan sesuai.

® Data kualitatif terkait mekanisme pengatasan/coping dari penyandang disabilitas dapat membantu
organisasi kemanusiaan untuk merancang intervensi yang meningkatkan ketahanan.

® Data terkait jumlah penyandang disabilitas dalam masyarakat terdampak (termasuk angka
sementara berdasarkan estimasi 15 persen)®® dapat menginformasikan rencana suatu sektor dan
menuntun perencanaan dan pengawasan, memastikan bahwa program-program didukung oleh
sumber daya yang cukup dan aksesibel.

Mobilisasi sumber daya

Data terkait penyandang disabilitas juga dapat membantu mobilisasi sumber daya, dengan menyoroti
dampak dari krisis terhadap penyandang disabilitas, menentukan risiko-risiko tertentu yang dihadapi
penyandang disabilitas dan juga rumah tangga mereka, dan mengungkap seluruh biaya untuk memenuhi
persyaratan penyandang disabilitas yang terdampak oleh krisis.

Dengan demikian, penganggaran untuk aksesibilitas sebaiknya tidak bergantung pada pengumpulan data.
Estimasi menyarankan bahwa, untuk memenuhi persyaratan aksesibilitas fisik untuk penyandang disabilitas
(untuk membangun bangunan dan fasilitas WASH), sebaiknya anggarkan antara 0.5 persen dan 1 persen.
Untuk mengikutsertakan barang khusus non- makanan dan peralatan mobilitas, direkomendasikan untuk
menganggarkan 3-7 persen dari total anggaran.®’

Donor dapat lebih lanjut memperkuat inklusi dari penyandang disabilitas dengan mensyaratkan aktor
kemanusiaan untuk memilah atas dasar disabilitas, Menyampaikan hasil kerangka yang mengikutsertakan
indicator keluaran atau hasil spesifik untuk penyandang disabilitas, dan menggunakan penanda pelacakan
untuk mengidentifikasi proyek yang inklusif untuk disabilitas.

% WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).
¢ Lihat Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities dan Light fsor the World, Resource Book on Disability
Inclusion (2017), hal. 36.



https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/resource_book_disability_inclusion.pdf
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/resource_book_disability_inclusion.pdf
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Keluaran dari akses yang setara dan inklusif dapat teridentifikasi dengan paling jelas melalui analisa data
yang terpilah sepanjang pengawasan. Untuk mengilustrasikan, satu opsi adalah untuk memasukkan indikator
spesifik terkait disabilitas seperti ‘jumlah penyandang disabilitas anak-anak dalam mengakses pendidikan'.
Namun, hasil yang lebih baik dapat dicapai apabila pertanyaan umum (‘jumlah anak mengakses pendidikan’)
terpilah atas dasar disabilitas. Pada umumnya, akan lebih bermakna untuk merefleksikan konsiderasi yang
spesifik pada disabilitas pada level indikator keluaran. Indikator-indikator tersebut dapat merefleksikan
tindakan yang diambil untuk memajukan aksesibilitas terhadap bantuan, mengukur partisipasi, atau
menyediakan layanan yang ditargetkan terhadap penyandang disabilitas.

Lampiran 5 mendiskusikan bagaimana indikator pada hasil dapat diformulasikan untuk mengidentifikasi
sejauh mana penyandang disabilitas diikutsertakan. Indikator-indikator juga sedang dikembangkan untuk
memantau CRPD, termasuk pasal 11 terkait disabilitas dalam aksi kemanusiaan. Lihat Menjembatani
Kesenjangan

Pengawasan dan implementasi

Implementasi pengawasan sebaiknya mengidentifikasi keduanya bagaimana bantuan kemanusiaan
mencapai penyandang disabilitas dan bagaimana kebutuhan mereka berubah saat krisis berkembang. Data
terpilah yang dikumpulkan melalui alat-alat dan proses pengawasan membantu identifikasi kesenjangan
dalam aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Disaat pengawasan mengidentifikasi kesenjangan
tersebut, pengimplementasian pengumpulan data yang ditargetkan (termasuk melalui kelompok diskusi
terfokus, dan wawancara dengan penyandang disabilitas dari masyarakat terdampak, OPDis di tingkat lokal,
dan pemangku kepentingan kemanusiaan) mungkin perlu memahami sifat dari hambatan yang dihadapi
oleh penyandang disabilitas dan rancangan yang berusaha untuk menghilangkannya.

Untuk mempromosikan pemantauan sistematis terkait akses terhadap bantuan, respons kemanusiaan
sebaiknya memastikan bahwa kontrak dan format pemantauan untuk mitra implementasi mengharuskan
mereka untuk melaporkan pencapaian jumlah atau proporsi dari penyandang disabilitas pada program
mereka. Laporan situasi, papan instrumen kemanusiaan dan mekanisme pelaporan lainnya sebaiknya
merekam kemajuan dalam menjangkau penyandang disabilitas, termasuk penggunaan data terpilah.

Pengawasan perlindungan adalah alat yang penting untuk mengidentifikasi risiko spesifik dan tinggi yang
penyandang disabilitas hadapi. Informasi yang dihasilkannya dapat menginformasikan respons- respons
yang mengurangi risiko dan dapat meningkatkan ketahanan. Disaat memungkinkan,’? perlindungan data
pengawasan sebaiknya dipilah berdasar disabilitas. Proses pengawasan perlindungan sebaiknya bertujuan
untuk mengidentifikasi risiko perlindungan yang spesifik bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup
kekerasan yang ditargetkan, praktik yang berbahaya, penggunaan pengekangan, dan institusionalisasi.

Evaluasi

Untuk mempromosikan inklusi disabilitas dalam evaluasi aksi kemanusiaan, kerangka acuan evaluasi
standar sebaiknya mensyaratkan data agar terpilah atas dasar disabilitas dimana data dikumpulkan dari
individu-individu (maupun mereka diuntungkan atau berkontribusi terhadap respons). Evaluasi sebaiknya
mengikutsertakan penyandang disabilitas di antara informan-informan, dan menanyakan pertanyaan yang
memperoleh informasi spesifik terkait penyandang disabilitas.

2 Hal ini mungkin tidak selalu layak. Hal tersebut tidak layak, contohnya, saat insiden dilaporkan oleh saksi pihak ketiga, atau insiden
mengikutsertakan komunitas atau kelompok melainkan individu.
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Berdasarkan tujuannya, evaluasi sebaiknya mempertimbangkan bagaimana penyandang disabilitas
memiliki akses terhadap bantuan; bagaimana penyandang disabilitas berpartisipasi sepanjang siklus
program kemanusiaan; dan bagaimana respons telah mengurangi risiko yang penyandang disabilitas
hadapi serta meningkatkan ketahanan mereka. Dengan melakukan hal tersebut, sebaiknya praktik baik yang
mempromosikan inklusi juga didokumentasikan. Orang yang mengevaluasi mungkin ingin mengembangkan
indikator spesifik untuk mengukur kemajuan dalam menjangkau dan mengikutsertakan penyandang
disabilitas; hal-hal ini dapat, contohnya, mengukur proporsi penyandang disabilitas yang dijangkau oleh
intervensi spesifik tersebut.

Lampiran 6 memperlihatkan kriteria evaluasi dalam aksi kemanusiaan menggunakan definisi kriteria OECD-
DAC. Kriteria tersebut berlaku atas dasar perspektif terkait disabilitas dan sebagai contohnya, mengusulkan
masalah yang mungkin diperiksa dalam konteks kemanusiaan.

Ringkasan dari elemen-elemen kunci: pengelolaan pengumpulan data dan informasi
Kesiapsiagaan

® Mengembangkan panduan terkait bagaimana aktor kemanusiaan dapat memperkuat pengumpulan
data untuk meningkatkan inklusi penyandang disabilitas, dan dengan bersamaan mengamankan
privasi dan perlindungan data.

® Mengidentifikasi sumber data yang dapat diandalkan mengenai penyandang disabilitas, termasuk
sensus, database administratif, dan data yang dikumpulkan oleh OPDis atau LSM khusus.

® Memetakan informasi terkait OPDis, layanan dan fasilitas publik yang aksesibel.

® Membangun kapasitas untuk mengumpulkan data terkait penyandang disabilitas dengan melatih
aktor-aktor lokal dan mengidentifikasi serta menerjemahkan alat kunci pengumpulan data.

® Saatsurveiseperti DHS, MICS, dan sensus nasional dilakukan di negara dengan risikokemanusiaan
tinggi, tekankan manfaat penggunaan dan penggabungan alat yang teruji dalam konteks
kemanusiaan, seperti Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok Washington tentang Disabilitas dan
UNICEF-Washington Group Child Functioning Module. |dentifikasi titik masuk lainnya dalam proses
pengumpulan data kemanusiaan dimana penggunaan metodologi-metodologi tersebut sesuai,
seperti Displacement Tracking Mechanism yang dikelola oleh IOM.

Kajian kebutuhan dan analisis

® Organisasi dengan kapasitas yang relevan sebaiknya bekerja dengan Kelompok Kerja Penilaian
untuk mengikutsertakan disabilitas dalam analisa yang berkaitan dengan kajian kebutuhan.

®* Mengumpulkan informasi terkait pelayananyang mengikutsertakan dan menargetkan penyandang

disabilitas dalam konteks kemanusiaan. Untuk melakukan hal tersebut, modifikasi alat pengelolaan
operasional seperti proses standar 5W.


http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
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Dalam krisis yang berkepanjangan, aktor kemanusiaan memiliki kesempatan untuk memajukan
teknik pengumpulan data. Beberapa situasi cukup stabil untuk mengizinkan survei pada level
penduduk, namun seringkali mobilitas dari masyarakat terdampak ada dalam keadaan dimana
teknik statistik yang inovatif harus digunakan untuk mengumpulkan sampel acak.

Apabila data yang dapat diandalkan terkait penyandang disabilitas tidak tersedia atau tidak lagi
berlaku, gunakan estimasi 15 persen® sebagai tolak ukur untuk keperluan perencanaan.

Perencanaan strategis

Gunakan data terkait penyandang disabilitas untuk menginformasikan perencanaan dan untuk
memprioritaskan serta menargetkan bantuan.

Mobilisasi sumber daya

Permintaan untuk data terkait penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan dapat
diperkuat melalui kebijakan dan persyaratan pelaporan donor yang sesuai, hasil kerangka yang
mengikutsertakan indikator spesifik terkait keluaran atau hasil yang berkaitan dengan penyandang
disabilitas, serta pelacakan sumber daya menggunakan penanda untuk mengidentifikasi proyek
yang inklusif untuk disabilitas.

Target yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sebaiknya secara eksplisit dirujuk dalam
perencanaan pendanaan dan proyek.

Pengawasan dan implementasi

Pemilahan data yang dikumpulkan melalui alat dan proses pengawasan, termasuk pengawasan
perlindungan, merupakan kunci untuk mengidentifikasi aksesibilitas dan kesenjangan lain untuk
penyandang disabilitas.

Memodifikasi pusat data dan perangkat pengumpulan data standar yang digunakan dalam aksi
kemanusiaan agar mengikutsertakan data kualitatif terkait sejauh apa intervensi program efektif
dalam menjangkau penyandang disabilitas.

Kontrak dan format pelaporan untuk mitra implementasi dalam aksi kemanusiaan sebaiknya
mensyaratkan mereka untuk mendefinisikan dan melaporkan jumlah atau proporsi dari penyandang
disabilitas yang dijangkau oleh intervensi mereka.

Evaluasi

% WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).



https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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® Evaluasi yang efektif bergantung pada pengawasan dan pengumpulan data secara berkala,
termasuk proses pendaftaran dalam situasi pengungsi. Kerangka acuan standar evaluasi dalam
konteks kemanusiaan sebaiknya mensyaratkan aktor kemanusiaan untuk memilah data atas dasar
disabilitas dimana data dikumpulkan pada tingkat individu (baik mereka yang diuntungkan oleh,
atau berkontribusi terhadap respons). Evaluasi sebaiknya mengikutsertakan penyandang disabilitas
di antara informan, dan pertanyaan sebaiknya ditanyakan untuk memunculkan informasi spesifik
terkait penyandang disabilitas.

® Orang yang mengevaluasi mungkin mengembangkan indikator spesifik terkait disabilitas untuk
mengukur kemajuan dalam menjangkau penyandang disabilitas. Indikator dapat mengukur,
contohnya, persentase dari penyandang disabilitas yang dijangkau melalui intervensi-intervensi
spesifik.

Istilah-istilah kunci®

Data kuantitatif menyoroti ukuran, skala dan pengaruh dari krisis kemanusiaan dengan menyediakan
deskripsi statistik terkait pengaruhnya terhadap penduduk. Data kuantitatif mengatasi pertanyaan yang
memunculkan jawaban yang dapat dihitung, seperti ‘seberapa banyak’, atau ‘seberapa sering'.

Data kualitatif menyoroti ukuran, skala dan pengaruh dari krisis kemanusiaan dengan deskripsi berdasarkan
pengalaman terkait pengaruhnya terhadap penduduk. Data kualitatif menjawab pertanyaan yang mencakup
opini, nilai, kepercayaan dan dugaan. Mengapa strategi coping/bertahan hidup bisa beradaptasi atau gagal
untuk beradaptasi pada kondisi yang berubah? Apa yang dirasakan oleh penyandang disabilitas terlantar
terkait situasinya? Apa yang ia percaya dapat memperbaiki situasinya?

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat terdampak oleh tim penilaian
melalui kunjungan lapangan. Data primer dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif.

Data sekunder dikumpulkan melalui riset statistik dan analitis masa lalu (data sensus, data dari survei
sebelumnya, studi). Data sekunder dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif.

¢ ACAPS, Qualitative and Quantitative Research Techniques for Humanitarian Needs Assessment (2012).



https://reliefweb.int/report/world/qualitative-and-quantitative-research-techniques-humanitarian-needs-assessment
https://reliefweb.int/report/world/qualitative-and-quantitative-research-techniques-humanitarian-needs-assessment




KEMITRAAN DAN
PEMBERDAYAAN
ORGANISASI

PENYANDANG DISABILITAS

Pengantar: Apakah itu organisasi penyandang disabilitas?

Organisasi penyandang disabilitas (OPDis) merupakan organisasi perwakilan penyandang disabilitas, yang
secara mayoritas diatur dan dipimpin oleh penyandang disabilitas untuk penyandang disabilitas pula. Saat
OPDis lokal tidak hadir dalam suatu lokasi, OPDis regional, nasional, dan global perlu ada melalui aliansi-
aliansi global.

Pada umumnya OPDis menjalankan bantuan advokasi, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis, serta
mempromosikan hak-hak melalui model sosial dan hak asasi manusia inklusi dan pemberdayaan. OPDis
telah berhasil mereformasi peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran (mengenai
penyandang disabilitas). Banyak OPDis terlibat dalam melatih aktor kemanusiaan, komunitas, pemerintahan
dan kantor bencana nasional terkait hak-hak penyandang disabilitas.

OPDis berbeda dari organisasi yang secara langsung menyediakan layanan untuk penyandang disabilitas.
Organisasi penyandang disabilitas dapat:

® Bekerja secara lokal, nasional, regional, atau global.

® Berfokus terhadap satu tipe disabilitas atau lintas disabilitas.

®* Merepresentasikan satu kelompok spesifik (contohnya, perempuan atau masyarakat asli dengan
disabilitas).

® Mewakili kelompok besar atau kecil; tidak semua OPDis bertujuan untuk merepresentasikan
semua penyandang disabilitas.

® Terorganisir dalam jejaring lokal atau nasional yang mungkin tergolong ke dalam satu atau lebih
jejaring global.


https://www.mdpi.com/2075-471X/5/3/35
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Kemitraan dengan penyandang disabilitas

Kemitraan dan kolaborasi memajukan efektivitas dan akuntabilitas dari operasi kemanusiaan. Hal tersebut
secara langsung membantu pencapaian inklusi dan memastikan bahwa aksi kemanusiaan diuntungkan dari
pembangunan dan berkontribusi terhadap pembangunan. Menghormati motto dari komunitas penyandang
disabilitas (‘Nothing about us, without us /Tidak ada kami tanpa kami), pemangku kepentingan kemanusiaan
harus bekerja dengan penyandang disabilitas dan organisasi representasinya, bukan merencanakan atau
mengambil keputusan atas nama mereka.

Kemitraan, kepentingan bersama, nilai tambah, ekspektasi dan pengembangan kapasitas sebaiknya disetujui
sejak awal.

Kemitraan antara OPDis dan pemangku kepentingan kemanusiaan, sebelum, saat, dan setelah krisis:

® Memberikan aktor kemanusiaan akses terhadap keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas,
pengalaman, dan pengetahuan mereka terkait situasi dimana mereka hidup.

® Menghasilkan keahlian dan pengetahuan yang dapat membuat layanan dan bantuan kemanusiaan
lebih inklusif, terinformasikan dan didukung oleh penduduk yang dibantu oleh aktor kemanusiaan.

® Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bersama.

® Membangun kapasitas dan mempromosikan pembelajaran lintas antara OPDis dan aktor
kemanusiaan.

® Memastikan keberlanjutan dari tindakan, karena OPDis tetap hadir setelah krisis atau bencana
selesai.

® Memperkuat dan mempersatukan penduduk terkait perihal kebutuhan dan masalah-masalah.

® Memajukan advokasi untuk perlindungan penyandang disabilitas yang terlantar.

Tidak semua OPDis memiliki misi yang sejalan dengan aksi kemanusiaan. Dalam banyak kasus, OPDis belum
mengikutsertakan sektor kemanusiaan dan siklus program kemanusiaan; mekanisme koordinasi, respons,
dan pemulihan; serta prosedur pembiayaan. Seringkali, mereka hanya memiliki beberapa kesempatan untuk
bermitra dan berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan. Dengan demikian, merupakan hal yang penting
untuk mengelola ekspektasi.

Meskipun pemangku kepentingan kemanusiaan mungkin ingin mengembangkan kemitraan dengan OPDis,
kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut seringkali terbatas akibat kurangnya pengetahuan
mengenai pergerakan disabilitas, prasangka terkait penyandang disabilitas, dan persepsi bahwa disabilitas
sebaiknya ditangani oleh organisasi yang berfokus pada disabilitas.
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Peran OPDis dalam kemitraan atau kolaborasi dengan pemangku kepentingan kemanusiaan akan bergantung
pada kapasitas mereka sebelum krisis, mandat mereka, dan kemampuan mereka untuk merepresentasikan
semua penyandang disabilitas atau suatu kelompok spesifik dari penyandang disabilitas. Saat OPDis tidak
hadir, atau OPDis yang hadir tidak memiliki kapasitas yang cukup, aktor kemanusiaan sebaiknya membuka
hubungan dengan jejaring OPDis kawasan atau global.

OPDis dapat memenuhi banyak peran dan fungsi. Daftar di bawah ini tidak lengkap namun mungkin dapat
menjadi titik berangkat yang berguna saat aktor kemanusiaan mendekati OPDis untuk mendiskusikan
kerjasama. OPDis dapat:

® Bertindak sebagai focal point/penggerak dalam komunitas mereka, menerapkan keahlian mereka
terkait disabilitas.

®* Menyediakan informasi yang berharga: terkait dimana lokasi penyandang disabilitas; mengenai
situasi mereka; mengenai Hambatan yang menghalangi mereka dalam mengakses bantuan
kemanusiaan; mengenai ancaman terhadap mereka dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, dll.

® Menyediakan dukungan teknis terkait disabilitas untuk organisasi kemanusiaan, contohnya dengan
meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menghapus hambatan, memfasilitasi akses
terhadap sumber daya, membangun kapasitas untuk aksikemanusiaan yang inklusif, melindungi dan
memajukan hak-hak, atau meminimalisir pengaruh yang tidak proporsional terhadap penyandang
disabilitas.

® Mendorong pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan kemanusiaan untuk belajar tentang
disabilitas, mengganti dan meninjau kebijakan, mereformasi kerangka hukum, atau mengadaptasi
perangkat dan proses yang memperkuat perlindungan dan bantuan yang tersedia bagi penyandang
disabilitas saat krisis.

® Menyediakan layanan yang ditargetkan kepada penyandang disabilitas, seringkali melalui model
dukungan sebaya.



5. Kemitraan dan pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas

Kemitraan saat tidak ada OPDis yang dapat mewakili penduduk yang terdampak dengan baik

Dalam banyak konteks kemanusiaan, tidak ada OPDis lokal yang hadir; dan apabila mereka hadir, mungkin
mereka telah dilemahkan oleh krisis atau memiliki kapasitas yang terbatas atau mungkin tidak cukup
merepresentasikan semua penyandang disabilitas dalam suatu penduduk. Dimana terdapat penduduk yang
telah terlantar, contohnya, anggota dari OPDis mungkin dapat tersebar di berbagai lokasi. Mereka mungkin
memiliki kesulitan dalam menghubungi satu sama lain atau mengatur diri mereka untuk menanggapi krisis
atau mendukung aksi kemanusiaan.

Di luar argumen apakah OPDis dapat ditemukan dan dilibatkan atau tidak, aksi kemanusiaan harus
mengikutsertakan penyandang disabilitas dan harus mengatasi prioritas serta persyaratan mereka. Untuk
melakukan hal tersebut di dalam kondisi dimana tidak ada OPDis lokal yang hadir atau tidak ada OPDis yang
dapat secara penuh merepresentasikan populasi yang terlantar, strategi-strategi berikut dapat diadopsi:

® Libatkanpenyandangdisabilitas dan keluarga merekaditingkat komunitas atau tempat pengungsian
dan dorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi dan badan-badan pengambilan
keputusan, termasuk kepemimpinan tempat pengungsian. Undang mereka untuk menggunakan
pengetahuan mereka terkait disabilitas untuk mengembangkan strategi risiko dan mitigasi yang
spesifik untuk penyandang disabilitas.

® Identifikasi individu-individu yang memenuhi syarat, memiliki berbagai disabilitas, dan terdiri dari
usia-usia dan jenis kelamin yang berbeda, dan rekrut mereka sebagai petugas dan relawan.

® Siapkan dan dorong pembentukan kelompok formal dan informal (seperti kelompok dukungan
sebaya dari penyandang disabilitas dan keluarga mereka) serta membangun kapasitas kelompok-
kelompok tersebut untuk mewakilkan konstituen mereka dalam pengelolaan dan koordinasirespons.
Mereka dapat berkontribusi, sebagai contohnya, dalam mengidentifikasi hambatan, memenubhi
kebutuhan dan mengurangi risiko perlindungan, serta secara umum dengan memastikan bahwa
penyandang disabilitas memiliki suara.

® Apabila orang-orang yang menjadi perhatian adalah pengungsi, koordinasi dengan OPDis negara
tuan rumah. Jika memungkinkan, undang mereka untuk menggerakan penyandang disabilitas
dalam tempat pengungsian dan dalam komunitas tuan rumah. Dorong dan dukung OPDis untuk
mengikutsertakan pengungsi dan orang terlantar lainnya dalam jejaring mereka.
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Instrumen dan Referensi

Daftar Periksa Rapat dan Acara yang Aksesibel

National Network (ADA), A Planning Guide for Making Temporary Events Accessible to People with
Disabilities

National Network (ADA), Accessible Events: Planning and Preparation Are Key


https://accessibility.cornell.edu/event-planning/accessible-meeting-and-event-checklist/
https://adata.org/publication/temporary-events-guide
https://adata.org/publication/temporary-events-guide
https://www.adainfo.org/content/access-events-article




PERTIMBANGAN
LINTAS SEKTOR

Usia, gender, dan keragaman®°

Perbedaan karakter pribadi yang nyata atau dapat dirasakan akan mempengaruhi pengalaman, kesempatan,
kapasitas, kebutuhan, dan kerentanan individu secara signifikan. Konflik dan perpindahan seringkali
memperburuk ketidaksetaraan dan memperdalam marginalisasi atau pengucilan karena hal ini meningkatkan
rasa tidak aman, merusak struktur dukungan sosial, mengurangi peluang untuk mendapatkan penghasilan,
dan mengubah kondisi sosial dan lingkungan hidup (di antara permasalahan lainnya).

Usia, gender, disabilitas, dan bentuk keragaman lainnya hadir secara universal dalam masyarakat. Keragaman
sangat krusial untuk dipertimbangkan; bagaimana tiap keragaman bersinggungan dalam siklus program
kemanusiaan untuk memastikan bahwa semua orang yang terdampak, termasuk penyandang disabilitas,
dapat menggunakan hak asasi mereka dan berpartisipasi penuh dalam aksi kemanusiaan. Sama halnya
dengan memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada penduduk yang terdampak, pelaku kemanusiaan
harus memahami bahwa perbedaan usia, gender, disabilitas, dan bentuk keragaman lainnya memberi
dampak yang berbeda pula bagi mereka dalam aspek ketangguhan, perlindungan, dan keselamatan.
Sebagai ilustrasi, perempuan lanjut usia dengan disabilitas berisiko mengalami kekerasan berbasis gender
karena adanya diskriminasi usia, norma gender, dan hambatan terkait disabilitas; remaja perempuan dengan
disabilitas dapat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akibat diskriminasi atas dasar disabilitas
dan norma gender; anak laki-laki dengan disabilitas dapat berisiko direkrut oleh kelompok bersenjata karena
usia dan disabilitas mereka.

Untuk mengurangi dampak krisis kemanusiaan, penting bagi kita untuk memahami bagaimana krisis dapat
mengurangi kapasitas penyandang disabilitas dalam mengakses dan berpartisipasi dalam bantuan dan
perlindungan kemanusiaan. Untuk menghindari diskriminasi dan ketidakadilan, penting untuk menjangkau
semua segmen populasi yang terkena dampak, bukan hanya penduduk tertentu yang lebih terlihat.

Panduan-panduan ini mempertimbangkan penyandang disabilitas dalam hal usia, gender, status psikososial,
dan latar belakang mereka.

% Diadaptasi dari UNHCR, Emergency Handbook.


https://emergency.unhcr.org/entry/250649/age-gender-and-diversity-agd

6. Pertimbangan lintas sektor

Usia

Usia mengacu pada tahapan yang ditentukan secara sosial dan kontekstual dalam siklus hidup seseorang.
Kapasitas dan kebutuhan seseorang akan berubah seiring bertambahnya usia. Usia juga dapat meningkatkan
atau mengurangi kapasitas seseorang dalam menggunakan haknya. Untuk mengembangkan tanggapan yang
sesuai untuk kelompok usia yang berbeda (anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang lanjut usia dengan
disabilitas), para pelaku kemanusiaan harus mempertimbangkan kebutuhan, hambatan, dan ancaman yang
dihadapi penyandang disabilitas pada titik yang berbeda dalam siklus hidup mereka.

Gender

Gender mengacu pada perbedaan yang dibangun secara sosial antara perempuan, laki-laki, dan jenis kelamin
lainnya, serta hubungan yang terjadi di antara mereka sepanjang siklus hidup. Perbedaan ini sangat spesifik
terhadap konteks dan waktu, dan berubah dari waktu ke waktu dalam pengaruh budaya. Gender, bersama
dengan usia, orientasi seksual, dan identitas gender, menentukan peran, tanggung jawab, kekuasaan, akses
ke sumber daya tiap individu.

Hasil juga dipengaruhi oleh faktor keragaman lainnya, seperti disabilitas, kelas sosial, ras, kasta, latar
belakang etnis atau agama, status perkawinan, status migran, perpindahan, dan lokasi perkotaan atau
pedesaan.®® Untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas yang terkena dampak memiliki akses
bantuan dan perlindungan kemanusiaan yang aman dan setara, pelaku kemanusiaan harus merancang
program yang mempertimbangkan rentang identitas gender dan orientasi seksual penyandang disabilitas
di komunitas yang mereka layani.

Keragaman

Keragaman mengacu pada perbedaan nilai, sikap, perspektif budaya, kepercayaan, latar belakang etnis,
kebangsaan, orientasi seksual, identitas gender, kesehatan, status sosial, kesulitan fungsi tubuh, dan
karakteristik spesifik lainnya. Usia dan gender dimaknai sebagai hal yang mutlak pada seseorang, sedangkan
karakteristik mereka mungkin berbeda antara satu dan yang lainnya. Jika para pelaku kemanusiaan ingin
melindungi dan membantu seluruh orang yang terkena dampak, termasuk mereka yang penyandang
disabilitas, dan mendorong partisipasi mereka, pelaku kemanusiaan harus mengenali, memahami, dan
menghargai perbedaan- perbedaan ini.

Program lintas sektor
Pengarusutamaan perlindungan®

Mengingat beragamnya bentuk perlindungan terhadap ancaman dan konteks kompleks yang menyebabkan
munculnya ancaman tersebut, koordinasi antar organisasi dan otoritas perlu dilakukan dalam memberikan
respons aksi kemanusiaan yang saling melengkapi dan kolaboratif. Menempatkan perlindungan sebagai
pusat aksi kemanusiaan membutuhkan komitmen dari seluruh sistem.®® Pelaku kemanusiaan perlu
mengutamakan perlindungan dalam program yang dirancang, dengan mempertimbangkan usia, jenis
kelamin, disabilitas, dan keragaman. Terdapat empat elemen utama dalam pengarusutamaan perlindungan
sebagai berikut.

% Disadur dari IASC, Gender Handbook for Humanitarian Action (2017), hal. 385.
®” Lihat Global Protection Cluster, Protection Mainstreaming.
% JASC, IASC Policy on Protection in Humanitarian Action (2016).



https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
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1. Utamakan keselamatan dan martabat serta hindari menyebabkan bahaya
Mencegah dan meminimalisir efek negatif yang tidak diinginkan dari intervensi individu yang dapat
meningkatkan kerentanan individu lainnya terhadap risiko fisik dan psikososial.

2. Akses yang berarti
Mengatur akses masyarakat terhadap bantuan dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan tanpa
hambatan (misal: diskriminasi). Berikan perhatian khusus kepada individu dan kelompok yang
berpotensi mengalami peningkatan risiko perlindungan atau hambatan dalam mengakses bantuan
dan layanan.

3. Akuntabilitas

Merancang mekanisme yang sesuai dimana penduduk yang terkena dampak dapat mengukur
kecukupan intervensi dan dapat mengatasi masalah dan keluhan yang dialami.

4. Partisipasi dan pemberdayaan
Mendukung pengembangan kemampuan perlindungan diri dan membantu masyarakat untuk berani
menuntut hak mereka, termasuk — tetapi tidak terbatas kepada — hak atas tempat tinggal, makanan,
air dan sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

Mengutamakan keselamatan dan martabat serta hindari menyebabkan bahaya

Prinsip pertama sebagaimana yang tertulis di atas (untuk mengutamakan keselamatan dan martabat
serta menghindari menyebabkan bahaya®) harus mencakup kerugian atau bahaya yang mungkin diderita
oleh penyandang disabilitas. Prinsip ini bukanlah alasan untuk menolak bantuan yang ditawarkan,
mempromosikan tindakan diskriminatif, atau justru menjadikannya hambatan bagi bantuan yang ditujukan
kepada penyandang disabilitas. Organisasi yang bertindak tanpa berkonsultasi dengan penyandang
disabilitas dapat menetapkan prioritas secara keliru dan merencanakan (program) yang buruk, yang pada
akhirnya justru menempatkan penyandang disabilitas pada risiko bahaya yang lebih besar. Kegagalan atau
keengganan untuk menghindari bahaya atau kerugian justru secara tidak sengaja dapat menyebabkan
bahaya atau kerugian itu sendiri.

Aksi Kunci

® Berkonsultasi dengan penyandang disabilitas untuk mgmastikan bahwa keputusan yang
mempertimbangkan preferensi mereka tidak berdampak negatif bagi kehidupan mereka sendiri.
(Lihat bagian Penjelasan dan Persetujuan)

® Hindari strategi dan tindakan yang menghidupkan stigma terhadap disabilitas secara terus-
menerus. Sebagai contoh, dalam suatu respons, rehabilitasi memiliki peranan yang penting tetapi
tidak bisa sepenuhnya mengatasi permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Oleh
karena itu, rehabilitasi harus mendukung aksi atau kegiatan yang diprioritaskan oleh penyandang
disabilitas itu sendiri.

% Lihat Global Protection Cluster, Protection Mainstreaming Training Package (2014).


http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/1_GPC_Protection_Mainstreaming_Training_Package_FULL_November_2014.pdf

6. Pertimbangan lintas sektor

Utamakan keselamatan dan martabat serta hindari menyebabkan bahaya

Tidak bertindak secara tidak sengaja Tindakan salah dapat menyebabkan

menyebabkan bahaya LELEE]

Menyelenggarakan suatu program atau proyek Bertindak tanpa persetujuan dariorang (penyandang
seperti distribusi makanan atau pos pengambilan disabilitas) yang bersangkutan dapat memberi efek
air, tanpa mempertimbangkan apakah lokasi yang yang sangat buruk bagi kesehatan mereka.

dipilih aksesibel untuk penyandang disabilitas.

Tidak memberi informasi terkait program atau Bertindak tanpa berkonsultasi dengan target

proyek dalam berbagai format yang mudah diakses sasaran, termasuk penyandang disabilitas, dapat

dan dalam bahasa yang mudah dipahami semua mengakibatkan kegagalan penetapan prioritas dan

orang. perencanaaan yang buruk oleh pelaku kemanusiaan.
Hal ini dapat menempatkan sasaran tindakan pada
risiko bahaya yang lebih besar.

Dukungan terhadap kesehatan jiwa dan psikososial

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) mengacu pada semua jenis dukungan yang bertujuan
melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan/atau mencegah serta menangani kondisi
kesehatan jiwa dan psikososial.”’ Saat terjadi suatu krisis kemanusiaan, terdapat banyak faktor seperti
kekerasan, ketidakpastian, kehilangan anggota keluarga, kehilangan rumah tinggal, dan faktor lainnya
yang dapat memperburuk kesehatan jiwa dan psikososial individu, keluarga, dan masyarakat; penyandang
disabilitas sering kali terkena dampak secara tidak proporsional. Dengan mengintegrasikan DKJPS ke dalam
program, pelaku kemanusiaan dapat membantu menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial semua
orang yang terkena dampak, termasuk mereka yang mengalami kesulitan fungsi fisik, sensorik, psikososial,
ataupun intelektual. Respons DKJPS dalam situasi kedaruratan mencakup berbagai tingkat dukungan yang
terkoordinasi dengan berbagai sektor dalam model berlapis dan saling terintegrasi (diilustrasikan pada
piramida intervensi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dalam situasi kedaruratan):”’

1. Tindakan yang memulihkan rasa kepemilikan martabat dan keamanan dasar dalam populasi yang
terkena dampak kedaruratan sekaligus meningkatkan kesetaraan akses kepada layanan dasar
merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan jiwa dan psikososial. (Tingkat 1)

2. Intervensi penting lainnya yang memperkuat kohesi/keterpaduan sosial dalam bentuk dukungan
masyarakat dan keluarga. (Tingkat 2)

3. Intervensi individu, keluarga, dan kelompok yang memberikan dukungan emosional dan praktis
yang selanjutnya berkontribusi pada kesehatan jiwa dan psikososial. Intervensi ini dapat dilakukan
oleh tenaga non-spesialis dan pendukung sebaya di bidang kesehatan, pendidikan, atau layanan
masyarakat. (Tingkat 3)

4. Bila perlu, spesialis memberikan intervensi DKJPS spesifik (yang mungkin bersifat psikologis atau
farmakologis). (Tingkat 4)

79 |ASC, Guidelines for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (2007).
1 Ibid.



https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf?ua=1
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Intervensi DKJPS berdasarkan pada kerangka hak asasi manusia dan mempromosikan serta melindungi
hak-hak penyandang disabilitas. Layanan dan dukungan DKJPS yang bertingkat ini bermanfaat bagi semua
orang yang terkena dampak, termasuk penyandang disabilitas, yang menghadapi stresor/penyebab tekanan
psikososial yang signifikan.






AKUNTABILITAS TERHADAP
MASYARAKAT TERDAMPAK SERTA
PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI
DAN KEKERASAN SEKSUAL

Akuntabilitas terhadap masyarakat terdampak (AAP)? dipahami sebagai tanggung jawab bersama
dari penyedia bantuan dan pemangku kepentingan lain (donor, pemerintah) yang berkomitmen
untuk menggunakan kekuasaan dan sumber daya mereka secara etis dan bertanggung jawab untuk
‘memposisikan masyarakat sebagai pusat’ dari aksi kemanusiaan. Pemangku kepentingan kemanusiaan
memiliki tugas untuk memastikan bahwa bantuan menghasilkan keluaran yang paling baik untuk semua
kelompok-kelompok yang terpengaruhi oleh krisis, termasuk mereka yang mungkin kurang nampak, seperti
penyandang disabilitas. Mereka telah bertindak untuk mencapai hal ini dengan cara mengimplementasikan
standar kualitas dan teknis secara konsisten; mengkoordinasikan tindakan mereka untuk memaksimalkan
jangkauan dan meminimalisir risiko, kesenjangan dan duplikasi; mendengarkan untuk melibatkan orang
yang terpengaruhi; dan bertindak atas dasar masukan mereka.

AAP berfokus pada hak-hak, martabat dan perlindungan dari komunitas yang terpengaruhi secara menyeluruh.
Hal tersebut mensyaratkan aktor kemanusiaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan dan
kerentanan anggota komunitas yang terdampak; hal tersebut secara merata mensyaratkan mereka untuk
mengenali dan memanfaatkan kapasitas, pengetahuan dan aspirasi dari komunitas-komunitas tersebut.

Untuk menjamin secara efektif bahwa akuntabilitas menjangkau semua orang yang terpengaruhi, termasuk
penyandang disabilitas, mekanisme untuk akuntabilitas harus aksesibel untuk penyandang disabilitas,
dan harus mempertimbangkan persyaratan mereka. Tugas ini mencakup tugas untuk berfokus terhadap
inklusi disabilitas sepanjang siklus program kemanusiaan, memastikan bahwa penyandang disabilitas
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengkomunikasikan informasi kepada mereka
dalam banyak format.

Lampiran 7 mendiskusikan bagaimana aktor kemanusiaan, termasuk klaster, dapat mencapai komitmen dan
kriteria kualitas yang ditetapkan dalam Core Humanitarian Standards (CHS) dengan bekerja menggunakan
cara-cara praktis untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas.

72 Untuk pernyataan terkini dari kebijakan ini, lihat IASC, Commitments on Accountability to Affected People and Protection from Sexual
Exploitation and Abuse (CAAP dan PSEA) (2017). Untuk pernyataan kebijakan yang asli, lihat IASC, The IASC Task Team on Accountability to
Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (AAP/PSEA).



https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse

7. Akuntabilitas terhadap masyarakat terdampak serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual

Komitmen IASC terkait Akuntabilitas terhadap Masyarakat terdampak

Pada 2017, para pelaku utama IASC mendukung versi AAP yang telah diperbaiki, berjudul Commitments on
Accountability to Affected People and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (CAAP dan PSEA).
Perbaikan mempertimbangkan panduan baru dari kebijakan kemanusiaan, termasuk Core Humanitarian

Standards dan keluaran dari World Humanitarian Summit dan Grand Bargain.”

CAAP vyang telah diperbaiki memberikan penekanan kuat terhadap akuntabilitas secara kolektif.
Aktor kemanusiaan diharapkan untuk bertindak secara mandiri dan bersama untuk memajukan dan
mengintegrasikan Accountability to Affected Populations (AAP)/Akuntabilitas terhadap masyarakat
terdampak dalam respons mereka. Peran mereka adalah sentral. Lampiran 7 menjelaskan bagaimana cara

memastikan inklusi dari penyandang disabilitas sehubungan dengan empat komitmen.

Diagram 4 | Akuntabilitas terhadap masyarakat terdampak (AAP)”

Memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk
menilai tindakan dan memberi
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Memberikan dorongan
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yang memperhitungkan
keragaman mereka, serta
memungkinkan pandangan
Membagikan informasi dari masyarakat yang

Zgg:gaatrrr;iz{)zrgl:‘a;an paling berisiko untuk
efektif dipertimbangkan.

kan

7 Lihat situs web IASC terkait Grand Bargain.
74 Diadopsi dari IASC, Accountability to Affected Populations (AAP): A brief overview.



https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_aap_psea_2_pager_for_hc.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_aap_psea_2_pager_for_hc.pdf
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Ringkasan elemen-elemen kunci: akuntabilitas terhadap masyarakat terdampak serta
perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual

Kajian kebutuhan dan analisis

Penilaian dan analisa kebutuhan mendukung kemampuan respons kemanusiaan untuk meningkatkan skala
operasi sambil mempertahankan keunggulan serta memastikan bahwa AAP tetap terintegrasi secara penuh.
Rekomendasi tindakan minimum adalah untuk:

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas terlibat dalam kajian kebutuhan.

® Secara sistematis mencakup setidaknya lima pertanyaan kualitatif dalam semua alat penilaian.

® Memilah data berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas saat menganalisa risiko perlindungan
atau hambatan terhadap akses.

® Mengutamakan pandangan, prioritas, dan preferensi dari orang yang terpengaruhi dan memastikan
bahwa penyandang disabilitas adalah sub-kelompok yang penting dalam semua kebutuhan analisa.

Pada saat yang bersamaan, menggunakan kajian kebutuhan untuk menentukan:

® Pengaturan penyediaan bantuan yang menjadi preferensi penyandang disabilitas (lokasi, waktu, dan
seterusnya).

® Saluran komunikasi yang menjadi preferensi penyandang disabilitas (tatap muka, radio, SMS, dan
lainnya).

® Faktor-faktor kontekstual lainnya yang dapat memengaruhi strategi intervensi (termasuk jenis

kelamin, akses, perlindungan, faktor budaya dan ekonomi, dll.).

Implementasi dan Pemantauan

® Menghubungi, mempekerjakan dan melatih penyandang disabilitas yang dapat berpartisipasi dalam
implementasi.

® Mengembangkan indikator-indikator kualitas, akuntabilitas dan teknis untuk keperluan pengawasan.

® Mengembangkan mekanisme-mekanisme dan pengaduan yang mengikutsertakan penyandang
disabilitas dan aksesibel oleh mereka.

Secara berkala memantau tingkat kepuasan dari penyandang disabilitas, sebagai salah satu kelompok
masyarakat terdampak, terkait kepuasan kualitas dan efektivitas respons kemanusiaan
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Pemantauan dan pelaporan

® |dentifikasi standar-standar teknis dan praktik baik yang paling cocok, mengadaptasikan hal tersebut
terhadap konteks krisis. Pilih pendekatan yang memastikan inklusi dari semua orang dan kelompok
dengan disabilitas.

® Memantau dan mempromosikan penggunaan standar kualitas dan teknis yang konsisten.

® Mengumpulkan, menganalisa dan menindaklanjuti data pengawasan, termasuk masukan dari
penyandang disabilitas.

®* Memastikan bahwa penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pengawasan respons.

® Atas dasar masukan, memperbaiki dan menyesuaikan arah strategi dan rencana intervensi.

Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan an seksual

Pelibatan masyarakat lokal adalah inti dari AAP; masyarakat juga merupakan tempat dimana sebagian
besar upaya terkait perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual dilakukan. Usaha untuk menekan
eksploitasi’®> dan kekerasan’® seksual dalam konteks kemanusiaan berfokus pada tindakan pekerja
kemanusiaan yang merugikan orang terdampak

Eksploitasi dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran akuntabilitas yang paling serius. Pada 2015,
pelaku utama IASC membuat pernyataan formal terkait komitmen untuk mencegah dan merespon eksploitasi
dan kekerasan seksual oleh pekerja kemanusiaan. Penyandang disabilitas, khususnya perempuan dan anak
perempuan, memerlukan perlindungan lebih besar akibat adanya kekuatan yang tidak seimbang.

Merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas dan komunitas mereka.
Mereka sebaiknya mengetahui hak-hak mereka, serta sebaiknya memiliki akses terhadap mekanisme
yang efektif dan konfidensial/rahasia dimana mereka dapat melaporkan pengaduan dan berbagi informasi
terkait bantuan dan perlindungan mereka. Di saat respons mengimplementasikan kebijakan PSEA, mereka
sebaiknya mengadopsi pendekatan komprehensif yang mengikutsertakan pencegahan, respons, koordinasi
dan penanganan.

75 Eksploitasi seksual mengacu pada “pelecehan terhadap posisi yang rentan, perbedaan kekuatan atau kepercayaan
untuk keperluan seksual”. Lihat Bulletin Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse
(PSEA)/Buletin Penilaian Khusus untuk Pencegahan Eksploitasi, Pencabulan, dan Pelecehan Seksual dari Sekretaris
Jenderal PBB (ST/SGB/2003/13).

76 Pelecehan seksual mengacu pada “gangguan fisik yang aktual atau berupa ancaman dengan sifat yang seksual”.
Ibid.



https://www.unhcr.org/protection/operations/405ac6614/secretary-generals-bulletin-special-measures-protection-sexual-exploitation.html
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Instrumen dan Referensi

ASC, Commitments on Accountability to Affected People and Protection from Sexual Exploitation
and Abuse (2015)

® The Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse by our own staff

USAID, Social and Behaviour Change Interven-tions


https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_caap_endorsed_nov_2017.pdf
http://pseataskforce.org/
http://Social and Behaviour Change Interven-tions




RAGAM BENTUK
AKSI KEMANUSIAAN'’

Bantuan kemanusiaan umumnya melibatkan analisis dan adopsi beberapa pilihan bentuk respons, termasuk
(tetapi tidak terbatas pada):

Penyediaan barang.

Bantuan non tunai
Penyediaan layanan langsung.
Bantuan teknis.
Pengembangan kapasitas.

Manajemen logistik dan rantai pasokan

Kombinasi spesifik dari beragam pilihan respons yang dipilih berkembang dari waktu ke waktu. Untuk
menentukan bagaimana bantuan kemanusiaan terbaik dapat diberikan kepada penyandang disabilitas,
penting untuk melakukan konsultasi terhadap mereka dan pihak-pihak yang mewakili mereka.

Bab ini berfokus pada bantuan berupa pemberian non tunai dan voucher, mengingat bahwa bentuk bantuan
ini semakin marak dilakukan. Namun demikian, bab ini bukan bagian yang berdiri sendiri, dan harus tetap
dipahami bersamaan dengan bab-bab lainnya dalam panduan ini. Panduannya tetap berlaku untuk semua
sektor dan harus dibaca bersama bab-bab lain dalam panduan ini.

77 Bab ini disadur dari Sphere Handbook (2018).


https://spherestandards.org/handbook-2018/
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Intervensi berbasis uang/tunai dan kupon

Sebuah penelitian membuktikan bahwa intervensi berbasis uang tunai berpotensi menjangkau mereka yang
membutuhkan secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan bentuk
bantuan kedaruratan lainnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk membuat pilihan terkait bentuk
bantuan atau layanan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), sekaligus menopang
perekonomian lokal. Para pelaku kemanusiaan kini cenderung berinvestasi dalam intervensi berbasis
uang tunai dalam skala yang lebih besar dan lebih konsisten. Hal ini mencerminkan komitmen yang telah
ditetapkan dalam Grand Bargain, yakni kesepakatan yang melibatkan lebih dari 30 penyedia donor dan
bantuan terbesar.

Intervensi berbasis uang tunai adalah salah satu bentuk modalitas bantuan dan telah digunakan selama
bertahun-tahun dalam program perlindungan dan jaring pengaman sosial dalam pembangunan yang inklusif
terhadap penyandang disabilitas. Para pelaku kemanusiaan dapat memanfaatkan pengalaman ini ketika
mereka hendak memulai bentuk bantuan berbasis uang tunai dalam berbagai situasi darurat dan bahkan
meningkatkan kualitasnya.”

Namun demikian, uang tunai hanyalah salah satu modalitas. Bantuan ini dapat melengkapi atau dilengkapi
dengan pemberian bantuan dalam bentuk barang di titik distribusi atau di tingkat rumah tangga.”” Masih
terdapat bukti kesenjangan yang besar dan pemahaman yang tidak lengkap tentang peran intervensi berbasis
uang tunai dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam konteks kemanusiaan
atau risiko yang mungkin mereka hadapi ketika mengakses uang tunai dalam situasi ini.°

Instrumen hukum utama dan kerangka kerja lainnya

® Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Pasal 11, 12, 27, dan 28 secara spesifik
menyebutkan aksi kemanusiaan dan menekankan poin-poin yang relevan terhadap akses ke bantuan
keuangan.

® Grand Bargain

Cash Learning Partnership, Global Frame-work for Action, a consolidated summary of commitments for
cash transfer programming

78 UNICEF dan Ministry of Federal Affairs and Local Development di Nepal memberi suatu contoh. Mereka menyelenggarakan sistem bantuan sosial
yang eketensif dalam menanggapi gempa bumi pada tahun 2015. Lihat Cash Learning Partnership (CaLP), The State of the World’s Cash Report —

Cash Transfer Programming in Humanitarian Aid (2018), hal. 114
7% Lihat bagian sektoral untuk informasi tentang relevansi distribusi barang.

80 Cash Learning Partnership, As the movement for cash transfer programming advances, how can we ensure that people with disabilities are not left
behind in cash transfer programming for emergencies? (2015); UNHCR dan WFP, Mitigating risks of abuse of power in cash assistancein the
Democratic Republic of Congo (2018).



https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
https://reliefweb.int/report/world/state-world-s-cash-report-cash-transfer-programming-humanitarian-aid
https://reliefweb.int/report/world/state-world-s-cash-report-cash-transfer-programming-humanitarian-aid
https://reliefweb.int/report/world/movement-cash-transfer-programming-advances-how-can-we-ensure-people-disabilities-are
https://reliefweb.int/report/world/movement-cash-transfer-programming-advances-how-can-we-ensure-people-disabilities-are
https://reliefweb.int/report/world/movement-cash-transfer-programming-advances-how-can-we-ensure-people-disabilities-are
https://reliefweb.int/report/world/movement-cash-transfer-programming-advances-how-can-we-ensure-people-disabilities-are
https://reliefweb.int/report/world/movement-cash-transfer-programming-advances-how-can-we-ensure-people-disabilities-are
https://www.unhcr.org/5c6e77544
https://www.unhcr.org/5c6e77544
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Istilah kunci®'

Istilah transfer berbasis uang tunai, intervensi berbasis uang tunai, program transfer uang tunai, bantuan
berbasis uang tunai, dan bantuan kupon tunai digunakan secara bergantian untuk merujuk pada semua
program (untuk tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan lain-lain) yang mengeluarkan uang tunai atau kupon,
dan diberikan kepada penerima bantuan sebagai modal membeli barang atau jasa secara langsung. Dalam
konteks kemanusiaan, uang tunai atau kupon bantuan dapat diberikan kepada individu, rumah tangga, atau
komunitas penerima. Program tersebut tidak termasuk kegiatan keuangan mikro atau dukungan keuangan
selama intervensi kemanusiaan kepada pemerintah atau lembaga kenegaraan lainnya.

Standar dan panduan

® Kemitraan Pembelajaran Tunai

® Bantuan Quality Toolbox Berbasis Uang Tunai

® Standar Minimum untuk Analisis Pasar

® Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and
people with disabilities (2018).

Elemen kunci - tindakan wajib

Tindakan waijib harus diikutsertakan di semua tahapan kemanusiaan saat menerapkan program berbasis
uang tunai yang inklusif untuk penyandang disabilitas.

Bentuk partisipasi

®* Memastikan bahwa penyandang disabilitas terwakili secara adil baik dalam mekanisme dan proses
formal maupun informal. Pertimbangkan pula berbagai bentuk disabilitas, usia, jenis kelamin, dan
keragaman. Berusaha secara khusus mempromosikan partisipasi kelompok penyandang disabilitas
yang kurang terwakili, termasuk yang penyandang disabilitas secara intelektual dan psikososial,
masyarakat adat, perempuan dan anak perempuan.

® Berkonsultasi dengan beberapa penyandang disabilitas yang berbeda, dengan usia serta jenis
kelamin yang berbeda pula, tentang bagaimana mereka mengakses uang tunai, pasar dan layanan,
dan kebutuhan apa saja yang biasanya mereka peroleh dari pasar. Pastikan pula bahwa biaya yang
terkait dengan partisipasi mereka termasuk dalam anggaran.

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan organisasi penyandang
disabilitas terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi hambatan dan merencanakan, merancang,
melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi intervensi berbasis uang tunai. Pertimbangkan pula
risiko perlindungan, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang didapat di setiap tahap prosesnya.

® Mengidentifikasi preferensi penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat terkait dengan nilai,
frekuensi, dan durasi transfer tunai.

&1 Untuk istilah lainnya, merujuk pada Cash Learning Partnership, Glossary of Terminology for Cash and Voucher Assistance (2017).



http://www.cashlearning.org/about-us/overview
http://www.cashlearning.org/resources/--pqtoolboxcashlearning---
http://www.cashlearning.org/resources/library/1263-minimum-standard-for-market-analysis-misma?keywords=minimum%2Bstandards%2Bfor%2Bmarket%2Banalysis&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
http://www.cashlearning.org/resources/glossary#CTP
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Membangun kemitraan dengan organisasipenyandangdisabilitas dan organisasiyangmemberikan
layanan intervensi berbasis uang tunai. Kemitraan ini dapat mendukung penyandang disabilitas
untuk dapat menggunakan program berbasis tunai dan mengadvokasi serta mempromosikan
bantuan dan layanan yang inklusif.

Mengatasi hambatan

Mengatasi sikap petugas yang masih memiliki stigma terhadap penyandang disabilitas, contohnya
stigma yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas untuk mengakses
dan mengelola uang tunai, tidak dapat berpartisipasi dalam program padat karya tunai maupun
program pengembangan keterampilan, dan tidak dapat memiliki mata pencaharian.

Pertimbangkan perbedaan akses yang berbeda bagi penyandang disabilitas; mereka yang tinggal
di pedesaan dan di perkotaan, perbedaan akses dan literasi terhadap teknologi dan pengetahuan
keuangan, serta hambatan fisik dan informasi (misalnya, jarak ke titik distribusi dan ketersediaan
serta biaya akses transportasi).

Menilai seberapa mudah akses terhadap berbagai mekanisme pengiriman tunai yang ada seperti
pengiriman uang tunai, kartu tunai, pulsa telepon atau ponsel, dan lain sebagainya.

Patut diperhatikan bahwa beberapa bentuk transfer tunai (seperti uang tunai terbatas) dapat
mengurangi akses terhadap alat bantu, yang sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran yang
berhubungan dengan aspek kesehatan.

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Sebelum melakukan intervensi dalam bentuk apapun, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terkait
kebijakan dan proses intervensi tunai, kapasitas organisasi yang menyediakan intervensi berbasis
tunai, dan kapasitas petugas untuk merancang dan mengimplementasikan intervensi tunai yang
dapat mencakup penyandang disabilitas.

Memberikan dukungan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses
bantuan berbasis uang tunai dan menggunakan sistem distribusi uang tunai (misal: bank). Selain
itu, juga memberikan kursus literasi dasar dan literasi keuangan apabila teknologi yang digunakan
masih awam.

Pengumpulan data dan pemantauan

Memantau apakah penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap uang tunai dan
kupon di lingkup rumah tangga dan dapat membelanjakannya.

Memantau apakah penyandang disabilitas terpapar eksploitasi dan pelecehan dalam konteks
program bantuan uang tunai, atau menghadapi hambatan ketika sedang berusaha mengakses atau
membelanjakan uang tunai.

Mengumpulkan bukti dan membagikan pengetahuan mengenai apa yang berhasil; praktik apa yang
dapat meningkatkan inklusi penyandang disabilitas dalam intervensi berbasis uang tunai.
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Diagram 5 | Hambatan dalam mengakses, dan inklusi pada intervensi berbasis uang tunai

HOW IMPACTS OF THE CRISIS ARE EXACERBATED FOR PERSONS WITH
DISABILITIES IN CASH-BASED INTERVENTIONS

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas

Kekerasan, kemiskinan, bahaya lingkungan, penurunan kesehatan, pengecualian,

pengasingan, pengabaian
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Panduan di bawah ini akan membantu para pelaku kemanusiaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi
hambatan yang mungkin dihadapi penyandang disabilitas (dan mereka yang memberikan dukungan) dalam
mengakses program bantuan kemanusiaan berbasis uang tunai.

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Desain program intervensi berbasis uang Memberikan pelatihan literasi keuangan
tunai yang inklusif bagi semua orang, bagi penyandang disabilitas yang
termasuk penyandang disabilitas, dan dikecualikan dari pendidikan.
memiliki infrastruktur dan pengaturan

komunikasi yang aksesibel.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Melatih petugas untuk dapat mengidentifikasi hambatan dan risiko
perlindungan terkait intervensi berbasis uang tunai yang dihadapi oleh X
penyandang disabilitas.

Memetakan program perlindungan sosial yang ada dan menilai
aksesibilitas prosedur dan proses administrasinya. Mengkaji apakah

mereka dapat bertahan apabila program kemanusiaan ditingkatkan. X
Menyesuaikan tujuan program dan merencanakan langkah-langkah

untuk mengatasi hambatan administratif

Mengidentifikasi potensi hambatan untuk inklusi penyandang
disabilitasdalam intervensi berbasis uang tunai (misal: pasar yang X X X
tidak aksesibel).

Memetakan mitra yang sudah bekerja melayani penyandang disabilitas;
membangun kemitraan baru dan berkolaborasi dengan organisasi
penyandang disabilitas, termasuk pemimpin yang penyandang X
disabilitas, untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan dan

risiko yang dihadapi penyandang disabilitas.

Mengkaiji sejauh mana pasar aksesibel (secara fisik) oleh penyandang X X X
disabilitas dan kemudahan untuk memperoleh informasinya.

Menganalisis sistem dan layanan pasar yang dapat membantu

melindungi penyandang disabilitas. Mempertimbangkan perawatan

alternatif, kesehatan, alat bantu, layanan hukum, aksesibilitas X X
transportasi, dan pendidikan. Kaji bagaimana penyandang disabilitas

saat ini mengakses layanan dan apa saja hambatan yang dihadapi.

Mempertimbangkan biaya dan risiko yang mungkin dihadapi
penyandang disabilitas apabila ia harus bergantung pada perantara X X
untuk mengambil dan mengirimkan barang.

Mengkaji bagaimana penggunaan uang tunai yang baik dengan
tujuanmenghilangkan hambatan dan memperkuat ketangguhan rumah X X X
tangga yang di dalamnya terdapat penyandang disabilitas.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Mengembangkan cara agar layanan pelaku pasar lebih mudah diakses
oleh penyandang disabilitas (misalnya dengan meningkatkan X
aksesibilitas fisik atau komunikasi).®

Mengkaji sejauh mana solusi keuangan dan teknologi aksesibel untuk
penyandang disabilitas.

Mempertimbangkan biaya yang berhubungan dengan disabilitas,
termasuk biaya tambahan yang mungkin dikeluarkan oleh rumah
tangga yang memiliki anggota penyandang disabilitas ketika mereka
menggunakan uang tunai (biaya transportasi, alat bantu, dll.)

Menyediakan informasi terkait penyampaian intervensi berbasis uang
tunai, durasinya, dan program alternatif yang tersedia sejelas mungkin
dalam format yang mudah diakses dan penggunaan bahasa yang
sederhana.

Memastikan bahwa lembaga keuangan sudah siap untuk membuat
intervensi berbasis uang tunai yang aksesibel untuk penyandang
disabilitas. Pastikan pula mereka bersedia untuk menjalani kajian
kerentanan.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengkaji apakah program perlindungan sosial bagi penyandang
disabilitas dapat menjadi mekanisme pemberian bantuan.

3. Implementasi

Memastikan bahwa semua orang terdampak memiliki kesempatan
yang setara dalam mengakses program padat karya dan menerima
pembayaran yang sama untuk beban pekerjaan yang sama. Dalam kata
lain, penyandang disabilitas tidak sepatutnya menerima pembayaran
lebih rendah atau diberikan pekerjaan yang kurang diminati atas dasar
disabilitasnya.

Memastikan lingkungan dan kondisi kerja untuk program padat karya
dan bantuan pangan aksesibel untuk penyandang disabilitas.

Memilih titik distribusi yang aman dan aksesibel untuk penyandang
disabilitas.

Mempertimbangkan untuk mengadakan bazaar pasar atau pasar
keliling di daerah terpencil atau yang sulit diakses agar penyandang X
disabilitas yang tinggal di daerah tersebut dapat berpartisipasi.

Mengkaji apakah menyebut penyandang disabilitas sebagai target
sasaran atau penerima manfaat yang terdaftar justru menempatkan X
mereka dalam risiko.

Mengkomunikasikan tujuan bantuan dengan jelas. Hal ini diharapkan
dapat mengurangi atau mengubah stigma, mitos, atau kecemburuan

yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi X X X
penerima manfaat.

Mempertimbangkan alternatif mekanisme pemberian bantuan, seperti

program kunjungan langsung atau pengantaran ke rumah tinggal, yang X X X

memungkinkan penyandang disabilitas untuk dapat menerimanya
sendiri.

8 Lihat Cash Learning Partnership with Catholic Relief Services, Market Support Interventions in Humanitarian Contexts — a Tip Sheet (2018).


http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/calp-crs-tip-sheet-web.pdf
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

4. Koordinasi

Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam upaya proteksi
dankoordinasi bantuan non tunai, contohnya di Klaster Perlindungan
(Protection Cluster) dan Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Non Tunai
(Cash Working Group).

Terhubung dengan program dan sistem nasional yang menawarkan
bantuan tunai kepada penyandang disabilitas.

Berkoordinasi dengan sektor lain untuk memastikan bahwa intervensi
berbasis uang tunai dapat memudahkan akses penyandang disabilitas
ke layanan kemanusiaan lainnya (seperti ruang atau pendidikan ramah
anak).

5. Pemantauan dan evaluasi

Mengumpulkan umpan balik secara teratur dari penyandang disabilitas
dengan rentang usia dan gender yang berbeda terkait hambatan dan
risiko yang mereka hadapi saat mengakses bantuan tunai.

Selama pemantauan pasca distribusi, lakukan konsultasi dengan
penyandang disabilitas yang berbeda untuk mengidentifikasihambatan
yang dihadapi saat mengakses sistem pendaftaran penerima manfaat.

Melakukan audit aksesibilitas terhadap mekanisme penyediaan
pelayanan serta mekanisme penyampaian umpan balik dan keluhan.

Melakukan audit aksesibilitas pasar dan memberi usulan modifikasi
untuk meningkatkan kemudahan akses.

Memisahkan data individu sekurang-kurangnya berdasarkan jenis
kelamin, usia, dan disabilitas dengan menggunakan perangkat
yang telah diuji penggunaannya dalam konteks kemanusiaan seperti
rangkaian Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok Washington
tentang Disabilitas (Washington Group Short Set of Disability
Questions).

Mengadopsi metode dan prosedur yang aksesibel agar penyandang
disabilitas menyetujui penggunaan data mereka. Pastikan pula
mereka mengetahui kepada siapa saja data tersebut dibagikan
(misalnya kepada organisasi kemanusiaan lainnya, pemerintah, dan
lain sebagainya).




Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Instrumen dan Referensi
® Cash Learning Partnership
® CBM, CBM Humanitarian Hands-on Tool®®

® Cash Learning Partnership, Cash-Based Assis-tance: Programme Quality Toolbox
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Pasal 11 dan 14
® Cash Learning Partnership, Safer Cash Research and Toolkit

® UNHCR, Guide for Protection in Cash-Based Interventions

Women’s Refugee Commission and Mercy Corps, Mainstreaming GBV Considerations in CBIls and

Utilizing Cash in GBV Response: Tool-kit for Optimizing Cash-based Interventions for Protection from
Gender-based Violence

Women’s Refugee Commission, Cohort Live-lihoods and Risk Analysis

8 Aplikasi referensi dan pembelajaran untuk pekerja kemanusiaan.


http://www.cashlearning.org/
http://pqtoolbox.cashlearning.org/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
http://www.cashlearning.org/resources/library/1407-safer-cash-toolkit-english?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/issues/livelihoods/research-and-resources/1549-mainstreaming-gbv-considerations-in-cbis-and-utilizing-cash-in-gbv-response
https://www.womensrefugeecommission.org/empower/resources/1231-clara-tool




PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMANGKU KEPENTINGAN

Tabel berikut menguraikan peran dan tanggung jawab dari kelompok pemangku kepentingan yang berbeda-
beda sepanjang siklus program kemanusiaan untuk mendukung penyandang disabilitas dan juga pemangku
kepentingan kemanusiaan, serta memastikan bahwa mereka diikutsertakan dan dapat berpartisipasi dalam
aksi kemanusiaan.

Pemerintah

* Memastikan bahwa rencana kontijensi mempertimbangkan kebutuhan
dari penyandang disabilitas, dan rencana-rencana tersebut bersifat inklusif
dan aksesibel. Contohnya, memberikan pelatihan, dan untuk meningkatkan
kesadaran terkait, hukum-hukum yang relevan; membentuk komunikasi
yang aksesibel, mekanisme pengaduan dan masukan; serta mendorong
pengumpulan dan penggunaan data melalui alat-alat yang telah diuji di
konteks kemanusiaan, seperti Washington Group Short Set of Disability
Questions / Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok Washington tentang
Disabilitas.

« Secara aktif mencari partisipasi dari organisasi penyandang disabilitas
(OPD is) yang dapat merepresentasikan keragaman penyandang disabilitas.
Mengikutsertakan mereka dalam mengembangkan dan meninjau kebijakan

Kesiapsiagaan pengurangan risiko bencana, kebijakan kemanusiaan lainnya, hukum,

rencana nasional, dan program-program serta proses lainnya. Memastikan

kerangka hukum mendukung inklusi dan partisipasi dari penyandang
disabilitas dalam aksi kemanusiaan.

+  Memastikan sistem nasional yang menyediakan layanan (rehabilitasi,
edukasi, kesehatan, dukungan rekan) dapat merespon apabila terjadi
pergerakan besar penduduk. Petakan sumber daya disabilitas di level lokal
(juru bahasa isyarat, ahli inklusi, penyedia layanan) dan formulasikan daftar
nama.

*  Denganberkonsultasidengan OPDis yang merepresentasikan keberagaman
penyandang disabilitas, nominasikan focal point disabilitas untuk bekerja
sama dengan Tim Kemanusiaan Negara dan sistem koordinasi antar-
klaster atas nama lembaga pemerintahan.



http://Group  Short  Set of Disability  Questions
http://Group  Short  Set of Disability  Questions

9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Kajian dan analisis
kebutuhan

Perencanaan respons
strategis

Mobilisasi sumber
EVE]

Pemantauan dan
implementasi

Memberikan akses kepada aktor kemanusiaan terhadap data penduduk
penyandang disabilitas untuk semua jenis penilaian (penilaian cepat,

Penilaian _Awal Lintas-Klaster, Kajian kebutuhan Pasca bencana).
Mengevaluasi kualitas dari data penduduk terkait penyandang disabilitas.

Mengikutsertakan OPDis yang merepresentasikan keragaman penyandang
disabilitas, dan penyedia layanan disabilitas, dalam merencanakan dan
mengimplementasikan aktivitas pengumpulan data; pengumpulan,
analisa dan pertukaran informasi terkait hambatan dan kemudahan;
mempromosikan penggunaan alat pengumpulan data yang telah teru;ji di
konteks kemanusiaan, seperti Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok
Washington tentang Disabilitas. (Lihat bab terkait Pengelolaan Data dan
Informasi.)

Mengikutsertakan OPDis dalam perencanaan respons strategis.

Mengambil langkah untuk memastikan perencanaan respons strategis
mengikutsertakan penyandang disabilitas dan mengadopsi pendekatan
berbasis hak asasi manusia yang sesuai dengan instrumen hukum nasional,
regional, dan internasional.

Memobilisasi sumber daya dan anggaran nasional serta internasional
(OPDis, penyedia layanan, biaya). Memastikan inklusi penyandang
disabilitas, termasuk pengungsi dan penyandang disabilitas lainnya yang
terlantar; memastikan bahwa mereka menerima dukungan dan perlindungan
sepanjang tahapan-tahapan dari siklus program kemanusiaan.

Dengan OPDis yang mewakili keberagaman penyandang disabilitas,
memantau sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses terhadap
bantuan dan perlindungan.

Memastikan bahwa bantuan yang disediakan oleh pemerintah dan aktor
kemanusiaan lainnya aksesibel untuk penyandang disabilitas.

Memungkinkan skema perlindungan sosial untuk bertindak sebagai
mekanisme respons. Mendirikan dan memfasilitasi akses® terhadap
skema perlindungan sosial dan penggunaan skema perlindungan sosial
sebagai mekanisme respons.

Mengatasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami
penyandang disabilitas, termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Melaksanakan evaluasi yang bersifat real-time atau langsung, terkait
cakupan penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dan
perlindungan, dengan tujuan memajukan inklusi mereka.

Memastikan semua evaluasi mencakup komponen yang memeriksa akses
secara setara, serta partisipasi dan perlindungan penyandang disabilitas.

Memastikan bahwa penyandang disabilitas berpartisipasi dalam evaluasi
sektoral dan antar-sektor.

84 Contohnya, menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan kartu identitas disabilitas, untuk mengakses sistem pencairan dana, dll.



https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://gfdrr.org/sites/gfdrr/files/PDNA-Volume-A.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

¢ Mengundang OPDis lokal yang mewakili keragaman penyandang
disabilitas, dan penyedia layanan disabilitas swasta dan pemerintah,
untuk berkoordinasi dan berbagi informasi dengan pemangku kepentingan
kemanusiaan.

Koordinasi

«  Secarasistematis mengagendakan pertemuanyang relevan dan melaporkan
proses untuk memperbaharui laporan terkait disabilitas.

*  Memberikan informasi resmi terkait penyandang disabilitas, termasuk
informasi terkait hambatan, risiko, layanan dan pelatihan yang tersedia.

* Mengembangkan, mengimplementasikan dan menegakkan legislasi
untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi yang aksesibel saat
keadaan darurat. Kerangka hukum perlindungan data sebaiknya mengatasi
pengumpulan data, diseminasi informasi yang sesuai, dan akses terhadap
informasi.®®

Pengelolaan
informasi

Kepemimpinan kemanusiaan (Koordinator Keadaan Darurat/Residen,
Tim Kemanusiaan Negara)®

Untuk bagian ini merujuk pada Guidance on strengthening disability inclusion in Humanitarian Response
Plans/Panduan penguatan inklusi disabilitas pada Perencanaan Respons Kemanusiaan.

* Mengintegrasikan inklusi disabilitas dalam Kerangka Acuan untuk Tim
Kemanusiaan Negara (HCT).

*  Mendorong pemerintah untuk menominasikan focal point disabilitas untuk
HCT.

* Menjaga agar semua rencana kesiapsiagaan dan kontijensi dipastikan
inklusif terhadap penyandang disabilitas: mempromosikan panduan
IASC terkait inklusi penyandang disabilitas dalam aksi kemanusiaan;
memastikan bahwa OPDis dan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam
semua proses yang relevan; menyediakan pengembangan kapasitas terkait
disabilitas terhadap HCT.

* Memastikan rencana kesiapsiagaan dan kontijensi memiliki sumber daya
yang mumpuni (dalam perihal pembiayaan dan sumber daya manusia)
untuk aksesibilitas dan inklusi penyandang disabilitas dalam rencana
kesiapsiagaan dan rencana kontijensi.

Kesiapsiagaan

85 Contohnya, menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan kartu identitas disabilitas, untuk mengakses sistem pencairan dana, dll.

% Lihat juga United Nations, Disability Inclusion Strategy (2019), yang mengemukakan ekspektasi-ekspektasi spesifik untuk pimpinan dari organisasi
organisasi PBB.


https://sites.unicef.org/disabilities/files/Guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_Humanitarian_Response_Plans_2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/emergency-directors-group/content/iasc-standard-tor-humanitarian-country-teams-hcts-february-2017
https://interagencystandingcommittee.org/emergency-directors-group/content/iasc-standard-tor-humanitarian-country-teams-hcts-february-2017
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/

9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Kajian dan analisis
kebutuhan

Perencanaan respons
strategis

Mobilisasi sumber
LEVE

Pemantauan dan
implementasi

Memastikan proses kajian kebutuhan yang mengestimasikan keperluan
kebutuhan mempertimbangkan dampak situasi terhadap penyandang
disabilitas dan keluarganya.

Memastikan kajian kebutuhan lintas sektor mempertimbangkan keperluan
khusus, risiko, keahlian, kapasitas, dan pandangan serta persepsi dari
penyandang disabilitas.

Semua data yang dikumpulkan sepanjang kajian kebutuhan lintas sektor
sebaiknya dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas
(menggunakan alat pengumpulan data yang teruji di konteks kemanusiaan,

seperti Washington Group Short Set of Disabilty Questions.

Menyertakan penyandang disabilitas dan OPDis dalam tim kajian kebutuhan.

Menyertakan disabilitas dalam kerangka strategis dan hasil dari rencana
respons; memastikan bahwa pelaporan merefleksikan keberagaman dari
penyandang disabilitas.

Memastikan bahwa semua rencana respons strategis (rencana respons
kemanusiaan, rencana respons cepat, dll.) menyertakan penyandang
disabilitas yang membutuhkan.

Mendeskripsikan dalam rencana bagaimana respons dapat mengatasi
faktor-faktor yang meningkatkan risiko yang dihadapi oleh penyandang
disabilitas.

Melibatkan OPDis dalam mengembangkan rencana respons kemanusiaan.

Mendorong donor untuk mengalokasikan dana respons bagi penyandang
disabilitas dan inklusi mereka dalam tindakan respons.

Mendefinisikan kriteria terkait penyandang disabilitas dalam proposal
permintaan, biaya respons darurat, kumpulan dana berbasis negara dan
mekanisme pembiayaan darurat lainnya.

Memastikan bahwa petugas perencana anggaran program terlatih dalam
inklusi disabilitas. Memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan
untuk memajukan aksesibilitas dan menyediakan akomodasi yang layak.

Secara sistematis mengikutsertakan inklusi dan perlindungan penyandang
disabilitas dalam agenda-agenda rapat HCT.

Memastikan perangkat pemantauan mengatasi kekhawatiran penyandang
disabilitas; termasuk aksesibilitas, risiko dan pengelolaanrisiko, persyaratan
spesifik, pandangan dan persepsi. Memastikan bahwa penyandang
disabilitas berpartisipasi dalam pemantauan, kajian kebutuhan dan respons
secara umum.



https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

*  Mendorong semua sektor dan klaster untuk mengikutsertakan inklusi
disabilitas (perlindungan, keselamatan dan akses yang setara) dalam
evaluasi mereka.

* Memastikan bahwa penyandang disabilitas berpartisipasi dalam evaluasi
sektoral dan antar-sektor.

*  Mendiseminasikan temuan evaluasi dalam beberapa format yang aksesibel.

* Memastikan bahwa semua sektor menggunakan temuan evaluasi disaat
mereka merencanakan programnya atau melakukan penyesuaian atas
program tersebut.

*  Memastikan bahwa focal point disabilitas dan/atau OPDis diikutsertakan

.. dalam rapat lintas klaster.
Koordinasi ) S , , ]
*  Mempromosikan pengarusutamaan disabilitas lintas aksi kemanusiaan

(perangkat, standar) menggunakan panduan-panduan ini.

*  Mencapai kesepakatan, termasuk dengan pemerintah, terkait pengaturan
keseluruhan sistem untuk mengumpulkan dan berbagi data tentang
penyandang disabilitas yang sejalan dengan etika data dan prinsip-prinsip
perlindungan.®

Pengelolaan
informasi®’ « Secara sistematis melaporkan penyandang disabilitas; dimana tidak ada
informasi yang tersedia, melaporkan ‘tidak ada informasi yang tersedia’.

* Mengharuskan semua pengumpulan, analisis dan penggunaan data dipilah
berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas.

87 Pengelolaan informasi mengacu pada pengumpulan, analisa, dan pengelolaan data dan informasi lintas siklus program kemanusiaan.
88 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations
of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html

9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Klaster dan pemimpin sektor®

Untuk bagian ini, mengacu pada kebijakan IASC tentang akuntabilitas terhadap masyarakat terdampak.®®

Kesiapsiagaan

Kajian dan analisis
kebutuhan

Mengikutsertakan OPDis nasional dan lokal dalam klaster dan sektor serta
meminta saran mereka terkait praktik baik dan tantangan.

Menunjuk focal point disabilitas dalam masing-masing klaster.

Mengidentifikasi keselamatan dan perlindungan risiko, dan pelayanan
yang inklusif untuk disabilitas yang ada, dalam masing-masing sektor.
Mengakses kapasitas penyandang disabilitas dan memastikan bahwa
mereka diikutsertakan dalam rencana darurat yang spesifik untuk sektor.
Memastikan rencana kontijensi mencakup preposisi perangkat bantuan
(seperti kursi roda, kruk, tongkat putih, alat bantu pendengaran, sistem
dukungan rekan) untuk menggantikan yang kemungkinan besar hilang atau
rusak.

Memastikan rencana kontijensi memasang sistem komunikasi yang jelas,
termasuk sistem peringatan dini dan mekanisme masukan dan respons yang
inklusif. Pengaturan komunikasi sebaiknya memperhitungkan persyaratan
komunikasi terkait penyandang disabilitas dan sebaiknya dapat diakses
oleh mereka.

Memastikan proses kajian kebutuhan, yang mengestimasikan tingkat
kebutuhan yang diperlukan, mempertimbangkan dampak terhadap
penyandang disabilitas dan keluarganya.

Memastikan kajian kebutuhan lintas sektor mempertimbangkan
persyaratan, risiko, keahlian, kapasitas, dan pandangan serta persepsi dari
penyandang disabilitas.

Memastikan bahwa kajian kebutuhan mengidentifikasi penyandang
disabilitas dan persyaratan mereka. Dimana data primer dikumpulkan,
pertimbangkan penggunaan perangkat yang telah teruji di konteks

kemanusiaan, seperti Washington Group Short Set of Disabilty Questions.

Berkonsultasi dengan masyarakat terdampak, termasuk penyandang
disabilitas. Alokasikan 15-20 persen dari waktu konsultasi dan sumber daya
untuk penyandang disabilitas.

Memastikan bahwa kajian kebutuhan bersama mengikutsertakan OPDis
yang merepresentasikan keberagaman dari penyandang disabilitas dalam
tim-tim mereka.

8 Lihatjuga United Nations, Disability Inclusion Strategy (2019), yang mengemukakan ekspektasi-ekspektasi spesifik untuk pimpinan dari organisasi-

organisasi PBB.

% |ASC Task Team on AAP, Global protection cluster and OCHA, Suggested Actions for cluster coordination groups to strengthen Accountability to Affected
Populations and Protection in the Humanitarian Programme Cycle (2016).



https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/cluster-approach
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/suggested_actions_to_strenghten_aap_and_protection_for_clusters_final_02092016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/suggested_actions_to_strenghten_aap_and_protection_for_clusters_final_02092016.pdf

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Perencanaan respons
strategis

Mobilisasi sumber
daya

Pemantauan dan
implementasi

Mengikutsertakan OPDis yang merepresentasikan keragaman dari
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan respons strategis,
termasuk analisa informasi terkait penyandang disabilitas.

Mengembangkan dan menggunakan indikator-indikator yang sesuai untuk
mengukur inklusi penyandang disabilitas, menerapkan rekomendasi-
rekomendasi dari panduan ini.

Merancang pendekatan dan strategi ganda, termasuk standar Prosedur
Operasional Baku (POB), berdasarkan panduan spesifik sektor dan standar
tentang inklusi penyandang disabilitas. Pendekatan dan strategi sebaiknya
memperhitungkan interseksionalitas antara jenis kelamin, usia, disabilitas
dan faktor keragaman lainnya.

Memastikan bahwa anggaran sektoral dan gambaran kebutuhan
pembiayaan mengalokasikan jumlah yang memadai untuk perancangan
program inklusif disabilitas. Memasukkan rancangan yang universal
dari struktur yang baru atau sementara, memodifikasi struktur yang ada,
menyediakan akomodasi yang wajar, mekanisme kunjungan langsung, ahli
bahasa isyarat, dan seterusnya). Mencari saran dari OPDis dan focal point
disabilitas saat anggaran direncanakan dan dipersiapkan.

Mengikutsertakan OPDis yang merepresentasikan keragaman dari
penyandang disabilitas dalam komite peninjauan dari proyek-proyek
terpilih (contohnya, biaya respons darurat dan dana yang dikumpulkan)
untuk memastikan proposal-proposal mengikutsertakan dan memenuhi
persyaratan dari penyandang disabilitas secara cukup dan sesuai.

Memantau dan melaporkan sejauh apa penyandang disabilitas dapat
mengakses bantuan dan perlindungan; memilah informasi berdasarkan
jenis kelamin, usia dan disabilitas.

Memastikan bahwa penyandang disabilitas diikutsertakan dalam pelaporan
klaster.

Dengan bermitra dengan OPDis, mengembangkan dan mendiseminasikan
pesan-pesan advokasitentang hak dan perlindungan penyandang disabilitas
yang terpengaruhi oleh krisis.

Menyelenggarakan evaluasi sektor dan berpartisipasi dalam evaluasi lintas
sektor yang memeriksa inklusi penyandang disabilitas.

Secara sistematis mengikutsertakan focal point disabilitas, tim tugas
disabilitas, dan OPDis yang mewakili keragaman penyandang disabilitas,
dalam proses evaluasi




9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

*  Memastikan bahwa sektor dan kluster mengharmonisasi usaha yang
mereka lakukan terhadap perancangan program disabilitas yang inklusif,
dalam dan lintas sektor dan klaster.

* Mendorong OPDis, organisasi terkait disabilitas dan penyedia layanan untuk
berpartisipasi dalam rapat klaster. Pastikan bahwa rapat dilaksanakan di
lokasiyang aksesibel; menyediakan akomodasi yang sesuai jika dibutuhkan.

Koordinasi

* Mengkoordinasikan pengembangan system lintas klister yang inklusif, untuk
rujukan dan untuk memantau aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

* Memastikan system pengelolaan informasi mencakup informasi terkait
sejauh apa penyandang disabilitas dapat mengakses bantuan dan
perlindungan, serta tingkat partisipasi dalam aktivitas yang relevan bagi

mereka.
Pengelolaan *  Memastikan bahwa informasi yang terkumpul tentang penyandang
informasi®’ disabilitas dapat diandalkan, diperbaharui, dan mengidentifikasi praktik

baik dalam perihal perlindungan, bantuan, dan partisipasi oleh penyandang
disabilitas. Membagikan informasi dalam laporan Kklister dengan
menggunakan format yang aksesibel. Mengikuti etika data dan prinsip-
prinsip perlindungan.®?

9 Pengelolaan informasi mengacu pada pengumpulan, analisa, dan pengelolaan data dan informasi lintas siklus program kemanusiaan.

92 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations
of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Perancangan program (dalam organisasi kemanusiaan dan pembangunan)®°*

«  Berkonsultasi,mengikutsertakan dan bermitra dengan focal point disabilitas,
penyandang disabilitas, dan OPDis yang merepresentasikan keragaman
penyandang disabilitas, pada semua tahapan, mulai dari pengurangan
risiko bencana dan program kesiapsiagaan darurat bencana.

* Menyelenggarakan gerakan peningkatan kesadaran dan pengembangan
Kesiapsiagaan kapasitas tentang inklusi penyandang disabilitas untuk petugas dan mitra,
dalam bermitra dengan OPDis.

*  Mendukung OPDis untuk membangun dan memperkuat kapasitas mereka
untuk bekerja dalam aksi kemanusiaan di semua tingkat: administratif,
sumber daya manusia, akuntabilitas, pengelolaan finansial, penulisan
proposal.

*  Menganalisa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko yang dihadapi
penyandang disabilitas dalam masyarakat terdampak. Dalam perihal
kajian kebutuhan, mengidentifikasi hambatan penyandang disabilitas saat
mengakses bantuan dan perlindungan, serta kemudahan akses fasilitas
untuk mendapat bantuan dan perlindungan.

*  Membuat proses kajian kebutuhan yang aksesibel untuk penyandang
disabilitas.

Kajian dan analisis

kebutuhan . :
*  Menawarkan akomodasi layak yang dibutuhkan untuk menyederhanakan

dan memfasilitasi pengumpulan informasi dari dan oleh penyandang
disabilitas.

* Memastikan bahwa penyandang disabilitas dari berbagai disabilitas dapat
berpartisipasi sebagai informan kunci dalam diskusi kelompok terfokus
dan tim kajian kebutuhan.

*  Memastikan bahwa pemenuhan syarat penyandang disabilitas ada dalam
tujuan rencana respons kemanusiaan. Merancang dan memasukkan
indikator yang dapat mengukur inklusi penyandang disabilitas.

*  Mengadopsi rencana ganda untuk mengimplementasi proyek dan strategi
yang memastikan bahwa penyandang disabilitas menikmati akses yang
merata terhadap bantuan dan perlindungan. Untuk tujuan ini, pertimbangkan
area kunjungan langsung, layanan berbasis rumah, infrastruktur yang
aksesibel, akomodasi yang layak, dlI.

Perencanaan respons
strategis

* Bekerja dan mengembangkan kemitraan dengan organisasi yang fokus
pada disabilitas, penyedia layanan, dan OPDis yang merepresentasikan
keragaman dari penyandang disabilitas.

% Beberapa tindakan dalam bab ini juga akan relevan untuk analisis dan petugas pengelola informasi.
9 Lihat juga United Nations, Disability Inclusion Strategy (2019), yang mengemukakan ekspektasi-ekspektasi spesifik untuk pimpinan dari organisasi-

organisasi PBB.


https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/

9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Mobilisasi sumber
daya

Pemantauan dan
implementasi

Koordinasi

Membangun anggaran inklusif yang mengakui pentingnya aksesibilitas
dan akomodasi yang wajar. Mengikutsertakan OPDis dan focal point
disabilitas dalam mengatur prioritas dan menentukan sumber daya yang
akan diperlukan untuk menghapus hambatan yang dihadapi penyandang
disabilitas saat mereka mencoba untuk memperoleh bantuan dan
perlindungan.

Mempekerjakan penyandang disabilitas dan orang yang terlatih
dalam masalah-masalah disabilitas sebagai petugas atau konsultan.

Memastikan bahwa pemantauan aktivitas menggunakan indikator yang
inklusif untuk disabilitas, terpilah atas dasar jenis kelamin, usia dan
disabilitas.

Secara sistematis meninjau dan menganalisa sejauh apa subyek dapat
mengakses program dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan.

Melaporkan hambatan dan risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
saat mereka berusaha untuk mengakses bantuan dan perlindungan
kemanusiaan. Membagi praktik baik; diseminasi dan menerapkan standar®®
dan perangkat.

Mencari saran dari OPDis yang merepresentasikan keragaman
dari penyandang disabilitas saat merancang, merencanakan dan
mengimplementasikan evaluasi yang memasukkan pertanyaan terkait
disabilitas (perlindungan, keselamatan, dan akses yang setara).

Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap proses
evaluasi dan dapat secara aktif berpartisipasi didalamnya.

Mendiseminasikan laporan evaluasi dalam bentuk-bentuk yang beragam.
Menggunakan temuan mereka untuk menyesuaikan perancangan program
sebagaimana diperlukan.

Mengikutsertakan OPDis yang merepresentasikan keragaman dari
penyandang disabilitas dalam mekanisme koordinasi.

Mempromosikan kolaborasi lintas sector mengenai inklusi disabilitas.
Mendirikan jalurjalur rujukan; memajukan kegiatan lintas-pembelajaran;
menawarkan pelatihan oleh ahli sektoral dan OPDis.

% Seperti Sphere Standards, the Humanitarian Inclusion Standards, dan the Humanitarian Hands-on Tool App.



https://www.spherestandards.org/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cbm.cbmhhot&hl=en

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

*  Memastikan data terkait disabilitas mengukur dan melaporkan keluaran,
hasil dan indikator sebagaimana didefinisikan dalam rencana aksi
kemanusiaan.

* Melatih petugas untuk mengumpulkan dan menganalisa data terkait
disabilitas, termasuk terkait hambatan terhadap inklusi dan factor yang
memungkinkan inklusi.

Pengelolaan

* Membuat atau menyesuaikan perangkat untuk memperoleh informasi
yang melaporkan sejauh mana penyandang disabilitas dapat mengakses
program bantuan dan perlindungan serta berpartisipasi dalam aktivitas
respons yang relevan dengan mereka.

informasi®

*  Memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data
pribadi yang sensitif dilakukan sejalan dengan etika data yang sesuai dan
prinsip perlindungan.®’

Donor

* Mengikutsertakan kriteria dan kebijakan terkait inklusi disabilitas
dalam pemanggilan, proposal, dan perjanjian kontrak.

* Memastikan bahwa petugas yang terlatih dalam inklusi penyandang
disabilitas dan focal point yang khusus ditunjuk. Persiapkan panduan
disabilitas agar bisa digunakan oleh mitra implementasi.

* Berinvestasi dalam kesiapsiagaan dan menyediakan pembiayaan untuk
mendukung pengembangan kapasitas yang dirancang untuk memastikan
bahwa semua pemangku kepentingan kemanusiaan, termasuk OPD
is, dilengkapi  dan dipersiapkan untuk mengikutsertakan penyandang
disabilitas dalam aksi kemanusiaan.

Kesiapsiagaan

* Menetapkan bahwa pelaporan harus mengikutsertakan pengumpulan
data penyandang disabilitas, termasuk tentang aksesibilitas, penghapusan
hambatan, dan kualitas dari layanan. Bersikeras bahwa data harus dipilah
berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas.

* Mendukung mitra implementasi untuk memfasilitasi kajian dan Analisa
Kajian dan analisis kebutuhan yang mengikutsertakan penyandang disabilitas. Hal ini
kebutuhan sebaiknya mengatasi risiko yang dihadapi, akses terhadap perlindungan
bantuan, kualitas layanan, dan hambatan.

*  Mewajibkan mitra implementasi untuk merancang dan mengikutsertakan
strategi tentang inklusi disabilitas sebagai bagian dari persyaratan

Perencanaan respons pendanaan.

strategis * Mempromosikan dan bantu mitra untuk mengembangkan pendekatan yang

mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi risiko-risiko yang dihadapi

penyandang disabilitas.

% Pengelolaan informasi mengacu pada pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data dan informasi lintas siklus program kemanusiaan.
97 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations

of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

*  Membuat inklusi penyandang disabilitas sebagai prioritas pendanaan dan
alokasikan target pendanaan untuk mempromosikan akses dan partisipasi
mereka.

* Menggunakan penanda disabilitas bersama dengan penanda-penanda
lainnya yang relevan, seperti penanda gender dan usia, untuk membantu
Mobilisasi sumber pemilihan dan pengawasan proposal-proposal.

daya *  Membuat insentif untuk perancangan program inklusif disabilitas sejalan
dengan komitmen partisipasi global.

*  Memastikan banding pembiayaan aksesibel oleh OPDis yang
merepresentasikan keragaman penyandang disabilitas. Adaptasikan
kriteria pembiayaan dimana diperlukan, untuk membuat OPDis lokal pantas
dipilih.

* menkonsultasikan penyandang disabilitas saat mengevaluasi program
mitra; diskusikan akses mereka terhadap bantuan dan perlindungan.

*  Mengkaji laporan atau pantau performa mitra implementasi dengan
menggunakan kriteria yang diambil dari Konvensi tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (2006). Sediakan rekomendasi dan masukan untuk
mitra.

Pemantauan dan
implementasi

* Memantau upaya mitra dalam mengikutsertakan penyandang disabilitas.

*  Mendukung penunjukan petugas dengan keahlian yang relevan dalam
inklusi disabilitas (sebagai focal point disabilitas, anggota tim negara
kemanusiaan, mekanisme koordinasi sektor dan klaster).

*  Mendorong dan mendukung OPDis yang mewakili keragaman penyandang
disabilitas untuk terlibat dalam intervensi kemanusiaan dan mekanisme
koordinasi.

*  Mengikutsertakan OPDis yang merepresentasikan keragaman dari
penyandang disabilitas dalam mekanisme koordinasi.

Koordinasi * Mempromosikan kolaborasi lintas sector mengenai inklusi disabilitas.
Mendirikan jalur-jalur rujukan; memajukan kegiatan lintas-pembelajaran;
menawarkan pelatihan oleh ahli sektoral dan OPDis.

*  Membutuhkan mitra untuk memilah informasi, termasuk informasi tentang
hambatan dan penghapusannya, berdasarkan jenis kelamin, usia dan
disabilitas.

*  Melaporkan kemajuan dalam mengikutsertakan penyandang disabilitas;
membagi pembelajaran dan praktik baik.

Pengelolaan
informasi*®

» Jika informasi krisis atau paparan risiko dari penyandang disabilitas yang
terpengaruhi tidak tersedia, membantu mitra untuk mengumpulkan data
terkait disabilitas.

*  Mensyaratkan bahwa pengumpulan, penyimpanan atau pemrosesan data
pribadi yang sensitif wajib dilakukan sejalan dengan etika data dan prinsip
perlindungan yang sesuai.*

% Pengelolaan informasi mengacu pada pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data dan informasi lintas siklus program kemanusiaan
97 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations
of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)

Aktor kemanusiaan sebaiknya mengikutsertakan OPDis yang mewakili keragaman penyandang disabilitas
dalam semuatahapan siklus program kemanusiaan. Mereka dapat berbagi pengetahuan dan keahlian mereka
terkait disabilitas, memberikan bimbingan, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas diikutsertakan
dan berpartisipasi secara utuh dalam aksi kemanusiaan. Apabila tidak ada OPDis yang hadir saat itu, aktor
kemanusiaan sebaiknya mengikutsertakan kelompok rekan pendukung atau individu penyandang disabilitas.

*  Mempromosikan penggunaan alat yang telah diuji terkait konteks
kemanusiaan, seperti Washington Group Set of Disability Questions/
Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok Washington tentang Disabilitas
untuk pengumpulan data, yang memudahkan pemilahan data berdasarkan
jenis kelamin, usia dan disabilitas.

* Mengadvokasikan hak asasi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko

dan darurat serta untuk semua program pengurangan risiko bencana dan
Kesiapsiagaan program kesiapsiagaan bencana agar dapat diakses sepenuhnya oleh
penyandang disabilitas.

¢ Meningkatkan kesadaran dan menyediakan pelatihan untuk anggota
komunitas, penyandang disabilitas, pemangku kepentingan kemanusiaan
dan responden pertama tentang kebutuhan, hak dan kapasitas dari
penyandang disabilitas. Jelaskan persyaratan komunikasi mereka.

*  Menganjurkan kepada pengungsi disabilitas agar memiliki akses terhadap
layanan dan sistem nasional.

* Berpartisipasi dalam kajian kebutuhan dan pengumpulan informasi
kualitatif dan kuantitatif. Berpartisipasi dalam mengidentifikasi hambatan
yang menghambat inklusi penyandang disabilitas dan kemudahan yang

Kajian dan analisis memfasilitasi inklusi mereka.

kebutuhan *  Membantu untuk mengembangkan perangkat dan desain kajian kebutuhan
yang aksesibel. Hal tersebut sebaiknya mengizinkan adanya akomodasi
yang wajar, dan sebaiknya mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam
tim penilaian dan diskusi kelompok terfokus, dll.

*  Menerapkan pendekatan berbasis hak untuk disabilitas agar dapat
memungkinkan akuntabilitas pemangku kepentingan kemanusiaan dan
pemerintah saat merancang rencana respons kemanusiaan dan alat
perencanaan kemanusiaan lainnya.

Perencanaan respons
strategis

*  Mewakili konstituen dalam rapat dan advokasi untuk hak penyandang
disabilitas.

* Menjangkau penyandang disabilitas dalam suatu komunitas yang
terdampak, termasuk pengungsi dan orang terlantar lainnya, serta
mengikutsertakan mereka dalam jaringan OPDis lokal.




9. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Mobilisasi sumber
LEVE

Pemantauan dan
implementasi

Koordinasi

Mendukung pengembangan anggaran yang membiayai aktivitas
yang mempromosikan inklusi penyandang disabilitas. Anggaran sebaiknya
memungkinkan akomodasi yang wajar, perumahan yang sesuai, partisipasi
OPDis, dlI.

Mendukung advokasi umum untuk meningkatkan pembiayaan untuk
merespon krisis.

Berkontribusi dan memfasilitasi mobilisasi sumber daya pada semua
tingkatan

Berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk pemantauan dan pelaporan
tentang akses terhadap layanan dan bantuan, risiko perlindungan,
pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan pendanaan, dll.

Mendukung intervensi yang menguntungkan kelompok -kelompok yang
berisiko, termasuk penyandang disabilitas.

Menganjurkan pembangunan infrastruktur, fasilitas, materi komunikasi
yang aksesibel.

Mengidentifikasi focal point dalam OPDis yang dapat berpartisipasi dalam
rapat klaster dan sub-klaster di semua tingkatan, termasuk sebagai anggota
dari tim respons kemanusiaan.

Mengkoordinasikan OPDis (nasional dan lokal) serta mengkontribusikan
masukan mereka, menggunakan alat 5W, ke dalam mekanisme koordinasi
kemanusiaan.'®

Berpartisipasi dalam pengumpulan informasi tentang risiko dan hambatan
yang dihadapi penyandang disabilitas, dan akses mereka terhadap
layanan. Menyediakan masukan kepada aktor kemanusiaan dan focal point
disabilitas.

Mengikutsertakan OPDis yang merepresentasikan keragaman dari
penyandang disabilitas dalam mekanisme koordinasi.

Mempromosikan kolaborasi lintas sector mengenai inklusi disabilitas.
Mendirikan jalur-jalur rujukan; memajukan kegiatan lintas-pembelajaran;
menawarkan pelatihan oleh ahli sektoral dan OPDis.

% Alat Siapa melakukan Apa, Dimana, Kapan dan Untuk Siapa (5W) digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan dan menghasilkan produk
informasi, seperti peta dan tabel tentang pencapaian. Alat 5W dapat membantu menghindari duplikasi tidak tersengaja oleh berbagai badan, dan
membantu pemangku kepentingan, termasuk komunitas dan pemerintah lokal yang terpengaruhi, untuk mengidentifikasi kesenjangan respons.




Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

*  Mendorong pengelola informasi untuk mengumpulkan dan men
ganalisa informasi terkait tingkat akses penyandang disabilitas terhadap
layanan bantuan dan perlindungan.

* Mendukung interpretasi dan analisis informasi tentang tren disabilitas dan
program disabilitas.

Pengelolaan *  Memastikan bahwa informasi disebarluaskan dalam beberapa format yang
informasi'®’ aksesibel oleh anggota OPDis, penyandang disabilitas, dan lainnya.

*  Mengkomunikasikan data dan kajian tentang disabilitas kepada focal point
« disabilitas dan mekanisme koordinasi.

* Mensyaratkan bahwa pengumpulan, penyimpanan atau pengolahan data
pribadi yang sensitif dilakukan sejalan dengan etika data dan prinsip
perlindungan yang sesuai.'?

91 Pengelolaan informasi mengacu pada pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data dan informasi lintas siklus program kemanusiaan

192 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other
Situations of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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APA YANG SEKTOR-SEKTOR
PERLU LAKUKAN

Koordinasi sektor dan lintas sektor

Koordinasi kemanusiaan bertujuan untuk memajukan efektivitas dari respons dengan cara memperkuat
prediktabilitas, akuntabilitas dan kemitraan.

Koordinasi sektoral dan lintas sektor menyediakan kepemimpinan dan panduan dalam mengimplementasi
aksi kemanusiaan dengan menyetujui komitmen dan tindakan yang memajukan inklusi serta partisipasi.
Mekanisme koordinasi dapat memiliki banyak rupa, dan beberapa mungkin dapat diimplementasikan secara
bersamaan dalam suatu negara.

Mekanisme koordinasi sektor dan klaster diaktifkan (saat diperlukan) oleh koordinator kemanusiaan atau
kedaruratan, atau koordinator residen dengan tim kemanusiaan negara (HCT) serta pemerintah terkait.
Aktivasi ini memicu siklus program kemanusiaan.

Meski mekanisme koordinasi mengatasi disabilitas melalui kelompok kerja, koordinasi merupakan hal yang
ad hoc dan tidak konsisten. Disabilitas belum diikutsertakan secara sistematis dalam koordinasi antar-
lembaga.

Dimana mekanisme koordinasi klaster/sektor belum didirikan, atau hanya sebagian yang diaktifkan,
pemerintah terkait mungkin dapat mendirikan sistem koordinasinya sendiri. Apapun mekanisme koordinasi
yang diadopsi, sangat penting untuk mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dalam
proses koordinasi yang dipimpin oleh pemerintah dan strategi respons lainnya.

Menyikapi disabilitas dalam mekanisme koordinasi

Inklusi disabilitas adalah kesempatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Mekanisme koordinasi
lintas sektor sebaiknya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap bantuan
dan perlindungan dengan yang setara dengan orang lain yang terpengaruhi oleh krisis, dan sebaiknya
OPDis diperhitungkan sebagai pemangku kepentingan kemanusiaan.

Tindakan yang sebaiknya diambil oleh mekanisme koordinasi kemanusiaan untuk mempromosikan inklusi
dari penyandang disabilitas diuraikan dalam tabel tentang peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan.


https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space

10. Apa yang sektor-sektor perlu lakukan

Elemen-elemen kunci yang harus dilakukan

Tindakan ‘yang harus dilakukan’ harus dilaksanakan sepanjang koordinasi lintas sektor dan sektoral dalam
semua tahapan aksi kemanusiaan untuk inklusi penyandang disabilitas.

Partisipasi

Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan OPDis secara aktif terlibat
dalam mekanisme koordinasi, kajian kebutuhan lintas sektor, dan pengembangan Gambaran Umum
Kebutuhan Kemanusiaan dan Rencana Respons Kemanusiaan (HRPs).

Memastikan bahwa keragaman penduduk dari penyandang disabilitas terwakili secara cukup
Pertimbangkan berbagai bentuk disabilitas, jenis kelamin, dan usia. melakukan upaya bersama
untuk mempromosikan kelompok- kelompok yang kurang terwakili, termasuk penyandang disabilitas
intelektual dan psikososial, masyarakat asli, perempuan dan anak perempuan.

Mengatasi hambatan

Saat melaksanakan kajian kebutuhan, mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi oleh
penyandang disabilitas.

Mengembangkan rencana respons kemanusiaan mengacu pada informasi kualitatif dan kuantitatif
terkait penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas, risiko dan hambatan
yang mereka hadapi, dan cara untuk memitigasi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Memastikan bahwa mekanisme koordinasi mengikutsertakan OPDis dalam inisiatif pengembangan
kapasitas mereka.

Membangun kapasitas petugas koordinasi tentang inklusi disabilitas. Menggabungkan komponen
tentang inklusi disabilitas dalam pelatihan koordinasi.

Mendirikan jalur-jalur rujukan lintas sektor yang meningkatkan inklusi penyandang disabilitas.

Pengumpulan dan pengawasan data

Membagikan data yang tersedia mengenai persyaratan sektor dari penyandang disabilitas dan
memasukannya ke dalam analisa lintas sektoral bersama untuk mencapai pemahaman yang
menyeluruh tentang situasi dan persyaratan mereka.

Dimana data yang dapat diandalkan tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan, menerapkan estimasi
15 persen dari prevalensi disabilitas global.’®

15 WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).


https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/es/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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Memastikan bahwa rencana respons kemanusiaan secara eksplisit merujuk disabilitas pada semua
sektor, dan dengan jelas merekomendasikan bahwa data target dan indikator sebaiknya dipilah
berdasarkan disabilitas.

Memastikan bahwa laporan periodik HCT secara rutin melaporkan situasi penyandang disabilitas
(termasuk akses mereka terhadap bantuan kemanusiaan, hambatan yang mereka hadapi, pencapaian,
dan pembelajaran).

Membagi informasi tentang penyandang disabilitas (terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan

disabilitas) dalam papan instrumen dan pelaporan lintas sektor, dengan menggunakan beberapa jenis
format yang aksesibel.






KOORDINASI DAN MANAJEMEN
TEMPAT PENGUNGSIAN

Pendahuluan

Koordinasi dan manajemen tempat pengungsian (KMTP)'%* adalah sektor teknis. Istilah tersebut merujuk
kepada mekanisme koordinasi yang terstandarisasi dan dapat diterapkan di dalam kegiatan pengungsi
(melalui Refugee Coordination Model atau Model Koordinasi Pengungsi), dan dalam kegiatan untuk
melindungi pengungsi internal (melalui klaster KMTP).'% Tujuan utama sektor KMTP adalah untuk melindungi
hak populasi yang terdampak oleh pemindahan paksa (juga bagi keluarga dan komunitas tuan rumabh).

Dalam praktiknya, sektor tersebut bekerja untuk memastikan mereka yang hidup dalam keadaan
perpindahan komunal atau kolektif memiliki akses yang adil kepada bantuan dan perlindungan. Hal ini dapat
dicapai dengan cara mengkoordinir dan mengawasi pemenuhan pelayanan; menetapkan tata kelola yang
representatif dan akuntabel serta struktur partisipasi di tingkat wilayah (manajemen tempat pengungsian);
menyediakan koordinasi strategis dan operasional di tingkat antar wilayah (koordinasi tempat pengungsian);
dan mengawasi respons secara keseluruhan (administrasi tempat pengungsian). Tata kelola dan struktur
partisipasi dapat berbentuk komite, kelompok minat, atau mekanisme umpan balik dan keluhan, dst.
Bersama- sama, rangkaian struktur-struktur tersebut dapat memastikan bahwa semua individu dapat
menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka.

Di tempat-tempat yang menjadi tuan rumah bagi populasi yang menjadi pengungsi, sektor KMTP juga
memegang peran kunci dalam koordinasi dan pemantauan bantuan serta pelayanan perlindungan.

@

Lihat juga pada Bab 10, Hunian
dan Pemukiman dan WASH

uesunpuljiad ‘
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194 Dalam konteks Indonesia, Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian merupakan sub-klaster dibawah Klaster Nasional Pengungsian dan
Perlindungan (Klasnas PP).
195 UNHCR, Emergency Handbook: Camp Coordination, Camp Management.


https://emergency.unhcr.org/entry/225581?lang=en_US
https://emergency.unhcr.org/entry/108625/camp-coordination-camp-management-cccm
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Sektor KMTP memastikan kebutuhan-kebutuhan teridentifikasi dan terpenuhi, kesenjangan terisi oleh aktor
atau sektor yang bertanggung jawab, dan pelayanan tidak terduplikasi. Rapat koordinasi tingkat wilayah
seringkali dihadiri oleh semua sektor, mulai dari WASH dan hunian hingga perlindungan, pendidikan, dan
distribusi. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan dari populasi yang menjadi pengungsi, keamanan wilayah
pengungsian, dan komunitas tuan rumabh.

Instrumen hukum kunci dan kerangka kerja

® Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
® Perjanjian Global mengenai Pengungsi
® Perjanjian Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur

Istilah kunci

Tempat/lokasi Pengungsian. Istilah ‘tempat pengungsian’ atau ‘wilayah’ mengacu kepada macam-macam
opsi permukiman sementara, seperti tempat pengungsian terencana, tempat pengungsian yang ditentukan
sendiri, pusat kolektif, pusat penerimaan, pusat transit, dan pusat evakuasi.’®® Karena istilah ‘tempat
pengungsian’ sensitif di berbagai konteks, aktor KMTP menggunakan berbagai istilah ketika mengacu pada
konteks perpindahan. Telah diakui bahwa tempat pengungsian bukan solusi untuk perpindahan populasi,
akan tetapi sering kali tempat pengungsian merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk melindungi
dan membantu suatu populasi yang menjadi pengungsi. Sektor KMTP tidak menganjurkan pendirian tempat
pengungsian.

Administrasi tempat pengungsian. Administrasi tempat pengungsian memenuhi fungsi dari pemerintah
lokal atau pemerintah pusat dalam tempat pengungsian dan kegiatan tempat pengungsian.’”’

Manajemen tempat pengungsian. Manajemen tempat pengungsian mengkoordinir dan mengawasi
pelayanan, perlindungan, dan bantuan di satu tempat pengungsian atau situs, dengan mematuhi kerangka
hukum perlindungan nasional atau internasional yang relevan dan standar minimum kemanusiaan.'®
Manajemen tempat pengungsian mendorong partisipasi yang aktif dan bermakna dari populasi yang
menjadi pengungsi. Manajemen tempat pengungsian berusaha untuk menyediakan kondisi tempat
tinggal yang sesuai (melalui koordinasi antar- organisasi di tingkat tempat pengungsian) dan menunjang
inklusivitas sosial dan bermartabat (melalui partisipasi, umpan balik, dan struktur tata kelola). Oleh karena
itu, manajemen tempat pengungsian merupakan aspek teknis dan sosial. Manajemen tempat pengungsian
dapat dilaksanakan oleh aktor kemanusiaan (UNHCR, IOM, LSM internasional, dan LSM lokal), organisasi
masyarakat sipil, institusi sektor swasta, atau pemerintah pusat.’®

% 10M, Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015), hal. 9.

97 Dalam praktiknya, pemerintah pusat berbagi tanggung jawab dalam mengawasi manajemen tempat pengungsian atau koordinasi tempat
pengungsian, manajemen tempat pengungsian, koordinasi tempat pengungsian, dan administrasi tempat pengungsian dengan berbagai cara.

Lihat juga Sphere Standards, Core humanitarian standard; dan Help Age, CBM, Handicap International Humanitarian inclusion standards for
older people and people with disabilities.

Lihat I0M, Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015) dan CCCM Cluster’s training material.
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://www.spherestandards.org/
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://www.sheltercluster.org/rakhine-and-kachinshan-shelter-nfi-cccm-cluster/library/standards-guidelines-and-training-cccm
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Koordinasi tempat pengungsian. Koordinasi tempat pengungsian bertanggung jawab untuk mengkoordinir
respons antar wilayah, menyediakan akses dan memenuhi pelayanan kemanusiaan serta perlindungan di
wilayah yang menjadi tuan rumah bagi populasi yang menjadi pengungsi. Koordinasi tempat pengungsian
mengkoordinasi peran dantanggungjawab didalam seluruh kegiatan respons kemanusiaan dan perpindahan,
dan dipimpin oleh UNHCR dan/atau IOM, seringkali bersama-sama dengan pemerintah pusat. Klaster KMTP
(dalam situasi pengungsian internal) atau Organisasi Pemimpin Sektor (dalam situasi pengungsian) berusaha
untuk menyediakan respons kemanusiaan yang efektif dan terkoordinasi secara efisien di dalam situasi
dimana populasi yang menjadi pengungsi terpaksa untuk mencari perlindungan di pemukiman sementara.
Koordinasi tempat pengungsian memperbaiki kondisi tempat tinggal saat perpindahan, menyediakan
bantuan dan perlindungan, mencarikan solusi yang tahan lama untuk mengakhiri perpindahan sementara,
dan mengelola penutupan lokasi yang menjadi tuan rumah bagi populasi yang menjadi pengungsi secara
bertahap dan terorganisir. Organisasi pemimpin atau klaster mencari cara untuk mengakhiri perpindahan
manusia dengan cara menetapkan solusi yang jangka panjang. IOM dan UNHCR bersama-sama memimpin
Klaster Global KMTP untuk situasi bencana alam dan pengungsian internal akibat konflik, beserta klaster
lain di lapangan, seringkali bersama-sama dengan pemerintah pusat.’®

Pusat evakuasi adalah bangunan yang digunakan untuk menyediakan hunian sementara bagi seseorang
yang menyelamatkan diri dari ancaman yang mendesak dan spesifik seperti pertempuran, atau bahaya
alami seperti topan atau gempa bumi. Sekolah, gelanggang olahraga, dan bangunan religius atau sipil
kerap digunakan untuk tujuan ini. Ketika memungkinkan, pusat evakuasi darurat harus diidentifikasi dan
dipersiapkan sebelum terjadinya bencana.’

Komite kesiapsiagaan lokal adalah struktur respons berbasis komunitas atau pemerintah yang mengawasi
langkah-langkah kesiapsiagaan bencana.'?

Hambatan

Perpindahan seringkali bersifat mendadak dan waktu yang tersedia untuk bersiap seringkali terbatas.
Perpindahan merupakan peristiwa mengganggu yang memperburuk dan menimbulkan hambatan bagi
penyandang disabilitas. Di lokasi-lokasi sementara yang menampung populasi pengungsi, penyandang
disabilitas seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar atau mendapatkan
bantuan dan perlindungan yang cukup.

Penyandang disabilitas yang bertempat di pemukiman sementara berhak menerima bantuan kemanusiaan.
Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa aktor kemanusiaan harus bertindak untuk mengidentifikasi dan
menghilangkan hambatan sikap, lingkungan, dan institusional yang merintangi akses mereka terhadap
bantuan dan perlindungan. Penyandang disabilitas ditempat pengungsian juga berhak untuk menjalankan hak
mereka untuk berpartisipasi di kehidupan tempat pengungsian dan keputusan-keputusan yang menyangkut
kebaikan mereka. Hal ini menyiratkan bahwa aktor kemanusiaan harus memastikan penyandang disabilitas
dapat berpartisipasi secara bermakna dalam tata kelola wilayah dan struktur representatif memberikan
mereka akses yang efektif terhadap informasi serta mekanisme umpan balik dan kritik, dan memastikan
mereka dapat ikut serta dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan
dan mempromosikan inklusi dan partisipasi yang bermakna tetap ada di semua tahapan dari kehidupan
suatu tempat pengungsian, dari perencanaan dan penyelenggaraan, perawatan dan pemeliharaan, sampai
ke penutupan dan solusi jangka panjang.

19 |OM, Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015), hal. 14.
1 1bid, hal. 18.
12 Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster, The MEND Guide — Comprehensive Guide for Planning Mass Evacuations in

Natural Disasters (2014), hal. 23.



https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://www.alnap.org/help-library/the-mend-guide-comprehensive-guide-for-planning-mass-evacuations-in-natural-disasters
https://www.alnap.org/help-library/the-mend-guide-comprehensive-guide-for-planning-mass-evacuations-in-natural-disasters
https://www.alnap.org/help-library/the-mend-guide-comprehensive-guide-for-planning-mass-evacuations-in-natural-disasters
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Standar dan panduan

UNHCR, Working with Persons with Disabilities in Forced Displacement (2019).
Sphere, Sphere Standards Handbook (2018).

Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people
with disabilities (2018).

IOM, Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015).
CCCM Cluster, Collective Centre Guidelines (2010).
Guiding Principles on Internal Displacement

CCCM Cluster MHPSS in Emergency Settings:What should Camp Coordination and Camp Management
Actors Know? (2014).

Elemen kunci - ‘tindakan waijib’

Kegiatan yang bersifat ‘tindakan wajib’ harus dilaksanakan di semua tahapan-tahapan aksi kemanusiaan
ketika mengimplementasikan program KMTP inklusif bagi penyandang disabilitas.

Partisipasi

Mengikutsertakan penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan organisasi penyandang disabilitas
secara aktif dalam mengidentifikasi hambatan. Pastikan mereka berpartisipasi dalam perencanaan,
desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi infrastruktur lokasi, serta layanan perlindungan dan
bantuan di lokasi perpindahan.

Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki representasi yang adil dalam mekanisme tata
kelola wilayah, seperti komite pengelolaan situs, komite teknis untuk hunian, pasokan air, sanitasi, dan
promosi higiene (WASH), distribusi makanan, keamanan dan keselamatan, dan struktur partisipasi
formal maupun informal lainnya, seperti himpunan komunitas, himpunan perempuan, himpunan anak
muda, dan lain-lain. Ketika merencanakan representasi, perhitungkan pula berbagai macam disabilitas,
usia, jenis kelamin, dan keanekaragaman. Ambil langkah bersama untuk mempromosikan kelompok
masyarakat yang kurang terwakili, seperti orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial,
masyarakat etnis, perempuan dewasa, dan anak perempuan.

Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan komunitas serta mekanismekritik dan
umpan balik. Mempromosikan akses yang efektif, bebas dari hambatan, dan menghormati semua
bentuk disabilitas.


https://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
https://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
https://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015
https://cccmcluster.org/resources/collective-centre-guidelines
https://www.unhcr.org/en-us/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental%2BHealth%2Band%2BPsychosocial%2BSupport%2Bin%2BHumanitarian%2BEmergencies.%2BWhat%2BShould%2BCamp%2BCoordination%2Band%2BCamp%2BManagement%2BActors%2BKnow/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental%2BHealth%2Band%2BPsychosocial%2BSupport%2Bin%2BHumanitarian%2BEmergencies.%2BWhat%2BShould%2BCamp%2BCoordination%2Band%2BCamp%2BManagement%2BActors%2BKnow/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental%2BHealth%2Band%2BPsychosocial%2BSupport%2Bin%2BHumanitarian%2BEmergencies.%2BWhat%2BShould%2BCamp%2BCoordination%2Band%2BCamp%2BManagement%2BActors%2BKnow/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/Mental%2BHealth%2Band%2BPsychosocial%2BSupport%2Bin%2BHumanitarian%2BEmergencies.%2BWhat%2BShould%2BCamp%2BCoordination%2Band%2BCamp%2BManagement%2BActors%2BKnow/ebb0db96-7f6b-459b-90f9-fbfa3c91fbf7
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Diagram 6 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada KMTP

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM KMTP

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas

Kekerasan, kemiskinan, bahaya lingkungan, penurunan kesehatan, pengecualian,

pengasingan, pengabaian
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Mengatasi hambatan

Mengidentifikasi dan memantau hambatan yang mencegah penyandang disabilitas dalam mengakses
layanan di pemukiman sementara. Mencari solusi yang dapat menghilangkan hambatan dan mengambil
langkah-langkah untuk menyediakan akomodasi yang layak.

Mendorong semua aktor pelaksana untuk menganut prinsip desain universal ketika mereka membuat
rencana desain dan membangun tempat pengungsian.

Memastikan semua informasi dan komunikasi (terkait layanan bantuan dan perlindungan, solusi
jangka panjang, prosedur penutupan tempat pengungsian, dll.) disediakan dalam beragam format yang
dapat diakses. Mempertimbangkan kebutuhan orang-orang yang memiliki disabilitas pendengaran,
visual, intelektual, dan psikososial.

Mengimplementasikan strategi untuk mengurangi stigmatisasi terhadap disabilitas. Meningkatkan
kesadaran komunitas terhadap

hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Mendirikan kelompok pendukung. Memberi semangat
kepada penyandang disabilitas psikososial dan intelektual untuk juga menjadi pendukung.

Mengkaji kebijakan sektoral, panduan dan perangkat untuk memastikan bahwa mereka dapat
menegaskan hak penyandang disabilitas terhadap akses dan inklusi.

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Membangun kapasitas aktor KMTP dan mitra yang bekerja di pemukiman sementara (pelaku respons,
petugas, penyedia layanan, kontraktor). Tawarkan pelatihan tentang kesadaran hak dari penyandang
disabilitas, termasuk interseksionalitas antara disabilitas dengan usia, jenis kelamin, status migrasi,
agama, dan orientasi seksual.

Melatih organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dalam KMTP untuk mendukung respons yang
inklusif dan memfasilitasi partisipasi yang bermakna dari penyandang disabilitas.

Merekrut penyandang disabilitas dan OPDis untuk berkontribusi terhadap kegiatan pengembangan
kapasitas yang disediakan oleh tempat pengungsian.

Pengumpulan dan pemantauan data

Mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan seluruh siklus program kemanusiaansecara
sistematis, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas yang terpilah berdasarkan jenis
kelamin, usia, dan disabilitas. Data tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat akses efektif
yang dimiliki oleh penyandang disabilitas terhadap dokumentasi penting dan layanan yang tersedia
(seperti proses registrasi, sertifikat disabilitas, dan registrasi kelahiran). Apabila tidak ada data yang
dapat diandalkan, atau data tersebut tidak dapat dikumpulkan, maka dapat menggunakan estimasi
jumlah keseluruhan disabilitas global (Global Disability Prevalence) sebesar 15 persen.’’®

3 Laporan WHO dan World Bank mengenai Disabilitas (2011).


https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
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® Memetakan rute layanan dan aksesibilitasnya; memetakan akses ke fasilitas dan sumber daya.
Menyiapkan sistem rujukan.

® Membagikan informasi mengenai hambatan terhadap akses yang berhubungan dengan sektor-
sektor dan mitra kerja (seperti pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene atau WASH,; perlindungan;
pendidikan) dan memastikan koordinasi lintas sektor ketika diperlukan.

®* Memastikan bahwa prinsip etika dan perlindungan data (termasuk kerahasiaan,penyediaan informasi,
persetujuan yang terinformasi, keamanan) selalu dihormati ketika mengumpulkan dan menggunakan
data terkait dengan penyandang disabilitas.™

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Program dan struktur koordinasi KMTP Organisasi KMTP mengambil aksi-aksi
didesain dan diadaptasikan untuk spesifik untuk mengakomodir kebutuhan

memastikan bahwa layanan perlindungan penyandang disabilitas dan memastikan
dan bantuan, struktur tata kelola, dan bahwa mereka memiliki akses kepada
aktifitas lainnya yang disediakan di infrastruktur tempat, layanan, informasi, dan
pemukiman sementara bersifat inklusif dan sistem komunikasi dua arah. Organisasi
aksesibel untuk semua orang, termasuk KMTP berupaya untuk memberdayakan
penyandang disabilitas. penyandang disabilitas melalui mekanisme
partisipasi dan tata kelola.

Panduan berikut ini akan mendukung pelaku KMTP untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Mendukung orang dan pengasuh ketika
mereka mencoba untuk mengakses infrastruktur, informasi, dan layanan di tempat pengungsian.

114 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other
Situations of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).



https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mengkaji ulang kebijakan, panduan, perangkat, dan standar operasional
baku (POB) dengan menggunakan panduan IASC terkait inklusi X
penyandang disabilitas.

Membentuk kemitraan dengan OPDis. Undang mereka untuk bersama-
sama mencari ruang berkolaborasi dan melatih petugas KMTP serta X
pemangku kepentingan mengenai disabilitas.

Membangun kemampuan dan pengetahuan aktor KMTP dan pemangku
kepentingan mengenai inklusi penyandang disabilitas

Melaksanakan audit terhadap identifikasi dan aksesibilitas dari
pusat titik kumpul/evakuasi, termasuk penyelenggaraan lokasi X
pengungsian.

Mengidentifikasi dan menganalisis risiko dan hambatan. Ketika

perencanaan, susun tindakan untuk memitigasi hal tersebut. X X
Memetakan pemangku kepentingan. Termasuk organisasi yang

menyangkut kepentingan nasional dan institusi pemerintah dengan

portofolio disabilitas (seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian X

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian
Perumahaan Umum dan Pemukiman Rakyat...). Perkuat jejaring yang
ada.

Mengikutsertakan, berkonsultasi kepada, dan menerima umpan balik

dari penyandang disabilitas dan OPDis mengenai akses kepada

layanan, bantuan, dan perlindungan. Mengidentifikasi hambatan dan X X
tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut serta tindakan yang

dapat memfasilitasi akses.

Mengorganisir dan mengimplementasi sistem dan proses registrasi
yang inklusif dan mampu untuk mengidentifikasi penyandang
disabilitas melalui matriks data yang dibedakan berdasarkan jenis
kelamin, usia, dan disabilitas. Mengambil langkah-langkah untuk
mengikutsertakan seluruh ragam disabilitas. Hal-hal di atas dilakukan
oleh petugas terlatih.®

Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kajian, perencanaan
operasional, desain strategis, implementasi program, dan kegiatan X X
pemantauan/pengawasan.

Memastikan bahwa strategi keluar dan solusi termasuk di dalam
rencana serta aksesibel untuk penyandang disabilitas dan dapat X X
mengakomodir kebutuhan mereka.

Memastikan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data
pribadi yang sensitif dilaksanakan dengan prosedur keamanan data X X
yang sesuai.

5 Lihat UNHCR, Working with Persons with Disabilities in Forced Displacement (2011); Lihat juga perangkat registrasi dankode keperluan spesifik di I0M,
Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015), hal. 141.

100


http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
https://www.humanitarianlibrary.org/resource/camp-management-toolkit-iom-nrc-unhcr-cccm-june-2015

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

2. Mobilisasi sumber daya

Mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas dari awal dan
mengarusutamakan inklusi ke dalam seluruh aspek pengungsian,
termasuk evakuasi darurat, akses ke lokasi pengungsian, akses ke
layanan, identifikasi solusi jangka panjang, dst.

Mengidentifikasi kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan
di dalam tim. Mempertimbangkan perekrutan untuk menjamin
kemampuan teknis yang cukup. Rekrut petugas dengan disabilitas
atau petugas yang mengetahui bagaimana cara mengikutsertakan
penyandang disabilitas. Melibatkan OPDis, apabila memungkinkan.

Memastikan dana bersifat fleksibel. Melaksanakan perbaikan di
lokasi pengungsian untuk menghilangkan hambatan. Menyediakan
akomodasi yang sesuai untuk memastikan bahwa penyandang
disabilitas memiiki akses langsung kepada layanan dan dapat
berpartisipasi di dalam struktur tata kelola serta kegiatan lainnya.
(Pertimbangkan untuk menyediakan transportasi, penerjemah, dst.)

3. Implementasi

Mengikutsertakan penyandang disabilitas dan OPDis dalam pertemuan
perencanaan dan perbaikan lokasi pengungsian. Meminta nasihat
mereka tentang bagaimana menghilangkan hambatan dan mengurangi
risiko terhadap perlindungan.

Mendukung atau mendirikan mekanisme tata kelola yangmemastikan
bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisitpasi di dalam proses
konsultasi dan pengambilan keputusan baik dalam proses formal
maupun informal.

Memastikan kampanye informasi serta mekanisme pengaduan
dan umpan balik aksesibel untuk semua, tanpa memandang jenis
disabilitas dan disebarluaskan dalam berbagai format yang aksesibel
(secara lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa yang mudah dimengerti).
Selainitu, bahasayang digunakan adalah bahasa sehari-hari komunitas
yang terdampak.

Memantau seberapa mudah atau sulitnya penyandang disabilitas
dapat memperoleh akses terhadap layanan umum dan/atau layanan
yang memang ditargetkan untuk penyandang disabilitas.

Mendirikan atau memberi dukungan kepada komite, kelompok
kepentingan, atau kelompok dukungan sebaya dari penyandang
disabilitas di dalam tempat pengungsian. Mengambil langkah untuk
memastikan bahwa kelompok di tempat pengungsian dan OPDis yang
ada di dalam dan di luar tempat pengungsian merepresentasikan
keragaman penyandang disabilitas.

Memastikan bahwa infrastruktur tempat pengungsian (jamban, air,
hunian) terpelihara. Membuat perubahan dan mengidentifikasi sumber
daya yang dapat meningkatkan aksesibilitas.
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11. Koordinasi dan manajemen tempat pengungsian

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam semua kegiatan dan
proses pengambilan keputusan terkait dengan solusi jangka panjang.
Menyelenggarakan kunjungan “pergi dan lihat” serta “datang dan
bicara”.!™®

4. Koordinasi

Mengkoordinir dan mempromosikan proses implementasi standar
internasional di tempat pengungsian (termasuk panduan ini). Setujui X X X
standar, pantau, dan evaluasi penggunaan standar tersebut.

Memastikan ruang pertemuan bersifat aksesibel. Mengambil langkah
untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

(sediakan juru bahasa isyarat, materi yang mudah dibaca, penerangan 2 2 2
tambahan, dan seterusnya).

Mendukung upaya dari pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan

terhadap akses dan inklusi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. X

Bahas solusi dan tawarkan dukungan yang sesuai (sebagai contoh,
pelatihan dan peningkatan kapasitas).

Memperjuangkan hak penyandang disabilitas; untuk menghilangkan

hambatan yang dapat mencegah inklusi dan akses mereka terhadap

layanan dan perlindungan; dan untuk mengintegrasi layanan dari X X X
berbagai respons dan program sektoral yang ditujukan untuk

penyandang disabilitas.

5. Pemantauan dan evaluasi

Membuat mekanisme pengaduan dan umpan balik lebih aksesibel
bagi semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang tinggal di X X
hunian atau di rumah.

Mengikutsertakan perempuan dan laki-laki, baik yang remaja
maupun dewasa, yang mewakili beragam jenis disabilitas di kegiatan X X
pemantauan dan tim-tim pemantau.

Mengawasi aksesibilitas lokasi, layanan, dan perlindungan terhadap

risiko (termasuk kekerasan berbasis gender) yang dapat berdampak

terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilakukan melalui X X
pelaksanaan audit yang teratur. Konsultasikan dengan penyandang

disabilitas, OPDis, kelompok pelindung, dst.

Melaksanakan evaluasi dan menggunakan temuan dari evaluasi

tersebut untuk menyesuaikan penyusunan program dan memastikan

inklusi yang lebih baik. Membagikan pembelajaran (lessons learned) X X X
dan mengintegrasikan praktik baik ke dalam rencana-rencana

kesiapsiagaan.

6 Lihat Sphere Project (2018); dan Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people with
disabilities (2018).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Instrumen dan Referensi

Website klaster KMTP

Klaster KMTPR, The Collective Centre Guidelines (2070)

klaster KMTPR, Urban Displacement and Out of Camps Review (2013)
Guiding Principles on Internal Displacement (2004)

IASC, Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings: What should Humanitarian Health
Actors know? (2011)

IOM, NRC, UNHCR, The Camp Management Toolkit (2015)

UNHCR, Conclusion on refugees with disabilities and other persons with disabilities protected and
assisted by UNHCR (2010)

UN Refugee Agency et al., Working with people with disabilities in forced displacement (2079)
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Pendahuluan

Pendidikan dalam keadaan darurat menyediakan dukungan psikososial, fisik, dan kognitif yang dapat
menyelamatkan nyawa dan menopang kehidupan. Hal ini dapat menunjang kemajuan dari anak-anak yang
selama ini bersekolah dan membuka peluang bagi mereka yang tertinggal melalui program akselerasi
pendidikan, pelatihan kejuruan, dan bentuk program pembelajaran formal dan non-formal lainnya. Melalui
pendidikan, orang yang hidup dalam krisis mempelajari keterampilan untuk bertahan hidup dan strategi
pengurangan risiko yang penting, termasuk bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual, infeksi, dan
alat peledak; mendapatkan informasi yang esensial terkait hak-hak mereka; serta mengenai kesehatan
dan gizi. Pendidikan dapat menjadi kekuatan yang dapat mengubah dan membangun perdamaian yang
memperkuat ketangguhan terhadap potensi guncangan di masa depan, dan menawarkan ruang penting
yang bersifat normal dan rutin untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa yang sangat terdampak oleh
keadaan darurat.

Pendidikan dalam keadaan darurat yang adil dan inklusif dapat meningkatkan kesempatan belajar untuk
semua, meningkatkan capaian, menghasilkan inovasi, membantu pemerintah untuk ‘build back better’/
membangun kembali lebih baik, dan menormalisasi atau menanamkan inklusi dalam sistem-sistem yang
timbul akibat krisis.

Saat keadaan darurat, organisasi kemanusiaan memainkan peran fundamental dalam memulihkan sistem
pendidikan dengan mendukung usaha pemerintah nasional. Hal ini dapat menjadi kesempatan yang
transformatif, apabila pemerintah bersedia untuk memprioritaskan inklusi peserta didik dengan disabilitas
dan memastikan bahwa kerangka nasional dan lokal taat akan standar-standar dan panduan global
tentang inklusi penyandang disabilitas yang diakui.

; Lihat juga bagian mengenai WASH, KMTP, dan Kesehatan, Gizi, dan Perlindungan
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12. Pendidikan

Instrumen hukum kunci dan kerangka

® Tujuan pembangunan berkelanjutan 4

® Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
® Kerangka Aksi Dakar

® Pernyataan Salamanca dan Kerangka Tindakan

® Konvensi PBB tentang Hak-Hak Asasi Anak
® Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
® Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

® Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Istilah kunci

Pendidikan dalam keadaan darurat (Education in Emergencies — EiE) mengacu pada program-program yang
menyediakan kesempatan pembelajaran dalam situasi krisis (situations of crisis) untuk segala usia. Program-
program yang ditawarkan mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan
menengah, non-formal, teknis, kejuruan, pendidikan tinggi dan pendidikan untuk orang dewasa. Pendidikan
dalam keadaan darurat menyediakan perlindungan fisik, psikososial dan kognitif yang dapat menunjang dan
menyelamatkan nyawa. Hal tersebut penting dalam situasi konflik, kekerasan, perpindahan secara paksa,
bencana dan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Secara konseptual, ‘pendidikan dalam keadaan darurat’
lebih luas dari (hamun juga merupakan elemen yang esensial) ‘respons pendidikan darurat’.’

Sistem pendidikan yang inklusif mencakup semua peserta didik dan menerima serta mendukung mereka
terlepas dari latar belakang, kapasitas atau persyaratan-persyaratan. Untuk mencapai tujuan ini, pengajaran,
kurikulum, bangunan sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi dan toilet harus sesuai untuk semua
anak-anak pada semua tingkatan. Pendidikan yang inklusif berarti semua anak belajar bersama dalam
sekolah yang sama.

Pendidikan khusus menyediakan pendidikan untuk penyandang disabilitas anak-anak dalam lingkungan
pembelajaran yang terpisah, seperti sekolah atau pusat khusus, yang seringkali terisolasi dari komunitas,
sekolah anak-anak lain atau sekolah umum.'~ Sekolah khusus seringkali dikelola berdasarkan kesulitan
fungsi tubuh (contohnya, sekolah untuk orang dengan hambatan melihat atau tuli).m

7 Inter-Agency Network for Education in Emergencies/INEE.

8 UNICEF, Inclusive Education - Including children with disabilities in quality learning: what needs to be done? (2017).
' Handicap International, Policy Paper on Inclusive Education (2012) pp. 10-12.

20 Save the Children, Schools for all. Including disabled children in education (2002), hal. 10.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Peserta didik mengacu pada mereka yang terdaftar atau diikutsertakan dalam aktivitas pendidikan, dan
juga peserta didik potensial yang mungkin saat ini terkecualikan. Peserta didik dengan disabilitas mencakup
perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka mungkinberadadalamtipe pendidikan formal
atau informal apapun: dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau
pendidikan tinggi, atau pada kursus kejuruan atau kursus jangka panjang.

Guru mencakup pendidik terlatih yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran peserta didik.
Mereka dapat berupa guru kelas, guru pendidikan khusus,ataujenis gurulainnya. Mereka dapatbekerja dengan
seluruh peserta didik dalam ruang kelas, dalam kelompok kecil di ruang serbaguna, atau secara empat mata
di dalam atau di luar kelas reguler.m

Aksesibilitas berlaku untuk bangunan, informasi, komunikasi, kurikulum, materi pendidikan (termasuk buku
teks), metode pembelajaran, penilaian, bahasa, layanan pendukung, transportasi sekolah, air dan sanitasi,
kantin sekolah dan ruang rekreasi sekolah.

Hambatan

Peserta didik dengan disabilitas seringkali merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dan terkecualikan
dalam sistem pendidikan, termasuk dalam keadaan darurat.

Hambatan yang menjadikan peserta didik dengan disabilitas keluar dari PAUD sekolah, perguruan tinggi
dan universitas, semakin diperburuk dalam situasi konflik. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan
lingkungan, sikap atau institusional.

Istilah interseksionalitas mengakui bahwa terdapatbanyak elemen dariidentitas individu, sepertijenis kelamin,
etnis, usia, status ekonomi dan disabilitas bahwa elemen tersebut dapat berinteraksi dengan cara tertentu
yang seringkali dapat melipatgandakan keuntungan atau kerugian. Interseksionalitas dapat memengaruhi
sejauh mana peserta didik dikecualikan atau tidak diikutsertakan dalam kesiapsiagaan keadaan darurat,
respons, dan pemulihan. Penting juga untuk mengakui bahwa terdapat keragaman dalam disabilitas. Peserta
didik dengan disabilitas atau yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bukan kelompok yang homogen.
Anak laki-laki dengan disabilitas intelektual atau fisik akan menghadapi hambatan yang berbeda-beda dan
mungkin memiliki kekuatan-kekuatan yang berbeda dari anak laki-laki dengan hambatan melihat atau tuli.
Penyandang disabilitas intelektual atau psikososial, khususnya perempuan dan anak perempuan, dapat
menjadi orang yang paling terpinggirkan selama respons kemanusiaan. -

Faktor tersebut diatas dan faktor lainnya, termasuk lokasi dan keterpencilan, harus secara sistematis
diidentifikasi dan dimitigasi dengan menerapkan strategi untuk memastikan bahwa pendidikan dan
pembelajaran jangka panjang dalam situasi darurat bersifat inklusif.

21 INEE, Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery (2010), hal. 94.

22 EENET, The implications of ensuring equal access and inclusion of persons with intellectual disabilities and mental health issues in disaster risk
reduction and humanitarian action, A rapid literature review (2017).
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12. Pendidikan

Diagram 7 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada pendidikan

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
Kekerasan, kemiskinan, bahaya alam, penurunan kesehatan, pengecualian,

pengasingan, intimidasi, peningkatan risiko kekerasan dan pelecehan seksual




Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Instrumen dan Referensi

Jejaring Antar-agensi untuk Pendidikan dalam Keadaan Darurat (INEE), Standar Minimum untuk
Pendidikan: Kesiapsigaan, Respons, Pemulihan (2010)

Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people
with disabilities — Education section (2018)

UNHCR, Education Emergency Standard (Version 1.5)
INEE, Pocket Guide to Supporting Learners with Disabilities (2070)
INEE, Education in Emergencies: Including Everyone (2009, INEE pocket guide to inclusive education)

UNHCR, Education in Emergencies

Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakan wajib’ perlu dilaksanakan dalam semua tahapan aksi kemanusiaan saat mengimplementasi
program pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi

Memastikan bahwa penyandang disabilitas, anak-anak, keluarganya dan organisasi penyandang
disabilitas (OPDis) diikutsertakan.

dansecaraaktif berpartisipasidalammengambil keputusan, mengidentifikasihambatan, merencanakan,
merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi semua kebijakan dan program yang
mendukung akses pendidikan untuk peserta didik dengan disabilitas.

Memastikan bahwa penyandang disabilitas terwakili dengan baik, mempertimbangkan berbagai jenis
disabilitas, usia, jenis kelamin.

dan keragaman. Bersama-sama berusaha untuk mempromosikan kelompok yang kurang terwakili,
seperti penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, masyarakat adat, perempuan dan anak-
anak perempuan dalam mekanisme dan proses formal serta informal.

Mengembangkan kemitraan dengan OPDis dan organisasi lain yang bekerja dalam bidang pendidikan.
Melibatkan mereka dalam mendukung guru dan peserta didik dengan disabilitas, menyediakan bantuan
pribadi, dan memperjuangkan serta mendukung pendidikan yang inklusif.
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12. Pendidikan

Mengatasi hambatan

Mengidentifikasi dan memantau hambatan, dan solusi untuk, pendidikan dan pembelajaran.
Mendukung peserta didik dengan disabilitas untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan psikososial.

Memastikan bahwa pendidikan aksesibel untuk peserta didik dengan disabilitas, berdayakan semua
peserta didik untuk mendaftarkan diri dalam kursus umum dan menyediakan akomodasi yang wajar
untuk memenuhi persyaratan mereka dengan menghilangkan hambatan untuk  berpartisipasi dalam
lingkungan fisik dan digital.'* Membuat ruang dan area belajar sebagai tempat anak-anak bermain,
makan dan berkumpul.’?*

Mendorong semua penyedia layanan untuk menerapkan prinsip desain yang universal saat mereka
merancang dan membangun fasilitas pendidikan dan pembelajaran.

Memastikan bahwa semua perangkat penilaian dan pelaporan pendidikan, serta, informasi dan
komunikasi diterbitkan dalam berbagai bentuk yang aksesibel dan memenuhi kebutuhan orang-orang
dengan disabilitas pendengaran, penglihatan, intelektual dan psikososial.

Menjalankan kampanye kesadaran publik untuk mengatasi stigma dan diskriminasi serta
mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas.

Meninjau kebijakan, panduan dan perangkat sectoral untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut
dengan jelas menegaskan hak penyandang disabilitas terhadap akses dan inklusi.

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Mengarusutamakan perlindungan dan pengamanan di seluruh kegiatan pendidikan dan pembelajaran
Menginformasikan peserta didik dengan disabilitas mengenai tindakan perlindungan dan pengamanan
serta bagaimana mengaksesnya. Mengakui dimensi berbasis gender dari beberapa risiko perlindungan
dan pengamanan.

Membangun kapasitas guru dan petugas sekolah (termasuk petugas yang terlibat dalam transportasi,
kantin, dan layanan sekolah lainnya). Menyediakan pelatihan dan meningkatkan kesadaran mereka
terkait prinsip pedagogi yang inklusif dan hak penyandang disabilitas.

Membangun kapasitas OPDis agar dapat berkontribusi terhadap perancangan, penyampaian dan
pemantauan program pendidikan.

Mengikutsertakan penyandang disabilitas dan OPDis dalam semua kegiatan mobilisasi masyarakat
dan kunjungan langsung komunitas.

Memastikan bahwa sistem pendidikan yang inklusif (termasuk melalui kerja sama internasional) dapat
mengikutsertakan dan memenuhi persyaratan penyandang disabilitas.

28 Untuk informasi lebih lanjut tentang aksesibilitas digital, lihat CBM, Digital Accessibility Toolkit (2018).

124 Lihat Lampiran 7 untuk daftar periksa aksesibilitas ruang pembelajaran. Pasal 9 dari CRPD, tentang aksesibilitas, mengutarakan langkah-langkah
yang sebaiknya diambil oleh Negara Anggota untuk memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup secara independen dan berpartisipasi
dalam semua aspek kehidupan.
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Pengumpulan dan pemantauan data

Mengumpulkan dan menganalisa data terkait peserta didik dengan disabilitas yang kemudian dipilah
berdasarkan jenis kelamin, usia dan ragam disabilitas. Melakukan hal tersebut secara sistematis di
seluruh siklus program kemanusiaan, di dalam sistem informasi manajemen pendidikan, basis data
pelaporan nasional dan sistem lainnya. Jika data yang dapat diandalkan tidak tersedia atau tidak dapat
dikumpulkan, gunakan estimasi 15 persen dari prevalensi disabilitas global.’”?® Memetakan layanan
yang telah tersedia, fasilitas pendidikan yang aksesibel, OPDis dan pemangku kepentingan kunci, serta
tempat tinggal peserta didik dengan disabilitas.

Bersamadengan OPDis dan komunitas, mengidentifikasikelompok atau individu dengan disabilitas yang
mungkin ada di luar sekolah dan juga mereka yang membutuhkan bantuan segera. Menghubungkan
mereka dengan layanan perlindungan, kesehatan dan layanan terkait lainnya.

Menyebarkan informasi melalui mekanisme koordinasi antar-lembaga tentang kebutuhan peserta didik
dengan disabilitas lintas sektor (seperti WASH, perlindungan, kesehatan), dan memastikan adanya
koordinasi lintas sektor.

Memastikan bahwa etika data dan prinsip perlindungan (termasuk kerahasiaan, penyediaan informasi,
persetujuan yang terinformasi, keamanan) dihormati kapan pun data tentang penyandang disabilitas
dikumpulkan dan digunakan.'?

Meninjau standar dan perangkat pendidikan, serta memastikan bahwa standar dan perangkat tersebut
merekomendasikan pengumpulan data tentang peserta didik dengan disabilitas, serta pemilahan
berdasarkan jenis kelamin, usia dan ragam disabilitas.

Pedoman ini sesuai dengan Standar Minimum INEE. Standar ini berlaku untuk keadaan darurat, termasuk
bencana yang disebabkan fenomena alam maupun ulah manusia, situasi konflik, dan krisis yang terjadi secara
perlahan atau tiba-tiba, di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Standar ini menegaskan hak, kebutuhan dan

harga diri orang yang terdampak bencana.

Dinas Pendidikan dan organisasi kemanusiaan perlu mengadopsi pendekatan dua arah untuk mepromosikan
pendidikan inklusif dalam keadaan darurat. Intervensi terkait disabilitas yang secara spesifik ditargetkan
untuk memenuhi persyaratan peserta didik dengan disabilitas sebaiknya melengkapi pengarusutamaan

intervensi yang bermanfaat untuk semua peserta didik.

125 WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).
126 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other
Situations of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106-148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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12. Pendidikan

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Fasilitas dan program pendidikan dirancang Program pendidikan dirancang untuk

dan diadaptasikan untuk memastikan memenuhi persyaratan individu dari pelajar
bahwa mereka mencakup semua dan dengan disabilitas.
aksesibel oleh semua, termasuk pelajar (Contohnya, materi pembelajaran aksesibel,
dengan disabilitas. (Contohnya, guru yang menyediakan perangkat bantu, dil.)
terlatih dalam pedagogi inklusif, kurikulum
berfokus pada pelajar, dil.)

Panduan berikut ini akan mendukung aktor pendidikan dalam mengidentifikasi dan menghapus hambatan
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, pemberi dukungan, dan pengasuh ketika
mereka mengakses program pendidikan dalam kondisi kemanusiaan.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Bersamadengan OPDis, melaksanakan penilaian untuk mengidentifikasi

dan menganalisa hambatan yang menghambat peserta didik anak-

anak, remaja dan orang dewasa untukmengakses kesempatan

pendidikan. Lakukan ini secaraterkoordinir dengan sektor lain (seperti X
perlindungan anak, MHPSS dan WASH) untuk mempromosikan

perancangan program yang terkoordinasi dan menghindari kelelahan

kajian.

Mengadaptasi Global Education Cluster's Joint Education Needs
Assessment Toolkit untuk: (1) mencegah pengecualian peserta didik
penyandang disabilitas dari pengaturan arus utama; (2) memastikan

bahwa akomodasi yang wajar dilaksanakan saat dibutuhkan; (3) X
memperjelas dampak dari krisis, baik terhadap peserta didik dengan
disabilitas maupun sistem pendidikan. Mengidentifikasi kesenjangan
kapasitas dan kesenjangan penyediaan pendidikan yang inklusif
disabilitas.

Merencanakan tindakan untuk memperkuat sistem edukasi inklusif.
(Untuk ide-ide dan sumber daya praktis dapat mengacu kepada INEE, X X
Pocket Guide to Learners with Disabilities).

Mengkonsultasikan berbagai sumber data untuk menganalisis

kapasitas dan kesenjangan dalam pendidikan inklusif. 2
Menetapkan mekanisme rujukan untuk menyediakan peserta didik
dengan disabilitas dan keluarganya dengan bantuan yang spesifik. X X X

Termasuk bantuan uang, perangkat prostetik (tiruan), layanan
perlindungan, dll.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

2. Mobilisasi sumber daya

Mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya lokal (transportasi
yang aksesibel, program berbasis komunitas, bantuan dalam bentuk
lain) untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan inklusif.

Mengamankan pembiayaan dan menyiapkan anggaran inklusif yang
mengalokasikan sumber daya untuk aksesibilitas dan inklusi.

Memastikan pendidikan inklusif diikutsertakan dalam semua proposal
pendanaan. Memastikan proposal pendanaan mengalokasikan
sumber daya untuk infrastruktur dan alat bantu yang aksesibel serta
menyediakan akomodasi yang layak.

3. Implementasi

Dengan OPDis, mengembangkan strategi respons yang menghapus
hambatan spesifik terhadap pendidikan inklusif yang dihadapi oleh
peserta didik dengan disabilitas.

Membangun kapasitas dan kesadaran petugas pendidikan (termasuk
guru, pengemudi sekolah dan petugas kantin) tentang pendidikan
inklusif dan penggunaan (serta pemantauan penggunaan) alat bantu.
Mempersiapkan jadwal perawatan.

Menyadarkan komunitas akan pentingnya pendidikan inklusif dan
perlunya melawan stigma dan diskriminasi.

Mengembangkan materi pembelajaran yang komprehensif, sesuai
dengan budaya dan mengikutsertakan semua peserta didik.

Memastikan bahwa insinyur dan arsitek mengadopsi pendekatan
desain universal saat membangun sekolah dan fasilitas lainnya.

4. Koordinasi

Mengikutsertakan OPDis dalam mekanisme koordinasi klaster dan
antar-lembaga.

Membuat jalur rujukan yang menghubungkan penyandang disabilitas
dengan layanan khusus (seperti penyaringan, identifikasi dan
terapi bahasa), untuk mempromosikan pendidikan inklusif dan
mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan dukungan spesifik.

Bekerja dengan program bantuan tunai (Non tunai) untuk menghapus
hambatan finansial (seperti biaya transportasi atau alat bantu) yang
mencegah rumah tangga yang memiliki anak penyandang disabilitas
dalam mengakses kesempatan pendidikan. Bekerja dengan program
matapencaharian untuk memastikan bahwa rumah tangga yang
memiliki anak penyandang disabilitas dapat menutupi biaya dalam
jangka panjang.

Berkoordinasi dengan petugas gizi untuk menyediakan informasi
yang aksesibel tentang gizi. Bersama-sama mengintervensi untuk
mendukung praktik pemberian makanan bagi anak penyandang
disabilitas. Bantu menetapkan mekanisme yang dapat menyediakan
dukungan tersebut untuk anak-anak penyandang disabilitas yang tidak
bersekolah atau menerima pendidikan berbasis rumah.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

5. Pemantauan dan evaluasi

Mengumpulkan data dasar tentang pendaftaran sekolah penyandang

disabilitas anak-anak untuk memfasilitasi pemantauan pada tingkat

program dan nasional. Mengadvokasi melalui praktik baik integrasi X X
modul UNICEF- Washington Group Child Functioning ke dalam Sistem

Informasi Manajemen Pendidikan Nasional melalui praktik baik.

Memantau performa tindakan perlindungan dan pengamanan untuk

peserta didik dengan disabilitas. 2 4
Mengikutsertakan peserta didik dengan disabilitas, orang tua mereka,
dan OPDis dalam memantau dan evaluasi aktivitas pendidikan. X X

Memastikan bahwa temuan dari kegiatan tersebut dibagikan dan
didiskusikan.

Mengembangkan sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi
pembelajarandan praktik baik tentang pendidikan inklusif. Membangun X X X
sistem pendukung lintas-sekolah untuk memperkuat kapasitas mereka.

Instrumen dan Referensi

® Komite terkait CRPD, Komentar Umum 4 tentang Pasal 24, the right to education (2016)
® INEE, Pocket Guide to Supporting Learners with Disabilities (2010)

® INEE, Pocket Guide to Inclusive Education (2009)

® INEE, Guidance Note on Psycho-social Support and Social Emotional Learning (2018)

® INEE, Inclusive Education

® INEE, Teachers in Crisis Contexts — Training for Primary School Teachers

® Inter-Agency Working Group on Accelerated Education

®  Kett, M., Risk, resilience and inclusive human-itarian action, in UNICEF, State of the World’s Children (2013)

® Saebones, A. M, et al., Towards a Disability Inclusive Education: Background paper for the Oslo Summit
(2015)
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https://www.eenet.org.uk/resources/docs/INEE_Supporting_Learners_with_Disabilities.pdf
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http://Guidance Note on Psycho-social Support and Social Emotional Learning
http://www.ineesite.org/en/inclusive-education
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http://www.ineesite.org/en/accelerated-education
https://www.unicef.org/sowc2013/focus_humanitarian_action.html
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Oslo_Ed_Summit_DisabilityInclusive_Ed.pdf

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

UNICEF, Including children with disabilities in humanitarian action: Education guidance (2018)
UNHCR, Education in Emergencies Guidance
UNICEF, Early Childhood Development in Emergencies: Integrated Programme Guide (2014)

UNICEF, Early Childhood Development in Humanitarian Action

UNICEF and The Washington Group on Disability Statistics, Module on Inclusive Education (forthcoming)
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KETAHANAN PANGAN
DAN GIZi

Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bebas dari kelaparan. Hak ini
diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional (IHL),
yang mengatur situasi konflik bersenjata.

Disabilitas berhubungan dengan ketahanan pangan dan gizi dalam banyak hal. Khususnya, disabilitas
dapat berdampak buruk terhadap ketahanan pangan dan gizi. Riset telah menunjukan bahwa rumah
tangga yang mencakup penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami kerawanan pangan karena mereka
memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit dan kesempatan kerja yang lebih sedikit, membutuhkan
layanan kesehatan yang lebih banyak, dan menghabiskan waktu tambahan untuk upaya perawatan. Di saat
penyandang disabilitas menjadi kepala keluarga dan berperan sebagai pencari nafkah utama, kemungkinan
jatuh ke kerawanan pangan pada umumnya lebih tinggi. Tingkat malnutrisi juga mungkin lebih tinggi di
antara penyandang disabilitas di saat mereka memiliki kesulitan makan dan menelan, seringkali sakit, atau
diterlantarkan.” Menjadi penting untuk mengingat bahwa keadaan darurat yang menyerang secara tiba-
tiba dan perlahan dapat memiliki pengaruh signifikan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan kerawanan
pangan bagi penyandang disabilitas.

; Lihat juga bagian mengenai WASH, Kesehatan, dan Pendidikan.

Instrumen hukum kunci dan kerangka

® Konvensitentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
® Tujuan pembangunan berkelanjutan 2

® Konvensi PBB tentang Hak Asasi Anak

® Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia

27 Anak penyandang disabilitas mungkin membutuhkan waktu dan bantuan lebih untuk makan apabila mereka sulit untuk menyusu, memegang
sendok, duduk dengan tegak, dll. Nora Groce, Eleanor Challenger, Marko Kerac, Stronger Together: Nutrition-Disability Links and Synergies, Briefing
Note, UNICEF; and UNICEF (2017), Including children with disabilities in humanitarian action. Nutrition (2011), p. 13.
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13. Ketahanan pangan dan gizi

Istilah kunci

Bantuan Non tunai dan intervensi berbasis uang tunai digunakan secara bergantian untuk mengacu pada
semua program yang menyediakan uang atau voucher/kupon untuk penerima yang memungkinkan mereka
untuk membeli barang atau jasa secara langsung. Dalam konteks kemanusiaan, istilah-istilah ini mengacu
pada uang atau voucher/kupon yang dialokasikan kepada individu, rumah tangga atau komunitas penerima;
mereka tidak mencakup alokasi finansial untuk pemerintah dan aktor negara lain.’?®

Akses makanan berarti individu dengan usia yang berbeda-beda, jenis kelamin yang berbeda, latar belakang
yang berbeda, dapat secara teratur menerima makanan dalam kuantitas yang cukup dan sesuai untuk
memenuhi diet yang bergizi, melalui pembelian, produksi berbasis rumah, barter, pemberian, peminjaman,
atau bantuan pangan (SDG Target 2.1). Penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki akses terhadap
persediaan makanan yang dapat diandalkan atau diet yang seimbang.

Ketersediaan makanan mengacu pada ketersediaan kuantitas makanan untuk memenuhi kebutuhan dari
suatu daerah secara konsisten. Hal tersebut dapat diraih melalui produksi domestik atau bantuan makanan
impor.

Konsistensi makanan mengacu pada densitas (massa jenis), kekokohan, atau viskositas (kekokohan) dari
makanan yang disediakan kepada anak-anak dan orang dewasa, termasuk orang lanjut usia yang mengalami
kesulitan makan. Konsistensi dari makanan menentukan seberapa mudah atau sulit makanan untuk
dikunyah dan ditelan. Kategori- kategori utama dari konsistensi makanan adalah makanan biasa yang tidak
dimodifikasi, makanan lembut (seperti pisang), makanan cincang dan lembab, serta makanan campuran.'”

Ketahanan pangan tercapai saat penduduk memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi terhadap makanan yang
cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi preferensi makanan dan kebutuhan diet untuk kehidupan yang
aktif dan sehat (SDG target 2.3,2.4)."%

Stabilitas makanan mengacu pada dimensi ketersediaan dan akses dari ketahanan pangan; hal tersebut
menggarisbawahi kebutuhan suatu populasi untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan seiring berjalannya
waktu.

Pemanfaatan makanan mengacu pada efek gizi dari pengolahan, pemasakan dan penkomsumsian makanan.
Ini mencakup praktik masak, penyimpanan, dan kebersihan, kesehatan, sanitasi dan air individu, serta
pemberian dan pembagian makanan oleh rumah tangga.’'

Bantuan makanan untuk pelatihan/aset mendeskripsikan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan makanan masyarakat terdampak secara segera melalui bantuan non-tunai, voucher/kupon,
atau pengiriman makanan, sambil membangun atau merehabilitasi aset yang memajukan ketahanan dan
keamanan pangan untuk jangka panjang.'?

8 Diadopsidari Cash Learning Partnership, Cash Transfers Glossary.

22 UNICEF, Including children with disabilities in humanitarian action. Nutrition (2017), hal. 108.

%0 Diadopsi dari IFAD, WFP, FAOQ, The State of Food Insecurity in the World: The multiple dimensions of food security (2013), hal. 50.

¥ Untuk definisi WFP tentang akses makanan, ketersediaan dan pemanfaatan, lihat Emergency Food Security Assessment Handbook (EFSA) edisi ke-2
(2009).

32 WFP, Food Assistance for Assets.
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Bantuan dalam bentuk barang mengacu pada penyediaan langsung barang (makanan) atau layanan untuk
penerima. Bantuan dalam bentuk barang tetap merupakan solusi yang penting dalam situasi krisis.

Mata pencaharian mengacu pada cara seorang individu mengamankan kebutuhan hidup. Hal tersebut
mencakup berbagai bentuk usaha, yang dapat dibayar dalam bentuk barang (contohnya, makanan-untuk-
kerja), dalam bentuk uang atau gaji.

Malnutrisi adalah kondisi fisiologis yang disebabkan oleh konsumsi gizi makro dan/atau mikro yang tidak
cukup, tidak seimbang, atau berlebihan. Ekspresi malnutrisi mencakup kekurangan gizi, kelebihan gizi dan

kekurangan gizi mikro."?

Status gizi'** adalah kondisi fisiologis seorang individu yang dihasilkan oleh hubungan antara gizi yang masuk
dan kebutuhan gizi, dan kemampuan tubuh untuk mencerna, menyerap dan menggunakan gizi tersebut.

Pedoman dan standar

® Handicap International, CBM, HelpAge International, Humanitarian inclusion standards for older people
and people with disabilities (2078). Lihat bab tentang makanan, gizi dan mata pencaharian

®  Sphere Handbook (2018). Lihat bab tentang ketahanan pangan dan gizi

® Livestock Emergency Guidelines and Standards

®  The Minimum Economic Recovery Standards (2017)

® Cash Learning Partnership, Minimum Standard for Market Analysis MISMA (2018)

3 |FAD, WFP, FAO, The State of Food Insecurity in the World: The multiple dimensions of food security (2013), hal. 50.

3 Tidak ada panduan yang tersedia saat ini untuk mengukur keadaan gizi dari penyandang disabilitas. Metode tradisional, seperti MUAC (mid-upper
arm circumference), dapat digunakan, akan tetapi metode ini dapat menyesatkan, contohnya apabila penyandang disabilitas telah membangun
otot lengan atas untuk membantu pergerakan. Sumber: Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities
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13. Ketahanan pangan dan gizi

Diagram 8 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada ketahanan pangan dan gizi

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM KETAHANAN PAGAN DAN Gizi

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
Kekerasan, kemiskinan, bahaya alami, penurunan kesehatan, pengecualian,

pengasingan, kesulitan mengakses bantuan makanan, malnutrisi
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Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakan wajib’ harus dilaksanakan dalam semua tahapan aksi kemanusiaan saat mengimplementasi
rancangan program makanan dan gizi inklusif untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi

®* Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarganya, dan OPDis secara aktif terlibat dalam
mengidentifikasi hambatan; dalam perencanaan, perancangan, implementasi, pengawasan dan
evaluasi kebijakan serta program ketahanan pangan dan gizi. Pertimbangkan berbagai isu secara
luas, termasuk lokasi yang sesuai, waktu, frekuensi, pengaturan distribusi dan bantuan.

® Pastikan bahwa penyandang disabilitas terwakili dengan baik, mempertimbangkan secara penuh
ragam disabilitas dan juga usia, jenis kelamin dan keragaman. Bersama-sama berupaya untuk
memajukan partisipasi kelompok yang kurang terwakili, termasuk penyandang disabilitas intelektual
dan psikososial, masyarakat adat, perempuan dan anak perempuan dalam mekanisme formal dan
informal serta proses yang mengatasi ketahanan pangan dan gizi.

® Mengakui bahwa, dengan gizi yang cukup, penyandang disabilitas memiliki kapasitas untuk
berpartisipasi dalam aktivitas dan dalam bermasyarakat atas dasar yang setara dengan yang lain.

Mengatasi hambatan

® Mengidentifikasi dan memantau hambatan serta solusi yang menghambat kemampuan. penyandang
disabilitas dalam mengakses program dan layanan ketahanan pangan dan gizi. Menyediakan
akomodasi yang layak untuk mempromosikan inklusi secara penuh.

® Menyediakan semua perangkat kajian dan pelaporan serta informasi terkait ketahanan pangan
dan gizi, dalam berbagai format yang aksesibel. Pertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas
pendengaran, penglihatan, intelektual, dan psikososial.

® Implementasikan strategi untuk mengurangi stigma terhadap disabilitas. Meningkatkan kesadaran
dalam komunitas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Mendirikan kelompok pendukung sebaya

yang mengikutsertakan orang yang memiliki disabilitas psikososial dan intelektual.

® Meninjau kebijakan sektoral, panduan dan perangkat untuk memastikan bahwa mereka menegaskan
hak penyandang disabilitas terhadap akses dan inklusi.
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13. Ketahanan pangan dan gizi

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Mengarusutamakan tindakan perlindungan dan pengamanan dalam semua program makanan dan
gizi. Menginformasikan kepada penyandang disabilitas terkait tindakan- tindakan ini dan bagaimana
cara mengaksesnya. Mengakui bahwa terdapat dimensi gender dari sebagian risiko perlindungan dan
pengamanan.

Membangun kapasitas OPDis untuk memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam
semua tahapan program ketahanan pangan dan gizi, termasuk perancangan, implementasi, dan
pengawasan. Memungkinkan mereka untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dalam
struktur dan mekanisme koordinasi.

Memperkuat kapasitas aktor ketahanan pangan untuk memahami risiko dan hambatan yang dihadapi
oleh penyandang disabilitas dan bagaimana menghapusnya dengan cara yang mematuhi prinsip-
prinsip kemanusiaan.

Membuat aktor ketahanan pangan sadar akan hak-hak penyandang disabilitas, dan interaksiantara
disabilitas dan usia, jenis kelamin, status migrasi, agama, dan seksualitas.

Pengumpulan dan pengawasan data

Mengumpulkan dan menganalisa data ketahanan pangan dan gizi penyandang disabilitas, dipilah
berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas. Lakukan hal tersebut secara sistematis dalam semua
tahapan siklus program kemanusiaan. Dimana data yang dapat diandalkan tidak tersedia atau tidak
dapat dikumpulkan, gunakan estimasi 15 persen dari prevalensi disabilitas global.’®

Membagi informasi tentang kebutuhan lintas sektor penyandang disabilitas dalam mekanisme
koordinasi (WASH, perlindungan, kesehatan) dan memastikan adanya koordinasi lintas sektor.

Memastikan bahwa etika data dan prinsip perlindungan (termasuk kerahasiaan, penyediaan informasi,
persetujuan yang terinformasi, keamanan) dihormati kapanpun data tentang penyandang disabilitas
dikumpulkan dan digunakan.'¢

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Program distribusi makanan dan Program makanan dan nutrisi memenuhi

nutrisi dirancang dan diadaptasi kebutuhan penyandang disabilitas individu,
untuk memastikan bahwa mereka dalam aspek penjangkauan, infrastruktur,
mengikutsertakan semua orang dan komunikasi, jatah makanan, pengemasan,
aksesibel oleh semua orang, termasuk dan alat bantu yang berkaitan dengan
penyandang disabilitas. makanan serta nutrisi.

1% WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).

%6 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations
of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106—148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Panduan berikutiniakan mendukung aktor pangan dan gizi dalam mengidentifikasi dan menghapus hambatan
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, orang yang mendukung, dan pengasuh, ketika

mereka mengakses program pangan dan gizi dalam kondisi kemanusiaan.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mengidentifikasi informasi kunci tentang situasi penyandang
disabilitas, termasuk apakah kebijakan dan program pemerintah
tentang ketahanan pangan dan gizi bersifat inklusif. Analisa risiko
dan hambatan yang mengambat penyandang disabilitas dalam
mengakses ketahanan pangan dan gizi.

Memetakan informasi dan sumber daya terkait makanan dan gizi yang
relevan untuk penyandang disabilitas (keahlian, pasar, aksesibilitas dari
layanan) pada tingkatan lokal, regional, dan nasional. Menggunakan
informasi ini saat merencanakan.

Saat melakukan penilaian ketahanan pangan dan gizi, melibatkan
penyandang disabilitas dari komunitas terdampak.

Melakukan kajian terkait ketahanan pangan dan persyaratan gizi
dari penyandang disabilitas yang ditargetkan. Beri fokus pada anak-
anak, ibu hamil dan ibu menyusui, serta orang tua dengan disabilitas.
Pertimbangkan bantuan makan dan persyaratan diet, serta kualitas gizi
makanan, termasuk makanan olahan (protein dan gizi lain). Identifikasi
jenis-jenis makanan yang dibutuhkkan (seperti makanan cair) dan
adaptasikan ukuran dan format paket makanan dengan sesuai.

Masukan pertanyaan tentang persyaratan dan kapasitas penyandang
disabilitas ke dalam proses dan perangkat kajian arus utama.
Pertimbangkan status gizi, hambatan terhadap dan kemudahan dari
ketahanan pangan, gizi, aktivitas mata pencaharian, fasilitas, dan
informasi terkait."’

2. Mobilisasi sumber daya

Mendorong aktor kemanusiaan untuk menggerakan sumber daya
yang cukup untuk ketahanan pangan dan gizi. Sumber daya sebaiknya
dapat diandalkan dan tersedia saat kesiapsiagaan keadaan darurat
dan sepanjang respons, dan sebaiknya aksesibel untuk penyandang
disabilitas.

Alokasikan dan mobilisasikan sumber daya untuk intervensiketahanan
pangan dan gizi yang aksesibel dan ditargetkan kepada penyandang
disabilitas. Tetapkan bentuk koordinasi. Alokasikan sumber daya yang
cukup dalam anggaran untuk menutupi biaya aksesibilitas dan inklusi.

37 Memiliki disabilitas tidak secara otomatis menyiratkan bahwa adanya ketidakamanan pangan atau malnutrisi, ataupun kebutuhan tambahan.
Bagaimana penyandang disabilitas mengalami keadaan darurat dapat berbeda secara signifikan; penilaian dan penargetan harus sensitif terhadap hal

ini.
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13. Ketahanan pangan dan gizi

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

3. Implementasi

Menyadarkan masyarakat akan pentingnya adopsi pendekatan inklusif
disabilitas dalam ketahanan pangan dan gizi, saat kesiapsiagaan X X
keadaan darurat, perencanaan darurat, respons dan pemulihan.

Menyiapkan rencana kontingensi yang menguraikan strategi respons

awal dan rencana operasional untuk memenuhi kebutuhan pangan dan

gizi selama tiga minggu sampai empat minggu pertama dari suatu X
keadaan darurat; memastikan bahwa hal tersebut mengikutsertakan
penyandang disabilitas dan mencakup alokasi

Melibatkan OPDis dan aktor lain yang bekerja dengan penyandang
disabilitas dalam merancang dan menyampaikan kajian makanan
dan gizi yang inklusif. Identifikasi hambatan terhadap penyampaian
kajian dan implementasi intervensi.

Mengkaji kapasitas petugas terkait inklusi disabilitas. Menyediakan
pelatihan untuk petugas dan mitra, termasuk manajer keadaan darurat
dan penanggap pertama. Pelatihan sebaiknya menjelaskan hak-hak dan
kebutuhan penyandang disabilitas dan memperjelas bahwa kebutuhan
disabilitas akan diintegrasikan ke dalam rencana kesiapsiagaan terkait
ketahanan pangan dan gizi.'®®

Mencari cara untuk menjangkau penduduk yang terpinggirkan dan
terisolasi, termasuk orang yang memiliki disabilitas psikososial,
yang tidak bisa bergerak, atau yang menghadapi hambatan-
hambatan lain. Mempertimbangkan kunjungan langsung dan proses
distribusiberbasis komunitas untuk mempersiapkan dan mengantarkan
makanan.

Bermitra dengan aktor relevan untuk merancang program ketahanan
pangan dan gizi yang inklusif dan untuk memperjuangkan pendekatan X X
inklusif untuk kegiatan sektoral dan lintas sektor.

Mengembangkan pendekatan komunitas. Identifikasi petugas yang
akan mendukung penyandang disabilitas dalam mengakses jatah
makanan (di tempat dan melalui kunjungan langsung). Menyediakan
akomodasi yang wajar; mencakup bantuan dengan transport, dan
perawatan anak untuk orang tua dari anak penyandang disabilitas dan
untuk orang tua yang memiliki disabilitas.

Memastikan bahwa vendor, pasar dan titik distribusi lain, serta layanan
gizi dan fasilitas lain memenubhi kriteria ‘Reach, Enter, Circulate and Use’/ X
mudah dijangkau, masuk, berputar, dan digunakan terkait aksesibilitas.

Melatih petugas lokal dan nasional yang relevan tentang praktik

baik gizi untuk penyandang disabilitas. I
Bekerja dengan sistem nasional yang bertanggung jawab untuk
ketahanan pangan dan gizi, termasuk sistem perlindungan sosial, untuk
menetapkan hal-hal yang dapat mendukung penyandang disabilitas X

setelah keadaan darurat usai. Menetapkan mekanisme rujukan yang
jelas untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan
ketahanan pangan dan gizi.

% Saat mengorganisir pelatihan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Contohnya, spesialis dapat menyediakan keahlian tentang pengumpulan
data, informasi, pelayanan dukungan, dll. International Disability and Development Consortium mendaftarkan NGO dan organisasi-organisasi dalam
sejumlah negara yang dapat menyediakan dukungan.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Menyarankan rekan-rekan pemerintah dan pemangku kepentingan
nasional lainnya tentang bagaimana mengintegrasi praktik disabilitas
yang inklusif dalam program serta pelatihan ketahanan pangan dan
gizi nasional.

Menyarankan pemenuhan aksesibilitas pada saat konstruksi,
rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur terkait gizi Mengikutsertakan
lokasi yang menyediakan layanan terkait ketahanan pangan dan gizi.

4. Koordinasi

Mempromosikan pengetahuan dan keahlian tentang disabilitas.
Mengikutsertakan disabilitas dalam kerangka acuan daftar-daftar
darurat ketahanan pangan dan gizi serta mekanisme kapasitas
lonjakan lainnya. Melakukan hal tersebut pada semua tingkatan.

Bekerja dengan rekan-rekan komunikasi, ahli disabilitas dan OPDis
untuk mengembangkan pendekatan inklusif berbasis komunitas dan
informasi yang aksesibel tentang ketahanan pangan dan gizi.

Dengan berkonsultasi bersama OPDis dan aktor kesehatan dan gizi
yang terkait, mengadaptasikan paket makanan untuk memenubhi
kebutuhan gizi dan makan penyandang disabilitas yang kesulitan
makan, mengunyah atau menelan, ataupun

Pada tingkatan sektoral, bekerja dengan sektor yang relevan untuk
membuat jalur rujukan untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan
dan gizi penyandang disabilitas.

Bekerja dengan aktor nasional, termasuk kementerian dan penyedia
layanan, untuk membuat penyandang disabilitas lebih tangguh
dalam hal ketahanan pangan dan gizi. Memperkuat hukum dan
kebijakan ketahanan pangan dan gizi; memastikan bahwa mereka
mengikutsertakan penyandang disabilitas.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memastikan aksesibilitas mekanisme masukan dan pengaduan dan
umpan balik melibatkan penyandang disabilitas.

Melibatkan penyandang disabilitas dalam tim pengawasan dan
evaluasi.

Mengidentifikasi atau mengembangkan indikator yang spesifik untuk
disabilitas supaya bisa memantau ketahanan pangan dan status gizi
penyandang disabilitas.

Menilai sejauh apa intervensi dan fasilitas ketahanan pangan dan
gizi aksesibel untuk penyandang disabilitas. Termasuk juga fasilitas
yang bersifat sementara. Mengambil langkah untuk membuat semua
intervensi dan fasilitas aksesibel.
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13. Ketahanan pangan dan gizi

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Mendokumentasikan dan melaporkan kemajuan menuju pemenuhan

kebutuhan ketahanan pangan dan gizi penyandang disabilitas. X
Uraikan kemajuan dalam pelaporan dan pengawasan lintas sektor

(laporan situasi dan papan instrumen).

Menambahkan ‘inklusi penyandang disabilitas’ di daftar kriteria X
evaluasi program dan aktivitas ketahanan pangan dan gizi.

Memastikan secara sistematis bahwa intervensi ketahanan pangan

dan gizi bertanggung jawab pada penyandang disabilitas untuk

membuat informasi aksesibel, menetapkan mekanisme masukan dan X
pengaduan, serta mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam

pengambilan keputusan dan proses perencanaan.

Mendokumentasikan pembelajaran terkait inklusi penyandang
disabilitas dalam intervensi ketahanan pangan dan gizi.

126



Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Instrumen dan Referensi

Cash Learning Partnership and Handicap International, As the movement for cash transfer programming
advances, how can we ensure that people with disabilities are not left behind in cash transfer programming
for emergencies? (2016)

Cash Learning Partnership, Minimum Standard for Market Analysis (2017)

Handicap International, Disability in humanitarian context. Views from affected people and field
organisations (2015)

Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people
with disabilities (2018) (part of the ADCAP programme)

®  Sphere Project, ‘Minimum Standards in Food Security and Nutrition’ in Sphere Handbook (2018)

UNICEF, Including children with disabilities in humanitarian action: Nutrition (2017)

® United Nations, Charter on the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action (2016)
United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (2008)
WFP Guide to Inclusion of Persons with Disabilities in Food Assistance (forthcoming)

WHO, Guidance Note on Disability and Emergency Risk Management for Health (2013)
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MATA PENCAHARIAN

Pendahuluan

Dalam suatu bencana atau konflik, hilangnya mata pencaharian merupakan salah satu dampak terbesar
yang dapat dialami suatu rumah tangga. Hal ini memengaruhi kemampuan orang untuk bertahan hidup.
Selain itu, aset dan sumber daya bisa rusak atau menjadi mustahil untuk diakses, dan jaringan pendukung
rumah tangga kerap terganggu. Perancangan program mata pencaharian membantu orang untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan mencapai kemandirian dengan membantu mereka pulih dan mendapatkan (atau
mendapatkan kembali) akses terhadap sumber daya dan aset yang dapat memungkinkan mereka untuk
mencari nafkah secara aman dan berkepanjangan.

Hukum hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja,
memilih pekerjaan dan terbebas dari pengangguran. Namun, penyandang disabilitas yang berusia produktif
memiliki angka pengangguran yang tinggi di negara berkembang dan negara industri. Dalam ekonomi yang
berkembang, pengangguran setinggi 80-90 persen.’*® Sejumlah faktor menjelaskan hal ini, termasuk bias
penyedia lapangan kerja, tidak hadirnya tempat kerja yang aksesibel, dan akses yang buruk terhadap
informasi dan keuangan. Fakta bahwa kemampuan dari penyandang disabilitas secara luas tidak diakui,
seringkali juga oleh keluarga, juga merupakan faktor yang ikut berkontribusi.

Instrumen hukum kunci dan kerangka

® Konvensitentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
®  Tujuan pembangunan berkelanjutan 1

® Kerangka Mata Pencaharian

® Global Compact on Refugees

32 PBB, Disability and Employment Fact sheet 1
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14. Mata pencaharian

Istilah kunci

Mata pencaharian mengacu pada semua aktivitas, hak dan aset yang digunakan seseorang untuk mencari
nafkah. Mata pencaharian adalah cara manusia mencari nafkah dan memuaskan kebutuhan sehari-hari
mereka.

Istilah mata pencaharian berkelanjutan mengacu pada kapasitas dari seseorang untuk menghasilkan dan
mempertahankan nafkah dan memajukan kesejahteraan diri mereka dan generasi di masa depan. Mata
pencaharian berkelanjutan yang berbasis pasar, bisa menghadapi serta memulihkan diri dari guncangan dan
tekanan ekonomi, serta dapat mempertahankan kemampuan dan asetnya tanpa merusak lingkungan alami.

Istilah pemindahan berbasis uang dan intervensi berbasis uang digunakan secara bergantian untuk mengacu
pada program yang menyediakan uang atau voucher/kupon terhadap penerima untuk memungkinkan
mereka membeli barang atau layanan secara langsung. Dalam konteks kemanusiaan, mereka mengacu
pada uang atau voucher/kupon yang diberikan kepada individu- individu, rumah tangga atau komunitas
penerima; mereka tidak mengikutsertakan alokasi bagi pegawai negeri atau pemerintahan.™

Bantuan dalam bentuk barang adalah penyediaan langsung barang (makanan) atau layanan kepada penerima
bantuan. Bantuan dalam bentuk barang merupakan solusi yang masih penting dalam berbagai situasi krisis.

Strategi untuk mengatasi (coping) adalah tindakan yang dilakukan seseorang di waktu-waktu sulit. Hal
ini memungkinkan orang untuk melanjutkan pemenuhan kebutuhan dasar saat krisis. Strategi ini bersifat
dapat dikembalikan (reversible) (contohnya, pengurangan makanan yang dikonsumsi dalam jangka
pendek, penggunaan tabungan), atau yang bersifat negatif dan/atau tidak dapat dikembalikan (irreversible)
(contohnya, penjualan aset produktif, melakukan aktivitas kriminal atau aktivitas yang tercela).

Pedoman dan standar

® HelpAge, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people
with disabilities (2018). Lihat bab tentang makanan, gizi dan mata pencaharian.

®  Sphere Handbook (2078). Lihat bab tentang ketahanan pangan dan gizi

® Livestock Emergency Guidelines and Standards

®  The Minimum Economic Recovery Standards (2017)

® Cash Learning Partnership, Minimum Standard for Market Analysis MISMA (2018)
Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakan wajib’ harus dilaksanakan dalam semua tahapan aksi kemanusiaan saat mengimplementasi
rancangan program mata pencaharian untuk penyandang disabilitas.

140 Diadopsi dari Cash Learning Partnership, Cash Transfers Glossary
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Partisipasi

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarganya dan organisasi penyandang disabilitas
secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi hambatan, serta terlibat dalam perencanaan, perancangan,
implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program mata pencaharian dan ekonomi.
Termasuk akses terhadap pasar dan layanan, durasi dari pelatihan dan pengorganisasiannya, frekuensi
dan kepengurusan bantuan, dan pengambilan keputusan.

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas terwakili dengan baik, mempertimbangkan berbagai
disabilitas, dan juga jenis kelamin, usia dan keragaman. Melaksanakan usaha bersama untuk
meningkatkan keterlibatan kelompok yang kurang terwakili, termasuk penyandang disabilitas intelektual
dan psikososial, masyarakat adat, perempuan dan anak perempuan dalam mekanisme dan proses
formal serta informal.

Mengembangkan kemitraan dengan OPDis dan organisasi lain yang bekerja dalam bidang mata pencaharian.
Melibatkan mereka dalam upaya mendukung penyandang disabilitas, memperjuangkan dan mempromosikan
bentuk bantuan dan layanan yang inklusif.

Mengatasi hambatan

® Mengidentifikasi dan mengawasi hambatan serta mengambil langkah untuk menghapusnya, untuk
memastikan bahwa program mata pencaharian dan ekonomi aksesibel untuk penyandang disabilitas.
Menyediakan akomodasi yang wajar dan menjangkau penyandang disabilitas untuk memfasilitasi
inklusi mereka secara penuh.

® Bekerja dengan penyedia layanan pelatihan dan magang, penyedia layanan pengembangan bisnis
dan finansial, pemberi kerja potensial, dan penyedia magang untuk mengikutsertakan penyandang
disabilitas dan memastikan bahwa semua tempat bersifat aksesibel.

®* Memastikan bahwa informasi tentang perangkat kajian dan pelaporan, serta program (termasuk
kriteria penargetan, durasi, pengaturan bantuan, dll.) disediakan dalam beberapa format yang aksesibel
dan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas visual, pendengaran, intelektual dan
psikososial.

® Implementasikan strategi untuk mengurangi stigma terkait disabilitas. Bertindak untuk membuat
komunitas sadar akan hak penyandang disabilitas.

® Mendirikan kelompok pendukung sebaya dan mendorong penyandang disabilitas psikososial dan
intelektual untuk memperjuangkan hak- hak mereka.

® Meninjau kebijakan, panduan, dan perangkat sektoral untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut
menegaskan hak penyandang disabilitas terhadap akses dan inklusi.

131



14. Mata pencaharian

Diagram 9 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada mata pencaharian

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM MATA PENCAHARIAN

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas

Kekerasan, kemiskinan, bahaya alami, penurunan kesehatan, pengecualian, isolasi




Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Mengarusutamakan tindakan perlindungan dan pengamanan lintas-program mata pencaharian
dan ekonomi. Menginformasikan penyandang disabilitas tentang tindakan ini dan bagaimana mereka
dapat mengaksesnya. Mengakui dimensi berbasis gender adalah bagian dari risiko perlindungan dan
pengamanan.

Membangun kapasitas pemangku kepentingan mata pencaharian. Menyediakan pelatihan tentang hak
penyandang disabilitas, termasuk interaksi antara disabilitas dan jenis kelamin, usia, status migrasi,
agama dan seksualitas.

Memperkuat kapasitas aktor mata pencaharian untuk memahami risiko dan hambatan yang dihadapi
oleh penyandang disabilitas dan bagaimana menghapusnya dengan mematuhi prinsip-prinsip
kemanusiaan.

Membangun kapasitas OPDis untuk dapat memungkinkan mereka untuk berkontribusi terhadap
perancangan, penyampaian dan pemantauan program mata pencaharian, dan mewakili konstituen
disabilitas dalam struktur serta mekanisme koordinasi.

Pengumpulan dan pengawasan data

Mengidentifikasi penyandang disabilitas dalam komunitas yang ditargetkan.

Mengumpulkan dan menganalisa data mata pencaharian penyandang disabilitas, dipilah berdasarkan
jenis kelamin, usia dan disabilitas. Lakukan hal tersebut dengan sistematis lintas siklus program
kemanusiaan. Dimana data yang dapat diandalkan tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan,
gunakan estimasi 15 persen dari prevalensi disabilitas global.™

Berbagiinformasitentang kebutuhan lintas sektor penyandang disabilitas dalam mekanisme koordinasi
antar-lembaga (WASH, perlindungan, kesehatan) serta memastikan adanya koordinasi lintas sektor.

Memastikan bahwa etika data dan prinsip perlindungan (termasuk kerahasiaan, penyediaan informasi,
persetujuan yang terinformasikan, keamanan) dihormati kapanpun data tentang penyandang disabilitas
dikumpulkan dan digunakan.?

41 WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).
42 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations
of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106—148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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14. Mata pencaharian

YANG DIARUSUTAMAKAN

Fasilitas dan program terkait mata

pencaharian dirancang dan diadaptasikan
untuk memastikan bahwa mereka inklusif
dan aksesibel oleh semua, termasuk
penyandang disabilitas.

-]

YANG DITARGETKAN

Program mata pencaharian memenuhi
kebutuhan individu penyandang disabilitas
perihal infrastruktur, komunikasi, alat, aset
dan pelatihan (cth. menyediakan teknologi

bantuan, tempat kerja yang dimodifikasi

berdasarkan persyaratan individu, dll.)

Panduan berikut ini akan mendukung pelaku aktor mata pencaharian dalam mengidentifikasi dan menghapus
hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, orang yang mendukung, dan
pengasuh, ketika mereka mengakses program mata pencaharian dalam kondisi kemanusiaan.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Menilai aksesibilitas pelatihan keahlian, kegiatan magang dan penyedia
pelayanan keuangan, pasar dan informasi terkait pasar untuk orang X X
dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda.

Mengidentifikasi OPDis yang mungkin dapat membantu
mengidentifikasi, mengakses dan mendukung penyandang disabilitas.

Mengidentifikasi dan menganalisa risiko terkait mata pencaharian
untuk penyandang disabilitas yang berbeda-beda dan merencanakan X X X
tindakan mitigasi risiko.

Menilai persyaratan psikososial dan literasi serta kemampuan berhitung
dari penyandang disabilitas, untuk mendukung mereka yang tidak X X
pernah memiliki mata pencaharian atau akses terhadap pendidikan.

Mengidentifikasilayanan rujukan yang tersedia di area yang ditargetkan.

Mengikutsertakan dukungan psikososial, rehabilitasi fisik, prostetik, X X
ortotik, dll.

Memastikan bahwa kriteria penargetan mata pencaharian

dapat mengatasi perbedaan dalam karakter dan tingkat keparahan X
disabilitas.

Menyediakan pelatihantentangmatapencaharianinklusifuntuk petugas
LSM internasional dan pemangku kepentingan lain. Mengikutsertakan
pelatih kejuruan, asosiasi petani, kelompok perempuan, pelaku bisnis,
dewan lokal, perusahaan swasta, pemantau pihak ketiga, dlI.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

2. Mobilisasi sumber daya

Mempekerjakan penyandang disabilitas untuk menjadi anggota tim
proyek. Sebagai panutan, mereka dapat mendorong orang lain
dengan disabilitas untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Menggerakkan sumber daya; menerapkannya untuk mempersiapkan
perangkatadaptif, membuatinfrastrukturaksesibel, menyelenggarakan
pelatihan tambahan (contohnya tentang literasi dan kemampuan
berhitung), serta menyediakan transportasi dan dukungan teknis
lainnya (rehabilitasi fisik, perangkat bantuan).

3. Implementasi

Untuk mengatasi persepsi negatif, meningkatkan kesadaran komunitas
akan kapasitas penyandang disabilitas dan kontribusi mereka untuk
komunitas.

Menginformasikan keluarga penyandang disabilitas tentang hak dan
kapasitas penyandang disabilitas, termasuk hak dan kapasitas mereka
untuk bekerja.

Membujuk dan mendorong pemberi lapangan kerja, pemimpin lokal
dan badan pemerintah untuk menghargai hak penyandang disabilitas,
termasuk hak mereka untuk memiliki akses penuh terhadap mata
pencaharian.

Memastikan bahwa aktor kemanusiaan memahamibahwa penyandang
disabilitas adalah individu yang memiliki berbagai pengalaman,
pengetahuan dan kapasitas. Memastikan bahwa mereka tidak
diperlakukan berdasarkan stereotip atau ditempatkan pada peran yang
mengacu pada stereotip. Contohnya, perempuan dengan kesulitan
fungsi pendengaran mungkin dapat menuntut melakukan pekerjaan
fisik.

Bekerja dengan penyedia layanan keuangan; membantu mereka
untuk mengadaptasikan produk mereka sesuai dengan persyaratan
penyandang disabilitas.

Membantu pusat pelatihan kejuruan atau keahlian bisnis untuk
membuat kurikulum dan kursus yang dibuat aksesibel oleh orang
dengan berbagai jenis disabilitas.

Dalam ruang kerja, menyediakan alat yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan penyandang disabilitas.

Mempertimbangkan adaptasi infrastruktur komunitas (seperti pasar
dan institusi pelatihan) untuk membuatnya lebih aksesibel.

Mengajarkan petugas proyek bagaimana cara berinteraksi dan
mendukung orang dengan berbagai ragam disabilitas.

Mengembangkan proses kunjungan langsung komunitas dan proses
berbasis komunitas yang dapat mengidentifikasi dan menjalin
hubungan dengan penyandang disabilitas yang tidak ‘terlihat’.
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4. Mata pencaharian

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Bekerjasama dengan OPDis dan aktor lain yang mendukung
penyandang disabilitas untuk merancang dan menyampaikan kajian
mata pencaharian dan keamanan ekonomiyang inklusif. Hal tersebut
sebaiknya mengidentifikasi hambatan dalam menyampaikan kajian
tersebut dan juga hambatan implementasi program.

4. Koordinasi

Menetapkan ahli inklusi kepada Klaster Ketahanan Pangan dan
Mata Pencaharian. Dia sebaiknya membantu mitra sektor dalam
mengarusutamakan inklusi dan mendukung proses rujukan lintas
sektor yang relevan.

5. Pemantauan dan evaluasi

Mengikut sertakan OPDis dan penyandang disabilitas dalam
memantau indikator kemanusiaan dan perlindungan. Indikator
sebaiknya dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas.

Memastikan bahwa mekanisme masukan bagi penerima manfaat
bersifat aksesibel dan mengikutsertakan orang dengan berbagai
ragam disabilitas.

Secara sistematis memastikan bahwa program mata pencaharian
bertanggung jawab kepada penyandang disabilitas. Informasi,
modalitas diseminasi, dan mekanisme pengaduan serta masukan
sebaiknya bersifat aksesibel. Penyandang disabilitas sebaiknya dapat
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.

Mengidentifikasi praktik baik dan inisiatif yang telah secara sukses
mempromosikan inklusi penyandang disabilitas secara penuh.
Mendokumentasikan dan menyebarkan hal tersebut.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Instrumen dan Referensi
® Cash Learning Partnership, Minimum Standard for Market Analysis
®* EMMA, Emergency Market Mapping and Analysis (EMMA) Toolkit
® Livelihood Centre
®  SEER Minimum Economic Recovery Standards
®  Sphere Handbook (2018)

® USAID, Cohort livelihoods and risk analysis guidance

® FAO Regional Office for Asia and the Pacific, A_.handbook for training of disabled on rural enterprise
development (2003)

® ILO and FAOQ, Guidance on how to address decent rural employment in FAO country activ-ities: Second
Edition (2010)
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KESEHATAN

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya suatu bencana dan konflik kemanusiaan dapat membahayakan
sistem kesehatan serta berpengaruh terhadap kesehatan orang-orang yang terdampak. Terlepas dari
dampak langsung berupa cedera dan trauma, terjadinya bencana atau konflik kemanusiaan memperburuk
masalah kesehatan masyarakat (termasuk munculnya penyakit malaria, kolera, malnutrisi, penyakit tidak
menular, serta masalah kesehatan seksual dan reproduksi). Hal ini akan mengakibatkan terganggunya sistem
perlindungan sosial serta pelayanan kesehatan esensial. Banyak penyandang disabilitas, yang mengakses
pendidikan, hunian, serta bentuk pelayanan lainnya atas rujukan dari layanan kesehatan. Terjadinya krisis
dan bencana dapat mengganggu akses mereka terhadap perawatan hingga memperburuk posisi mereka
yang sudah terkucilkan atau terpinggirkan.

Semua penyandang disabilitas berhak untuk mengakses semua layanan kesehatan dasar dan menerima
informasi terkait kondisi kesehatan dan perawatan yang mereka jalani. Mereka juga berhak untuk membuat
keputusan terkait perawatan atau pengobatan melalui persetujuan yang terinformasi. Banyak petugas medis
yang masih salah persepsitentang kapasitas dan kebutuhan penyandang disabilitas. Mereka kerap berasumsi
bahwa penyandang disabilitas hanya membutuhkan layanan terkait disabilitas; atau penyandang disabilitas
akan secara otomatis mengizinkan anggota keluarga, petugas medis, atau pihak lain yang diberikan kuasa
untuk memberi persetujuan yang mengatasnamakan dirinya.

Gangguan maupun ketiadaan layanan kesehatan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi penyandang
disabilitas. Sebagai contoh, jika seorang penyandang disabilitas perempuan dianggap aseksual, maka dia
mungkin tidak dilibatkan dalam layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini dapat menempatkan
dirinya di posisi yang lebih rentan terhadap risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau infeksi menular
seksual. Jika penyandang disabilitas anak-anak tidak diidentifikasi dengan tepat, mereka berpotensi tidak
menerima intervensi perkembangan anak dan dapat mengalami kegagalan dalam memanfaatkan potensi
yang dimiliki.
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15. Kesehatan

; Lihat juga WASH, Ketahanan pangan dan gizi, Pendidikan dan Perlindungan.

Instrumen hukum kunci dan kerangka

® Convention on the Rights of Persons with Disabilities
® Convention on the Rights of the Child

® WHO, Emergency Response Framework

® Reproductive Health Sub-working Group of the ISDR/WHO Thematic Platform for Disaster Risk

Management for Health, Policy Brief: Integrating Sexual and Reproductive Health into Health Emergency
and Disaster Risk Management

® Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Istilah kunci

Suatu sistem kesehatan tersusun atas kumpulan organisasi, masyarakat, dan tindakan-tindakan yang
kepentingan utamanya adalah untuk mempromosikan, memulihkan, atau memelihara kesehatan.™®
Sistem ini berfokus pada cara untuk memengaruhi faktor-faktor penentu pada sektor kesehatan dan
mempromosikan aktivitas yang secara langsung dapat meningkatkan kesehatan. Guna mencapai tujuan ini,
sistem kesehatan memberikan intervensi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelaku dan
layanan pemerintah maupun non-pemerintah.™*

3 WHO - Western Pacific Region, The WHO health system framework (2018).
4 WHO, Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies (2010).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Diagram 10 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada kesehatan'*®

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM KESEHATAN

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
Kekerasan, kemiskinan, bahaya lingkungan, penurunan kesehatan,
pengecualian, isolasi

45 Untuk daftar hambatan spesifik yang berkaitan dengan kesehatan, lihat WHO, Factsheet on disability and health.



http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

15. Kesehatan

Pedoman dan standar

Inter-Agency Standing Committee, IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in
Emergency Settings (2007)

WHO, Emergency medical teams: minimum technical standards and recommendations for rehabilitation
(20176)

WHO, Guidance Note on Disability and Emergency Risk Management for Health (2018)
Sphere Handbook (2018)'%

WHO, Community-Based Rehabilitation Guidelines

HelpAge International, CBM, and Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older
people and people with disabilities (2018)

Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakan waijib’ perlu dilaksanakan dalam semua tahapan aksi kemanusiaan saat mengimplementasikan
program kesehatan untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi

Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan Organisasi Penyandang Disabilitas
(OPDis) berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam perancangan, penerapan,
pemantauan, dan evaluasi program kesehatan.

Bekerjasama dengan penyandang disabilitas dan OPDis dalam meningkatkan kesadaran pada petugas
kesehatan akan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk persilangan kasus antara disabilitas dengan
gender, usia status migrasi, agama, dan seksualitas.

Mengatasi hambatan

Menerapkan strategi untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan
disabilitas. Membentuk kelompok dukungan sebaya yang mengikutsertakan penyandang disabilitas
dengan disabilitas psikososial dan intelektual.

Untukmeningkatkan pemahaman bersama, halyang dapatdilakukan yaitu meluruskan kesalahpahaman
dan mitos, membina kerjasama serta mengajak penyandang disabilitas dan petugas kesehatan untuk
berdialog, bertukar pikiran, dan berbagi pengetahuan.

Membuat layanan kesehatan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Mempromosikan inisiatif
untuk mengantar penyandang disabilitas menuju fasilitas kesehatan, memperlebar pintu masuk pada
fasilitas kesehatan, memperbaiki rambu-rambu, dan memfasilitasi pergerakan secara umum.

46 The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (2011).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

® Mengomunikasikan informasi tentang kesehatan dalam berbagai format yangaksesibel, dengan juga
mempertimbangkan persyaratan penyandang disabilitas dengan pendengaran, penglihatan, intelektual,
atau psikososial.

® Mengatasi hambatan sosio-ekonomi terhadap kesehatan, seperti pendidikan yang tidak merata dan
pendapatan rendah.

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

®* Memperkuat kapasitas program kesehatan pada Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan
melibatkan mereka dalam merancang, melaksanakan, dan memantau pelayanan kesehatan.

® Melibatkan petugas OPDis, meyakinkan diri penyandang disabilitas intelektual dan psikososial,
pengguna layanan kesehatan jiwa, anggota keluarga, dan pengasuh dalam pelatihan bagi tenaga
profesional kesehatan untuk disabilitas.

® Mengadopsi prosedur persetujuan terinformasi terkait keputusan medis dan pembedahan serta
membagikan data informasi (termasuk rujukan) untuk memungkinkan penyandang disabilitas
membuat keputusannya sendiri.

Pengumpulan dan pengawasan data

® Menentukan data apa saja yang tersedia terkait jumlah penyandang disabilitas. Menilai akurasi Data
dan mengidentifikasi kesenjangannya. Memperkuat kapasitas program kesehatan pada Organisasi
Penyandang Disabilitas (OPDis) dan melibatkan mereka dalam merancang, melaksanakan, dan
memantau pelayanan kesehatan. Apabila data tidak tersedia, gunakan prevalensi global 15%.'*

® Menjalankan penilaian, survei, dan surveilans kesehatan untuk mengumpulkan data tentang kesehatan
penyandang disabilitas. Lakukan secara konsisten pada semua tahapan-tahapan krisis dan pilah data
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas.

® Membuat sistem rujukan yang jelas di berbagai bentuk layanan. Mendokumentasikan dan memantau
kinerjanya.

® Melakukan analisa lintas aspek untuk memahami ketidakseimbangan kekuatan berbasis pada gender,

usia, dan disabilitas, serta bagaimana aspek tersebut saling terhubung memengaruhi akses ke sumber
daya keuangan, mobilitas, dan pengambilan keputusan.

47 WHO dan World Bank, World Report on Disability (2011).
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15. Kesehatan

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Fasilitas dan program kesehatan Program kesehatan mengakomodasi

mengadopsi desain universal dan bersifat kebutuhan individu yang dimiliki
inklusif serta dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas. Misalnya,
orang, termasuk penyandang disabilitas. penyediaan alat bantu dan produk medis
Misalnya, petugas kesehatan diberi yang memenuhi persyaratan individu.
pelatihan tentang disabilitas dan perawatan
kesehatan yang berpusat pada masyarakat.

Panduan berikut dapat mendukung pelaku kesehatan dalam mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan
yang tidak hanya dihadapi oleh penyandang disabilitas, namun juga keluarga mereka, pemberi dukungan,
dan pengasuh, ketika mengakses program kesehatan dalam situasi kemanusiaan.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mendokumentasikan langkah pencegahan sebelum terjadi bencana
dan kebutuhan kesehatannya. Pertimbangkan kesehatan seksual dan
reproduksi, kesehatan mental, dukungan psikosial, penyakit menular
dan tidak menular, serta perawatan cedera. Fokus pada penyediaan
akses ke layanan kesehatan primer yang unggul dan terjangkau,
perawatan kesehatan yang universal, obat-obatan esensial, dan alat
bantu bagi penyandang disabilitas, tanpa memandang usia dan jenis
kelamin.

Memetakan layanan kesehatan utama dan layanan yang menargetkan
penyandang disabilitas. Mempertimbangkan pusat pelayanan
kesehatan primer, rumah sakit khusus dan pusat rehabilitasi, layanan
intervensi dini, program rehabilitasi berbasis komunitas, layanan
dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) ditingkat komunitas
dan rumah sakit, serta penyalur dan produsen alat bantu.

Memetakan organisasi penyandang disabilitas di lingkungan setempat,
kelompok dukungan sebaya dalam konteks kesehatan, pengguna
layanan kesehatan mental, meyakinkan diri penyandang disabilitas, X
pengasuh dan orang tua, serta organisasi yang bergerak di ranah
disabilitas. Libatkan mereka di semua kegiatan kesiapsiagaan.

Mengembangkan kapasitas pelaku kemanusiaan di bidang kesehatan
untuk dapat melibatkan penyandang disabilitas dalam program.

Melakukan audit aksesibilitas organisasi, fasilitas dan layanan
kesehatan, serta produk kesehatan. Menyiapkan rencana aksi untuk X X X
menginformasikan hasil pemantauan dan evaluasi.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dalam
meninjau kebijakan nasional terkait kesehatan darurat dan memastikan
mereka telah mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

X

Menunjuk focal point di sektor kesehatan, khususnya dalam ranah
inklusif-disabilitas, untuk memberikan bimbingan teknis dalam
perancangan program layanan kesehatan inklusif dan mendukung
rujukan lintas sektor.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengalokasikan dan menggalang dana untuk menjaminkelangsungan
layanan kesehatan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas,
termasuk pelayanan khusus yang bersifat kritis.

Mengerahkan profesional yang memahami dan mampu memenuhi
kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas. Merekrut pihak ahli
dalam mengarusutamakan disabilitas dalam pelayanan kesehatan.

Membangun basis data pelaku kesehatan dan penyedia layanan khusus
disabilitas yang dapat memfasilitasi sistem rujukan yang efektif.

3. Implementasi

Meningkatkan kesadaran petugas kesehatan dan masyarakat untuk
mengurangi stigma terhadap disabilitas. Menerapkan strategi untuk
dapat mencapai tujuan ini, misalnya melalui komunikasi dan kunjungan
langsung.

Memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat mengakses
fasilitas kesehatan,termasukyang bersifat sementara. Apabila fasilitas
kesehatan sedang dibangun kembali atau direhabilitasi, pastikan
bahwa insinyur dan arsitek yang terlibat dalam perancangannya telah
mengadopsi prinsip-prinsip desain universal.

Membuat fasilitas kesehatan aksesibel sepenuhnya untuk penyandang
disabilitas. Pertimbangkan desain pintu masuk, toilet, kemudahan
bergerak di ruangan dalam bangunan, dan rambu-rambu.

Memastikan bahwa semua informasi terkait layanan kesehatan, dan
informasi yang dikeluarkan oleh mekanisme kepuasan pengguna
dan mekanisme umpan balik tersedia dalam berbagai format yang
aksesibel.

Memastikan bahwa dalam kondisi darurat, informasi pasien tetap
tersedia dan aksesibel untuk keperluan rujukan, perpindahan
dan transfer, serta penindaklanjutan.
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15. Kesehatan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

4. Koordinasi

Menyertakan informasi tentang disabilitas dalam sistem informasi
manajemen kesehatan. Pertimbangkan daftar fasilitas kesehatan,
status aksesibilitas fasilitas kesehatan, dan sistem pemantauan
kesehatan.

Membentuk kelompok koordinasi. Libatkan pemangku kepentingan di
sektor kesehatan dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas, X X X
termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual dan psikososial.

Pastikan bahwa sistem rujukan yang ada dapat menghubungkan
penyedia layanan kesehatan dan pelaku kesehatan dengan keahlian di X
bidang disabilitas.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memastikan mekanisme umpan balik dan pengaduan aksesibel dan
melibatkan penyandang disabilitas.

Mengumpulkan data terkait kesehatan dan pastikan data
telah dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas.

Memantau dan mengevaluasi aksesibilitas dan inklusi fasilitas

kesehatan, program dan layanan yang diberikan, untuk

memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi kebutuhan dan X X
mengatasi kekhawatiran perempuan, laki-laki, anak-anak perempuan

dan laki-laki yang merupakan penyandang

Saat mengukur kualitas pelayanan kesehatan, menyertakan kriteria
yang mengukur inklusi dan aksesibilitas serta kepatuhan terhadap X X
standar kesehatan. (Lihat Referensi di bawah.)

Instrumen dan Referensi
®*  mhGAP Training Manuals (2017)

® WHO, OECD, World Bank, Delivering quality health services: A global imperative for universal health
coverage (2018)
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memiliki kinerja baik adalah mereka yang responsif, hormat, adil, dan efisien. Mereka
bekerja untuk mencapai taraf kesehatan terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan
kondisi yang ada. Hal ini menunjukkan tenaga kerja yang terdistribusi secara adil, beragam, kompeten dan

produktif, serta cukup besar untuk memenuhi fungsi yang dibutuhkan.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Melakukan kajian kebutuhan akan tenaga kesehatan guna menentukan
pemahamannyaterhadap disabilitas dan pentingnya mengikutsertakan
penyandang disabilitas dalam program dan pemberian layanan
kesehatan.

Mengidentifikasi kekurangan dalam kapasitas dan kesadaran tenaga
kesehatan serta kekurangan kebijakan dan panduan yang berkaitan
dengan inklusi dan disabilitas.

Memetakan dan memperbaharui secara berkala jumlah dan lokasi
petugas yang bekerja dengan penyandang disabilitas, seperti ahli
kesehatan dan rehabilitasi, pendamping masyarakat, dan lain-lain.

2. Mobilisasi sumber daya

Memetakan sumber daya dan melibatkan tenaga kesehatan
penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan pelatihan
kesehatan.

Merekrut petugas profesional yang memiliki keahlian dalam
menanggapi kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas.

Menggerakan dana untuk memperkuat keahlian disabilitas tenaga
kesehatan, termasuk keterampilan berkomunikasi dan pemeriksaan
kesehatan.

Melibatkan petugas rehabilitasi dalam tim-tim medis darurat.

Menggerakkan berbagai penyedia layanan kesehatan (termasuk terapis
okupasi dan wicara) untuk memungkinkan penyandang disabilitas
mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.

3. Implementasi

Memastikan seluruh program kesehatan dan pelatihan inti untuk
berbagai profesi kesehatan membahas kesadaran akan disabilitas
dan hak-hak penyandang disabilitas.
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15. Kesehatan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Melatih tenaga kesehatan tentang dampak bencana kemanusiaan
terhadap kesehatan penyandang disabilitas. Misalnya, orang yang
memiliki kebutuhan psikososial khusus umumnya memiliki gejala
yang lebih serius; kurangnya pengobatan pada penyandang disabilitas
dapat memperburuk perawatan terhadap epilepsi, diabetes, dan lain-
lain; orang dengan cedera tulang belakang tidak dapat menangani
sendiri luka tekanan yang dialami akibat berbaring terus-menerus
apabila mereka dipisahkan dari perawatnya, dan lain-lain.

Mengembangkan strategi kunjungan langsung, perawatan berbasis

komunitas, dan perawatan di rumah untuk mendukung kemudahan

tenaga kesehatan menjangkau penyandang disabilitas yang X X
membutuhkan perawatan namun tidak dapat bepergian atau tinggal

di tempat yang jauh.

Memastikan mekanisme umpan balik dan pengaduan aksesibel bagi,
dan melibatkan, penyandang disabilitas.

4. Koordinasi

Mengembangkan dan melakukan uji lapangan terkait jalur rujukan
antara masyarakat dan rumah sakit serta antara layanan kesehatan X X
dan sektor atau layanan lainnya.

Menyusun basis data terkait tenaga kesehatan di semua tingkatan
yang memiliki pelatihan disabilitas.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memantau pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan terkait
penyandang disabilitas dan inklusinya serta mengusulkan penjadwalan X X X
pelatihan tindak lanjutnya.

Mengevaluasi pelatihan terkait disabilitas yang tersedia bagi tenaga
kesehatan.

Instrumen dan Referensi

® Global Health Workforce Alliance and others, Scaling up the community-based health work-force for
emergencies — a joint statement (2011)

® Health Cluster, Knowledge Bank

®  WHO, Building a global health workforce for a better response (2076)
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Manajemen informasi kesehatan

Sistem manajemen informasi kesehatan yang baik harus menjamin bahwa informasi terkait determinan
kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status kesehatan dihasilkan, dianalisis, disebarluaskan, dan

digunakan secara andal dan segera.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memilah data survei nasional dan pemantauan kesehatan (surveilans)
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas.

Menyertakan data terkait disabilitas yang dipilah berdasarkan jenis
kelamin dan usia pada survei demografi dan kesehatan.

Memetakan ketersediaan layanan kesehatan yang relevan, termasuk
rehabilitasi fisik, terapi okupasi, dan bedah ortopedi.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengembangkan, mengkomunikasikan, dan memberikan pelatihan
tentang metodologi pengumpulan data terkait disabilitas yang telah
diuji penggunaannya dalam konteks kemanusiaan. Contoh metodologi
yang dapat digunakan adalah Perangkat Pertanyaan Singkat Kelompok
Washingtontentang Disabilitas (Washington Group Short Set of Disability
Questions) dan Modul Fungsi Anak oleh UNICEF dan Washington Group
(UNICEF-Washington Group Child Functioning Module).

Melatih petugas yang mengumpulkan data tentang infrastruktur
kesehatan untuk mendokumentasikan tingkat aksesibilitasnya bagi
penyandang disabilitas.

3. Implementasi

Merancang sistem manajemen informasi kesehatan yang memilah
data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas.

Merancang sistem pendaftaran kesehatan yang digunakan di fasilitas
kesehatan serta kunjungan langsung dan perawatan berbasis rumah
yang mengumpulkan data tentang jenis kelamin, usia, dan ragam
disabilitas.

Melatih petugas kesehatan untuk mengumpulkan data tentang jenis
kelamin, usia, dan ragam disabilitas serta mengaudit aksesibilitas
fasilitas-fasilitas kesehatan.

4. Koordinasi

Mewajibkan penyertaan indikator khusus disabilitas pada setiap
pelaporan.

5. Pemantauan dan evaluasi

Mewajibkan penyertaan indikator khusus disabilitas pada perangkat
pemantauan dan evaluasi.
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15. Kesehatan

Instrumen dan Referensi
® Health Cluster, Knowledge Bank (See information and planning)

®  Humanity & Inclusion, Using the Washington Group Questions in humanitarian action (learning toolkit on
disability data collection) (2019)

®  Humanity & Inclusion, Disability Data in Humanitarian Action

Pelayanan kesehatan esensial
Pelayanan kesehatan esensial meliputi pelayanan kesehatan penyelamatan nyawa (lifesaving). Beberapa

penyandang disabilitas memerlukan rehabilitasi, alat bantu pernapasan, atau layanan kesehatan khusus
lainnya untuk memastikan kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Menilaiketerampilandanpengetahuantenagakesehatanyangberkaitan

dengan rehabilitasi: (1) penyandang disabilitas; (2) penyandang

disabilitas yang mengalami cedera baru;'“® (3) orang dengan cedera X X
baru.’* Mengembangkan rencana aksi seperti sumber daya dan materi

pelatihan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.

Mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan kesehatan penyandang
disabilitas yang terdampak dengan mempertimbangkan pemeliharaan
kesehatan, dukungan kesehatan mental dan psikososial, serta
rehabilitasi.

Memetakan kebutuhan kesehatan yang esensial bagi penyandang
disabilitas, termasuk kebutuhan dukungan peralatan bantuan X X
pernafasan, tenaga listrik, obat-obatan, dan perawatan.

Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi penyandang

disabilitas saat mengakses layanan kesehatan esensial. 2 2
2. Mobilisasi sumber daya
Mengajak donatur untuk mendanai pemulihan atau penyediaan layanan
: . o X X
kesehatan esensial bagi penyandang disabilitas.
3. Implementasi
Membentuk layanan kesehatan berbasis masyarakat untuk memberikan X X

layanan rehabilitasi dan kunjungan langsung.

Memulihkan layanan kesehatan dan persediaan esensial yang
dibutuhkan penyandang disabilitas agar mereka dapat menjaga X
kesehatan dan bertahan hidup.

48 WHO, Minimum Standards and Recommendations for Rehabilitation (2016).
49 1bid.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Menyiapkan sistem rujukan yang baik dan merujuk penyandang
disabilitas ke layanan kesehatan yang telah diidentifikasi selama
tahap kesiapsiagaan. Layanan ini harus menyesuaikan atau
menghormati budaya setempat.

Melengkapi persediaan produk dan obat-obatan di pusat rehabilitasi,
titik layanan kesehatan, dan rumah sakit. Termasuk di dalamnya alat
bantu dan obat-obatan esensial serta fasilitas kesehatan jiwa dan fisik.

Mengintegrasikan kebutuhan kesehatan esensial penyandang
disabilitas yang disepakati dalam pelayanan kesehatan.

4. Koordinasi

Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), dan pemangku
kepentingan terkait lainnya dalam menyepakati bentuk pelayanan
kesehatan esensial bagi penyandang disabilitas.

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas (OPDis),
pengasuh atau perawat, dan penyedia layanan kesehatan setempat
dalam menentukan kebutuhan kesehatan sebelum bencana atau
sebelum krisis bagi penyandang disabilitas di daerah yang terkena
bencana; termasuk di dalamnya rehabilitasi.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memantau sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses ke
semua layanan esensial, termasuk akses ke obat-obatan, alat banty,
dan rekan penyedia layanan terkait.

X X
X
X X
X
X X

Instrumen dan Referensi

®  Health Cluster, Knowledge Bank

Penyakit menular

Terlepas dari faktor usia maupun jenis kelamin, penyandang disabilitas cenderung lebih rentan terhadap
penyakit menular selama krisis kemanusiaan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan minimnya akses
mereka ke air bersih, sanitasi dan program pencegahan penyakit yang memadai. Selain itu, mereka mungkin
tinggal di penampungan (hunian) yang sulit diakses sehingga membahayakan kesehatan dan kehidupan

mereka.
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5. Kesehatan

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dan
pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi penyandang
disabilitas yang ada di dalam populasi terdampak.

Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi penyandang
disabilitas saat mengakses kegiatan pencegahan penyakit dan program
penyuluhan penyakit menular, termasuk akses akan program-program
vaksinasi dan program air bersih.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengerahkan dana dan sumber daya manusia untuk mempersiapkan
programkunjungan langsung, layanan berbasis rumah dan masyarakat,
serta kampanye promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

3. Implementasi

Mengumpulkan data pemantauan penyakit (surveilans) dan hasil
survei rumah tangga yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan
ragam disabilitas.

Melibatkan penyandang disabilitas dan OPDis dalam mengembangkan
materi informasi, edukasi, dan komunikasi.

Mengomunikasikan informasi terkait langkah-langkah promosi
kesehatan dan pencegahan penyakit dalam berbagai format yang
aksesibel. Melakukan hal yang sama untuk sumber informasi dan
edukasi.

Memperhatikan persyaratan dan pertimbangan khusus yang dimiliki
penyandang disabilitas saat merancang langkah-langkah lintas sektor
dalam pencegahan penyakit menular di populasi berisiko.

4. Koordinasi

Berkoordinasi dengan sektor lain untuk memastikan bahwa
penyandang disabilitas memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi,
hunian yang bersih dan aman, dan dapat memenuhi persyaratan
darurat lainnya.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memantau sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses
terhadap kegiatan kampanye promosi kesehatan dan pencegahan
penyakit.

Instrumen dan Referensi
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesehatan anak

Kegagalan dalam mengkoordinir intervensi untuk anak-anak di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan,
dan gizi merupakan ancaman utama bagi kesehatan anak. Hal ini menghambat pemenuhan hak anak,
membatasi potensi perkembangannya, dan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang berdampak
pada kesehatan. Penyandang disabilitas anak-anak berhak untuk mengakses semua layanan kesehatan

yang berkaitan dengan kesehatan anak dan remaja.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mencatat data yang tersedia terkait jumlah penyandang disabilitas
anak-anak.

Memetakan perangkat kajian yang umumnya digunakan pada
anak-anak, termasuk di usia dini. Menyesuaikan perangkat kajian
tersebut agar dapat memenuhi persyaratan penyandang disabilitas
anak-anak dan melatih petugas untuk menggunakannya.

Memetakan penyedia layanan kesehatan dan aksesibilitasnya.
Mengikutsertakan tenaga profesional dengan keahlian di bidang
ilmu kesehatan anak, gizi, intervensi dini, perkembangan anak usia dini,
dan rehabilitasi.

Mendokumentasikan kebutuhan kesehatan, psikososial, dan gizi
penyandang disabilitas anak-anak. Sebagai contoh, seorang anak
dengan disabilitas yang kehilangan orang tua atau pengasuhnya
mungkin mengalami kekurangan gizi ataupun depresi.

Mengkaji bentuk pelatihan apa yang dibutuhkan tenaga kesehatan
yang berkaitan dengan anak-anak dengan disabilitas dan inklusinya.

Ketika melakukan penilaian kebutuhan dan survei kesehatan pada
anak-anak dengan disabilitas, pertimbangkan penggunaan UNICEF-
Washington Group Child Functioning Module atau perangkat kajian lain
yang sesuai standar dan telah diuji oleh para pelaku kemanusiaan dan
para pemangku kepentingan.

Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi anak-anak
dengan disabilitas saat mengakses layanan kesehatan anak.

2. Mobilisasi sumber daya

Membuat perencanaan, menyusun anggaran, dan melaksanakan
pelatihan untuk petugas kesehatan tentang hak-hak anak dengan
disabilitas. Termasuk di dalamnya yakni perihal tumbuh kembang anak
dan deteksi dini terhadap disabilitas.
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15. Kesehatan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

3. Implementasi

Membuat layanan dan program kesehatan yang aksesibel untuk
anak-anak dengan disabilitas dan remaja, serta pengasuhnya, dengan
menghilangkan hambatan demi terciptanya inklusi yang utuh bagi
mereka.

Melibatkan anak-anak dengan disabilitas, baik perempuan
maupun laki-laki, serta pengasuhnya, dalam merancang, melaksanakan, X X
memantau, dan mengevaluasi program kesehatan.

Mengintegrasikan deteksi dini disabilitas ke dalam program yang
relevan. Hal ini meliputi program kesehatan di sekolah, gizi, kesehatan X X X
ibu, dan kesehatan bayi baru lahir.

Mengintegrasikan informasi kesehatan dan manajemen disabilitas ke
dalam program dan layanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini meliputi

. e . ) . X X
imunisasi, perawatan kehamilan, perawatan pasca persalinan, gizi, dan

kesehatan seksual dan reproduksi.

Mengintegrasikan identifikasi dan deteksi dini terhadap disabilitas

ke dalam lingkup pekerja berbasis komunitas dan praktisi kesehatan

masyarakat. Turut membantu mereka dalam mengidentifikasi anak- X X X

anak dengan disabilitas, termasuk yang penyandang disabilitas secara
intelektual dan psikososial, serta merujuk mereka untuk melakukan
intervensi dini.

Saat program kesehatan anak disampaikan melalui sekolah,
mempertimbangkan untuk menjalankan program kunjungan langsung X X
bagi penyandang disabilitas anak-anak yang tidak bersekolah.

Mengajak orang tua dan pengasuh anak-anak dengan disabilitas untuk
bergabung dengan kelompok dukungan orang tua. Menyebarluaskan X X X
informasi dan pendidikan kesehatan anak melalui Puskesmas.

4. Koordinasi

Berkoordinasi dengan sektor lain untuk memastikan bahwa
anak-anak dengan disabilitas memiliki akses terhadap pendampingan X X
dan perlindungan.

Mengembangkan dan menerapkan sistem rujukan untuk anak-anak
dengan disabilitas. Menyediakan layanan yang ditargetkan, seperti X X X
terapi okupasi dan terapi wicara.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memasukkan indikator terkait anak perempuan dan laki-laki dengan
disabilitas pada alat pemantauan dan melaporkan hasilnya pada X X
penilaian kesehatan anak perempuan dan laki-laki dengan disabilitas.

Instrumen dan Referensi

®  Health Cluster, Knowledge Bank

® WHO, Nurturing care for early childhood devel-opment: A framework for helping children survive and
thrive to transform health and human potential
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Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi

Penyandang disabilitas berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi, yang merupakan bagian dari hak
atas kesehatan. Perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki dengan disabilitas harus memiliki
akses yang baik ke layanan seksual dan reproduksi serta informasi yang memenuhi persyaratan khusus
yang mereka miliki. Kesehatan seksual dan reproduksi penyandang disabilitas umumnya merupakan
prioritas rendah bagi pemangku kepentingan di bidang kesehatan karena adanya kesalahpahaman bahwa

penyandang disabilitas tidak dapat membuat pilihan yang bebas terkait kehidupan seksualnya.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memetakan layanan dan suplai kesehatan seksual dan reproduksi bagi
penyandang disabilitas serta aksesibilitasnya. Termasuk di dalamnya
perawatan ibu dan bayi baru lahir, kontrasepsi dan kontrasepsi darurat,
kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja, pencegahan dan
penanggulangan kekerasan berbasis gender (KBG), infeksi menular
seksual, dan layanan HIV/AIDS.

Menentukan sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses
ke fasilitas kesehatan serta layanan dan persediannya. Membuat
rencana tindakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada, contohnya
penggunaan ukuran cetak yang besar atau Braille agar informasi lebih
mudah diakses. Mengurangi durasi waktu tunggu.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi
penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual,
melaksanakan layanan kunjungan langsung dan pengiriman suplai
bagi penyandang disabilitas yang terisolasi di rumah mereka. Pastikan
program kunjungan langsung yang ada merangkum informasi yang
akurat terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

Mengkaji masalah perlindungan perempuan, laki-laki, anak perempuan,
dan anak laki-laki dengan disabilitas. Mempertimbangkan kemudahan
akses mereka terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan
reproduksi. Mengatasi risiko keselamatan yang diidentifikasi oleh
penyandang disabilitas. Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang
dihadapi oleh penyandang disabilitas saat mereka mengakses layanan
dan program kesehatan seksual

Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi penyandang
disabilitas saat mengakses layanan dan program kesehatan seksual
dan reproduksi.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengalokasikan dana untuk melatih tenaga kesehatan terkait efek
kumulatif pada seksualitas dari interseksualitas usia, jenis kelamin,
dan ragam disabilitas.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Merekrut penyandang disabilitas yang memiliki keahlian dan X X
pengalaman di bidang kesehatan seksual dan reproduksi.

Menyertakan modul-modul disabilitas dalam seluruh pelatihan

kesehatan seksual dan reproduksi yang ditujukan untuk petugas.

Menyediakan pelatihan bagi penyedia layanan, petugas pendukung, X X X
petugas kunjungan langsung masyarakat, penggerak, dan petugas

yang bekerja di bidang kekerasan berbasis gender (KBG) dan HIV.

3. Implementasi

Mengintegrasikan inklusidisabilitas dalam seluruh layanan pencegahan

dan respons kesehatan seksual dan reproduksi (informasi, layanan,

dan suplai). Melakukan hal yang sama untuk kesehatan seksual

dan reproduksi remaja, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, layanan X X
kontrasepsi, layanan pencegahan dan respons terhadap KBG, serta

layanan pencegahan dan pengobatan inf eksi menular seksual,

termasuk HIV/AIDS.

Bekerjasama dengan OPDis dan organisasi yang berfokus pada
disabilitas dalam mengembangkan materi informasi publik terkait
kesehatan seksual dan reproduksi dan menyebarkannya dalam
berbagai format yang aksesibel.

Memastikan bahwa prosedur penjelasan dan persetujuan diakui

dan dihormati, termasuk ketika penyandang disabilitas diminta

untuk mengambil keputusan. Prosedur ini harus sesuai dengan

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on X X
the Rights of Persons with Disabilities/CRPD). Melatih petugas dan

penyedia layanan tentang cara berkomunikasi dengan orang- orang

yang memiliki berbagai disabilitas.™

Memastikan bahwa semua fasilitas aksesibel secara fisik, dan tenaga
kesehatan seksual dan reproduksi yang tersedia peka terhadap inklusi

disabilitas, termasuk remaja penyandang disabilitas. Memastikan X X X
mereka mampu menyampaikan informasi dalam berbagai format yang
aksesibel.

Mendorong dan mengerahkan penyandang disabilitas dan OPDis untuk
melakukan advokasi berdasar bukti terkait masalah kesehatan seksual X X
dan reproduksi, termasuk HIV, gender, dan hak-haknya.

Membentuk komite pengarah untuk memperjuangkan adopsi model
kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif terhadap disabilitas.
Mengikutsertakan penyandang disabilitas, OPDis dan perwakilan LSM
internasional, dan pemerintah pusat dalam keanggotanya.

Menjangkau perempuan, anak perempuan, dan remaja dengan
disabilitas selama sesi penyampaian informasi kesehatan seksual dan X
reproduksi kepada masyarakat.

Mengikutsertakan informasi, layanan, dan suplai kesehatan seksual
dan reproduksi bagi penyandang disabilitas dalam program X X
kesehatan, program gizi, dan program lainnya yang relevan.

48 Women's Refugee Commission, “I see that it is possible”: Building Capacity for Disability Inclusion for GBV Practitioners Toolkit, Tool 9: InformedConsent
Process with Adult Survivors with Disabilities.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

4. Koordinasi

Berkoordinasi dengan sektor lain (seperti perlindungan, pangan,
dan gizi) untuk menjamin sistem kesehatan seksual dan
reproduksi yang berkualitas serta sistem rujukan yang efisien untuk
mendukungnya.

Berkoordinasi dengan sektor kesehatan dan perlindungan, kelompok
kerja di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta kekerasan
berbasis gender untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas
terlindungi dan memiliki akses ke seluruh informasi, layanan, dan
suplai kesehatan seksual dan reproduksi.

Mendorong organisasi-organisasi penyandang disabilitas (OPDis)
berbasis nasional dan juga OPDis berbasis komunitas untuk
berpartisipasi aktif dalam kelompok kerja kesehatan seksual dan
reproduksi.

5. Pemantauan dan evaluasi

Mengumpulkan dan menganalisis data terkait layanan kesehatan
seksual dan reproduksi serta penyampaiannya. Memisahkan
informasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas.

Memantau aksesibilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Menggunakan proses pemantauan dan pelaporan  untuk
mempromosikan refleksi dan akuntabilitas. Meninjau sejauh mana
penyandang disabilitas dapat mengakses dan menggunakan layanan
kesehatan seksual dan reproduksi.

Instrumen dan Referensi

®  Health Cluster, Knowledge Bank

Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises (IAWG), Reproductive health is an essential
component of humanitarian response, pp. 1-2

Inter-Agency Working Group on Reproduc-tive Health in Crises, On Reproductive Health in Crises

Inter-Agency Working Group on Reproduc-tive Health in Crises, Training Partnership Initiative

Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises, Inter-Agency Field Manual on Reproductive
Health in Emergencies (2018)

Sphere Project, Minimum Initial Service Package for Reproductive Health (in Sphere Handbook)

UNFPA, A Deeper Silence: The Unheard Expe-riences of Women with Disabilities — Sexual and Reproductive
Health and Violence against Women in Kiribati, Solomon Islands and Tonga (2013)

Women'’s Refugee Commission, Reports on disabilities and sexual reproductive health
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15. Kesehatan

Perawatan cedera

Individu dengan dan tanpa disabilitas berisiko mengalami cedera dan trauma selama situasi kemanusiaan.
Prosedur standar diterapkan untuk menangani setiap jenis cedera, namun disabilitas yang sudah disandang
sebelum terjadi situasi kemanusiaan jarang dipertimbangkan. (Lihat WHO, Minimum Technical Standards and
Recommendations for Rehabilitation.)

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memetakan pusat trauma dan layanan rehabilitasi di daerah yang
terkena dampak. Termasuk di dalamnya alat bantu, prostetik dan ortotik, X
serta layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS).

Memetakan OPDis lokal dan layanan serta program terkait lainnya yang
tersedia di daerah yang terkena dampak, kemudian kaji ketersediaan X X
dan aksesibilitasnya.

Memetakan pemasok alat bantu dan ketersediaan barang dan bahan
khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

Memeriksa data tersedia yang berkaitan dengan cedera baru dan
kemungkinan kebutuhan akan layanan kesehatan jangka panjang yang X
spesifik.

Memahami pola cedera pada penyandang disabilitas, lintasannya,
respons dan pemulihannya, serta akses ke layanan yang tersedia.

Mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi penyandang
disabilitas saat mengakses layanan dan program yang memberikan X X
perawatan cedera.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengerahkan tenaga profesional rehabilitasi yang memahami

inklusi dan terlatih untuk bekerja dengan penyandang disabilitas. 2
Menggalang dana untuk meningkatkan layanan rehabilitasi dalam X X
jangka pendek dan jangka panjang.

Memastikan bahwa anggaran program rehabilitasi mencakup biaya

untuk menghilangkan hambatan yang membatasi akses penyandang X

disabilitas.

3. Implementasi

Melatih tenaga profesional rehabilitasi yang bekerja di area rentan
bahaya, termasuk pelatihan terkait perawatan trauma akut, DKJPS, X
dan manajemen bencana.

Mengintegrasikan layanan rehabilitasi dalam semua rencana
manajemen bencana dan korban massal, termasuk dalam protokol
perawatan dan alur perawatan bagi cederaumum yang dapat mengubah X
kehidupan (kehilangan penglihatan, pendengaran, atau kemampuan

bicara; cedera tulang belakang; amputasi).
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Melakukan audit aksesibilitas pusat trauma dan layanan
rehabilitasi. Mempertimbangkan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas
komunikasi, informasi, dan layanan yang tersedia. Merancang dan
mengimplementasikan rencana aksi untuk mengatasi hambatan serta
melakukan langkah penindaklanjutan.

Melatih petugas trauma dan rehabilitasi dalam penilaian kebutuhan.
Memberikan perlindungan yang lebih luas bagi orang-orang yang
mengalami cedera dan rujukkan mereka ke layanan dan sektor
lainnya (seperti hunian, perlindungan, dan WASH).

Memantau dan mengevaluasi rencana aksi secara berkala untuk
memastikan bahwa pusat trauma dan layanan rehabilitasi tetap
aksesibel.

Menyediakan alat bantu, prostesis, dan ortotik yang terjangkau,
sesuai, berkelanjutan, atau bahkan gratis, yang memenuhi standar
internasional (misalnya: menyediakan kursi roda yang sesuai dengan
standar WHO).

Memberikan perawatan dan rehabilitasi medis dan bedah, termasuk
layanan DKJPS, bagi orang-orang yang mengalami cedera selama
bencana atau krisis.

Memastikan bahwa penyandang disabilitas yang tidak terluka dapat
mengakses layanan yang mereka butuhkan, termasuk layanan pra-
darurat.

Untuk menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas yang terisolasi,
mengembangkan layanan berbasis masyarakat serta menyediakan
kunjungan langsung dan tindak lanjutnya. Termasuk didalamnya
penyandang disabilitas yang tinggal di tempat pengungsi atau
pengungsi internal, daerah terkepung, dan pedesaan.

Mendirikan layanan satu pintu dalam klinik kesehatan primer agar
penyandang disabilitas tidak perlu pergi ke beberapa tempat untuk
menerima layanan yang mereka butuhkan.

4. Koordinasi

Berkoordinasi dengan sektor lain dalam mengembangkan dan
menerapkan jalur rujukan ke perlindungan dan layanan lainnya.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memastikan bahwa pusat rehabilitasi dan trauma memisahkan
data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas.

Melaporkan jumlah penyandang disabilitas yang terluka selama krisis.
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15. Kesehatan

Instrumen dan Referensi

® CBM, Handicap International, ICRC, WHO, Minimum Technical Standards and Recommendations for
Rehabilitation in Emergency (2016)

®  Health Cluster, Knowledge Bank

®*  WHO, ISPO, USAID, Guidelines on the provi-sion of manual wheelchairs in less resourced settings (2008)

®  WHO, Global cooperation on assistive tech-nology (GATE)

Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial

Kegiatan yang melindungi dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial
perlu diwujudkan dan dilaksanakan di semua sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan,
perlindungan, dan gizi.

Dalam keadaan darurat kemanusiaan, tindak kekerasan, perasaan takut, dan ketidakpastian dapat
menimbulkan kekacauanyangmenguras sumberdaya masyarakat. Akibatnya,banyak orang mengalamireaksi
stres yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari dan interaksi sosial.’' Di berbagai kasus, reaksi ini bersifat
sementara atau setidaknya masyarakat pada akhirnya mampu beradaptasi dengan perubahan mendadak
tersebut. Dengan dukungan sosial dan emosional yang tepat, banyak orang akhirnya dapat mengatasi
pengalaman yang sulit tersebut. Untuk mencapai hasil ini, seseorang perlu memanfaatkan dan memperkuat
sumber daya yang ada di dalam keluarga dan masyarakat yang dapat menumbuhkan ketangguhan serta
bersifat saling mendukung. Dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, berkurangnya harapan dan
akumulasi stres berkepanjangan dapat menyebabkan tekanan yang terus-menerus, meningkatkan insiden
atau memperparah kondisi kesehatan jiwa, termasuk depresi akut dan bunuh diri. Beberapa individu mungkin
membutuhkan dukungan terfokus yang diberikan oleh non-spesialis terlatih atau spesialis kesehatan jiwa
dan psikososial (DKJPS), khususnya mereka yang sangat terdampak atau yang telah memiliki kebutuhan
kesehatan jiwa dan psikososial sebelumnya.

Penyandang disabilitas psikososial dan intelektual seringkali mengalami diskriminasi dan pengucilan.
Hak asasi penyandang disabilitas pun dilanggar dengan adanya pemisahan, pengurungan, pembatasan
otonomi, atau ancaman terhadap integritas fisik dan mental mereka. Aksi pemulihan atas pelanggaran hak
dan ketidakadilan, baik yang terjadi sebelum adanya krisis, perlu disertakan dalam respons darurat. Hal ini
bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas psikososial untuk dapat meraih hak-
haknya secara utuh, termasuk hak atas kesehatan dan hidup bermartabat.

51 IFRC, Guidelines on mental health and psychosocial support (2018).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Disabilitas psikososial yang dimaksud dalam panduan ini muncul karena adanya hambatan untuk
partisipasi sosial serta hambatan untuk menggunakan hak mereka yang berkaitan dengan keschatan
mental, kondisi kognitif, atau gangguan perilaku yang dianggap tidak dapat diterima oleh struktur sosial.
Istilah ini umumnya ditujukan kepada orang dengan gangguan fungsional yang lebih persisten atau terjadi
secara berulang, yang dihadapkan dengan pengecualian sistematis dan hambatan partisipasi. Istilah ini
jarang ditujukan kepada mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental sementara yang dapat pulih
dengan cepat, misalnya melalui intervensi DKJPS. Selama keadaan darurat kemanusiaan, penderitaan
mental yang mengarah pada penurunan fungsi seringkali bersifat sementara, sehingga penting halnya
untuk tidak menandai bentuk respons tersebut sebagai kondisi medis atau disabilitas.

DKJPS semestinya tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas psikososial dan intelektual. DKJPS
harus berfokus pada seluruh anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang mengalami
berbagai tingkatan gangguan dalam konteks kemanusiaan. Walau demikian, dalam panduan ini dipahami
bahwa penyandang disabilitas psikososial dan intelektual mengalami bentuk-bentuk diskriminasi struktural
spesifik yang berbeda, yang menjadikannya berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan sangat
kurang terwakili dalam forum pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sektor perlindungan perlu memberi
perhatian lebih pada subkelompok masyarakat ini dan mengambil langkah-langkah yang menjamin bahwa
mereka dapat berpartisipasi secara sosial dan berpartisipasi dalam berbagai hal yang menjadi perhatian
mereka.

Sektor kesehatan dan perlindungan harus bekerja secara berdampingan untuk melindungi, mendukung, dan
memberi perawatan kepada orang-orang yang tinggal di rumah tahanan, rumah singgah atau penampungan
yang disediakan oleh lembaga kesejahteraan sosial maupun lembaga perumahan, atau yang tunawisma.
Kedua sektor ini harus bertindak untuk mengembangkan dan memperkuat layanan dan struktur berbasis
masyarakat dalam rangka mencegah institusionalisasi dan mengakhiri perlakuan paksa, kekerasan, maupun
penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Bentuk-bentuk penganiayaan ini secara tidak
proporsional dapat mengakibatkan orang-orang dengan kondisi kesehatan jiwa tertentu serta penyandang
disabilitas psikososial danintelektual memerlukan dukungan yanglebih kompleks. Dalam konteks penyediaan
perawatan, dukungan, dan pengaturan hidup bagi masyarakat di populasi ini, sektor perlindungan juga harus
mempromosikan pemantauan independen yang efektif dari semua lembaga, termasuk rumah tahanan, serta
menyediakan perumahan yang layak bagi mereka yang tunawisma.

Ketika keadaan darurat terjadi, dukungan terhadap kesehatan jiwa dan psikososial di wilayah terdampak
dapat terganggu. Dalam beberapa kasus, dukungan ini menjadi tidak mampu memberikan perawatan dan
dukungan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kesulitan dalam memberi respons yang memadai atas kebutuhan
penyandang disabilitas psikososial dan intelektual selama keadaan darurat terjadi. Hal ini umumnya terjadi
di negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Asasi Penyandang Disabilitas. Apabila
sistem kesehatan jiwa tidak dibuat berbasis masyarakat atau tidak berorientasi pada hak asasi manusia,
aspek inti perawatan dan dukungan perlu dilengkapi dengan panduan tambahan. Hal ini berlaku untuk
perawatan dan dukungan di semua tingkatan, termasuk di tingkat masyarakat maupun dalam keluarga.
Sebagai contoh, program pengembangan kapasitas harus memusatkan perhatiannya pada penetapan
prosedur persetujuan terinformasi (misalnya untuk perawatan) yang aman, melindungi, dan mendukung
pengambilan keputusan maupun intervensi tanpa adanya paksaan.
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15. Kesehatan

Rekomendasi tindakan
Semua tindakan harus dilakukan bersama dengan penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas

psikososial dan intelektual), keluarga mereka, dan OPDis melalui kerjasama yang erat antara para ahli DKJPS dan
kontributor kelompok kerja teknis DKJPS.

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memetakan pusat trauma dan layanan rehabilitasi di daerah yang
terkena dampak. Termasuk di dalamnya alat bantu, prostetik dan ortotik, X X
serta layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS).

Memetakan dan mengkaji sumber daya dan petugas DKJPS yang

tersedia. Menyertakan layanan dan kompetensi petugas lintas sektor

(spesialis dan non-spesialis). Mempertimbangkan para ahli dan X X X
kontributor dari kelompok kerja teknis DKJPS, OPDis, dan penyandang

disabilitas psikososial serta intelektual.

Dengan menggunakan Perangkat WHO Quality Rights, memetakan dan
mengkaji seluruh fasilitas kesehatan, lembaga perawatan di rumah,

dan penyedia layanan tradisional maupun informal bagi penyandang
disabilitas yang terdapat di daerah terkena dampak.

Membuat rencana respons dan program DKJPS yang berdasarkan pada
temuan kajian. Memastikan respons dan program ini dapat memenubhi X X X
kebutuhan penyandang disabilitas.

Mengembangkan atau memperbaharui kebijakan, strategi, rencana, dan
undang-undang kesehatan mental pada tingkat nasional. Memastikan
sistem DKJPS nasional berbasis masyarakat dan selaras dengan hak
asasi manusia.

Mengembangkan rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat
lembagai, termasuk di dalamnya rencana evakuasi. Rencana evakuasi X
ini harus melindungi hubungan keluarga dan masyarakat.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengalokasikan anggaran dana khusus respons dan layanan
DKJPS yang berbasis masyarakat dan berorientasi pada hak asasi X X
manusia yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Mengalokasikan anggaran dana dan sumber daya untuk mengerahkan
pendukung sebaya (termasuk yang berasal dari daerah lain) untuk X X X
membantu penyandang disabilitas psikososial di daerah terdampak.

Memastikan bahwa permohonan proposal, dan konsep yang
dirumuskan oleh berbagai sektor telah mengintegrasikan pertimbangan X X
DKJPS.

Membentuk, memberdayakan, atau mengerahkan kelompok dukungan
sebaya, kelompok advokasi yang dipimpin oleh penyandang disabilitas, X X X
dan dukungan sosial.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan kunjungan
langsung bagi individu penyandang disabilitas yang dilembagakan,
tinggal di rumah tahanan, atau yang sedang menjalankan
penyembuhan tradisional keagamaan di rumah. Anggaran yang telah
dialokasikan harus mencakup biaya yang berkaitan dengan layanan
esensial, pemantauan, intervensi untuk mencegah pelanggaran hak
asasi manusia, dan integrasi dalam masyarakat.

Mengerahkan anggota masyarakat yang berpengaruh untuk menentang
norma dan sikap yang melanggengkan atau melegitimasi pelanggaran
hak-hak penyandang disabilitas.

3. Implementasi

Meningkatkan kesadaran terkait komunitas disabilitas dan hak-hak
Penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas psikososial
dan intelektual.

Membangun kapasitas spesialis dan non-spesialis, termasuk
perwakilan OPDis; relawan; dan pendukung sebaya. Pelatihan yang
dibuat harus mencakup kerangka hak asasi manusia, pendekatan
multidisiplin pada DKJPS, perawatan berbasis masyarakat, pembagian
tugas, dan pertolongan psikologis pertama.

Membangun kapasitas petugas kemanusiaan. Melatih mereka tentang
cara berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki disabilitas
psikososial dalam situasi darurat.

Mengintegrasikan intervensi berdasar bukti pada DKJPS dalam sistem
kesehatan primer.

Menyediakan layanan DKJPS yang berbasis masyarakat dan
berorientasi pada hak asasi manusia yang aksesibel untuk penyandang
disabilitas di semua tingkat perawatan dengan memanfaatkan
pembagian tugas yang ada.

Memberikan perawatan dan rehabilitasi medis dan bedah, termasuk
layanan DKJPS, bagi orang-orang yang mengalami cedera selama
bencana atau krisis.

Menyediakan intervensi psikologis berdasar bukti yang aksesibel
untuk penyandang disabilitas di semua tingkat perawatan.'®

Menerapkan Perangkat WHO Quality Rights untuk melindungi kehidupan
dan martabat orang yang dilembagakan, memperkuat pengawasan
hak asasi manusia, menempatkan rencana evakuasi institusional,
dan untuk melindungi hubungan keluarga dan masyarakat selama
evakuasi.

Mengembangkan protokol untuk mencegah perlakuan paksa, termasuk
pelembagaan paksa, pengobatan paksa, terapi kejang listrik paksa,
pengekangan fisik, dan pengekangan kimiawi.

52 Contoh: Problem Management Plus, Interpersonal Therapy for Depression.

163


https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/

15. Kesehatan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

4. Koordinasi

Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Teknis DKJPS yang aktif
bekerja di lapangan untuk menjamin keikutsertaan penyandang X X
disabilitas dalam respons DKJPS.

Membina kerja sama lintas sektor untuk memastikan bahwa program
DKJPS melibatkan setidaknya OPDis dan pelaku bidang kesehatan,
perlindungan berbasis masyarakat, pelaku perlindungan anak, serta
pelaku pendidikan.

Membangun sistem DKJPS yang sehat, berbasis masyarakat, dan

berdasar pada pendekatan hak asasi manusia, yang memberikan

pelayanan prima, didukung oleh sistem rujukan lintas sektoral yang kuat X X
dan efektif mencakup sumber daya masyarakat, praktisi pengobatan

tradisional, dan pusat keagamaan.

Apabila penyandang disabilitas mengalami institusionalisasi,
mengidentifikasi suatu lembaga yang bertanggung jawab
mempromosikan de-institusionalisasi. Berusaha untuk memindahkan
individu dari institusi ke akomodasi berbasis masyarakat yang
memberikan dukungan yang sesuai, sembari menjamin keberlanjutan
perawatan dan perlindungan mereka.

5. Pemantauan dan evaluasi

Menetapkan mekanisme pemantauan terhadap program dan layanan
DKJPS, berdasarkan kerangka umum IASC DKJPS (Mental Health and X X X
Psychosocial Support) untuk Pemantauan dan Evaluasi.

Mengikutsertakan penyandang disabilitas, termasuk penyandang
disabilitas psikososial dan intelektual, dalam mengawasi program dan

layanan DKJPS. Melibatkan pula keluarga dari penyandang disabilitas, 2 2 X
pihak pendukung dan pengasuh, serta OPDis.
Mengawasi hak-hak penyandang disabilitas secara sistematis dengan X X X

menggunakan Perangkat WHO Quality Rights.

Merancang atau mengadaptasi sistem manajemen informasi dan
pendaftaran fasilitas. Memastikan informasi yang dikumpulkan telah X
dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas.
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Instrumen dan Referensi

* IASC, Guidelines on Mental Health and Psycho-social Support in Emergency Settings (2007)

IASC, Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings: What should
Humanitarian Health Actors know? (2071)

IASC, Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings: What should Camp
Coordinators and Camp Manager Actors Know? (2014)

IASC, Inter-Agency Referral Guidance Note for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency
Settings (2017)

®* IASC, MHPSS common framework for Moni-toring and Evaluation (2017)

® IASC, Who is Where, When, doing What in Mental Health and Psychosocial Support? (2014, a 4W Tool)

® JASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support, Mental Health and Psychosocial
Support in Humanitarian Emer-gencies: What Should Protection Programme Managers Know? (2010)

®  Sphere, Sphere Handbook (2018)
UNHCR, Community-based Protection and Mental Health and Psychosocial Support (2017)

UNHCR, Operational Guidance for Mental Health and Psychosocial Support Program-ming in Refugee
Operations (2013)

UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right of every-one to the enjoyment of
the highest attain-able standard of physical and mental health, A/HRC/35/21, 28 March 2017

UNICEF, Operational guidelines on commu-nity-based mental health and psychosocial support in
humanitarian settings: Three-tiered support for children and families (2018, field test version)

WHO and UNHCR, Assessing mental health and psychosocial need and resources (2012)
*  WHO, QualityRights Toolkit (2012)
®  WHO, QualityRights Training Materials (2019)
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15. Kesehatan

Penyakit tidak menular

Penyakit tidak menular (PTM), atau penyakit kronis, cenderung berlangsung lama dan merupakan akibat
dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Jenis utama dari kategori penyakit ini
adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronik
(seperti penyakit paru obstruktif kronik dan asma), diabetes, serta kondisi mental dan neurologis (seperti
demensia).’®® Penyandang disabilitas terkadang lebih berisiko terkena PTM karena, contohnya, mereka
cenderung kurang aktif atau kurang bergerak, tinggal di lingkungan yang terlalu protektif, atau mengonsumsi
makanan dengan gizi tidak seimbang.

Sesuai arahan WHO, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menanggapi PTM di keadaan darurat adalah
sebagai berikut:

1. Merawat komplikasi akut yang membutuhkan perhatian khusus dalam keadaan darurat, serta
memperkenalkan pengaturan tambahan termasuk mekanisme rujukan.

2. Melanjutkan perawatan yang sedang dijalankan (melalui konsumsi obat-obatan, penggunaan
teknologi atau peralatan).

3. Membuat penyesuaian untuk menyikapi penurunan kemampuan bertahan.

4. Mengkoordinasi penyediaan perawatan dan tidak lanjutnya di berbagai penyedia layanan dan situasi.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Menyertakan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan
ragam disabilitas pada perangkat penilaian cepat terhadap risiko.
Mendokumentasikan beban penyakit sebelum krisis dan perawatan
yang tersedia.

Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengidentifikasi penyandang
disabilitas yang mengidap PTM dan yang terisolasi karena jarak X X
maupun stigma dan diskriminasi.

Melibatkan OPDis dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi
penyandang disabilitas saat mengakses layanan kesehatan esensial
yang mereka butuhkan. Menggunakan ketentuan perawatan X X

terhadap penyakit kronis sebagaimana yang tertera dalam Interagency
Emergency Health Kit.
Memetakan dan meninjau protokol, panduan, dan alat untuk mengelola

PTM dan memastikan bahwa protokol tersebut telah memperhitungkan X X
dan menyertakan penyandang disabilitas.

Memetakan OPDis dan layanan terkait sebagai rujukan dan dukungan. X X

%8 Menyadari pentingnya layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, terdapat bagian terpisah yang membahas hambatan yang dihadapi individu
dengan kondisi kesehatan jiwa dan mereka yang mengalami tekanan psikososial. Lihat pada bagian Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Memastikan bahwa kaidah-kaidah intervensi telah sepenuhnya
mencakup penyandang disabilitas. Melatih tenaga kesehatan yang
bekerja di bidang manajemen PTM terpadu dalam keadaan darurat
untuk memahami dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut.

X

X

2. Mobilisasi sumber daya

Mengerahkan tenaga profesional rehabilitasi yang memahami
inklusi dan terlatih untuk bekerja dengan penyandang disabilitas.

3. Implementasi

Mensosialisasikan ketentuan perawatan terhadap penyakit kronis

sebagaimana yang tertera dalam Interagency Emergency Health
Kit. Memastikan bentuk perawatan ini tersedia untuk penyandang
disabilitas.

Merancang dan menyebarluaskan materi peningkatan kesehatan dan
edukasi pasien dalam berbagai format yang aksesibel (termasuk
melalui lisan, media cetak, bahasa isyarat, bahasa yang mudah dibaca,
media cetak ukuran besar, dan lain sebagainya).

Memastikan bahwa obat-obatan, protokol, dan rujukan untuk PTM
telah memperhitungkan disabilitas penyandang disabilitas (misal:
perawatan untuk epilepsi).

Bekerja sama dengan OPDis dan organisasi lainnya yang berfokus
pada disabilitas untuk menghilangkan hambatan yang membatasi
impelementasi intervensi PTM yang efektif dan segera bagi penyandang
disabilitas.

4. Koordinasi

Memastikan adanya partisipasi yang bermakna dari penyandang
disabilitas pada mekanisme koordinasi PTM.

Memastikan bahwa layanan kesehatan telah mengoordinasikan
rujukan lintas sektoral bagi penyandang disabilitas yang memiliki
keluhan terkait PTM.

5. Pemantauan dan evaluasi

Menyertakan indikator khusus disabilitas dalam alat pemantauan
PTM dan melaporkannya.

Memantau inklusi penyandang disabilitas dalam program dan
penyampaian layanan PTM.

Menyertakan indikator khusus disabilitas pada alat penilaian cepat,

termasuk Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment serta perangkat

pemantauan dan perangkat evaluasi rutin lainnya.
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15. Kesehatan

Instrumen dan Referensi

®  Health Cluster, Knowledge Bank
® UN Interagency Task Force on NCDs and WHO, Noncommunicable Diseases in Emergencies (2016)

®  WHO, Emergency medical team guidelines
®  WHO, Integration of NCD care in emergency response and preparedness (2018)

®* WHO, Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Intervention for Primary Health Care in
Low-Resource Settings (2010)

®  Americares, Non-Communicable Diseases in Humanitarian Emergencies (2018)
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PERLINDUNGAN

Pendahuluan

IASC mendefinisikan perlindungan sebagai “semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh rasa hormat
yang penuh terhadap hak individu sesuai dengan kaidah hukum dan dalam semangat hukum- hukum tersebut
(seperti hukum hak asasi manusia internasional, hukum kemanusiaan internasional, dan hukum pengungsi
internasional)”.’® Perlindungan ada pada pusat dari aksi kemanusiaan.’®® Selain itu, perspektif perlindungan
mengakui bahwa populasi yang terdampak memiliki kapasitas. Mereka adalah pemeluk hak yang dapat
menuntut hak-hak mereka; mereka bukan penerima bantuan yang bersifat pasif.

Sphere Handbook menetapkan empat prinsip perlindungan yang mewakili elemen-elemen mendasar dari
perlindungan di dalam aksi kemanusiaan:'®

® Menunjang keamanan, martabat, dan hak orang-orang, dan menjauhkan mereka dari bahaya.

® Memastikan orang-orang memiliki akses ke bantuan yang sesuai dengan keperluan mereka, tanpa
diskriminasi.

® Membantu memulihkan orang-orang dari pengaruh fisik dan psikologis dari ancaman kekerasan atau
kekerasan yang sesungguhnya, paksaan, atau perampasan yang disengaja.

® Membantu orang-orang untuk menuntut hak mereka.

@

Lihat juga Pengelolaan informasi dan data, Koordinasi dan pengelolaan tempat pengungsian,
ketahanan pangan dan gizi, Mata Pencaharian, Kesehatan, Hunian dan permukiman, dan
Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH).

% |ASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disasters (2008).
Lihat juga IASC Protection Policy

5 |ASC Principals’ Statement, The Centrality of Protection in Humanitarian Action (2013).
% Sphere Handbook (2018).
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16. Perlindungan

Kegiatan perlindungan dapat bersifat:
® Responsif (ditujukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak).
® Remedial (ditujukan untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran lampau).

® Berhubungan dengan lingkungan (membangun kerangka kerja legal dan institusional, kapasitas, dan
kesadaran yang diperlukan untuk memajukan rasa hormat kepada hak asasi manusia.'”’

Mengadopsi pendekatan lintas sektor untuk perlindungan dan perlindungan berbasis komunitas

Suatu intervensi perlindungan akan menjadi lebih kokoh apabila melibatkan masyarakat terdampak
dalam menanggapi ancaman yang yang mereka hadapi. Perlindungan berbasis komunitas fokus pada
penempatan masyarakat terdampak sebagai pusat suatu respons dan memperkuat sumber daya dan juga
kapasitas lokal. Hal tersebut berfungsi apabila masyarakat yang terdampak berperan sebagai mitra dan
tidak hanya bergantung kepada aktor eksternal. Pendekatan ini sebaiknya digunakan oleh semua sub-
sektor perlindungan karena hal tersebut bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi risiko terhadap
perlindungan dan mengembangkan solusi untuk menanggapi risiko tersebut yang dapat dilaksanakan di
tingkat lokal dengan baik.

Kegiatan perlindungan tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan perlindungan, integrasi perlindungan
atau program perlindungan yang bersifat spesifik atau khusus. Di dalam konteks kemanusiaan, penyandang
disabilitas seringkali menghadapi risiko tinggi terhadap perlindungan. Mereka juga menghadapi berbagai
hambatan dalam melaporkan pelanggaran hak asasi dan dalam mengakses layanan perlindungan. Selain itu,
anggota keluarga, pengasuh, dan pemberi dukungan lainnya memiliki peran yang penting dalam kehidupan
kebanyakan penyandang disabilitas. Penting untuk mempertimbangkan mereka ketika menganalisis
perlindungan dan risiko terhadap perlindungan karena seringkali mereka adalah bagian dari solusi, dan
terkadang mereka adalah bagian dari risiko.

Klaster Perlindungan Global atau Global Protection Cluster melingkupi beberapa wilayah tanggung jawab
(area of responsibility): perlindungan anak; perlindungan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender
dan kekerasan seksual; hunian, lahan dan properti; dan aksi ranjau. Bagian ini mencerminkan struktur Klaster
Perlindungan Global.

Istilah kunci

Pengarusutamaan perlindungan, terkadang disebut sebagai ‘perancangan program aman’, merupakan
“proses yang menggabungkan prinsip- prinsip perlindungan dan memajukan akses, partisipasi, akuntabilitas,
keamanan, dan martabat yang bermakna dalam bantuan kemanusiaan”."®

Integrasi perlindungan melibatkan proses “penggabungan tujuan perlindungan ke dalam perancangan
program respons khusus pada sektor lain (di luar respons sektor perlindungan) dengan tujuan meraih
capaian perlindungan”.’®

57 |ASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disasters (2008).
% Global Protection Cluster, Protection Mainstreaming Training Package (2014).
59 JASC, Policy on Protection in Humanitarian Action (2016).
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Kegiatan perlindungan spesifik atau kegiatan perlindungan khusus, terkadang disebut sebagai ‘intervensi
mandiri/ yang berdiri sendir’, merupakan kegiatan yang dapat membantu orang-orang tetap aman,
memulihkan mereka dari bahaya, dan mengamankan akses kepada hak-hak mereka.’® Kegiatan ini
dilakukan oleh aktor kemanusiaan yang memiliki keahlian dalam perlindungan.®

‘Do no harm’ atau ‘Jangan membahayakan’ adalah sebuah perintah yang ditujukan kepada organisasi
kemanusiaan untuk bersikap sedemikian rupa agar tidak menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak
disengaja. Mereka harus menghindari terjadinya bahaya, dan meminimalisir bahaya apapun, yang
dapat mereka sebabkan secara tidak sengaja akibat kehadiran mereka saat menyediakan bantuan. Aktor
kemanusiaan harus menyadari akan, dan berupaya untuk menghindari, bahaya yang berkaitan dengan
kehadiran dan kegiatan mereka.'®?

Instrumen hukum kunci dan kerangka kerja lainnya'®?

® Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

® Konvensi Hak-Hak Anak

® Konvensi Pelarangan Ranjau Anti-Personil

® Konvensi Munisi Tandan

® Konvensi mengenai Senjata Konvensional Tertentu, Protokol Il dan V¢4

® Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
® Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

® Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

® Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

® Kebijakan IASC tentang Perlindungan dalam Aksi Kemanusiaan (2016)

% Oxfam and Global Protection Cluster, Protection: What is it anyway? (2016).

1 |ASC, Policy on Protection in Humanitarian Action (2016).

2 UNICEF, Humanitarian Principles (2004). Lihat juga CDA, The Do No Harm Handbook.

% Lihat juga IASC, Policy on Protection in Humanitarian Action, Lampiran I: Normative Framework.
o4 JASC, Policy on Protection in Humanitarian Action (2016).
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.apminebanconvention.org/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-6&chapter=26&clang=_en
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/protection-what-is-it-anyways.html
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/CLP_Do_No_Harm_Handbook_2004_EN.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/iasc-policy-protection-humanitarian-action
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Diagram 11 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada perlindungan

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERLINDUNGAN

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
Kekerasan, kemiskinan, bahaya lingkungan, penurunan kesehatan,
pengecualian, isolasi
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Pedoman dan standar

®  Sphere Handbook (2018). Lihat bagian yang menjelaskan mengenai perlindungan.

® Global Protection Cluster. Lihat perangkat dan panduan.

®  Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people
with disabilities (2018). Lihat bagian mengenai perlindungan.

®  Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action

* IASC, Guidelines on Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Actions (2015)
® IASC, Gender-based Violence - Standard Operating Procedures (2008)

® Inter-Agency Gender-Based Violence Case Management Guidelines (2017)
® IASC and Global Protection Cluster, Caring for Survivors of Sexual Violence (2010)

Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakan waijib’ harus dilaksanakan dalam semua tahapan-tahapan tindakan kemanusiaan saat
mengimplementasikan program perlindungan untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi

® Memastikanbahwa penyandangdisabilitas dan OPDis berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi
risiko terhadap perlindungan dan hambatan dalam mengakses mekanisme perlindungan.

®* Memastikan bahwa penyandang disabilitas diwakilkan secara adil didalam mekanisme perlindungan
yang formal maupun informal, termasuk mekanisme berbasis komunitas (mekanisme kepemimpinan
tempat pengungsian, kelompok perempuan, dan kelompok remaja), memperhitungkan semua jenis
disabilitas, usia, jenis kelamin, dan keragaman. Berupaya bersama untuk mempromosikan kelompok
yang kurang terwakilkan, seperti penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, penduduk asli/
masyarakat adat, perempuan dewasa dan anak perempuan.

Mengatasi hambatan

® Mengidentifikasi dan mengawasi hambatan yang dapat mencegah penyandang disabilitas dalam
mengakses perlindungan dan mengambil langkah untuk membuat sistem dan layanan perlindungan
lebih aksesibel bagi mereka. Menyediakan upaya kunjungan langsung dan upaya lainnya untuk
menjangkau penyandang disabilitas yang tidak bisa meninggalkan rumah mereka.

® Mengkomunikasikan semua informasi terkait perlindungan dalam berbagai jenis format yang
aksesibel dan yang memperhitungkan orang-orang yang memiliki disabilitas pendengaran, penglihatan,

intelektual dan psikososial.

® Mengkaji kebijakan sektoral, panduan dan perangkat untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut dapat
menegaskan hak penyandang disabilitas terhadap akses dan inklusi.
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https://www.spherestandards.org/handbook-2018/
http://www.globalprotectioncluster.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf
https://spherestandards.org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-action-cpms/
https://gbvguidelines.org/en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/establishing-gender-based-violence-standard-operating-procedures-sops-multisectoral-and
https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6%20Child%20Protection/Caring%20for%20Survivors.pdf
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Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

Memastikan bahwa ketika penyandang disabilitas perlu mengambil keputusan pribadi, termasuk
penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, prosedur yang ada selalu membutuhkan persetujuan
yang terinformasi dari mereka.'®®

Melalui pelatihan dan pembangunan kesadaran, buat aktor perlindungan lebih sadar mengenai hak-
hak penyandang disabilitas, dan risiko perlindungan khusus yang mereka hadapi. Menyiapkan mereka
dengan perangkat dan pendekatan yang praktis yang dapat memperkuat perlindungan dan ketangguhan
mereka.

Memetakan OPDis lokal dan nasional, kaji kapasitas mereka untuk bekerja di pengarusutamaan
perlindungan dan sediakan pelatihan serta dukungan dimana diperlukan. Melibatkan mereka di dalam
kinerja mekanisme koordinasi perlindungan.

Melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakilkan mereka di dalam semua kegiatan
mobilisasi dan upaya kunjungan langsung masyarakat. Membangun kapasitas mereka dalam
mengidentifikasi dan merujuk orang-orang yang menghadapi risiko kekerasan atau pelecehan, dan
ambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak- hak mereka dan mengatasi pelanggaran.’®

Pengumpulan dan pengawasan data

Mengumpulkan dan menganalisis data perlindungan penyandang disabilitas yang dipilah berdasarkan
jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas. Hal tersebut dilakukan secara sistematis di seluruh siklus
program kemanusiaan dan di dalam semua sistem pengelolaan informasi perlindungan, termasuk
Sistem Pengelolaan Informasi Kekerasan Berbasis Gender, Sistem Pengelolaan Informasi Perlindungan
Anak, dan pusat data pelaporan nasional.

Mengumpulkan data dan informasi terkait hambatan dalam menuntut hak asasi dan hambatan yang
menghalangi akses kepada layanan perlindungan.

Memastikan bahwa prinsip etika dan perlindungan data (termasuk kerahasiaan, penyediaan informasi,
persetujuan yang terinformasi, keamanan) selalu dihormati ketika mengumpulkan atau menggunakan
data terkait penyandang disabilitas.™’

Membagikan informasi mengenai kebutuhan lintas sektor penyandang disabilitas dalam mekanisme
koordinasi antar-lembaga (pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene/WASH, kesehatan, pendidikan)

dan memastikan koordinasi lintas-sektor.

Memantau pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas.

%5 | jhat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other
Situations of Violence (2018).

% | jhat IASC, Policy on Protection in humanitarian action (2016), hal. 2.

7 Lihat ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations
of Violence (2018), Bab 6, Managing data and information for protection outcomes, hal. 106—148; dan CRPD, Pasal 22(2).
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https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-22-respect-for-privacy.html
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Perlindungan

Risiko dan dampak-dampak terkait perlindungan

® Penyandang disabilitas dapat mengalami kekerasan yang ditargetkan kepada mereka dan pelecehan
akibat disabilitas mereka.'® Di dalam survei yang baru-baru ini dilaksanakan terkait dengan penyandang
disabilitas di konteks kemanusiaan, 27% responden melaporkan bahwa mereka pernah mengalami
pelecehan fisik, psikologis, atau pelecehan bentuk lain, termasuk pelecehan seksual.'®Kekerasan
yang ditargetkan kepada penyandang disabilitas dapat mencakup serangan fisik, pembunuhan,'”
penolakan pemberian makanan dan obat-obatan, gangguan, pelecehan emosional, pengabaian yang
mendalam, pembelengguan, dan penahanan. Pelecehan ini seringkali dilakukan oleh orang yang
mereka kenal.'”" Seringkali, serangan yang ditargetkan kepada penyandang disabilitas tidak dilaporkan
atau dipantau, dan tidak banyak program yang mengidentifikasi serta menanggapi pelanggaran-
pelanggaran tersebut.

® Penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami pelanggaran apabila mereka berada di dalam
institusi. Beberapa laporan telah mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak
asasi penyandang disabilitas dewasa maupun anak- anak di dalam institusi, khususnya penyandang
disabilitas psikososial.””? Pelanggaran yang dimaksud mencakup perlakuan yang tidak manusiawi
dan merendahkan, kondisi yang tidak higienis, pengabaian, pelecehan secara lisan, seksual, dan fisik,
pengobatan yang tidak diinginkan, dan pengekangan.'’

® Penyandang disabilitas lebih mungkin untuk tidak memiliki dokumen pribadi atau memiliki dokumen
pribadi yang kurang (akta kelahiran, akta nikah, dokumen perjalanan). Terdapat beberapa alasan
mengapa hal ini dapat terjadi, termasuk kegagalan untuk mendaftarkan kelahiran mereka, atau
penolakan atas pengakuan hukum mereka (yang merupakan bentuk diskriminasi).

® Penyandang disabilitas yang tidak dapat menceritakan kisah mereka dapat berakibat kepada risiko
yang lebih tinggi. Masalah ini dapat timbul khususnya bagi penyandang disabilitas intelektual atau
psikososial, dan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Saat proses wawancara
terkaitkeamanan, sebagai contoh, penyandang disabilitas mungkin tidak dapat menanggapi pertanyaan-
pertanyaan keamanan secara akurat.

16¢
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Lihat WHO, Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies (2012);
dan WHO and World Bank, World Report on Disability (2011).

Handicap International, Disability in Humanitarian Context — Views from affected people and field organisations (2015).
Lihat UNICEF, Violence Against Disabled Children: Summary Report (2005), hal. 6.

7' bid.

72 WHO, Promoting Rights and Community Living for Children with Psychosocial Disabilities (2015).

7% Human Rights Watch, They Stay There Until They Die (2018); Human Rights Watch, Chained Like Prisoners (2015).
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http://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf?ua=1
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/disability-humanitarian-context.pdf
https://handicap-international.ch/sites/ch/files/documents/files/disability-humanitarian-context.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/UNICEF_Violence_Against_Disabled_Children_Report_Distributed_Version.pdf
http://www.who.int/mental_health/publications/promoting_rights_and_community_living/en/
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https://www.hrw.org/report/2018/05/23/they-stay-until-they-die/lifetime-isolation-and-neglect-institutions-people
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/somaliland1015_insert_lowres_with_cover.pdf
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YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Program perlindungan didesain dan diadaptasi Program perlindungan mengakomodir kebutuhan

untuk memastikan mereka inklusif dan individu dari penyandang disabilitas dengan cara
aksesibel untuk semua orang, termasuk untuk menyediakan akomodasi yang sesuai. Sebagai
penyandang disabilitas. Sebagai contoh, contoh, perpanjangan program menjangkau ke
mereka memastikan akses kepada program penyandang disabilitas yang terisolasi atau berada
perlindungan, dan melatih petugas perlindungan di tempat jauh, dan mendukung partisipasi mereka
mengenai disabilitas. di dalam keputusan yang relevan untuk mereka.

Panduan berikut ini akan mendukung aktor perlindungan dalam mengidentifikasi dan menghapus hambatan
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, pemberi dukungan dan pengasuh, ketika
mereka mengakses program perlindungan dalam situasi kritis.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memastikan bahwa kajian perlindungan berkonsultasi dengan
penyandang disabilitas. Mengikutsertakan mereka di dalam diskusi
kelompok terfokus (FGD) dan wawancara informan kunci (KIl). Kajian-
kajian harus mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi terhadap
pelanggaran perlindungan dan diskriminasi terkait disabilitas, dan
orang-orang yang mungkin terhambat dalam mengakses layanan
perlindungan. Mengikutsertakan penyandang disabilitas yang terisolasi
atau yang terbatas dalam rumah atau komunitas mereka.

Memastikan bahwa proses perencanaan mempertimbangkan risiko
yang dihadapi penyandang disabilitas, hambatan yang menghalangi
mereka dalam mengakses layanan perlindungan, dan tindakan-tindakan
spesifik yang mungkin diperlukan untuk menghapus hambatan-
hambatan tersebut. Meminta bantuan dari penyandang disabilitas
untuk mendefinisikan prioritas sektor perlindungan.

2. Mobilisasi sumber daya

Memastikan semua proposal atau catatan konsep mengidentifikasi

dan menganalisis risiko terhadap perlindungan dan kapasitas dari

perempuan dewasa, laki-laki dewasa, anak perempuan, dan anak laki- X X
laki yang memiliki disabilitas. Memastikan bahwa intervensi akan

memajukan perlindungan dan partisipasi mereka.

Membentuk proses anggaran yang inklusif. Mengalokasikan sumber
daya untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

3. Implementasi

Mengembangkan upaya kunjungan langsung dan berbagai kegiatannya,
termasuk kunjungan langsung berbasis komunitas, agar informasi
mencapai individu yang terisolasi di rumah atau institusi mereka.

Memasukkan studi kasus dan diskusi mengenai disabilitas di
dalam pelatihan-pelatihan inti untuk petugas perlindungan, petugas
kunjungan langsung masyarakat, focal point perlindungan, dan komite
perlindungan.

Mengkomunikasikan informasi mengenai perlindungan dan mengenai
mekanisme pengaduan dan umpan balik dalam berbagai format
yang aksesibel. Mengambil langkah untuk mengikutsertakan individu
yang terisolasi di rumah atau institusi mereka, atau individu yang
bergantungan kepada pemberi dukungan untuk berkomunikasi.

Mengambil langkah untuk membantu penyandang disabilitas
memperoleh  dokumen. Menyebarluaskan betapa pentingnya
pendaftaran pernikahan dan kelahiran; menyelenggarakan pendaftaran
berjalan bagi pengungsilintas batas dan penduduk lain yang mengungsi
(didalam wilayah negaranya), termasuk penyandang disabilitas;
menyediakan manajemen kasus hukum bagi penyandang disabilitas
yang tidak memiliki akses kepada dokumentasi kependudukan.

Memastikan bahwa layanan pelacakan dan penyatuan kembali
(reunification) keluarga mengidentifikasi dan menghormati harapan
dan permintaan dari penyandang disabilitas yang terpisah.

Mengikutsertakan institusi yang sudah ada dalam kegiatan yang
berkaitan dengan perlindungan. Memastikan mereka memiliki akses
kepada semua informasi yang disediakan ke populasi terdampak
lainnya.

Memantaudanmelaporkanpelanggaranterhadaphakasasipenyandang
disabilitas. Memperhitungkan kekerasan yang ditargetkan, perawatan
medis yang dipaksa, diskriminasi yang berkaitan dengan disabilitas,
dan hambatan terhadap layanan perlindungan. Menindaklanjuti kasus-
kasus dan menghapus hambatan yang menghalangi atau mencegah
penyandang disabilitas dalam mengakses layanan perlindungan atau
melaporkan pelanggaran.

Mendesain dan mengimplementasi intervensi perlindungan untuk
penyandang disabilitas yang telah terbukti berisiko oleh kajian-
kajian. (Kajian mesti sensitif terhadap jenis kelamin dan usia.)

Bekerja bersama OPDis dan anggota masyarakat yang berpengaruh
(pemuka agama, tokoh masyarakat, pengajar, media lokal) untuk
menentang norma dan sikap yang menimbulkan diskriminasi atau
pelanggaran lain terhadap penyandang disabilitas.

Menyediakan bantuan teknis kepada Kementerian Hukum dan HAM
serta kementerian lainnya untuk memperkuat kerangka hukum dan
kebijakan nasional. Memastikan penyandang disabilitas, terutama
perempuan dan anak-anak, dilindungi dari kekerasan.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

4. Koordinasi

Memasukkan disabilitas dan penyandang disabilitas sebagai agenda
tetap dalam pertemuan atau rapat koordinasi perlindungan.

Mengajak penyandang disabilitas dan OPDis dalam pertemuan
koordinasi perlindungan dan menyediakan akomodasi yang wajar X X
bagi mereka agar dapat berpartisipasi secara bermakna.

5. Pemantauan dan evaluasi

Mendokumentasikan dan melaporkan kemajuan dari pencapaian
perlindungan yang mengurangirisiko kepada orang-orang terdampak.'”*

Instrumen dan Referensi

Situs Web Klaster Perlindungan Global
Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities (2018)
IASC, Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters (2011)

® International Committee of the Red Cross, Professional Standards for Protection Work (2018)

OHCHR, Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Guidance for Human
Rights Monitors (2010)

® Oxfam and Global Protection Cluster, Protection: What is it anyway? (2016)

UNHCR, Understanding Community-Based Protection (2013)

UNHCR, Age, Gender and Diversity Policy (2018, sudah direvisi)

74 |ASC, Policy on Protection in Humanitarian Action (2016)
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http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools.html
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Guidelines_Natural_Disasters_EN.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/protection-what-is-it-anyways/
http://www.refworld.org/pdfid/5209f0b64.pdf
https://www.unhcr.org/protection/women/5aa13c0c7/policy-age-gender-diversity-accountability-2018.html
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action.pdf
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Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah setiap tindakan “berbahaya yang dilakukan di luar kehendak
seseorang dan berdasar kepada perbedaan sosial (yaitu jenis kelamin) antara laki-laki dan perempuan”.
Termasuk di dalamnya adalah tindakan yang menimbulkan derita fisik, seksual, atau bahaya mental,
ancaman dilakukannya tindakan tersebut, paksaan, dan bentuk perampasan kebebasan lainnya. Tindakan-
tindakan tersebut dapat terjadi di muka umum atau secara pribadi.”'”> Perempuan, anak perempuan, dan
transpuan menerima dampak dari KBG secara tidak proporsional akibat ketidaksetaraan yang sistematis
antara laki-laki dan perempuan yang ada di masyarakat. Berdasarkan estimasi dari Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO), sekitar satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan seksual atau fisik yang seringkali
dilakukan oleh pasangannya.’”® Istilah kekerasan berbasis gender (KBG) sering digunakan oleh beberapa
aktor untuk memperlihatkan dimensi gender dari berbagai jenis kekerasan terhadap laki- laki dan anak
laki-laki, khususnya beberapa jenis kekerasan seksual yang dilakukan dengan niat untuk memperkuat norma
gender maskulinitas dan feminitas yang tidak adil. Contohnya mencakup kekerasan seksual laki-laki yang
dilakukan di konflik bersenjata dan ditujukan untuk menghilangkan maskulinitas atau ‘memfeminimkan’
musuh. Kekerasan terhadap laki-laki berdasar kepada ide sosial yang terbangun dari pertanyaan apa artinya
menjadi seorang laki-laki dan menggunakan kekuatan laki-laki. Hal tersebut digunakan oleh laki- laki (dan di
beberapa kasus yang langka oleh perempuan) untuk menimbulkan bahaya ke laki-laki yang lain.””” Akhirnya,
orang-orang lesbian, homoseksual, biseksual, transgender, dan interseksual juga dapat mengalami KBG
karena mereka dipandang “menentang norma gender” oleh orang lain. '78

Di keadaan darurat apapun, kelompok individu tertentu dari suatu populasi yang terdampak akan lebih rentan
terhadap KBG. Seringkali individu ini memiliki kekuasaan yang sedikit di tatanan masyarakat, bergantung
kepada individu yang lain untuk bertahan hidup, dan kurang terlihat di komunitas mereka atau terpinggirkan.
Ketika faktor lain bersimpangan dengan diskriminasi berdasarkan gender, seperti usia, disabilitas, orientasi
seksual, identitas gender, agama, atau etnis, risiko KBG dapat meningkat.””* Dalam konteks kemanusiaan,
anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dewasa, dan perempuan dewasa yang memiliki disabilitas mengalami
berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan yang bersimpangan dan terkadang saling memperkuat. Hal ini
dapat menambah risiko terhadap kekerasan yang dapat mereka hadapi, termasuk KBG. Perempuan dewasa
dan anak perempuan yang memiliki disabilitas mengalami KBG secara tidak proporsional; mereka dua kali
lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan perempuan dewasa lainnya.
Akibat diskriminasi dan stigma yang berkaitan dengan gender dan disabilitas, kekerasan ini memiliki banyak
rupa. Sebagai contoh, perempuan dewasa dan anak perempuan yang memiliki disabilitas lebih mungkin
untuk menerima perawatan medis paksaan, termasuk sterilisasi dan prosedur kesehatan reproduksi lainnya
tanpa persetujuan mereka.

17!
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Human Rights Watch, Chained Like Prisoners (2015).

76 |ASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, promoting resilience and
aiding recovery (2015).

77 1bid, p. 5.

78 bid.

79 1bid.
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16. Perlindungan

Risiko terkait KBG pada Krisis dan Pengungsian

® Perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, khususnya disabilitas psikososial, pendengaran,
dan intelektual, berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dan bentuk KBG lainnya. Bentuk
KBG yang paling umum dilaporkan adalah pemerkosaan secara berulang dan sering yang dilakukan
oleh beberapa pelaku.

® Perempuan dengan disabilitas yang sebelumnya pernah berada di hubungan yang bersifat eksploitatif
atau yang pernah terlibat dalam hubungan seksual transaksional sering mengalami eksploitasi
seksual. Faktor risiko yang berkaitan ini mencakup kemiskinan ekstrim dan kebutuhan bantuan yang
tidak terpenuhi.’®®

® Kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa dan anak laki-laki dengan disabilitas intelektual
telah dilaporkan dalam beberapa konteks. Faktor risiko mencakup ras, etnis, dan gender. Hal ini
menggarisbawahi persimpangan disabilitas dengan dimensi identitas lainnya.'®!

® Anak perempuan dengan disabilitas menghadapi risiko pernikahan anak atau pernikahan dini, terutama
dalam konteks pengungsian yang berkepanjangan. Risiko ini muncul akibat persimpangan beberapa
faktor risiko, seperti tekanan sosio ekonomi, ketidaksetaraan gender, usia, dan disabilitas.'®?

Pengasuh perempuan dapat mengalami pelecehan ketika mereka mencoba untuk mengakses layanan atau
bantuan untuk suami mereka atau kepala keluarga laki-laki dengan disabilitas. Perempuan remaja sering kali
dikeluarkan dari sekolah untuk membantu pengasuhan di rumah tangga.'® Anggota masyarakat, pihak yang
berkewenangan, atau aktor kemanusiaan mungkin tidak mendengar atau memercayai perempuan atau anak
perempuan yang melaporkan kekerasan atau ingin menegosiasikan hubungan seksual yang aman. Bentuk-
bentuk pelecehan atau diskriminasi ini mengurangi akses mereka ke layanan dan memperparah stigma,
diskriminasi, sikap, dan norma yang berbahaya; selain itu, seringkali pelecehan- pelecahan ini meningkatkan
impunitas/kekebalan para pelaku.

Panduan berikut ini akan membantu aktor kemanusiaan yang bekerja di isu KBG untuk mengidentifikasi dan
mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, pemberi dukungan, dan
perawat pendamping, ketika mereka mencoba untuk mengakses mekanisme pencegahan KBG atau ketika
menanggapi KBG dalam situasi yang membutuhkan respons kemanusiaan.

8 Dilaporkan di Burundi dan Ethiopia.

&1 Dilaporkan di Burundi, Yordania, dan Lebanon.

% Women’s Refugee Commission and UNICEF, Disability Inclusion in Child Protection and Gender-Based Violence Programs in Lebanon (2018).
8 Dilaporkan di Yordania.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memastikan penyandang disabilitas diikutsertakan dalam konsultasi

kepada komunitas mengenai KBG. Konsultasi harus sesuai usia dan

jenis kelamin. Menggunakan metode partisipatif untuk mengidentifikasi X X
hambatan ke akses dan mengambil langkah untuk membuat kegiatan

dan layanan KBG lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas.'

Mengkaji sikap dan asumsi petugas dan penyedia layanan KBG
mengenai inklusi disabilitas.'®

Memetakan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) lokal.

Identifikasi siapa yang mereka wakilkan dan tingkat kapasitas mereka

dalam mengidentifikasi dan merujuk penyintas KBG ke layanan yang X X
sesuai secara aman.'®® Mengambil langkah untuk mengisi kesenjangan

dalam kapasitas.

Memastikan bahwa proses perencanaan mengatasi kebutuhan

penyandang disabilitas yang spesifik pada gender dan ragam disabilitas

serta risiko dan pelanggaran hak asasi penyandang disabilitas. X X X
Mengundang para penyandang disabilitas untuk membantu dalam

mendefinisikan prioritas sektor kekerasan

2. Mobilisasi sumber daya

Mengembangkan proposal yang mengatasi risiko KBG terhadap
perempuan, anak perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki dengan X X X
disabilitas.

Mengamankan pembiayaan dan menyiapkan anggaran inklusif yang
mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan aksesibilitas dan X X
inklusi.

8¢ Women'’s Refugee Commission and International Rescue Committee, Building capacity for disability inclusion in gender-based violence programming
in humanitarian settings. A toolkit for GBV practitioners (2005). Catatan Panduan 1 menyatakan bahwa aktor kemanusiaan dan lain-lain yang bekerja
di bidang KBG harus mengadakan konsultasi kepada masyarakat terkait risiko KBG. 15-20% anggota masyarakat yang terlibat dalam mendesain,
mengawasi, dan mengevaluasi program GBV harus dari penyandang disabilitas, sesuai dengan standar internasional untuk pengumpulan data
kekerasan seksual dalam konteks kemanusiaan yang aman. Hal ini menyiratkan bahwa 1-2 penyandang disabilitas dari masing-masing kelompok
usia dan jenis kelamin serta orang-orang yang memiliki lebih dari 1 disabilitas harus berpartisipasi. Dalam waktu yang bersamaan, akan lebih baik
bila bisa mewawancarai beberapa individu. Wawancara dapat dilaksanakan sesuai dengan pilihan pihak yang diwawancara. Langkah- langkah
harus diambil untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko.

Ibid. Catatan Panduan 2 menyatakan bahwa aktor kemanusiaan dan aktor- aktor lain yang bekerja di bidang KBG mungkin percaya bahwa layanan
pencegahan dan penangganan KBG tidak relevan atau sesuai untuk penyandang disabilitas. Atau mereka takut ‘membahayakan’ apabila mereka
mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan. Pekerja kasus KBG dapat berasumsi, dengan salah, bahwa penyintas dengan disabilitas
intelektual tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan mereka sendiri, harus merujuk ke pengasuh terkait dukungan atau rujukan apa yang
sesuai, atau mungkin tidak mengadopsi pendekatan yang berpusat kepada penyintas. Semua petugas KBG harus dilatih untuk mempertimbangkan
sikap dan asumsi mereka terkait penyandang disabilitas dan melakukan pembicaraan terbuka mengenai bekerja dengan penyandang disabilitas.
Lihat Perangkat dan Sumber Daya lainnya.

Ibid. Catatan Panduan 3 mengamati bahwa Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) lokal cukup kenal dengan penyedia layanan yang ramah
penyandang disabilitas, dan pengetahuan ini dapat digunakan untuk menginformasikan dan meningkatkan SOP dan sistem rujukan. Sebagai titi k
hubung pertama bagi penyintas dengan disabilitas, OPDis mungkin membutuhkan pelatihan terkait mengenai prinsip dari identifikasi dan rujukan
yang aman. Cari OPDis yang sudah menjalin kontak dengan kelompok penyandang disabilitas yang terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas
intelektual dan perempuan remaja dengan disabilitas yang mungkin berada di risiko KBG tertinggi.
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16. Perlindungan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

3. Implementasi

Merekrut penyandang disabilitas sebagai petugas, relawan, dan
penggerak masyarakat. mengambil langkah untuk mencapai X X X
keseimbangan gender dalam kegiatan KBG.'®’

Mengintegrasi dan mengarusutamakan konten terkait penyandang
disabilitas di dalam paket pelatihan inti KBG. Tambahkan studi
kasus dan diskusi mengenai disabilitas ke dalam pelatihan praktisi dan
materi peningkatan kesadaran.'®

Melatih OPDis lokal, terutama OPDis yang dipimpin oleh perempuan,
tentang bagaimana mengidentifikasi dan merujuk penyintas KBG.

Memperkuat kebijakan dan protokol nasional, termasuk standar
prosedur operasional baku, sistem pengelolaan kasus, dan sistem
rujukan. Memastikan mereka mengadopsi pendekatan yang berpusat
kepada penyintas KBG yang memiliki disabilitas dan memberi
perhatian yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan menjaga
kerahasiaan.

Membentuk mekanisme pengaduan yang aman, aksesibel, dan
konfidensial. Hal tersebut harus mematuhi standar perlindungan dari X X X
eskploitasi dan kekerasan seksual (PSEA)."®

Memastikan bahwa para insinyur dan arsitek mengadopsi prinsip
desain universal ketika membangun pusat kegiatan perempuan, klinik X X X
kesehatan, rumah aman, dan sistem transportasi.’®

Memfasilitasi partisipasi perempuan dewasa dan anak perempuan
dengan disabilitas dalam negosiasi damai dan pembangunan X
perdamaian, sesuai dengan komitmen internasional.’’

4. Koordinasi

Menyertakan disabilitas dan penyandang disabilitas sebagai butir
agenda tetap dalam pertemuan koordinasi KBG.

18’

<

Ibid. Catatan Panduan 4 mengamati bahwa riset membuktikan perempuan dewasa dengan disabilitas seringkali kurang terwakilkan struktur
kepemimpinan masyarakat. Merekrut penyandang disabilitas perempuan sebagai penggerak komunitas dan pekerja sosial dapat menarik perhatian
ke kepentingan kelompok ini dan dalam waktu yang sama meningkatkan rasa hormat petugas kemanusiaan dan masyarakat kepada kemampuan
dan kapasitas dari penyandang disabilitas (WRC/IRC 2015).

Women'’s Refugee Commission and International Rescue Committee, Building capacity for disability inclusion in gender-based violence programming
in_humanitarian settings. A toolkit for GBV practitioners. (2005). Catatan Panduan 5 berargumen bahwa penyandang disabilitas dan pengasuh
harus dilibatkan dalam paket pelatihan inti KBG, yang juga harus memasukkan studi kasus dan contoh yang berpusat pada penyandang disabilitas
perempuan, anak-anak, dan remaja. Seiring berjalannya waktu, petugas KBG harus mengetahui bahwa menanggapi kebutuhan penyandang disabilitas
merupakan bagian inti dari pekerjaan mereka dan harus didukung oleh kemampuan yang sesuai. (Lihat bagian yang menjelaskan perangkat dan
sumber daya/materi.)

Ibid. Catatan Panduan 8 menekankan bahwa LSM, organisasi internasional, dan sistem PBB memiliki tanggung jawab bersama untuk memberantas
eksploitasi dan pelecehan seksual oleh personil mereka. Semua aktor yang beroperasi di aksi kemanusiaan, termasuk mereka yang bekerja di bida
ng KBG, harus memastikan bahwa populasi yang terdampak dapat melaporkan pelanggaran oleh personil dengan aman, aksesibel, dan terjamin
kerahasiaannya. Lihat >UN Doc. 3ST/SGB/2003/13,9 Oct 2003; Untuk informasi lebih lanjut, lihat website PSEA.

Ibid. Catatan Panduan 6. ‘Desain universal’ mengacu pada “desain produk, lingkungan, program, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang,
semaksimal mungkin, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus”. Memastikan bahwa bangunan dan fasilitas dapat diakses menghabiskan sekitar 1
persen dari biaya konstruksi. Ini lebih hemat biaya daripada perkuatan bangunan dan fasilitas di tahap selanjutnya.

Hal ini sejalan dengan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan, yang mengamati betapa banyaknya
dampak perang dan konflik yang brutal pada perempuan dewasa dan anak perempuan, dan peran krusial yang dimiliki perempuan dalam pencegahan
konflik, resolusi konflik, dan membangun perdamaian. Resolusi tersebut mendorong semua aktor untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan
menggabungkan perspektif perempuan ke dalam semua upaya perdamaian dan keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa. Lihat United States Institute
of Peace, ‘What is UNSCR 13257
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

5. Pemantauan dan evaluasi

Memantau berapa banyak penyandang disabilitas yang menghadiri

kegiatan KBG (terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia).'®? 2
Sistem pengelolaan informasi data, seperti Sistem Pengelolaan
Informasi KBG, harus dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan
disabilitas, sesuai dengan praktik etis dan aman untuk pengumpulan X X

dan diseminasi data KBG. Hal ini akan memungkinkan identifikasi
kelompok usia atau gender dengan disabilitas tertentu yang mengalami
pengecualian.

Instrumen dan Referensi

GBV Area of Responsibility Working Group, Handbook for Coordinating Gender-based Violence
Interventions in Humanitarian Settings (2010)

®  GBV Area of Responsibility (AoR), Handbook for Coordinating GBV in Emergencies (2019)

® GBV Area of Responsibility (AoR), GBV Mini-mum Standards on Prevention and Response to GBV in
Emergencies (2019, in publication)

® IASC, Gender Handbook for Humanitarian Action (2018)
IASC, Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action (2015)
* Inter-agency Gender-based Violence Case Management Guidelines (2017)

UNFPA, Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-based Violence in Emergencies
(2015)

WHO, UNHCR and UNFPA, Clinical Manage-ment of Rape Survivors (2004)
®*  WRC and ChildFund, GBV Against Children and Youth with Disabilities (2016)

WRC and IRC, Building capacity for disability inclusion in gender-based violence program-ming in
humanitarian settings (2015)

WRC and UNICEF, Guidance on Disability Inclusion for GBV Partners in Lebanon: Case management of
survivors and at-risk women, children and youth with disabilities (2018)

192 Women'’s Refugee Commission and International Rescue Committee, Building capacity for disability inclusion in gender-based violence programmingin
humanitarian settings. A toolkit for GBV practitioners (2005). Catatan Panduan 7 berargumen bahwa sangat penting untuk mengawasi jumlah
penyandang disabilitas yang menggunakan layanan dan program KBG untuk memahami apakah program sudah menjangkau orang-orang yang
paling membutuhkannya. Setidaknya 15 persen dari partisipan kegiatan KBG apapun harus merupakan penyandang disabilitas; rasio ini tidak selalu
dipenuhi. (WRC/IRC 2015)
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16. Perlindungan

Perlindungan anak

Saat krisis kemanusiaan, anak-anak lebih terpapar kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan eskploitasi.
Mungkin perlindungan mereka menjadi lebih lemah karena keluarga-keluarga harus menghadapi tekanan
yang lebih™® dan jejaring masyarakat mengalami kerusakan. Dampak terhadap penyandang disabilitas
anak-anak bisa menjadi lebih nyata, karena mereka dapat menjadi subyek dari stigma dan diskriminasi,
dan akses mereka kepada mekanisme coping (mengatasi masalah) bisa berkurang. Karena itu, mereka
menghadapi risiko pelanggaran hak asasi yang lebih tinggi. Menurut Kelompok Kerja Perlindungan Anak
yang sebelumnya, “pengecualian dapat secara fundamental berdampak kepada perkembangan potensi
anak yang penuh. Anak-anak yang mengalami pengecualian lebih rentan terhadap kekerasan, pelecehan,
eksploitasi, dan pengabaian. Krisis kemanusiaan dan respons dapat memperburuk siklus pengecualian atau
dapat mewadahi kesempatan untuk melakukan perubahan.”™*

Beberapa studi mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas anak-anak tiga sampai empat kali lebih
mungkin untuk menjadi penyintas kekerasan daripada anak-anak tanpa disabilitas.’®® Selain itu, terdapat
beberapa bentuk kekerasan yang secara spesifik terjadi pada penyandang disabilitas anak- anak.

Contohnya adalah kekerasan yang berkedok sebagai perawatan untuk mengubah perilaku, sterilisasi paksa
anak perempuan dengan disabilitas, atau aborsi paksa.’®

Sejalan dengan definisi di Konvensi tentang Hak Asasi Anak (CRC) Pasal 1, seorang anak didefinisikan
sebagai seseorang berusia dibawah 18 tahun.

CRC menguraikan 4 prinsip hak-hak anak yang juga berlaku di aksi kemanusiaan:

® Pertahanan hidup dan perkembangan. Pekerja kemanusiaan harus mempertimbangkan bagaimana
keadaan darurat dan respons terhadap darurat tersebut memengaruhi perkembangan anak-anak.

® Non-diskriminasi. Pekerja kemanusiaan harus mengatasi pola diskriminasi dan kekuasaan dalam
respons.

® Partisipasi anak. Pekerja kemanusiaan harus memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi secara
bermakna dalam semua tahapan kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan.

® Kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua
tindakan yang menyangkut anak-anak.'®’

Risiko terkait perlindungan dan anak

® Dibanyak negara, penyandang disabilitas anak-anak sering ditempatkan di institusi,’”® dimana mereka
berisiko mengalami pelecehan, eksploitasi, dan pengabaian. Fasilitas tersebut seringkali mempunyai
standar asuhan yang rendah dan kurang pengawasan. Pelaku kekerasan dan pelecehan jarang diminta
pertanggungjawabannya.’”®

19:
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Child Protection Working Group, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2019).
94 Ibid.

19 Hughes K. et al., Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies, in
The Lancet, 2012, doi:10.1016/S0410-6736(11)61851-5.

UNICEEF, State of the World’s Children: Children with disabilities (2013).

Child Protection Working Group, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2019).
Lihat Lumos, Children in Institutions: the Global Picture (2017).

African Child Policy Forum, The African Report on Violence against Children (2014).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

® Penempatan di fasilitas penampungan juga meningkatkan risiko terhadap perdagangan penyandang
disabilitas anak-anak. Studi-studi menunjukkan bahwa anak perempuan dengan disabilitas berisiko
mengalami perdagangan manusia karena disabilitas mereka dianggap dapat membatasi kemungkinan
pelarian diri.?%

® Dimasyarakat Sub-Sahara, mitos mengenai anggota tubuh seseorang yang albinisme memiliki kekuatan
sihir berujung kepada serangan dan mutilasi, terutama terhadap anak-anak dengan albinisme.?"!

® Anak-anak dengan disabilitas lebih mungkin tidak didaftarkan saat mereka lahir. Hal ini meningkatkan
keterpaparan mereka akan risiko, termasuk pernikahan anak, kehilangan kewarganegaraan, dan dapat
memblokir akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya.?*?

® Anak-anak dengan disabilitas yang terpisah dari pengasuhnya terancam bahaya. Anggota keluarga
barangkali merupakan orang-orang yang paling mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan spesifik
seorang anak, atau bagaimana berkomunikasi dengan seorang anak.?’® Anak-anak dengan disabilitas
mungkin tidak dapat menyampaikan informasi yang sangat penting untuk melacak keluarga dan
menyatukan mereka kembali. Anak-anak dengan disabilitas yang tidak didampingi dapat mengalami
pengecualian dari sistem perawatan tradisional jika keluarga-keluarga setempat tidak menerima
mereka.

® Anak perempuan dengan disabilitas berisiko mengalami kekerasan berbasis gender?** termasuk
pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan pelecehan.?®® Hal ini dapat memaparkan mereka kepada HIV
dan pengabaian yang ekstrim.?® Meskipun penelitian tentang isu ini masih terbatas, anak perempuan
yang memiliki disabilitas berisiko menghadapi pernikahan anak atau pernikahan paksa.

® Anak-anak dengan disabilitas dapat terlibat dalam kegiatan pekerja anak yang berbahaya, termasuk
bentuk pekerja anak yang paling buruk seperti prostitusi dan mengemis.

® Anak-anak dengan disabilitas, terutama yang memiliki disabilitas intelektual, memiliki kemungkinan
lebih besar untuk dilibatkan atau direkrut oleh kelompok bersenjata.

Panduan berikut ini dapat mendukung aktor kemanusiaan yang bekerja di bidang perlindungan anak untuk
mengidentifikasi dan menghapus hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas serta keluarga mereka,
pemberi dukungan, dan pengasuh, ketika mereka mencoba untuk mengakses program perlindungan anak di
situasi yang membutuhkan respons kemanusiaan.

20 Leonard Cheshire Disability, Still left behind: pathways to inclusive education for girls with disabilities (2017).

201 Report of the Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism, A/HRC/34/59, 10 January 2017, para. 29.

202 UNHCR, Need to Know: Guidance on Working with Persons with Disabilities in Forced Displacement (2019). Lihat juga Violence Against Women with
Disabilities Working Group, Forgotten Sisters - A Report on Violence against Women with Disabilities: An Overview of Its Nature, Scope, Causes and
Consequences (2012).

203 UNICEF, State of the World’s Children: Children with disabilities (2013).

204 |bid.

25 Women's Refugee Commission, Gender-based Violence among Displaced Women and Girls with Disabilities (2012).

205 UNICEF, Violence against Disabled Children: Summary report (2005).
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16. Perlindungan

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Libatkan anak-anak dengan disabilitas ke dalam kajian dan konsultasi
yang sesuai dengan usia, termasuk Kaji Cepat Perlindungan Anak.

Pastikan penyandang disabilitas anak-anak berpartisipasi dalam
keputusan perlindungan anak yang menyangkut mereka sendiri; X X
pastikan prosedur tersebut bersifat rahasia.

Melibatkan anak-anak dengan disabilitas dan keluarga mereka dalam

mengidentifikasi hambatan yang menghalangi akses ke intervensi

perlindungan anak dan ruang ramah anak. Undang mereka untuk X X X
berpendapat bagaimana caranya menghilangkan hambatan dan

meningkatkan akses.

Pastikan tim yang dipilih untuk melaksanakan kajian perlindungan
anak dan merencanakan program seimbang secara jenis kelamin;
pastikan perwakilan penyandang disabilitas di tim -tim tersebut juga
seimbang secara jenis kelamin.

Pastikan bahwa proses perencanaan memenuhi keperluan khusus
disabilitas dan mengatasi risiko. Libatkan penyandang disabilitas X X X
dalam menyusun prioritas perlindungan anak.

2. Mobilisasi sumber daya

Memastikan bahwa semua proposal atau catatan konsep
mempertimbangkan dan menganalisis risiko perlindungan anak dan

kapasitas anak-anak dengan disabilitas. Pastikan bahwa intervensi X X
dapat mengatasi perlindungan dan memajukan partisipasi anak-anak

dengan disabilitas.

Mengamankan pembiayaan. Bentuk sistem anggaran yang inklusif
dan yang mengalokasikan sumber daya untuk memajukan aksesibilitas X X
dan inklusi.

3. Implementasi

Memilah data berdasarkan disabilitas di dalam Sistem Pengelolaan
Informasi Perlindungan anak dan semua perangkat pengumpulan

data lainnya. (Gunakan UNICEF-Washington Group Child Functioning 2 2
Module)
Tingkatkan kapasitas petugas dan relawan agar bisa mengerti dan X X

menerapkan pendekatan disabilitas yang berbasis kepada hak.

Sediakan pelatihan dan dukungan untuk menunjang kemampuan
perawat dan pengasuh sementara terkait dengan kebutuhan X X X
penyandang disabilitas anak-anak.

Latihsemuapetugasperlindungananaktentangdisabilitas. Integrasikan
studi kasus dan diskusi mengenai kekerasan, eksploitasi, dan
pelecehan anak-anak dengan disabilitas ke dalam pelatihan-pelatihan
inti. Ikut sertakan pekerja sosial, pekerja penjangkau komunitas,
pendidik, tenaga kesehatan, para focal point perlindungan, dan komite-
komite.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Pilih lokasi untuk kegiatan perlindungan anak yang lebih mudah untuk
diakses secara fisik; Di kondisi dimana ini tidak memungkinkan,
lakukan penyesuaian yang diperlukan dan sediakan akomodasi yang
layak.

X

X

Tingkatkan kesadaran mengenai hak asasi anak-anak dengan
disabilitas. Diskusikan hak-hak tersebut bersama anak-anak
(dengan maupun tanpa disabilitas), dengan keluarga mereka, tokoh
masyarakat, pemuka agama, ahli pengobatan tradisional, petugas
pendidikan dan kesehatan, dan masyarakat lebih luas.

Identifikasi masalah keamanan anak-anak dengan disabilitas, seperti
bullying atau risiko terluka, dan pelecehan fisik atau seksual. Ambil
langkah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut.

Libatkan penyandang disabilitas remaja dalam kegiatan yang dapat
membangun ketangguhan mereka. Bina kepemimpinan mereka dan
perkuat jejaring teman sebaya. Pertimbangkan kegiatan rekreasi,
olahraga, kegiatan budaya, pendidikan, dan keterampilan hidup.?®’

Mengidentifikasi pembimbing dengan disabilitas. Dorong pembimbing
untuk menggunakan kepemimpinan, kemampuan dan kapasitas
mereka untuk menangkal sikap yang negatif terhadap disabilitas.
Pertimbangkan penggunaan sistem buddy atau teman untuk remaja
yang memiliki maupun tidak memiliki disabilitas.

Meningkatkan akses pendaftaran kelahiran bagi semua anak-anak,
termasuk anak-anak dengan disabilitas.

Mengidentifikasi anak-anak yang tinggal dalam fasilitas penampungan,
termasuk anak-anak yang telah terpisah dan tertinggal ketika
masyarakat melarikan diri. Di situasi yang menyangkut kepentingan
terbaik mereka, melibatkan mereka ke dalam pelacakan keluarga dan
penyatuan mereka kembali.

Mempertimbangkan keperluan penyandang disabilitas anak-anak yang
tidak didampingi, terpisah, atau sedang menjalani perawatan alternatif.

Memastikan tindakan apapun untuk mencegah dan menanggapi
berbagai bentuk pekerja anak juga mencakup anak-anak dengan
disabilitas.

Memastikan sistem pengelolaan kasus yang inklusif. Petakan
aksesibilitas mereka. Melatih pekerja kasus tentang bagaimana cara
bekerja dengan anak-anak yang memiliki disabilitas. (Sebagai
contoh, berikan mereka kemampuan praktis dalam komunikasi yang
aksesibel; tingkatkan kesadaran mereka terkait hak asasi anak-anak
dengan disabilitas dan risiko yang mereka hadapi.)

207 Child Protection Working Group, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2019).
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6. Perlindungan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Menggunakan tim kunjungan langsung keliling (mobile outreach

teams) untuk menjangkau anak-anak dengan disabilitas yang tidak

bisa pergi ke situs pendaftaran atau ruang ramah anak. Pastikan X X
mereka mengunjungi anak-anak di fasilitas penampungan, termasuk

pusat penahanan.

Bekerja sama dengan masyarakat untuk mengikutsertakan anak-
anak dengan disabilitas dan orang tua mereka ke dalam mekanisme X X X
perlindungan anak berbasis komunitas.

Menyediakan dukungan untuk memungkinkan keluarga dan pengasuh

dari anak-anak dengan disabilitas untuk mengakses bantuan. X X I
Memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pelaporan,
termasuk Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Pelanggaran X X

Berat, melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dari anak - anak
dengan disabilitas.

4. Koordinasi

Menyertakan penyandang disabilitas anak-anak sebagai butir
agenda tetap dalam Kelompok Koordinasi Perlindungan Anak (Child X X
Protection Coordination Group).

5. Pemantauan dan evaluasi

Mengintegrasikan data perlindungan anak dalam perangkat monitoring
tingkat rumah tangga; memilah data tersebut berdasarkan jenis
kelamin, usia, dan status disabilitas. Mendorong tim pemantau untuk
mengadopsi perangkat pengumpulan data yang telah diuji dalam
konteks kemanusiaan, seperti UNICEF/Washington Group Child
Functioning Module.

Instrumen dan Referensi
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® Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, Field Handbook on Unaccompanied and Separated
Children (2017)
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®  Child Protection in Crisis Learning Network

®  Child Protection Working Group, Minimum Standards for Child Protection in Humanitar-ian Action (2019)
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®  UNICEF, Including children with disabilities in humanitarian action
®  UNICEF, Children With Disabilities In Situa-tions of Armed Conflict (2018)

®* Women’s Refugee Commission and Child-fund, Gender-Based Violence Against Children and Youth with
Disabilities: A Toolkit for Child Protection Actors (2016)

Perumahan, Tanah dan Properti, dan Jaminan Kepemilikan (HLP)

Semakin banyak individu yang terpengaruh oleh situasi darurat kemanusiaan tinggal di area perkotaan,
pemukiman informal, dan pusat kolektif, dibandingkan di tempat pengungsian (terpusat) atau pemukiman
yang terencana. Aktor kemanusiaan harus mempertimbangkan tantangan dan peluang yang disediakan
oleh evolusi ini bagi penyandang disabilitas yang menjadi pengungsi.?®

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui di tahun 1948 bahwa perumahan yang cukup adalah
bagian dari hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang cukup. Pasal 25(1) menyatakan bahwa “semua
orang berhak atas standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan
keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang
diperlukan”. Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) juga mengakui hak
atas perumahan yang cukup, yang mencakup masa jabatan yang aman secara hukum; ketersediaan layanan,
materi, fasilitas, dan infrastruktur; keterjangkauan; kelayakhunian; aksesibilitas; lokasi; dan kedekatan
budaya.?®®

Hak memiliki properti dimengerti sebagai hak untuk menikmati rumah, tanah, dan kepemilikan properti
lainnya tanpa gangguan atau diskriminasi. Dalam konteks kemanusiaan, wujud hak tersebut dapat mencakup
pengamanan properti dan harta benda yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang melarikan diri dari
konflik atau bahaya alamiah agar tidak dirampas dan dihancurkan, atau diambil untuk diri sendiri, ditempati,
digunakan secara arbiter atau ilegal.?'°

Sengketa atas perumahan, tanah, dan properti sering ditemukan di konteks kemanusiaan akibat migran yang
mengambil lahan, kehilangan dokumen kepemilikan, penjualan yang ilegal atau terpaksa, kepemilikan yang
tidak pasti, distribusi tanah yang tidak adil, dan sengketa berlanjut terkait tanah dan properti.?"

208 Sebagai contoh, Norwegian Refugee Council, Guidance Note on HLP Issues in Informal Settlements and Collective Centres in Northern Syria (2017).
NRC mengakui bahwa panduan yang tersedia mengenai perumahan, tanah dan properti, dan jaminan kepemilikan di pemukiman informal dan pusat
kolektif, seperti yang sering ditemukan di Suriah, masih kurang.

209 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11(1) of the Covenant),
13December 1991.

210 |ASC, Protection in Natural Disasters.

21" Norwegian Refugee Council and IFRC, The Importance of Addressing Housing, Land and Property (HLP) Challenges in Humanitarian Response
(2016).
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16. Perlindungan

Risiko dan dampak terkait HLP
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® Beberapa penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi terkait dengan perumahan.
Penyandang disabilitas yang menjadi pengungsi dapat menghadapi diskriminasi, rasisme, dan
ketakutan karena tempat asing/baru akibat disabilitas mereka; dan dalam waktu yang bersamaan dapat
kehilangan mekanisme pemulihan dan struktur pendukung saat perpindahan. Yang lainnya tidak dapat
menuntut akses kepada perumahan karena mereka telah kehilangan dokumen-dokumen esensial,?'?
atau tidak bisa menentang praktik penyewaan yang diskriminatif karena mereka tidak memiliki status
hukum.?® Akibatnya, penyandang disabilitas yang menjadi pengungsi yang kekurangan akomodasi,
tidak dapat menyewa akomodasi yang layak, terpaksa tinggal di kondisi yang tidak aman dan tidak
stabil, dan rentan pengusiran.?'

® Penyandang disabilitas perempuan mengalami diskriminasi ganda. Mereka juga menghadapi
hambatan yang berkaitan dengan gender yang dapat menghalangi mereka dalam menggunakan hak
HLP mereka. Khususnya janda, yang mungkin hanya dapat memiliki properti atau mengakses properti
melalui kerabat atau anggota keluarga mereka yang laki-laki.?’> Penyandang disabilitas perempuan yang
dipaksa untuk hidup di perumahan tidak aman juga memiliki risiko kekerasan yang tinggi, termasuk
kekerasan seksual.?'®

® Hak penyandang disabilitas untuk memiilih dimana dan dengan siapa mereka tinggal seringkali ditolak
akibat diskriminasi secara langsung atau penghapusan hak mereka secara de facto. Sebagai contoh,
apabila perempuan kekurangan akses ke transportasi dan layanan lainnya, kekurangan informasi, atau
hidup di keadaan kemiskinan yang ekstrim, pilihan efektif mereka telah dirampas.?"”

® Beberapa penyandang disabilitas ditempatkan di institusi secara paksa, atau mereka tidak diizinkan
meninggalkan institusi dimana mereka ditempatkan Kedua situasi tersebut merampas hak mereka
untuk memilih tempat tinggal mereka secara bebas. Risiko ini sering ditemukan di penyandang
disabilitas intelektual atau psikososial.?’®

® Perawatan paksa di institusi seringkali terjadi akibat tidak dihormatinya hak atasperumahan yang layak.
Sebagai contoh, di beberapa komunitas penyandang disabilitas tidak disediakan dukungan yang cukup
oleh pemerintah agar mereka dapat tinggal di komunitas tersebut. Di beberapa komunitas lainnya,
perumahan tidak terjangkau secara ekonomi bagi penyandang disabilitas.?™

® Harga perumahan dapat memengaruhi penyandang disabilitas secara tidak proporsional karena
mereka seringkali harus mengeluarkan uang lebih banyak (sebagai contoh untuk layanan kesehatan)
dan akibat adanya hambatan yang mencegah mereka untuk mengakses lapangan pekerjaan.??

® Angkakemiskinan dan diskriminasiyang lebih tinggi juga dapat menyebabkan lebih banyak penyandang
disabilitas di permukiman yang kumuh dan informal.??’

Ibid.

UN Habitat and OHCHR, The Right to Adequate Housing. Human rights factsheet no. 21 (rev. 1) (2009).

Norwegian Refugee Council and IFRC, The Importance of Addressing Housing, Land and Property (HLP) Challenges in Humanitarian Response
(2016).

Sebagai contoh, lihat, Norwegian Refugee Council, Displaced Women's Rights to Housing, Land and Property (2018).

Sebagai contoh, lihat, Norwegian Refugee Council and IFRC, The Importance of Addressing Housing, Land and Property (HLP) Challenges in
Humanitarian Response (2016).

UN Habitat, The Right to Adequate Housing for Persons with Disabilities Living in Cities: Towards Inclusive Cities (2015).

Ibid.

UN Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, Adequate Housing as a Component of
the Right to an Adequate Standard of Living, and the Right to Non-Discrimination in this Context, A/72/251 72b, 12 July 2017.

UN Habitat, The Right to Adequate Housing for Persons with Disabilities Living in Cities: Towards Inclusive Cities (2015).
UN Habitat and OHCHR, The Right to Adequate Housing. Human rights factsheet n. 21 (rev. 1) (2009).
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

® Tunawisma memengaruhi penyandang disabilitas secara tidak proporsional. Dibeberapa kasus,
hal ini terjadi ketika penyandang disabilitas dikeluarkan dari perawatan institusional tetapi tidak
diberi dukungan yang cukup untuk hidup di komunitas mereka sendiri. Kemiskinan dan diskriminasi

merupakan penyebab-penyebab lainnya.???

® Apabila kapasitas hukum mereka tidak diakui, penyandang disabilitas tidak dapat diberi izin untuk
memasuki perjanjian menyewa atau memiliki properti. Selain itu, mereka lebih mungkin mengalami

diskriminasi saat mewarisi properti.

Panduan berikut ini akan membantu aktor kemanusiaan yang bekerja di bidang HLP untuk mengidentifikasi
dan menghapus hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, pemberi dukungan,

dan pengasuh ketika mereka mencoba untuk mengakses program HLP di situasi kritis.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Melalui analisa partisipatif, mengidentifikasi hambatan yang
menghambat penyandang disabilitas dalam mewujudkan hak HLP
mereka. Memilah data berdasarkan jenis kelamin dan usia. Melibatkan
orang-orang yang tinggal di institusi.

Bekerja sama dengan OPDis dan ahli hukum untuk menjelaskan dan
mengklarifikasi jenis diskriminasi yang dihadapi oleh penyandang
disabilitas. Mengidentifikasi jalur penyelesaian yang legal.

Bekerja samadengan OPDis untuk memetakan layanan lokal yang dapat
membantu penyandang disabilitas untuk hidup secara independen
(seperti layanan dukungan di dalam rumah dan di masyarakat).

Memastikan bahwa proses perencanaan mencakup keperluan
penyandangdisabilitasdanrisikoyangmereka temui. Mengikutsertakan
penyandang disabilitas dalam menentukan prioritas untuk HLP.

2. Mobilisasi sumber daya

Memastikan bahwa proposal dan catatan konsep yang menyelidiki
kapasitas hukum dan literasi juga melibatkan penyandang disabilitas.

3. Implementasi

Mendukung jejaring yang mendukung penyandang disabilitas untuk
memiliki akses yang setara terhadap hak HLP dalam situasi kritis.
Mendorong kampanye yang menegaskan hak HLP dan prinsip-
prinsip Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Mengintegrasikan studi kasus dan diskusi mengenai disabilitas
di dalam pelatihan inti bagi petugas yang terlibat di program HLP.
Melibatkan juga petugas kunjungan langsung masyarakat, para focal
point perlindungan, dan komite-komite.

222 UN Habitat, The Right to Adequate Housing for Persons with Disabilities Living in Cities: Towards Inclusive Cities (2015).
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Saatmengalokasikanhunian darurat yang aman,mempertimbangkan
pemberian prioritas kepada kelompok yang berisiko, termasuk X
penyandang disabilitas.

Meningkatkan aksesibilitas ke perumahan, layanan perumahan,
dan infrastruktur, termasuk transportasi. (Lihat bagian Hunian X X
dan pemukiman untuk arahan lebih lanjut.)

Bekerja sama dengan OPDis untuk memperjuangkan pengembalian
hak properti tanpa diskriminasi. Hak penyandang disabilitas untuk
memiliki properti harus diakui; mereka juga harus bisa menikmati
akses ke informasi dan bantuan hukum.

Memastikan penyandang disabilitas dapat menuntut pengembalian hak

dan dapat mengakses prosedur untuk pengembalian hak. Menyediakan

informasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi hukum; membantu X X
penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan untuk melengkapi

prosedur klaim atau tuntutan.??

Memastikan bahwa ketika pengungsi lintas batas dan pengungsi
internal diminta untuk melaporkan penggunaan dan kepemilikan

tanah atau properti di negara mereka, penyandang disabilitas juga X X
ditanyakan hal yang sama. (Pilah data berdasarkan jenis kelamin dan
usia.)

Melibatkan penyandang disabilitas di dalam proses apapun yang
membantu pengungsi dan pengungsi internal untuk mendapatkan X X
akses ke dokumentasi HLP.

Menghubungkan orang-orang menjadi pengungsi, OPDis, dan
organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak HLP, termasuk X X
asosiasi penyewa.

Memastikan mekanisme pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak

HLP penyandang disabilitas. . . z
4. Koordinasi
Menyertakan penyandang disabilitas sebagai butir agenda tetap dalam X X

pertemuan koordinasi HLP.

Mengajak penyandang disabilitas dan OPDis di dalam pertemuan
koordinasi HLP. Menyediakan akomodasi yang layak untuk X X
memfasilitasi partisipasi mereka yang bermakna.

5. Pemantauan dan evaluasi

Mengintegrasikan data penyandang disabilitas di perangkat
pengawasan tingkat rumah tangga.

225 The Pinheiro Principles menetapkan standar internasional pengembalian hak perumahan, tanah dan properti, dan jaminan kepemilikan bagi pengungsi
dan pengungsi internal. Lihat Centre on Housing Rights and Evictions, The Pinheiro Principles.
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Instrumen dan Referensi

® FAO dan lainnya, Housing and Property Resti-tution for Refugees and Displaced Persons in Pinheiro
Principles (2007)

® IASC, Framework for Durable Solutions for Internally Displaced Persons (2010)

® Norwegian Refugee Council and IFRC, The Importance of Addressing Housing, Land and Property (HLP)
Challenges in Humanitarian Response (2016)

® Norwegian Refugee Council, Technical Guide-lines for Addressing HLP Issues in Informal Settlements/
Camps and Collective Centres in Northern Syria (2017)

Aksi ranjau

Kegiatan Aksi Ranjau bertujuan untuk mengurangi risiko dan bahaya ledakan terhadap penduduk dan pekerja
kemanusiaan.?*

Lima pilar dari aksi ranjau adalah:

® Pembersihan ranjau dan sisa-sisa bahan peledak perang. Ini merupakan proses yang menggunakan
survei teknis dan non-teknis untuk mengumpulkan informasi dan melucuti bahaya ledakan dan
peledak. Pembersihan juga bertujuan untuk menghilangkan pengaruh cemaran dari ranjau dan sisa-
sisa bahan peledak perang agar penduduk dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dan dapat
menjalankan aktifitas keseharian mereka kembali dengan aman.

® Pendidikan risiko mencakup kegiatan yang bertujuan mengurangi risiko cedera akibatbahaya ledakan
dengan cara meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perubahan perilaku (sebagai contoh
melalui kampanye informasi, pelatihan, dan bekerja sama dengan masyarakat.)

® Bantuan bagi korban bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitastermasuk penyintas
ledakan ranjau, dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat secara penuh, efektif, dan setara
dengan anggota masyarakat lainnya. Artinya, langkah- langkah perlu diambil untuk mencapai standar
tertinggi dalam bidang kesehatan, rehabilitasi, dukungan psikososial, pendidikan yang inklusif,
perlindungan sosial, perkerjaan dan lapangan kerja, partisipasi dan inklusi di masyarakat, serta
standar kehidupan yang layak. Hal ini mencakup tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan
korban, penyintas, penyandang disabilitas lainnya, keluarga dari orang-orang yang terluka atau
meninggal, dan komunitas yang terdampak. Tindakan-tindakan dilakukan di bidang layanan
kesehatan, rehabilitasi, dukungan psikososial, inklusi sosial, pendidikan yang inklusif, serta inklusi
ekonomi dan perlindungan sosial. Pengumpulan data kebutuhan korban juga diperlukan, serta
hukum dan kebijakan yang melindungi dan memajukan hak asasi korban perlu disahkan dan
diimplementasikan.Non-diskriminasi, pengakuan hak asasi manusia, peran gender, dan pengakuan
konteks pengembangan adalah prinsip-prinsip kunci. Pasal 5(2a) dari Konvensi Amunisi Klaster
menyatakan bahwa program bantuan korban tidak boleh mendiskriminasi antara korban amunisi
klaster, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang telah cedera atau menjadi disabilitas akibat
sebab-sebab lain.??°

224 Global Protection Cluster, Mine Action (2018).

%5 Convention on Cluster Munitions (2008). Lihat juga UN Human Rights Council, Thematic study on the rights of persons with disabilities under article
11 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, on situations of risk and humanitarian emergencies, A/HRC/31/30, 30 November 2015,
para. 19.

195


http://www.fao.org/3/ai131e/ai131e00.htm
http://www.fao.org/3/ai131e/ai131e00.htm
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http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/final-nrc-hlp-in-informal-camps-northern-syria-5-may-2017.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/mine-action.html.
http://www.clusterconvention.org/documents-and-resources/documents-from-the-process-on-cluster-munitions/dublin-diplomatic-conference/
https://www.refworld.org/docid/56c42c744.html
https://www.refworld.org/docid/56c42c744.html

16. Perlindungan

® Penghancuran timbunan merujuk kepada jenis-jenis aktivitas yang berbeda oleh Pemerintah untuk
menghancurkan timbunan ranjau anti-personil dan amunisi klaster mereka.

® Advokasi merujuk kepada upaya untuk menggerakkan dukungan bagi aksi ranjau dan untuk
meyakinkan Negara Anggota untuk menyetujui, meratifikasi, dan mengimplementasi Konvensi
Pelarangan Ranjau Anti-Personil, Konvensi Amunisi Tandan, Konvensi Persenjataan Konvensional
dan persetujuan internasional lainnya seperti CRPD.

Risiko dan dampak terkait aksi ranjau

® Penyandang disabilitas dapat menghadapi kekurangan akses ke program edukasi risiko. Akibatnya,
kesadaran mereka terkait bahaya amunisi atau perilaku yang aman untuk mengurangi bahaya
tersebut tetap rendah.

® Penyandang disabilitas dapat dipaksa untuk mengadopsi perilaku yang tidak aman. Sebagai contoh,
bila jamban tidak aksesibel maka mereka terpaksa pergi ke wilayah di pinggir permukiman yang
belum bebas sisa- sisa bahan peledak perang.

® Penyandang disabilitas dapat memiliki pengaruh yang lebih sedikit dibandingkan orang lain
terkait dengan keputusan pelepasan dan pembersihan lahan. Mereka mungkin tidak dapat
berpartisipasi dalam proses pelepasan lahan dan dalam keputusan yang memprioritaskan lahan
mana yang dibersihkan. Mereka juga tidak diberikan akses ke lahan yang dilepas dan tidak memiliki
kemampuan untuk mengamankan hak atas tanah. Karena alasan-alasan ini, penyandang disabilitas
dapat mengalami pengecualian dari perkembangan dan peluang mata pencaharian yang berkaitan
dengan pembersihan ranjau.

Panduan dibawabh ini akan mendukung aktor kemanusiaan yang bekerja di aksi ranjau untuk mengidentifikasi
dan menghapus hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarga mereka, pemberi dukungan,
dan pengasuh, ketika mereka mencoba untuk mengakses program aksi ranjau dalam situasi yang
membutuhkan respon kemanusiaan.

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mengundang penyintas, penyandang disabilitas, dan OPDis untuk

berpartisipasi dalam upaya untuk lebih mengerti bagaimana ranjau dan

sisa-sisa bahan peledak perang memengaruhi masyarakat. Melibatkan X X
mereka dalam menentukan daerah prioritas yang perlu ditandai dan

dibersihkan.

Memastikan bahwa proses perencanaan mengatasi keperluan

spesifik dari penyandang disabilitas, dan risiko yang mereka hadapi. X X X
Melibatkan penyandang disabilitas dalam menentukan prioritas untuk

sektor aksi ranjau.

2. Mobilisasi sumber daya

Memastikan proposal terkait aksi ranjau mempertimbangkan
penyandang disabilitas secara sistematis tanpa memandang penyebab X X
disabilitas mereka.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

3. Implementasi

Mengambil langkah untuk memastikan bahwa kegiatan kerja sama
dengan masyarakat memperhitungkan dan melibatkan penyandang
disabilitas, OPDis, dan organisasi/kelompok penyintas. Melaksanakan
pengembangan kapasitas ditingkat masyarakat untuk memudahkan
penyandang disabilitas dan OPDis dalam mengkaji risiko, mengelola
informasi, mengembangkan strategi pengurangan risiko lokal, dan
memperjuangkan aksi ranjau dan intervensi bantuan lainnya.??

Mengintegrasikan studi kasus dan diskusi mengenai disabilitas
dan inklusi disabilitas ke dalam pelatihan inti untuk petugas yang
terlibat dalam aksi ranjau. Melibatkan petugas kunjungan langsung
masyarakat, focal point perlindungan, dan komite-komite

Memastikan bahwa penyandang disabilitas terlibat dalam keputusan
serah terima lahan yang dibersihkan kepada masyarakat, dan
keputusan mengenai penggunaan lahan yang sudah dibersihkan.

Memastikan bahwa ganti rugi tidak digantikan dengan skema
perlindungan sosial.?”’

Melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili
mereka dalam mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi
kegiatan edukasi risiko, termasuk melalui kegiatan edukasi teman
sebaya.

Memastikan bahwa informasi edukasi risiko disediakan dalam
beberapa format yang aksesibel; menyesuaikan materi edukasi.

Mengkonsultasi dengan penyandang disabilitas dan OPDis untuk
mengidentifikasi saluran komunikasi yang lebih cocok untuk mereka.

Melibatkan penyandang disabilitas dan OPDis dalam mendesain dan
melaksanakan kegiatan edukasi teman sebaya.

4. Koordinasi

Melibatkan penyandang disabilitas secara sistematis dalam forum
koordinasi aksi ranjau.

Berkoordinasi dengan semua sektor yang relevan untuk memastikan
bahwa rujukan penyandang disabilitas dilakukan tanpa memandang
penyebab disabilitas mereka.

Mengajak penyandang disabilitas dan OPDis di dalam pertemuan
koordinasi aksi ranjau. Menyediakan akomodasi yang layak untuk
memfasilitasi partisipasi mereka yang bermakna.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memantau dan menyediakan informasi terkait tindakan yang diambil
untuk meningkatkan akses terhadap edukasi risiko dan menganalisis
berbagai dampak dari ranjau dan sisa-sisa bahan peledak perang
terhadap kehidupan penyandang disabilitas.

226 UNICEF and GICHD, International Mine Action Standards (IMAS) Mine Risk Education Best Practice Guidebook 1 (2005), and IMAS 04.10, 2nd edition,

1 January 2003 (as amended on 1 December 2004), 3.157.

227 Office of the UN High Commissioner on Human Rights, Thematic study on the rights of persons with disabilities under article 11 of the Convention on

the Rights of Persons with Disabilities, on situations of risk and humanitarian emergencies, A/HRC/31/30, 30 November 2015, para. 12.
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16. Perlindungan

Instrumen dan Referensi

® Geneva International Centre for Humanitar-ian Demining (GICHD), Guide to Mine Action and Explosive
Remnants of War (2007)

® Handicap International Factsheets, How to Implement Victim Assistance Obligations?

® IMAS, International Mine Action Standards

®  Mine Action Area of Responsibility website

® UNICEF and GICHD, IMAS Mine Risk Educa-tion Best Practice Guidebook 1: An Introduc-tion to Mine Risk
Education (2005)

® UNICEF, Assistance to Victims of Landmines and Explosive Remnants of War: Guidance on Child-focused
Victim Assistance (2014)
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http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/mine_action/Guide_Mine_Actio_2007_EN.pdf
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https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Assistance_to_victims_of_landmines-2014.pdf
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HUNIAN DAN
PERMUKIMAN

Pendahuluan

Pada tahap awal keadaan darurat, hunian merupakan faktor penentu yang kritis dalam bertahan hidup; sama
halnya dengan pasokan air, sanitasi, makanan, dan perawatan kesehatan. Hunian memiliki peranan penting
dalam mengurangi kerentanan dan membangun ketangguhan di masyarakat. ?28

Sektor hunian dan permukiman bertujuan untuk menjaga martabat, privasi, keselamatan, dan keamanan
penduduk yang terdampak dan memberikan perlindungan dari cuaca dan iklim.

Dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung, sektor hunian dan permukiman juga memiliki peranan kunci
dalam inklusi penyandang disabilitas karena dampaknya terhadap lingkungan binaan dan hambatan
lingkungan serta peran pentingnya dalam perlindungan pribadi dan mata pencaharian.

Biaya yang diperlukan untuk investasi hunian bebas hambatan yang mengedepankan prinsip desain
universal dalam pembangunannya cenderung lebih rendah dibandingkan biaya mengadaptasi hunian setelah
konstruksi. Manfaat dari hunian bebas hambatan tak hanya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas,
tetapi juga oleh anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang sakit atau terluka.

Hunian harus menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan semua jenis
disabilitasnya. Selain itu, hunian juga harus memiliki ruang yang memadai untuk pengasuh, pemberi
dukungan, dan anggota keluarga.

@

Lihat juga bab mengenai Perlindungan, khususnya KBG dan HLP
Pastikan adanya koordinasi dengan WASH.

228 |FRC, Shelter and Settlements.
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17. Hunian dan Permukiman

Instrumen hukum kunci dan kerangka

® Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (khususnya pasal 9 dan 19)
® Sustainable Development Goal 11

® Habitat lll: The New Urban Agenda

® Kantor Komisaris Tinggi UN untuk Hak Asasi Manusia dan UN Habitat, The Right to Adequate Housing
(Fact Sheet No 21, Rev. 1)

Istilah kunci

Hunian didefinisikan sebagai “ruang dengan naungan yang layak huni, yang memberikan suasana lingkungan
aman dan sehat serta privasi dan martabat bagi yang menghuninya”. Seiring berjalannya waktu, ruang layak
huni ini dapat berkembang dari hunian darurat menjadi tempat tinggal yang tahan lama.??® Bantuan hunian
melingkupi (dan sering kali menggabungkan) berbagai modalitas dan solusi seperti kit/perlengkapan hunian
dantendasertadistribusinya; bantuan berbasis uang tunai; subsidi sewa; penyediaan bahan bangunan, tenaga
kerja, perbaikan, pelatihan, dan dukungan teknis; hunian dan pembangunan rumah; dan lain sebagainya.

Bantuan hunian mencakup tiga tahapan respons yang berbeda, yakni darurat, pemulihan, dan solusi
yang tahan lama. Pada kenyataannya, tahapan ini umumnya terjadi secara tumpang tindih, menjadikan
perencanaan dan pelaksanaannya sebagai upaya yang terus berlanjut dan tidak terputus. Dalam suasana
konflik, tahapan ini menjadi kurang jelas karena masyarakat mungkin menjadi pengungsi berulangkali atau
berkepanjangan.

Permukiman secara sosial, ekonomi, geografis, dan sering kali secara politik dan administratif, didefinisikan
sebagai entitas di mana manusia hidup dan berinteraksi. Dalam konteks kemanusiaan, permukiman dapat
diklasifikasikan berdasarkan ukuran, durasi (temporalitas), kondisi, dan legitimasinya.?®

Hunian transisi mencakup tempat penampungan rumah tangga pasca bencana yang dibangun dengan
cepat menggunakan bahan bangunan yang dapat ditingkatkan atau digunakan kembali dalam struktur yang
lebih permanen, atau yang dapat dipindahkan dari lokasi sementara ke lokasi permanen. Hunian transisi
dirancang untuk memfasilitasi transisi penduduk yang terkena dampak ke tempat penampungan yang lebih
tahan lama.?'

Hunian darurat mengacu pada penyediaan tempat penampungan mendasar yang dapat disediakan segera
setelah bencana sebagai dukungan penyelamatan hidup penduduk yang terdampak. Hal ini mencakup
solusi respons cepat seperti distribusi barang atau komponen hunian (terpal, tali, kit/perlengkapan dan
peralatan, tenda, material insulasi), pembangunan hunian sementara, dan distribusi barang-barang rumah
tangga.

229 Untuk dokumen terkait hunian oleh UN, er dan Shelter Centre, lihat Shelter, Settlement and Recovery — (GBV) Guidelines.
230 Handout presentasi hunian dan permukiman oleh USAID/OFDA di Universitas Harvard, 19 April 2018.
21 |FRC, Transitional shelters: Eight designs (2011).
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https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Keluarga tuan rumah dapat berupa teman atau keluarga, atau keluarga setempat yang menawarkan tempat
tinggal sementara di rumah mereka kepada orang-orang yang mengungsi karena bencana alam atau konflik.
Hal ini umumnya merupakan solusi jangka pendek namun mungkin dapat berlanjut apabila perpindahannya
berlarut- larut.z?

Bantuan non-pangan adalah barang selain makanan yang digunakan dalam konteks kemanusiaan ketika
memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak bencana alam atau konflik. Barang-barang ini meliputi

matras, selimut, lembaran plastik, perlengkapan kebersihan, kipas angin atau pemanas ruangan, dan lain-
lain.?s®

@

Lihat juga definisi dari desain universal dan aksesibilitas pada bagian konsep kunci.

Hambatan

Hunian dan permukiman memiliki peranan penting dalam mendukung inklusi dan partisipasi. Situasi darurat
kemanusiaan sering memengaruhi lingkungan binaan dan menciptakan hambatan baru yang dapat diatasi
dengan adanya desain dan pembangunan hunian. Hunian inklusif dan program pemukiman memungkinkan
penyandang disabilitas berkontribusi lebih kepada masyarakat, lebih banyak berpartisipasi dalam konsultasi
dan pengambilan keputusan, dan memfasilitasi perlindungan diri mereka sendiri.

Pedoman dan standar

®  Sphere Handbook (2018)

Help Age, CBM, Handicap International, Humanitarian inclusion standards for older people and people
with disabilities (2018)

®  IFRC, All Under One Roof: Disability-inclu-sive shelter and settlements in emergencies (2015)
AusAid, Accessibility Design Guide: Univer-sal design principles for Australia’s aid programme (2009)

®  Handicap International Nepal, Guidelines for Creating Barrier-free Emergency Shelters (2009)

232 10M, Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015), hal. 18.
233 Diadopsi dari UNHCR Syria, Non-food items.
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https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
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https://www.unhcr.org/sy/non-food-items-nfis

17. Hunian dan Permukiman

Diagram 12 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada hunian dan permukiman

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUNIAN

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
Kekerasan, kemiskinan, bahaya alami, penurunan kesehatan, pengecualian,
isolasi
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Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakan wajib’ harus dilaksanakan dalam semua tahapan aksi kemanusiaan saat mengimplementasi
rancangan program hunian dan permukiman untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan organisasi penyandang disabilitas
turut berpartisipasi dalam mengidentifikasi hambatan yang membatasi akses penyandang disabilitas
serta turutmerencanakan, merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi hunian dan
permukiman.

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas terwakili secara adil, dengan mempertimbangkan
berbagai bentuk disabilitas, usia, gender, dan keragaman. Melakukan upaya untuk mempromosikan
kelompok yang kurang terwakili, termasuk orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial,
masyarakat adat, perempuan dan anak perempuan dalam kegiatan formal dan informal, pengambilan
keputusan, dan pemerintahan.

® Melibatkan penyandang disabilitas dalam pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dan
mekanisme umpan balik dan pengaduan untuk memastikan akses yang efektif dan bebas hambatan.

Mengatasi hambatan

® Mengidentifikasi dan memantau hambatan yang menghambat penyandang disabilitas dalam
mengakses bantuan darurat dan program yang dapat meningkatkan akses mereka. Menyediakan
akomodasi yang sesuai dan mengorganisir strategi kunjungan langsung untuk memfasilitasi inklusi
penyandang disabilitas yang penuh.

® Menerapkan prinsip desain universal dalam merancang hunian dan merencanakan permukiman.
Menciptakan ruang komunitas yang memiliki naungan untuk melindungi dari kondisi iklim setempat.

® Menyediakan semua perangkat kajian dan pelaporan serta semua informasi dan komunikasi terkait
hunian dan permukiman dalam berbagai format yang aksesibel, dengan mempertimbangkan
penyandang disabilitas pendengaran, penglihatan, intelektual, dan psikososial.

® Menerapkan strategi untuk mengurangi stigma terkait disabilitas. Mengambil langkah-langkah untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. Membentuk kelompok
dukungan sebaya yang meyakinkan diri (self-advocate) penyandang disabilitas psikososial dan
intelektual khusus.

® Meninjau kebijakan, panduan, dan perangkat sektoral untuk memastikan bahwa di dalamnya telah
menegaskan inklusi dan hak penyandang disabilitas untuk mengakses segala bentuk layanan.
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Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

® Mengembangkan kapasitas petugas hunian dan permukiman. Memberikan pelatihan terkait hak-hak
penyandang disabilitas, termasuk persilangan kasus antara disabilitas dengan gender, usia, status
migrasi, agama, dan seksualitas.

® Mengembangkan kapasitas organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat dengan organisasi
hunian dan permukiman, mengidentifikasi alat dan sumber daya, memetakan tantangan, memperkaya
pengetahuan tentang bantuan kemanusiaan, dan memperkuat koordinasi.

® Membangun kemitraan dengan penyandang disabilitas dan OPDis untuk mengembangkandan
memberikan pelatihan.

Pengumpulan dan pengawasan data

® Mengumpulkan dan menganalisis data hunian dan permukiman yang berkaitan dengan penyandang
disabilitas; pilah data berdasarkan

® jenis kelamin, usia, dan disabilitas. Hal ini dilakukan secara sistematis di seluruh siklus program
kemanusiaan. Apabila data yang dapat diandalkan tidak tersedia, gunakan perkiraan 15% dari prevalensi
disabilitas global.?3

®* Memastikan bahwa penyandang disabilitas dan organisasinya terlibat sebagai informan kunci terkait
hambatan dan faktor pendukung. Para informan juga harus peka terhadap isu yang lebih luas, seperti
isu usia dan gender.

Rekomendasi tindakan di bawah ini mengikuti pendekatan jalur ganda. Tindakan ini memastikan bahwa
penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama atas hunian dan permukiman. Selain itu,
penyandang disabilitas dapat memberi kontribusi dan partisipasiyang bermakna dalam upaya menghilangkan
hambatan dan mempromosikan inklusi yang komprehensif.

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN

Program dan intervensi hunian dan

permukiman dirancang dan disesuaikan

untuk memastikan mereka inklusif dan

aksesibel untuk semua orang, termasuk
penyandang disabilitas.

23 WHO and World Bank, World Report on Disability (2011).
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YANG DITARGETKAN

Program hunian, permukiman, dan
distribusi bantuan non-pangan
mengakomodir kebutuhan penyandang
disabilitas, termasuk dalam respons
darurat dan pemulihan.


https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Rekomendasi tindakan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memetakan pemangku kepentingan. Libatkan organisasi kepentingan
nasional dan lembaga pemerintahan dengan disabilitas serta portofolio
terkait tempat tinggal (layanan sosial, perumahan, pekerjaan umum,
dan lain sebagainya).

Menganalisis kesenjangan dalam keahlian teknis yang berkaitan
dengan desain universal dan aksesibilitas, kemudian rekrut pemangku
kepentingan yang dapat mengisi kesenjangan ini. Memastikan untuk
memperluas rekrutmen agar dapat melibatkan penyandang disabilitas
dan organisasi yang

Mengevaluasi respons hunian dan permukiman yang paling aktual dan
merancang sebuah respons yang memenuhi kebutuhan penyandang
disabilitas dengan mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas.
Membangun pustaka praktik baik, termasuk dokumentasi teknis dan
alat-alatnya, untuk meningkatkan pengetahuan dan mempromosikan
pembelajaran di sektor ini.

Melibatkan OPDis dalam Kajian Kerentanan dan Kapasitas (Vulnerability
and Capacity = Assessments) serta bersama-sama melakukan
kunjungan lapangan ke lokasi pembangungan hunian darurat yang
telah ditentukan.

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas dalam
melaksanakan audit aksesibilitas hunian darurat dan merencanakan
adaptasi desain yang inklusif untuk menghilangkan hambatan.

Mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas untuk
mengedepankan inklusi dalam seluruh aspek respons hunian dan
permukiman.

Meninjau perangkat kajian kualitas hunian dan permukiman dan
menyesuaikan kuesioner agar inklusif bagi penyandang disabilitas
dan mencerminkan perspektif gender dan usia. (Lihat bagian
mengidentifikasi Hambatan.)

Bekerja sama dengan komite kesiapsiagaan setempat (bila ada)
serta menyertakan pengalaman disabilitas dan keahlian teknis.

2. Mobilisasi sumber daya

Mengidentifikasi anggota tim atau merekrut petugas yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman terkait disabilitas dan inklusi disabilitas.

Menetapkan anggaran inklusif yang mengalokasikan sumber daya
untuk mempromosikan aksesibilitas dan inklusi, pembiayaan adaptasi
hunian, dan pengadaan bantuan non-pangan untuk memenuhi
kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Implementasi

Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam konsultasi
terkait solusi hunian darurat yang sesuai bagi orang-orang dengan
disabilitas yang berbeda-beda.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Mengidentifikasi dan mempersiapkan hunian yang aman sebagai
upaya mitigasi risiko perlindungan yang dihadapi penyandang

disabilitas. Selain itu, pertimbangkan pula perempuan, anak-anak, dan 2 4
penyandang disabilitas psikososial.

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas dalam

mengidentifikasi modalitas distribusi bantuan kit/perlengkapan

hunian dan bantuan non-pangan yang terbaik. Hal-hal yang menjadi X X X

pertimbangan: lokasi distribusi yang aksesibel, pengiriman dari pintu
ke pintu, sistem pertemanan dengan penerima manfaat, sponsor
transportasi, jalur prioritas, dan lain-lain.

Memanfaatkan ram temporer yang dapat dipindahkan untuk
meningkatkan aksesibilitas. Fokus penempatan ram diutamakan pada X X
bangunan umum dan titik layanan, termasuk lokasi distribusi.

Menempatkan keluarga dengan anggota penyandang disabilitas pada
lokasi yang lebih dekat dengan jaringan pendukung, titik lokasi air, X
fasilitas sanitasi, dan pusat layanan.

Berkonsultasi dengan penyandang disabilitas untuk memahami
kebutuhan di hunian atau tenda yang mendukung aksesibilitas mereka.

Saat mengalokasikan solusi hunian tahan lama, memprioritaskan
keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas sehingga X
mereka tidak harus melewati tahap transisi.

Berkonsultasi dengan penyandang disabilitas dalam menilai
aksesibilitas hunian menggunakan dasar analisa kebutuhan dasar

penyandang disabilitas yang tinggal di dalamnya, kemudian membuat 2 2

adaptasi hunian yang sesuai.

Memastikan bahwa strategi dan perencanaan ‘membangun kembali

menjadi lebih baik (build back better)’ telah mempertimbangkan X
aksesibilitas, mengadopsi prinsip desain universal, dan mengutamakan

keselamatan penyandang disabilitas.

4. Koordinasi

Jika memungkinkan, mengkoordinasikan distribusi bersama dengan

sektor lain untuk mengurangi beban penyandang disabilitas dan X X

jaringan pendukungnya. (Misal: memilih kelompok distribusi kecil dan
terpisah di beberapa titik.)

Bekerjasama dengan sektor lain dalam mengidentifikasi lokasi
terbaik untuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, atau X
mendekatkan layanan kebutuhan mendasar (air, sanitasi, dan pangan).

Menggunakan mekanisme koordinasi untuk mengidentifikasi
keluarga tuan rumah yang dapat menampung penyandang X
disabilitas.

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas dalam
merancang dan membangun hunian transisi yang sesuai dengan X X
prinsip desain universal.

Menempatkan hunian transisi bagi penyandang disabilitas berdekatan
dengan fasilitas sanitasi, titik lokasi air, dan pusat layanan; jadikan X
layanan ini mudah diakses oleh mereka.
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Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Apabila perlu dilakukan perbaikan dan perkuatan pada hunian,

terlebih dahulu melakukan audit aksesibilitas di samping penilaian X
kerusakan.

Mengidentifikasi unit layak sewa yang aksesibel dan hanya X
membutuhkan sedikit adaptasi atau tidak sama sekali.

Merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di bidang bangunan X
dan konstruksi. (Lihat bagian tentang intervensi berbasis uang tunai.)

5. Pemantauan dan evaluasi

Melibatkan penyandang disabilitas dan organisasinya dalam proses X

pemantuan, terutama mereka yang tinggal di hunian.

Membuat mekanisme pengaduan dan umpan balik yang aksesibel
untuk penyandang disabilitas.

Mengawasi aksesibilitas hunian dan permukiman melalui audit atau
berkonsultasi dengan penyandang disabilitas dan organisasinya.

Menunjuk penyandang disabilitas perempuan, laki-laki, anak
perempuan, dan anak laki-laki untuk menjadi tim pengawasan.
Memastikan mereka mewakili berbagai ragam disabilitas.

Memantau dengan seksama dan teratur risiko perlindungan yang
dialami oleh penyandang disabilitas di lokasi dan tipe hunian yang
berbeda.

Instrumen dan Referensi

®  CBM, Practical Ways of Building Inclusive Project Cycle Management: Project planning and design

®  GPDD, Toolkit for inclusive reconstruction in Haiti (2070)

®  Handicap International, Haiti: Abri transitionnel (2011)

®  Handicap International, Disability and Vulnerability Focal Points (DVFP) (2014)

HelpAge International and Handicap Inter-national, A study of humanitarian financing for older people
and people with disabilities (20712)

HelpAge International and IFRC, Guidance on including older people in emergency shelter programmes
(2012)

IFRC, Transitional shelters: Eight designs (2011)
IFRC, Shelter Safety Handbook: Some import-ant information on how to build safer (2011)
IFRC, Post-disaster shelter: Ten designs (2013)

IFRC, CBM, Handicap International, All Under One Roof: Disability-inclusive shelter and settlements in
emergencies (2015)

HelpAge International, Ensuring inclusion of older people in initial emergency needs assessments
(2012)
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UNHCR and Handicap International, Need to know guidance 1: Working with persons with disabilities
in forced displacement (2011)

Handicap International Nepal, Guidelines for Creating Barrier-free Emergency Shelters (2009)
IASC Emergency Shelter Cluster, Selecting NFls for Shelter (2008)

ICRC and IFRC, Emergency Items Catalogue (2009, third edition)

IFRC, The IFRC shelter kit (2009)

IFRC, Shelter Safety Handbook: Some import-ant information on how to build safer (2011)

IFRC and Oxfam International, Plastic Sheet-ing: a guide to the specification and use of plastic sheeting
in humanitarian relief (2007)

Handicap International, Accessibility Assess-ment of Zaatari Refugee Camp (2012)

IOM and UNHCR, Collective Centre Guide-lines (2010)

Jones, H. and Wilbur, J., Compendium of accessible WASH technologies (2014)

IOM, Norwegian Refugee Council, UNHCR, Camp Management Toolkit (2015)

UNHCR, Handbook for Emergencies (2007, third edition). See Chapter 13: Commodities distribution
IFRC, Vulnerability and Capacity Assessment

US Department of Justice, Checklist for emer-gency shelters (2007)

AusAid, Accessibility Design Guide: Univer-sal design principles for Australia’s aid programme (2009)
IDDC, Make Development Inclusive: Main-streaming disability in development coordi-nation (2008)

Global Shelter Cluster, Inclusion of Persons with Disabilities in Shelter and Settlements Programming
Working Group

Global Shelter Cluster, Distributions: Shelter Materials, NFI and Cash — Guidance to reduce the risk of
Gender-Based Violence
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1 8 PASOKAN AIR, SANITASI, DAN
PROMOSI HIGIENE (WASH)

Pendahuluan

Hak terhadap air dan sanitasi adalah hak asasi manusia. Air minum yang cukup, sanitasi dan kebersihan
semua berkontribusi terhadap kesehatan. Sektor pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)
bertujuan untuk menjamin hak ini untuk semua, bahkan di saat krisis. WASH merupakan hal yang lebih
dari ‘hanya’ air. Hal tersebut mengatasi kebersihan, pasokan air, sanitasi (pengelolaan kotoran, pengelolaan
limbah padat) serta pengendalian vektor (organisme penyebar penyakit). Hal tersebut juga bergantung pada
keahlian dari berbagai bidang, termasuk keinsinyuran, kesehatan masyarakat, komunikasi dan perubahan
perilaku. Dalam bab ini, kontrol vektor tidak akan ditanggapi karena terdapat sedikit informasi terkait
relevansi sub sektor ini dengan penyandang disabilitas.

Kebutuhan air bervariasi berdasarkan lingkungan hidup. Perihal penyandang disabilitas, sektor ini harus
mempertimbangkan berbagai faktor, seperti apakah konteksnya adalah perdesaan atau perkotaan, apakah
krisis disebabkan oleh konflik atau bahaya alam, serta apakah praktik sosial dan agama mempengaruhi
penggunaan air.

Selain itu, penggunaan air memengaruhi perlindungan. Konflik bersenjata dan ketidakadilan mempengaruhi
keamanan air untuk individu dan kelompok. Permintaan untuk air yang saling bersaing, untuk konsumsi,
keperluan domestik, dan rumah tangga dapat menyebabkan kekhawatiran bagi perlindungan. Perlindungan
dan keamanan pribadi juga memainkan peran yang sentral dalam respons WASH, mengakui bahwa
risiko berkaitan dengan pengumpulan air, polusi air, pembuangan air besar, dan pengelolaan kebersihan
menstruasi.?®

WASH memiliki peran kunci dalam memastikan kesejahteraan orang, termasuk penyandang disabilitas dan
keluarga mereka, yang mungkin perlu mengakses air dengan kuantitas lebih, lebih banyak barang spesifik
terkait kebersihan, serta memiliki akses yang dapat diandalkan terhadap infrastruktur air dan sanitasi.
Penyandang disabilitas yang hidup dalam isolasi atau dalam institusi, atau yang tidak termasuk dalam
pelayanan arus utama, seperti pendidikan, mungkin dikecualikan dari informasi terkait WASH dan akibatnya
berada dalam risiko kesehatan dan risiko terkait air yang lebih tinggi, yang dapat mengancam nyawa mereka
dan juga keluarga mereka.

235 Sphere Standard (2018). Lihat bab terkait WASH
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18. Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)

@

Lihat juga bab tentang Perlindungan. Sektor Kesehatan, dan Pendidikan harus memastikan
pemangku kepentingan WASH menerapkan bab ini ketika mereka berhadapan dengan isu
WASH di sekolah dan pusat kesehatan

Instrumen hukum kunci dan kerangka

® Hak terhadap air didefinisikan sebagai hak semua “terhadap air yang cukup, aman, dapat diterima,
aksesibel secara fisik dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan domestik.” 2%

® Konvensi tentang Ha-Hak Penyandang Disabilitas

®  Tujuan Pembangunan Berkelanjutaban 6

Istilah kunci

Kebersihan adalah praktik yang menjaga orang serta fasilitas publik dan lingkungannya bersih, khususnya
untuk mencegah penyebaran penyakit.

Promosi higiene mendukung kunjungan langsung komunitas dan tindakan perilaku untuk mengurangi risiko
penyakit. Komponen promosi higiene yang terintegrasikan dengan baik diadaptasikan ke dalam kebudayaan
lokal dan kebutuhan kontekstual, vital untuk kesuksesan paket WASH apapun.

Pasokan air adalah penyediaan air untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Hal tersebut perlu dibedakan
dari irigasi dan air untuk penggunaan industrial. Dalam situasi khusus yang spesifik dan untuk jangka waktu
yang terbatas, hal tersebut dapat mencakup air untuk ternak. Kuantitas minimum untuk air aman yang
disediakan dalam keadaan darurat beragam berdasarkan konteks. la berkisar antara 5 hingga 50 liter (atau
lebih) per orang per hari. Air dapat dipasok oleh utilitas publik, organisasi komersial formal atau informal,
organisasi berbasis kelompok atau individu. Pengaturan pengelolaan juga sangat beragam tergantung
dengan konteks.

Sanitasi dapat memiliki definisi berbeda-beda. Definisi sempit mengacu pada penyediaan fasilitas dan
pelayanan untuk pembuangan aman kotoran manusia dan urin serta pemrosesannya. Definisi lebih luas
mengacu juga pada perawatan kondisi kebersihan melalui pelayanan seperti pengumpulan sampabh,
pembuangan limbah air dan drainase.

Pengelolaan kotoran mengacu pada pembuangan tinja secara aman, dengan cara yang tidak mencemarkan
lingkungan hidup, air, makanan atau tangan. Pembuangan kotoran manusia secara aman adalah salah
satu cara utama untuk memutus siklus penularan penyakit faecal-oral/dengan media mulut-wajah. Praktik
pembuangan air besar sangat bergantung pada budaya.

2% Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 15 tentang Hak Atas Air (Pasal 11 dan 12 Kovenan), E/C.12/2002/11, 20
Januari 2003
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Pengelolaan limbah padat mengacu pada proses pengumpulan dan pengelolaan limbah padat. Hal ini
umumnya dikelola oleh otoritas publik. Dalam keadaan darurat, sistem pengumpulan dan pembuangan
limbah padat dapat terganggu, mensyaratkan intervensi oleh aktor kemanusiaan.

Kontrol vektor mengacu pada tindakan apapun yang diambil untuk membatasi atau menghapus binatang
dan serangga (secara kolektif disebut vektor) yang menularkan patogen penyakit. Dimana tidak ada obat
untuk penyakit yang telah ditemukan (seperti virus Zika, Virus Nil Barat dan Demam Berdarah), kontrol
vektor adalah satu-satunya cara untuk melindungi populasi manusia. Hal tersebut dicapai melalui berbagai
intervensi. Kontrol lingkungan menghapus atau mengurangi ruang fisik dimana vektor dapat dengan mudah
berkembang biak (seperti air tergenang, limbah padat, limbah makanan dan puing) atau mengurangi kontak
dengan vektor (contohnya, dengan mendistribusikan kelambu). Pengendali kimia menyebarkan bahan kimia
(dengan penyemprotan atau pengasapan) yang membunuh, mengusir atau mengacaukan siklus reproduksi
vektor. Dalam tindakan kemanusiaan, pengendalian lingkungan adalah usaha bersama dari sektor WASH dan
penampungan, sementara pengendalian kimia (dan seringkali distribusi kelambu) seringkali dikoordinasikan
oleh sektor kesehatan.

Inkontinensia terjadi saat seseorang tidak dapat mengontrol aliran urin atau feses. Hal tersebut merupakan
kekhawatiran sosial dan kesehatan yang kompleks dan dapat mengakibatkan stigma, isolasi sosial, stres, dan
ketidakmampuan untuk mengakses layanan, pendidikan dan kesempatan bekerja. Hal tersebut seringkali
tidak dilaporkan akan tetapi berbagai orang hidup dengan banyak jenis inkontinensia.

WASH berinteraksi dengan sebagian besar sektor kemanusiaan. Aktivitasnya dapat secara langsung
memajukan perlindungan dan kesehatan penyandang disabilitas dan juga penduduk yang terpengaruhi.

Kegagalan sanitasi dan kebersihan, secara seimbang, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap
perlindungan dan kesehatan.

Pedoman dan standar

® Sphere Handbook (2078)

® Handicap International, CMB, HelpAge Inter-national, Humanitarian inclusion standards for older people
and people with disabilities (2078). See the section on WASH

® Accessibility for All in an Emergency Context: A guideline to ensure accessibility for temporary
infrastructure, WASH facilities, distribu-tion and communication activities for persons with disabilities
and other vulnerable persons (2009)
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18. Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)

Diagram 13 | Hambatan dalam mengakses dan inklusi pada WASH

BAGAIMANA DAMPAK KRISIS DAPAT MEMPERBURUK KONDISI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM WASH

Risiko yang dihadapi penyandang disabilitas
Kekerasan, kemiskinan, bahaya alami, penurunan kesehatan karena kurangnya
akses terhadap WASH, pengecualian, isolasi
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Elemen kunci - ‘Tindakan wajib’

‘Tindakanwajib’harus dilaksanakan dalam semuatahapantindakankemanusiaan saatmengimplementasikan
pemrograman WASH untuk penyandang disabilitas.

Partisipasi

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas, keluarganya dan organisasi penyandang disabilitas
(OPDis) secara secara aktif terlibatdalam mengidentifikasi hambatan yang menghambat akses mereka
serta perencanaan, perancangan, pengimplementasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta
program WASH. Melibatkan mereka dalam pengambilan kebijakan.

® Memastikan bahwa penyandang disabilitas terwakili dengan baik, mempertimbangkan berbagai jenis
disabilitas dan juga umur, jeniskelamin dan keragaman. Melakukan usaha bersama untuk memajukan
kelompokyang kurang terwakili, seperti penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, masyarakat
asli, perempuan dewasa dan anak perempuan dalam mekanisme dan proses formal serta informal.

® Mengembangkan kemitraan dengan OPDis dan organisasi lain yang bekerja dalam WASH.Bekerja
dengan mereka untuk mendukung penyandang disabilitas dan memperjuangkan serta meningkatkan
layanan WASH yang inklusif.

Mengatasi hambatan

® Mengidentifikasi dan memantau hambatan yang membatasi aksesibilitas fasilitas WASH, dan juga
kemudahan yang dapat membuatnya lebih aksesibel. Seminimalnya, berusaha untuk memastikan
bahwa setidaknya 15 persen fasilitas aksesibel secara penuh. Hal ini termasuk akses sumber air,
toilet dan titik distribusi. Mengakomodir keperluan yang wajar, contohnya dengan menyediakan
alat bantu, dan mengorganisasikan inklusi penuh penyandang disabilitas dalam semua fasilitas dan
layanan WASH.

® Mendorong atau mensyaratkan semua penyedia layanan WASH untuk mengimplementasikan prinsip
desain universal saat mereka merencanakan atau membangun fasilitas WASH.

® Menyediakan semua perangkat kajian dan pelaporan serta informasi dan komunikasi tentang program
dan pengawasan WASH (promosi higiene, tempat dan waktu distribusi, pengelolaan sumber air) dalam
berbagai format yang aksesibel, mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas pendengaran,
penglihatan, intelektual dan psikososial.237

® Menerapkan strategi untuk mengurangi stigma terhadap disabilitas. Mengambil langkah- langkah
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. Membentuk
kelompok dukungan sebaya yang menyertakan pembela diri (self-advocates) dengan disabilitas
psikososial dan intelektual.

® Meninjau kebijakan, panduan dan perangkat sektoral untuk memastikan bahwa hal tersebut
menegaskan hak penyandang disabilitas terhadap akses dan inklusi.

27 Handicap International, CBM, HelpAge International, Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities. Lihat bab
mengenai WASH.

217


https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities

18. Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)

Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas

® Mengarusutamakan tindakan perlindungan dan pengamanan di seluruh program intervensi
WASH. Menginformasikan penyandang disabilitas tentang tindakan tersebut dan prosedur untuk
mengaksesnya. Mengakui dimensi berbasis gender dari sebagian risiko perlindungan dan pengamanan.

® Membangun kapasitas pekerja WASH. Menyediakan pelatihan tentang hak penyandang disabilitas,
termasuk interaksi antara disabilitas dengan jenis kelamin, umur, status migrasi, agama dan seksualitas.

® Membuat aktor WASH lebih sadar akan risiko dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dan
bagaimana menghapus mereka atas dasar kepatuhan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

® Membangun kapasitas OPDis untuk merancang program WASH. Memfasilitasi partisipasi mereka
yang bermakna dalam merancang, mengimplementasikan dan memantau layanan.

® Mengikutsertakan penyandang disabilitas dan OPDis dalam semua mobilisasi dan aktivitas kunjungan
langsung masyarakat.

Pengumpulan dan pengawasan data

® Meninjau standar dan perangkat WASH untuk memastikan pengumpulan data tentang penyandang
disabilitas diwajibkan, termasuk informasi kualitatif dan informasitentang hambatan dan kemudahan.

Rekomendasi tindakan di bawah ini mengikuti pendekatan jalur ganda. Tindakan ini memastikan bahwa
penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses program dan layanan
WASH. Selain itu, penyandang disabilitas dapat memberi kontribusi dan partisipasi yang bermakna dalam
upaya menghilangkan hambatan dan mempromosikan inklusi yang komprehensif.

& -]

YANG DIARUSUTAMAKAN YANG DITARGETKAN

Program dan intervensi WASH dirancang Program WASH mengakomodir

dan diadaptasikan untuk memastikan persyaratan individu penyandang
bahwa mereka inklusif dan aksesibel oleh disabilitas, untuk air tambahan,
semua, termasuk penyandang disabilitas. perlengkapan inkontinensia, kursi toilet,
losion perawatan kulit, dil.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Rekomendasi tindakan

WASH umum dan pasokan air

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Memetakan OPDis dan penyedia layanan; menguumpulkan data WASH
yang relevan dengan penyandang disabilitas.

Mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan hambatan yang dihadapi
penyandang disabilitas saat mereka mengakses layanan, fasilitas, dan
informasi WASH. Merencanakan langkah-langkah untuk memitigasi
dan menghapusnya.

Mengumpulkan dan menyediakan standar tentang WASH, praktik, dan
aksesibilitas WASH nasional dan internasional.

Merancang atau mengadaptasikan infrastruktur WASH menurut
prinsip desain universal untuk memastikan bahwa mereka aksesibel.

Meninjau perangkat kajian cepat WASH; memastikan bahwa mereka
mencakup pertanyaan dan indikator tentang disabilitas.

Memastikan materi pendidikan (contohnya, tentang higiene)
disebarluaskan dalam beberapa format yang aksesibel dan beberapa
opsi penyampaian yang berbeda.

Melatih petugas WASH dalam inklusi disabilitas. Mempertimbangkan
rancangan praktik, standar, alat dan program.

Memetakan lokasi penyandang disabilitas sebelum fasilitas WASH
dibangun, khususnya apabila sebagian lokasi tidak aksesibel.

Memastikan penilaian lintas sektor yang mempertimbangkan
data WASH yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan
disabilitas.

Memastikan bahwa penilaian teknis WASH menilai aksesibilitas
infrastruktur.

Mengkonsultasikan dengan penyandang disabilitas sebelum
menempatkan fasilitas air untuk mempertimbangkan persyaratan
spesifiknya. Melakukan konsultasi tersebut saat melakukan survei
rumah tangga.

2. Mobilisasi sumber daya

Melibatkan penyandang disabilitas saat mempersiapkan dan
pengangaran rencana respons kemanusiaan yang berkaitan
dengan WASH atau proyek banding cepat.

Menganggarkan biaya untuk membuat layanan dan program lebih
aksesibel.
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18. Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

3. Implementasi

Saat menstandarisasi perlengkapan kebersihan dan martabat,
mempertimbangkan persyaratan spesifik penyandang disabilitas.

Mendiseminasikan panduan dan perangkat WASH. Apabila
memungkinkan, mengatur pelatihan spesifik untuk petugas yang X X
mengimplementasikan.

Mengembangkan  panduan  WASH  klaster/organisasi  dan
menkonsultasikannya dengan penyandang disabilitas.

Mendirikan kemitraan dengan OPDis dan LSM yang bekerja dalam isu-
isu yang berkaitan dengan disabilitas dan WASH.

Bekerja dengan pemerintah dan OPDis lokal untuk mengembangkan
standar WASH di sekolah, rumah sakit dan bangunan publik. Dalam
merancang hal-hal ini, mempertimbangkan persyaratan spesifik
penyandang disabilitas.

Membangun fasilitas WASH yang aksesibel untuk penyandang
disabilitas; pertimbangkan kebutuhan spesifik mereka.

Berkonsultasi kepada dan melibatkan penyandang disabilitas saat
fasilitas air dan sanitasi akan ditempatkan, dirancang, dibangun
dan dipelihara. Saat mempromosikan kesehatan, mengkonsultasikan
dengan cara yang sama.

Menyesuaikan bentuk dan berat wadah air dengan kapasitas
penyandang disabilitas; sediakan wadah.

4. Koordinasi

Mengundang OPDis untuk berpartisipasi dalam koordinasi dan
kelompok kerja teknis WASH.

Merencanakan fasilitas WASH yang aksesibel dengan berkonsultasi
dengan kluster KMTP dan Hunian. Mengikuti prosedur serupa untuk
menempatkan keluarga yang memiliki persyaratan aksesibilitas khusus
dekat dengan fasilitas komunal.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memastikan bahwa perangkat standar pengawasan dipromosikan
oleh laporan sektor tentang aksesibilitas infrastruktur WASH.

Mengikutsertakan indikator disabilitas dalam pemantauan rutin
kuantitatif dan kualitatif, merancangnya untuk memungkinkan X
pemilahan atas dasar disabilitas.

Mengundang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam
peninjauan ‘pembelajaran’, upaya-upaya untuk mengidentifikasi X
praktik baik, dan mengadopsi rekomendasi untuk program WASH.

Melibatkan penyandang disabilitas dalam komite WASH. Mendorong
mereka untuk menggarisbawahi kebutuhan mereka. Memastikan X
mereka memiliki akses yang cukup terhadap air dan titik air.

Melibatkan OPDis dalam tim pemantauan. X X
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Kebersihan

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mengikutsertakan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi stigma saat
mengembangkan materi komunikasi. Mengambil langkah-langkah
untuk menghapus hambatan komunikasi sosial dan fisik  yang
menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas
dan layanan WASH.

Pesan-pesan yang dikomunikasikan sebaiknya aksesibel. Termasuk
tips praktis tentang bagaimana merawat kebersihan pribadi.

Menambahkan barang yang diperlukan penyandang disabilitas
untuk perlengkapan kesehatan mereka. Termasuk persediaan untuk
inkontinensia (popok dewasa, bahan katun penyerap, pembalut sekali
pakai atau yang dapat digunakan kembali, pelindung kasur yang dapat
dicuci dan anti bocor, timba kedua, tambahan sabun, dIl.).

2. Mobilisasi sumber daya

Menyediakan biaya untuk penerbitan dan diseminasi pesan WASH
dalam berbagai format yang aksesibel dalam anggaran

3. Implementasi

Mengembangkan pesan promosi higiene dalam beberapa format yang
aksesibel (oral, cetak, bahasa isyarat, bahasa sederhana dan mudah
dibaca, dll.).

Menginstruksikan pekerja lapangan yang mempromosikan kesehatan
untuk menyediakan informasi WASH pada tingkat rumah tangga.
Memastikan bahwa semua anggota rumah tangga memiliki akses
terhadap informasi yang didistribusikan.

Meningkatkan kesadaran pekerja lapangan tentang pemanfaatan
dan pembuangan pasokan perlengkapan kesehatan (hygiene kit).

Penyandang disabilitas perempuan mungkin memerlukan akses
terhadap materi pengelolaan kebersihan menstrual yang fleksibel
dan beragam. Mengadaptasikan bahan kebersihan menstrual untuk
memenuhi persyaratan mereka. Mempertimbangkan memasok
pembalut yang dapat menyerap, pembalut kebersihan sekali pakai
atau yang dapat digunakan ulang, pakaian dalam, sabun, wadah
penyimpanan khusus dengan tutup, dan tali serta pasak untuk
mengeringkan.

Memastikan bahwa orang dengan kesulitan mobilitas memiliki akses
yang sesuai kepada barang dan fasilitas terkait kebersihan, seperti
sabun, air dan keran.

Memastikan bahwa barang kebersihan didistribusikan secara aman
dan aksesibel untuk penyandang disabilitas. Memilih lokasi distribusi
yang tidak terlalu jauh dari penduduk yang terpengaruhi. Membuat
lokasi tersebut aksesibel bagi orang lanjut tua dan penyandang
disabilitas. (Contohnya, pasang lereng, rel, dan tali penuntun pada titik
air.) Menyediakan barang kepada penyandang disabilitas yang tidak
bisa bepergian ke titik distribusi.

221



18. Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Dimana mungkin, memprioritaskan orang lanjut tua dan penyandang
disabilitas dalam antrian untuk distribusi. Mengatur antrian atau

waktu distribusi khusus untuk mereka apabila mereka lebih memilih 2 4
hal tersebut.
Menyediakan tempat duduk, makanan, tempat teduh, air yang aman
untuk diminum dan toilet pada titik distribusi. Mendistribusikan
" - . X X

pasokan dengan cara yang sensitif terhadap gender dan melindungi
harga diri pribadi.
4. Koordinasi
Mendiseminasikan pesan terkait kebersihan dalam berbagai format X X
yang aksesibel.
Memastikan bahwa pesan terkait kebersihan mempertimbangkan

. e X X
persyaratan spesifik penyandang disabilitas.
5. Pemantauan dan evaluasi
Memastikan bahwa proses pemantauan dan evaluasi mengikutsertakan X X

penyandang disabilitas dan mempertimbangkan opini mereka.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

Sanitasi (pengelolaan kotoran dan limbah padat)

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

1. Kajian, analisis, dan perencanaan

Mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan hambatan yang dihadapi
penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas WASH. Mengambil
langkah untuk menghapus atau memitigasi hal tersebut.

Memposisikan fasilitas WASH pada jarak yang sesuai di antara satu
sama lain dan dengan rumah orang. Memposisikan fasilitas cuci
tangan dekat dengan jamban; memposisikan area pembuangan limbah
komunal pada lokasi yang berjarak dari area tempat tinggal.

Merancang rute akses bebas hambatan ke fasilitas sanitasi.

Mengambil langkah untuk membuat infrastruktur komunitas lebih
aksesibel (pasar, pusat kesehatan, sekolah). Membuat tempat tinggal
individu juga menjadi aksesibel. Dalam jamban komunal, memasang
fasilitas spesifik untuk penyandang disabilitas.

Apabila tidak ada kajian terperinci, mengasumsikan bahwa 15% dari
fasilitas yang baru atau yang sudah diperbaiki harus aksesibel untuk
semua, termasuk penyandang disabilitas.

Memastikan untuk berkonsultasi dengan penyandang disabilitas
dan keluarganya tentang pembuangan limbah. Mempertimbangkan
barang kebersihan menstrual dan inkontinensia. Memastikan bahwa
pengaturan pembuangan limbah aman, menghargai martabat pribadi,
dan menangkal stigmatisasi.

2. Mobilisasi sumber daya

Melibatkan penyandang disabilitas saat mempersiapkan dan
merencanakan anggaran respons kemanusiaan atau proyek bantuan
cepat yang berkaitan dengan WASH.

Memastikan bahwa proposal dan anggaran mengikutsertakan biaya
untuk membuat fasilitas dan layanan aksesibel.

3. Implementasi

Melaksanakan sesi-sesi peningkatan kesadaran dengan keluarga
tentang pentingnya aksesibilitas toilet untuk kebebasan dan martabat
penyandang disabilitas.

Membuat area jamban aksesibel dengan memasang bidang
miringdan pegangan tangan. Buatlah pintu dengan ukuran cukup luas
agar bisa dilewati kursi roda.

Memastikan bilik cukup besar untuk mengakomodir kursi roda saat
pintu tertutup.

Menyediakan keran yang rendah dan mudah dipakai untuk mencuci
tangan.

Memasang sistem drainase untuk mencegah permukaan menjadi licin.
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18. Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)

Kesiapsiagaan | Respons | Pemulihan

Selalu melakukan konsultasi komunitas tentang pengaturan

pembuangan tinja dan praktik kebersihan. Berkonsultasi dengan

komunitas tentang lokasi, perancangan dan kesesuaian fasilitas

sanitasi. Mempertimbangkan persyaratan akses spesifik penyandang X X X
disabilitas: mereka perlu bepergian untuk menjangkau toilet; untuk

memiliki akses ke toilet; dan untuk dapat berjongkok atau duduk di atas

toilet.

Memberi masukan serta dukungan kepada perawat pendamping
dalam mengelola tinja di rumah. Menginformasikan mereka tentang X
bagaimana membuang tinja secara aman dan higienis.

Memasang wadah penyimpanan limbah yang diadaptasikan
menurut berbagai kebutuhan aksesibilitas yang berbeda untuk

penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Memastikan bahwa X X
mereka diposisikan ditempat dimana penyandang disabilitas dapat
mengaksesnya.

Melatih pekerja dan perancang program kemanusiaan dalam
kebutuhan WASH penyandang disabilitas. Memastikan bahwa fasilitas

dirancang dengan mempertimbangkan akses. Fasilitas sebaiknya 2
menghargai martabat, sesuai, dan mudah untuk dirawat.

Mengembangkan instruksi dan penanda dalam berbagai format yang

dapat menjelaskan bagaimana cara membuang limbah dengan aman X

dan higienis.

4. Koordinasi

Mendiseminasikan pesan terkait kebersihan dalam berbagai format X X
yang aksesibel.

Memastikan bahwa pesan terkait kebersihan mempertimbangkan X

persyaratan spesifik penyandang disabilitas.

5. Pemantauan dan evaluasi

Memastikan bahwa proses pemantauan dan evaluasi mengikutsertakan
penyandang disabilitas dan mempertimbangkan opini mereka.
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19 ..

Lampiran 1l | Menyediakan akomodasi yang layak

Dua tindakan yang wajib dilakukan untuk menyediakan akomodasi layak.

1. ldentifikasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas untuk berpartisipasi (dialog interaktif)

Tanyakan apa Evaluasi opsi Memberikan
kebutuhan berdasarkan solusi sesuai

penyandang sumber daya sumber daya
disabilitas yang tersedia yang tersedia

2. Berikan alasan yang objektif mengapa akomodasi yang layak tidak bisa terpenuhi

Jika tidak ada
penyandang

. ditemukan, lihat
apakah solusi

yang diajukan

daftar periksa di

Perhitungkan semua sumber daya yang tersedia. Pertimbangkan pembelian cepat dari penyedia eksternal.
Periksa apakah solusi yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan orang tersebut.

Apabila semua pilihan yang tersedia tidak dapat memenuhi persyaratan orang tersebut, maka kegagalan

dalam memenubhi persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Apakah penyesuaian mustahil dilakukan karena hal tersebut tidak tersedia?

Apakah penyesuaian mustahil disediakan karena tidak cukup waktu?

Apakah penyesuaian yang dilakukan merupakan sesuatu yang ilegal?
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19. Lampiran

Pertanyaan pemandu untuk membenarkan penolakan suatu akomodasi secara objektif

Apabila terjadi penolakan terhadap akomodasi yang layak maka penolakan tersebut harus berdasarkan
kriteria yang objektif dan dikomunikasikan kepada orang yang bersangkutan secepatnya.?®

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus digunakan sebagai panduan ketika mengkaji suatu permintaan
untuk akomodasi yang layak dan bisa menjadi sebuah alasan penolakan terhadap permintaan tersebut
tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas. sebagai catatan kajian akan berakhir apabila ada jawaban yang
negatif namun apabila jawaban yang diberikan positif, maka bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

1.  Apakah legal untuk menyediakan penyesuaian yang diperlukan?

(Dalam konteks ini, ‘legal’ berarti tidak ada hambatan hukum yang melarang penyesuaian) Ketiadaan suatu
peraturan yang secara eksplisit mewajibkan penyediaan akomodasi bukan alasan untuk tidak melakukan
apa-apa (pasif); Sifat pasif dapat dianggap sebagai diskriminasi atas dasar disabilitas.

‘llegal’ harus diinterpretasi sebagai suatu peraturan atau hukum yang melarang akomodasi yang diajukan.
Bahkan di keadaan dimana akomodasi yang diajukan tidak diizinkan, maka pihak yang bersangkutan masih
bisa mencoba untuk memperoleh keringanan yang sesuai dan masuk akal.

® Apabila penyesuaian bersifat ilegal, maka penolakan akomodasi tidak bersifat diskriminatif
(“Penyesuaian tersebut tidak dapat disediakan karena dilarang secara hukum.”).

® Apabila penyesuaian bersifat legal, lanjut ke pertanyaan berikutnya.

2. Apakah memungkinkan atau masuk akal untuk melakukan penyesuaian? (Apakah persyaratannya
dapat dipenuhi?)

(Pertanyaan ini diajukan untuk menentukan secara obyektif apakah persyaratan dapat dicapai kapanpun dan
dimanapun ia diperlukan. Pertanyaan tersebut tidak mengkaji apakah persyaratan betul-betul diperlukan
atau sesuai untuk memenuhi tujuan yang dimaksud; atau apakah sumber daya yang tersedia dapat menutupi
biayanya, termasuk sumber daya eksternal yang dapat diperoleh dengan mudah.)

® Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penyesuaian, penolakan akomodasi tidak bersifat
diskriminatif (“Penyesuaian ini tidak bisa dilakukan karena tidak memungkinkan atau tidak masuk
akal untuk memperoleh produk atau layanan yang diminta di pasar lokal atau pasar apapun yang
terjangkau.”)

® Apabila penyesuaian dapat dilakukan, lanjut ke pertanyaan berikutnya

3.  Apakah penyesuaian yang disyaratkan betul- betul perlu dan sesuai? Apakah ia akan menghilangkan
hambatan yang bersangkutan dan betul-betul mewujudkan hak dalam basis kesetaraan dengan yang
lainnya?

(Pertanyaan ini menentukan apakah penyesuaian yang disyaratkan memenuhi tujuan yang dimaksud. Apakah
hal tersebut dapat berkontribusi terhadap penghilangan suatu hambatan yang dapat memungkinkan
seorang penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya dalam basis yang setara dengan yang lain?

2% CRPD Committee, General Comment 6 on Equality and Non-discrimination, CRPD/C/GC/6, para. 27.
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Panduan untuk Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan

® Apabila penyesuaian tidak mencapai tujuan atau tidak memungkinkan suatu hak untuk digunakan,
penolakan akomodasi tidak bersifat diskriminatif. (“Penyesuaian ini tidak bisa disediakan karena
tidak akan mencapai tujuan yang dimaksud dan tidak akan berkontribusi dalam penghilangan suatu
hambatan.”)

® Apabila penyesuaian dapat mencapai tujuan, lanjut ke pertanyaan berikutnya.

4. Apakah penyesuaian yang disyaratkan dapat menjatuhkan beban yang tidak proporsional dan yang
tidak semestinya ada?

(Pertanyaan ini menilai apakah penyesuaian terlalu berat secara tidak proposional untuk dilakukan. Untuk
menjawab pertanyaan ini dibutuhkan penilaian proporsi. Apakah wajar untuk mengeluarkan sumber daya
yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian agar tujuan dapat tecapai (waktu, biaya, pengaruh, dan
seterusnya), dimana hal tersebut merupakan hak yang seharusnya dipenuhi?

® Apabila penyesuaian yang disyaratkan dirasa terlalu memberatkan, maka penolakan akomodasi tidak
bersifat diskriminatif.

Hal tersebut dapat menjadi terlalu memberatkan karena, sebagai contoh:

o Penyesuaian terlalu mahal dan tidak ada sumber daya finansial yang tersedia untuk menutupi
biaya tersebut.

o Penyesuaian mahal dan untuk menutupi biaya tersebut dapat membahayakan kinerja program.
o Penyesuaian dapat merugikan fungsi utama dari program.

o Pertimbangan lain terkait dengan sarana atau tujuan penyesuaian dapat merugikan fungsi utama
dari program.

® Jika penolakan penyediaan akomodasi yang layak tidak didasarkan pada alasan yang kuat, maka hal
ini dianggap sebagai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
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19. Lampiran

Lampiran 2 | Perangkat untuk memilah data

Perangkat Penggunaan

Perangkat ini mengandung enam
pertanyaan utama yang dapat
dimasukkan dalam survei dan sensus.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut
menghasilkan data prevalensi
penyandang disabilitas yang dapat
dibandingkan secara internasional.

Washington
Group Short Set of

Disability Questions
(WG-SS)%°

Penerapan di situasi kritis

Perangkat ini seringkali digunakan oleh
organisasi kemanusiaan dan baru-
baru ini diuji dalam berbagai konteks
kemanusiaan.?#°

Catatan. WG-SS tidak mengatasi
kesehatan mental secara langsung atau
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi
penyandang disabilitas.

Washington Group
Enhanced Set of
Disability Questions.

Mencakup pertanyaan tambahan
tentang kinerja tubuh bagian atas,
kecemasan, dan depresi.

Perangkat ini mengandung pertanyaan
tambahan (total 37 pertanyaan) yang

Washington Group
Extended Set of

Disability Questions.

kelelahan, penggunaan alat bantu, usia
terjadinya disabilitas, dan lingkungan.

menangkap faktor kecemasan, depresi,

Beberapa respons kemanusiaan sudah
menambahkan pertanyaan mengenai
kecemasan dan depresi ke dalam
kuesioner WG-SS.

Perangkat ini sedikit lebih panjang dari
WG-SS. Perangkat ini mengumpulkan
data anak-anak dan remaja yang
berumur 2-17 tahun; responden adalah
pengasuh utama.

UNICEF-Washington
Group Child
Functioning Module.

Kuesioner ini sudah sering digunakan
dalam keadaan yang minim sumber daya
(sebagai contoh, ditanamkan dalam survei
MICS 6 yang mencakup berbagai situasi
kritis yang berisiko tinggi).

WHO Model
Disability Survey.

Survei masyarakat umum ini
mengidentifikasi hambatan lingkungan

yang mencegah partisipasi penyandang

disabilitas yang penuh. Versiyang
singkat mengandung 40 pertanyaan;
versi penuh mengandung pertanyaan
yang lebih banyak.

Sejauh ini, perangkat ini belum pernah diuji
dalam konteks kemanusiaan.

Manual for Perangkat ini menyediakan sebuah
WHO Disability rangkuman pengukuran fungsi yang
Assessment terstandarisasi. la melingkup enam
Schedule Version wilayah kehidupan: kognisi, mobilitas,
2.0. perawatan diri sendiri, keadaan,

kegiatan hidup, dan partisipasi. Versi

perangkat yang berbeda dikembangkan

untuk memenuhi kebutuhan berbeda-
beda. Mereka mencakup 12-36 buitir,
masing-masing terdiri dari beberapa
pertanyaan.

Perangkat tersebut pernah diuji sekali
dalam konteks kemanusiaan (Pakistan)
dan lebih dari 100 keadaan lainnya.

239 Versi lebih lanjut dari Washington Group Short Set of Disability Questions sudah dikembangkan. Leonard Cheshire and Humanity & Inclusion
menghasilkan suatu perangkat yang disebut the Washington Group Enhanced Set of Disability Questions. la memiliki 12 pertanyaan: 6 dimasukkan
dalam set yang pendek, ditambah pertanyaan lain yang mencakup kecemasan, depresi, dan mobilitas tubuh bagian atas.

24 Leonard Cheshire and Humanity & Inclusion, Disability Data Collection: A summary review of the use of the Washington Group Questions by

development humanitarian actors (2018).
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43974/9789241547598_eng.pdf?sequence=1
https://reliefweb.int/report/world/disability-data-collection-summary-review-use-washington-group-questions-development
https://reliefweb.int/report/world/disability-data-collection-summary-review-use-washington-group-questions-development
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n

Lampiran 3 | Sumber data sekunder potensial

Informasi yang
dibutuhkan

Sumber data

Pertimbangan

Berapa jumlah
penyandang
disabilitas?

Departemen statistik
pemerintah, sebagai
contoh:

®  Pendidikan
® Kesehatan

® Data pendaftaran
sekolah

Statistik disabilitas nasional harus digunakan dengan
waspada karena mereka sangat beragam dan
menggunakan berbagai jenis metodologi.

Perlu diketahui bahwa banyak sistem data administratif
dapat mengecualikan penyandang disabilitas akibat
kurangnya akses mereka. Data mengenai pengecualian
dapat memiliki dampak yang luas (sebagai contoh, untuk
anak-anak putus sekolah), tetapi mungkin sulit untuk
digali dari pusat-pusat data administratif tersebut.

Data kesehatan seringkali fokus secara sempit kepada
disabilitas atau kesulitan fungsi tubuh, tetapi dapat
menjadi dasar untuk membuat beberapa asumsi
(sebagai contoh tentang fungsi atau kinerja).

Pendaftaran atau
pembuatan profil
pengungsi, pengungsi
internal, dan migran.

Pendaftaran atau pembuatan profil data dapat
berakibat pada kurangnya penyandang disabilitas
yang teridentifikasi akibat metodologi yang digunakan
(sebagai contoh, isyarat visual atau laporan medis).

UN Statistics Division.?*'

Pusat data untuk statistik disabilitas di tingkat nasional.

Humanitarian Data
Exchange (HDX).

HDX adalah suatu platform yang membantu organisasi-
organisasi menyediakan data mereka untuk pengguna
lain. Pada bulan November 2018, kurang dari 1 persen
kumpulan data di HDX fokus kepada disabilitas,

tetapi survei yang lebih luas dapat memperhitungkan
disabilitas sebagai indikator.

241 Disamping mengelola estimasi sensus dan survei nasional di berbagai negara terkait prevalensi disabilitas, pusat data UN Statistics Division juga
memasukkan metadata terkait jenis disabilitas yang diikutsertakan dalam survei nasional. Di beberapa kasus, ia juga memasukkan contoh instrumen

itu sendiri.
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Lampiran 3 (lanjutan)

dibutuhkan

Informasi yang

Sumber data Pertimbangan

Survei dan kajian, seperti:  MICS round 6 (sejak 2017)**? dan DHS (sejak 2016) baru-
baru ini menggunakan kelompok pertanyaan pendek

* Surveirumahtangga \yashington Group?® untuk dewasa. MICS menggunakan

(sebagai contoh UNICEF-Washington Group Modul Fungsi Anak-
MICS dan DHS) yang  anak untuk anak-anak agar bisa mengkaji prevalensi
dilaksanakan oleh disabilitas.

aktor kemanusiaan

atau pembangunan.  Pertimbangkan ukuran sampel dan metodologi latihan-
latihan pengumpulan data yang Anda konsultasikan
serta tujuan mereka masing-masing. Hal tersebut
memengaruhi jenis informasi yang disediakan di laporan.

®  Survei kajian situs
yang dilaksanakan
oleh aktor
kemanusiaan.

® Datadisimpan oleh
OPDis atau LSM yang

khusus.

Data aksi ranjau. Informasi ini didesain untuk melacak kejadian terkait
ranjau darat dan sisa-sisa peledak perang (ERW). la
tidak memperoleh disabilitas yang tidak berkaitan
dengan kejadian ranjau darat dan ERW.

Hambatan apa yang Audit aksesibilitas. la menggunakan pendekatan daftar periksa?** untuk
menghambat akses mengevaluasi tingkat aksesibilitas dan keamanan
bantuan? fasilitas dan pemenuhan pelayanan.

Sistem pengawasan Apabila ia memilah data berdasarkan disabilitas, maka

pasca-distribusi. tidak mustahil untuk menganalisa hambatan yang

dihadapi penyandang disabilitas dan contoh-contoh
eksploitasi dan risiko terhadap perlindungan lainnya.

242 Mengingat metodologi yang digunakan, data MICS harus diinterpretasi dengan waspada untuk memperoleh prevalensi disabilitas. Hanya usia
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reproduktif yang disurvei di antara orang dewasa. Akibatnya, kaum lansia yang memiliki prevalensi disabilitas lebih tinggi tidak termasuk. Untuk
orang dewasa, MICS menargetkan responden individu yang diizinkan untuk tidak berpartisipasi jika mereka ‘lumpuh’, yang dapat diinterpretasi oleh
enumerator bahwa jumlah penyandang disabilitas banyak. Survei DHS dapat mengatasi keterbatasan ini dengan cara melakukan wawancara di tingkat
rumah tangga dimana kepala keluarga dapat mewakili anggota keluarga yang lain saat menjawab pertanyaan. DHS juga menyertakan kelompok usia
yang lebih luas agar bisa memperoleh gambaran lengkap mengenai kaum lansia dengan disabilitas.

Kelompok pertanyaan The Washington Group dikembangkan untuk digunakan dalam sensus dan survei. Pertanyaan-pertanyaan tersebut
mencerminkan kemajuan dalam konsep disabilitas dan menggunakan Klasifikasi Fungsi Internasional (ICF) miliki World Health Organization sebagai
model konseptual. Pertanyaan menanyakan apakah orang-orang kesulitan dalam melakukan aktifitas-aktifitas dasar (berjalan, melihat, mendengar,
kognisi, perawatan diri, dan komunikasi). Awalnya, pertanyaan didesain untuk digunakan oleh masyarakat umum. Namun, fokus terhadap fungsi dan
keringkasan membuatnya cocok untuk disebarkan secara cepat dan mudah dalam berbagai keadaan, termasuk kajian kebutuhan kemanusiaan.
Untuk panduan mengenai pelaksanaan audit aksesibilitas, lihat Handicap International, Conduct an accessibility audit in low- and middle-income
countries (2014)



https://www.washingtongroup-disability.com/
http://bit.ly/2ad0V9y
http://bit.ly/2ad0V9y
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Lampiran 3 (lanjutan)

Informasi yang

dibutuhkan Sumber data Pertimbangan

Umpan balik atau Mekanisme-mekanisme tersebut dapat memberikan

mekanisme pengaduan. wawasan yang penting terkait hambatan yang dihadapi
penyandang disabilitas dan kepuasan mereka terhadap
kualitas bantuan. Namun, mekanisme umpan balik
seringkali tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas.
Hal ini berlaku terutama bila mereka mengangkat isu
yang sensitif; di beberapa kasus, mereka anonim dan
dirahasiakan. Akibatnya, mereka mungkin tidak bisa
terpilah berdasarkan disabilitas.

Humanitarian Data Di samping data mengenai jumlah penyandang
Exchange disabilitas, HDX juga menyimpan laporan mengenai
hambatan dan fasilitator. laporan

Special Procedures of the Mekanisme hak asasi manusia nasional dan

Human Rights Council, internasional dapat menyediakan informasi yang
and Universal Peri- odic berharga mengenai hambatan dan risiko, pelanggaran
Reviews. hak, dan persyaratan penyandang disabilitas.

Mekanisme yang relevan mencakup Institusi-Institusi
Hak Asasi Manusia Nasional, Komite untuk Hak Asasi
Penyandang Disabilitas dan Pelapor Istimewa untuk
Hak Asasi Penyandang Disabilitas.

Apa saja Sistem Pengelolaan la menggunakan pendekatan daftar periksa?“ untuk
persyaratan dan Informasi, seperti: mengevaluasi tingkat aksesibilitas dan keamanan
risiko khusus e Sistem Informasi fasilitas dan pemenuhan pelayanan.

yang dihadapi
oleh penyandang
disabilitas?

Kekerasan Berbasis
Gender

® Sistem Informasi
Perlindungan Anak.

® Sistem Pengelolaan
Kasus Perlindungan.

Kajian, seperti: Penyandang disabilitas tidak diikutsertakan secara
sistematis dalam kajian-kajian. Akibatnya, data yang
dihasilkan terbatas atau tak bisa diandalkan. Sebagai
contoh, penyandang disabilitas mungkin disembunyikan
atau tidak bisa mengakses proses tersebut; atau
kajian-kajian tidak mencari informasi tentang faktor
risiko mereka yang spesifik (seperti hambatan dalam
mengakses bantuan).

® Kajian kebutuhan.

® Kajian partisipatif.
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Lampiran 4 | Pertimbangan ketika mengkaji data sekunder
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EEGENNENE]
konsep disabilitas
dimengerti?

Apakah stigma sebuah

faktor?

Apa yang 'terhitung'
sebagai disabilitas?

Data
dikumpulkan
untuk tujuan
apa?

Apakah sampel
memiliki jangkauan
yang terbatas?

Apakah data
diperbarui/terkini?

Survei dan pusat data memiliki berbagai definisi untuk disabilitas. Beberapa
definisi memiliki fokus yang sempit kepada disabilitas atau kesulitan fungsi
tubuh, sementara yang lain lebih tertarik kepada isu partisipasi, akses, dan
kebutuhan dukungan.

Ragam jenis disabilitas yang dipertimbangkan suatu perangkat pengumpulan
data (mobilitas, penglihatan, pendengaran, intelektual, dan seterusnya) juga
akan memengaruhi siapa yang dicatat sebagai penyandang disabilitas.

Di konteks kebudayaan yang berbeda, konsep disabilitas bervariasi. Hal tersebut
memengaruhi siapa yang teridentifikasi, dan siapa yang mengidentifikasi diri,
sebagai penyandang disabilitas. Sebagai contoh, kesulitan fungsi tubuh yang
berkaitan dengan usia atau yang didapatkan ketika konflik tidak dianggap sebagai
disabilitas di semua tempat.

Di berbagai situasi, disabilitas disembunyikan atau disalahpahami akibat
stigma. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan,
karena penyandang disabilitas mungkin enggan untuk mengidentifikasi
diri mereka sendiri, mungkin disembunyikan atau tidak diakui oleh keluarga
mereka. Selain itu, karena enumerator dan petugas kemanusiaan juga dapat
memiliki bias.

Pertanyaan langsung (seperti "Apakah Anda memiliki disabilitas?") yang
memerlukan jawaban biner (lya' atau 'tidak’) sering berakibat pada pelaporan
yang kurang karena stigma atau karena responden memiliki ide yang berbeda
tentang apa itu disabilitas. Selain itu, data disabilitas bersifat sensitif karena
alasan politik.

Disabilitas berada di suatu spektrum; seseorang memiliki disabilitas yang
bertingkat rendah atau tinggi. Perangkat pengumpulan data mungkin
menetapkan ambang batas yang berbeda terkait dengan siapa yang termasuk
atau tidak termasuk sebagai penyandang disabilitas

Tujuan pengumpulan data memengaruhi siapa yang disurvei dan siapa yang
dianggap memiliki disabilitas. Sebagai contoh, survei kesehatan, sensus
masyarakat umum, dan survei mata pencaharian rumah tangga mengadopsi
kriteria yang berbeda untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas.

Beberapa penyandang disabilitas, terutama yang terisolasi di rumah atau di
institusi, mungkin tidak masuk ke dalam proses pengumpulan data. Isu ini
khususnya memengaruhi penyandang disabilitas anak-anak.

Data yang terkumpul pra-krisis tidak mencerminkan demografi dari suatu
daerah pasca-krisis. Arus keluar dan arus masuk populasi berskala besar dapat
mengubah profil populasi, sementara konflik dan bencana meningkatkan angka
dan proporsi penyandang disabilitas.
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Lampiran 5| Contoh indikator tingkat-output

Lihat juga: Human Rights indicators for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in support
of a disability inclusive 2030 Agenda for Sustainable Development

Contoh kegiatan/indikator tingkat-output

Kesehatan Angka fasilitas kesehatan yang didirikan atau disesuaikan dengan
standar desain universal.

Kesehatan Angka penyandang disabilitas yang mengakses layanan rehabilitas
terkait dengan kesehatan, termasuk teknologi bantuan/alat bantu

Pendidikan Angka ruang kelas yang didirikan atau diperkuat (retrofitting) sesuai

dengan standar desain universal

Pasokan air, sanitasi, dan
promosi higiene (WASH)

Angka fasilitas toilet yang diperkuat (retrofitting) sesuai dengan standar
desain universal.

Pasokan air, sanitasi, dan
promosi higiene (WASH)

Angka pesan sanitasi yang disediakan dalam sekurang-kurangnya
dua format (lisan dan tulisan).

Ketahanan pangan dan gizi.

Angka titik distribusi atau pasar yang diperkuat atau didirikan sesuai
dengan standar desain universal.

Perlindungan

Angka petugas, mitra, dan masyarakat yang dilatih untuk bekerja
dengan penyandang disabilitas secara inklusif.

Perlindungan

Pengaduan yang menduga adanya kekerasan terhadap penyandang
disabilitas, diskriminasi atas dasar disabilitas, dan pelanggaran hak
asasi lainnya.

Pencegahan dan

Persentase atau angka petugas KBG yang dilatih dalam inklusi

tanggapan terhadap disabilitas.

kekerasan berbasis

gender

Pencegahan dan Angka perempuan dengan disabilitas yang berpartisipasi dalam
tanggapan terhadap mekanisme berbasis komunitas untuk mencegah dan menangani
kekerasan berbasis kekerasan berbasis gender (KBG)

gender

Perlindungan anak

Angka anak-anak dan remaja dengan disabilitas yang berpartisipasi
dalam komite hak anak dan struktur berbasis komunitas lainnya
untuk perlindungan anak.

Perlindungan anak

Angka petugas perlindungan anak yang dilatih untuk menyediakan
dukungan kesehatan mental dan psikososial serta kegiatan rekreasi
untuk anak-anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas.

Perumahan, tanah dan
properti, dan jaminan
kepemilikan (HLP).

Angka OPDis yang dilatih untuk berpartisipasi dalam isu perumahan,
tanah dan properti, dan jaminan kepemilikan.

Aksi ranjau Angka OPDis dan individu dengan disabilitas yang dilatih untuk
berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan pengurangan risiko.

Aksi ranjau Angka penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam kegiatan
kunjungan langsung masyarakat untuk mengidentifikasi risiko.

Hunian Angka rumah dan hunian yang diadaptasi untuk meningkatkan

aksesibilitas.

Koordinasi dan
pengelolaan tempat
engungsian

Angka penyandang disabilitas yang terwakili di dalam struktur
kepemimpinan masyarakat.
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Lampiran 6 | Kriteria evaluasi dari lensa inklusif-disabilitas

Lihat juga: Human Rights indicators for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in support

of a disability inclusive 2030 Agenda for Sustainable Development

Kriteria
evaluasi®*®

Definisi

Contoh pertimbangan terkait

disabilitas

Kesesuaian, Sejauh mana kegiatan kemanusiaan Adaptasi yang dilakukan untuk

relevansi disesuaikan dengan kebutuhan lokal meningkatkan aksesibilitas;
sehingga dapat meningkatkan rasa penyandang disabilitas berpartisipasi
kepemilikan dalam desain dan implementasi.

Efektivitas, Sejauh apa suatu kegiatan mencapai Penyandang disabilitas memiliki

ketepatan tujuannya; apakah pencapaian berada di akses; mereka merasakan

waktu dalam jangka waktu yang sesuai. manfaatnya

Efisiensi, Keluaran kualitatif dan kuantitatif yang Aksesibilitas diatasi di awal;

hemat biaya diharapkan dapat tercapai dari yang masuk; meningkatkan efektifitas biaya.
keluaran alternatif tidak bisa mencapai hasil
yang sama dengan biaya yang lebih rendah.

Dampak Mengukur pengaruh sosial, ekonomi, Apakah penyandang disabilitas
teknis, dan lingkungan dari suatu dapat menikmati secara setara;
intervensi secara luas. Mencakup hasil- apakah penyandang disabilitas
hasil yang dimaksud, tidak dimaksud, mengalami dampak yang tidak
positif, negatif, makro (sektor) dan mikro  dimaksud.

(rumah tangga).

Keterhubungan Sejauh apa kegiatan darurat yang bersifat Dampak terhadap tingkat inklusif
jangka pendek memperhitungkan konteks layanan nasional/lokal. Apakah
lokal dan kepentingan jangka panjang. sistem lokal/nasional yang

menyediakan alat bantu, pendidikan
inklusif, dan seterusnya diperkuat;
apakah OPDis membangun
kapasitas

Jangkauan Sejauh mana masyarakat luas yang Tingkat-tingkat akses untuk
menghadapi peristiwa berbahaya dapat penyandang disabilitas
dijangkau.

Koherensi Sejauh mana kebijakan bersifat konsisten Sejauh mana aksi kemanusiaan
dan memperhitungkan kemanusiaan dan  mematuhi Konvensi tentang Hak-
hak asasi manusia. Hak Penyandang Disabilitas (2006).

Koordinasi Sejauh mana intervensi dari aktor-aktor Tingkat keterlibatan OPDis dan

yang berbeda dapat diselaraskan untuk
memajukan sinergi dan menghindari
kelowongan, duplikasi, dan konflik atas
sumber daya.

aktor disabilitas lainnya dalam
respons kemanusiaan; kualitas dari
koordinasi.

Perlindungan

Sejauh mana populasi yang terdampak
dilindungi dari kekerasan, pelecehan,
eksploitasi, dan bahaya lainnya, dan
mempertimbangkan hak dan kapasitas
mereka.

Sejauh mana risiko yang dihadapi
penyandang disabilitas sudah
diidentifikasi, dihilangkan, atau
dihindari.

242 OECD-DAC, Guidance for evaluating Humanitarian Assistance in Complex Emergencies (1998).
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Lampiran 7 | Pertanggungjawaban kepada orang-orang terdampak dan
Perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual

Tabel berikut menggambarkan bagaimana aktor kemanusiaan, termasuk klaster, dapat memenuhi komitmen
dan kriteria kualitas yang ditetapkan Standar Inti Kemanusiaan (Core Humanitarian Standards - CHS) dengan
cara mengikutsertakan penyandang disabilitas.

Kriteria Kualitas dan komitmen-komitmen Bagaimana aktor kemanusiaan dapat mendukung

CHS: hal ini?

1. Masyarakat yang terdampak suatu krisis ® Menetapkan pendekatan kajian kebutuhan yang
menerima bantuan yang sesuai dan relevan umum. Konsultasi dengan penyandang disabilitas
dengan kebutuhan mereka. ketika menetapkan dan memprioritaskan kegiatan

respons.

Kriteria Kualitas:

* Respons kemanusiaannya sesuai dan relevan. ° Konsultasi dengan penyandang disabilitas, sebagai
komunitas yang terdampak, secara teratur untuk

melakukan verifikasi apakah rencana dan kegiatan
respons sudah sesuai dan relevan.

2. Masyarakat yang terdampak krisis dapat ® Menetapkan tolok ukur dan target untuk penyediaan
menantikan pemberian bantuan yang lebih bantuan yang tepat waktu berdasarkan prioritas dan
baik akibat organisasi yang belajar dari preferensi masyarakat yang terdampak. Penyandang
pengalamannya. disabilitas merupakan sub-kelompok yang harus

bisa mengakses semua jenis informasi mengenai

Kriteria Kualitas: bantuan yang beredar.

® Respons kemanusiaannya efektif dan tepat
waktu. ® Konsultasi dengan penyandang disabilitas secara

teratur ketika mengamati kepuasan masyarakat
terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan efektifitas

respons.
3. Masyarakat yang terdampak krisis tidak ® Menetapkan strategi umum untuk memperkuat
terdampak secara negatif dan, karena adanya kapasitas lokal. Ambil langkah untuk
aksi kemanusiaan, memiliki kesiapsiagaan mengikutsertakan aktor lokal dan masyarakat dalam
dan ketangguhan sehingga tidak berisiko mengelola kegiatan respons. Kembangkan kapasitas
tinggi. penyandang disabilitas agar lebih tangguh, agar

dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan,
dan agar bisa mencari tahu kapan dan bagaimana
mereka dapat mengakses layanan.

Kriteria Kualitas:
® Respons kemanusiannya memperkuat

kapasitas lokal dan mencegah pengaruh
negatif. ® Konsultasi dengan penyandang disabilitas secara

teratur ketika mengamati pengaruh negatif yang
terjadi kepada masyarakat, atau risiko yang terbentuk,
akibat adanya respons kemanusiaan.

4. Masyarakat yang terdampak krisis ® Siapkan strategi komunikasi untuk penyandang
mengetahui hak mereka, memiliki akses disabilitas. Gunakan saluran komunikasi dua arah
informasi, dan berpartisipasi dalam keputusan berdasarkan kebutuhan informasi mereka dan
yang menyangkut mereka preferensi dalam berkomunikasi. Tetapkan strategi

tersebut sebagai bagian yang vital dalam upaya
yang lebih luas untuk melibatkan dan berkomunikasi
dengan masyarakat yang terdampak.

Kriteria Kualitas:
® Respons kemanusiaannya berdasarkan
komunikasi, partisipasi, dan umpan balik.
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19. Lampiran

Lampiran 7 (lanjutan)

Kriteria Kualitas dan komitmen-komitmen Bagaimana aktor kemanusiaan dapat mendukung

CHS: hal ini?

® Siapkan strategi komunikasi untuk penyandang
disabilitas. Gunakan saluran komunikasi dua arah
berdasarkan kebutuhan informasi mereka dan
preferensi dalam berkomunikasi. Tetapkan strategi
tersebut sebagai bagian yang vital dalam upaya
yang lebih luas untuk melibatkan dan berkomunikasi
dengan masyarakat yang terdampak.

® Siapkan suatu strategi untuk pelibatan dan partisipasi
masyarakat dalam proses pengelolaan dan
pengambilan keputusan. Pastikan ia menguraikan
bagaimana melibatkan penyandang disabilitas.
Tetapkan partisipasi dan inklusi penyandang
disabilitas sebagai bagian yang fundamental dalam
strategi keterlibatan masyarakat.

® Berkonsultasi dengan masyarakat yang terdampak
secara teratur untuk memperoleh umpan balik
mengenai kualitas respons dan hubungan mereka
dengan penyedia bantuan. Penyandang disabilitas
harus selalu memberikan umpan balik dalam desain
proyek.

® Memberikan informasi mengenai situasi penyandang
disabilitas (hambatan, risiko, kapasitas) dalam
pertemuan dengan mitra dan klaster, serta
dalam mekanisme koordinasi antar lembaga dan
lintas sektor. Gunakan informasi tersebut untuk
memperbaiki atau meningkatkan proyek.

® Mengikutsertakan OPDis dalam proyek, pendesainan
mekanisme umpan balik dan pengaduan, dan dalam
memetakan mekanisme yang baru dan yang sudah
ada.

® Menyebarluaskan informasi mengenai Konvensi
tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006)
dan instrumen perlindungan hukum lainnya untuk
meningkatkan kesadaran.
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Lampiran 7 (lanjutan)

Kriteria Kualitas dan komitmen-komitmen

CHS:

Bagaimana aktor kemanusiaan dapat mendukung
hal ini?

5. Masyarakat yang terdampak krisis memiliki
akses mekanisme pengaduan yang aman
dan responsif.

Kriteria Kualitas:
® Aduan diterima dan diatasi

® Mengidentifikasi saluran dan pendekatan yang paling
sesuai untuk mekanisme pengaduan dan umpan
balik. Pertimbangkan untuk menggunakan platform
yang umum.

® Menetapkan protokol-protokol yang jelas dan
tanggung jawab semua mitra kemanusiaan
dan pemangki kepentingan ketika menghadapi
pengaduan terkait isu sensitif, seperti perlindungan
terhadap pelecehan dan eksploitasi seksual (PSEA),
kekerasan berbasis gender (KBG), diskriminasi atas
dasar disabilitas, atau risiko perlindungan lainnya.

® Aduan diterima dan diatasi.

® Berkonsultasi dengan masyarakat yang terdampak
secara teratur untuk memperoleh umpan balik
mengenai aksesibilitas dan kesesuaian mekanisme
pengaduan.

® Gunakan beragam saluran komunikasi yang aksesibel
bagi semua penyandang disabilitas (termasuk
bahasa isyarat, braille, alat bantu komunikasi dan
informasi yang aksesibel, bahasa/materi yang mudah
dibaca dan dimengerti, dan seterusnya.)

® Memastikan mekanisme pengaduan dan umpan
balik disesuaikan dengan konteks dan keperluan
komunikasi semua orang.

® Pastikan mekanisme umpan balik, yang melaporkan
kualitas bantuan dan perlindungan, aksesibel untuk
untuk semua dan bersifat konfidensial.
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19. Lampiran

Lampiran 7 (lanjutan)

Kriteria Kualitas dan komitmen-komitmen Bagaimana aktor kemanusiaan dapat mendukung

CHS: hal ini?

6. Masyarakat yang terdampak krisis dapat ® Pastikan bahwa koordinasi kemanusiaan
menantikan pemberian bantuan yang lebih (termasuk klaster) aksesibel untuk semua dan
baik akibat organisasi yang belajar dari mengikutsertakan aktor lokal. Pastikan ia fokus
pengalamannya kepada kebutuhan masyarakat secara holistik,

terutama kebutuhan orang-orang yang bekerja
bersama atau untuk penyandang disabilitas.

Kriteria Kualitas:
® Respons kemanusiaannya terkoordinasi dan
bersifat komplementer. ® Berbagi informasi dengan mitra dan klaster lain
secara teratur dalam tingkat lintas-klaster untuk
bersama-sama mengidentifikasi dan melaksanakan
tindakan yang mengatasi kesenjangan dalam
keperluan.

® Berkonsultasi dengan penyandang disabilitas, dan
sub-kelompok lain dari masyarakat yang terdampalk,
dengan beragam kelompok usia dan jenis kelamin,
secara teratur untuk mengetahui apakah bantuan
sudah terkoordinasi dan komplementer.

7. Masyarakat yang terdampak krisis dapat ® Menetapkan pendekatan yang umum untuk

menantikan pemberian bantuan yang lebih mengawasi kualitas dan efektifitas respons.
baik akibat organisasi yang belajar dari

pengalamannya * Mendorong proses pengawasan gabungan serta

pembelajaran dan pembagian pengetahuan antar
Kriteria Kualitas: mitra kemanusiaan secara teratur.
® Aktor kemanusiaan belajar dan bertambah A

) Berkonsultasi dengan penyandang disabilitas,
baik secara terus menerus.

dan sub-kelompok lainnya dari masyarakat yang
terdampak, dari beragam kelompok umur dan jenis
kelamin, secara teratur untuk memperoleh informasi
tentang bagaimana penyedia bantuan sudah
mengatasi pengaduan, menindaklanjuti umpan balik,
dan isu-isu lainnya.

8. Masyarakat yang terdampak krisis menerima ® Mengidentifikasi kesenjangan apapun dalam

bantuan yang diperlukan dari petugas dan kapasitas aktor kemanusiaan dan mengembangkan
relawan yang kompeten dan dikelola dengan  strategi peningkatan kapasitas yang umum, bila
baik diperlukan.
Kriteria Kualitas: ® Memperjuangkan dukungan, sumber daya manusia,
® Petugas diberi dukungan untuk melaksanakan dan pendanaan yang cukup untuk mendukung
tugas mereka secara efektif dan diperlakukan kapasitas mitra lokal dalam menyediakan bantuan
secara adil dan setara. yang berkualitas.

® Berkonsultasi secara teratur dengan penyandang
disabilitas, subkelompok lain dari masyarakat yang
terdampak, dari beragam kelompok usia dan jenis
kelamin, untuk memperoleh umpan balik tentang
hubungan antara penyedia bantuan dan penyandang
disabilitas.
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Lampiran 7 (lanjutan)

Kriteria Kualitas dan komitmen-komitmen Bagaimana aktor kemanusiaan dapat mendukung

CHS: hal ini?

9. Masyarakat yang terdampak krisis dapat ® Menetapkan kriteria teknis dan kualitas yang umum
berharap bahwa organisasi yang membantu untuk alokasi pendanaan dan proyek, termasuk
mereka dapat mengelola sumber daya kriteria untuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

secara efektif, efisien, dan etis .
® Menetapkan prosedur yang jelas untuk pengawasan

Kriteria Kualitas: dan pelaporan.
® Sumber daya dikelola dan digunakan secara
bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang

dimaksud

Berkonsultasi dengan penyandang disabilitas,
sebagai sub-kelompok penting dari masyarakat
yang terdampak, secara teratur untuk memperoleh
informasi tentang bagaimana bantuan digunakan
secara efektif.

® Melatih petugas tentang disabilitas dan inklusi
disabilitas sebelum keberangkatan.

® Menyebutkan disabilitas, gender, dan perspektif
siklus hidup dalam deskripsi pekerjaan, evaluasi,
kerangka acuan kerja, dan kerangka monitoring
secara eksplisit.

® Membentuk kemitraan dengan OPDis.
Mengalokasikan pendanaan ke mereka dan memberi
dukungan. Memastikan semua perjanjian kemitraan
sesuai dengan CRPD dan memberi jaminan bahwa
penyandang disabilitas akan menikmati perlindungan
dan akses bantuan, dan berhak untuk berpartisipasi
secara penuh dalam keputusan dan kegiatan yang
relevan untuk mereka.
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19. Lampiran

Tabel berikut ini menjelaskan bagaimana memastikan inklusi penyandang disabilitas ke dalam empat
komitmen aktor kemanusiaan

Komitmen IASC CAAP dan PSEA

Prinsip-prinsip IASC menekankan bahwa
aktor kemanusiaan akan berupaya untuk:

Apa artinya?

1. Kepemimpinan

Menunjukkan komitmen mereka terhadap
AAP dan PSEA dengan cara menegakkan,
melembagakan, dan mengintegrasi pendekatan
AAP ke dalam siklus program kemanusiaan
dan proses perencanaan strategis di tingkat
negara; dan dengan cara menetapkan sistem
pengelolaan yang sesuai untuk meminta,
mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi
dan prioritas masyarakat terdampak secara
terkoordinasi, termasuk seputar isu eksploitasi
seksual dan pelecehan sebelum, saat, dan
setelah keadaan darurat

Aktor kemanusiaan bertanggung jawab kepada
masyarakat terdampak (AAP). Mereka akan fokus
ke inklusi disabilitas ke dalam semua tahapan
siklus program kemanusiaan, termasuk proses dan
keluarannya. Mereka akan mengintegrasi aspirasi
penyandang disabilitas dalam proses pengambilan
keputusan. Hal ini memerlukan kepemimpinan
dan dukungan dari pengelola dalam organisasi
kemanusiaan, termasuk pengelola klaster dan
organisasi pemimpin klaster.

2. Partisipasi

Mengadopsi mekanisme organisasi yang
memberi masukan kepada dan mendukung
pendekatan yang berpusat kepada orang, dan
terkoordinasi agar perempuan dewasa, laki-
laki dewasa, anak perempuan, dan anak laki-
laki dapat berpartisipasi dan berperan dalam
keputusan yang menyangkut kehidupan,
kesejahteraan, martabat, dan perlindungan
mereka. Termasuk kelompok-kelompok yang
terpinggirkan dan berisiko tinggi. Mengadopsi
dan menunjang kemitraan yang adil dengan
aktor lokal untuk membangun hubungan dan
kepercayaan jangka panjang antara mereka dan
masyarakat.

Aktor kemanusiaan akan menetapkan,
melaksanakan, dan mengoordinir tindakan yang
paling sesuai dan relevan untuk mewujudkan
partisipasi penyandang disabilitas dan sub-
kelompok lain dari masyarakat yang terdampak,
dari ragam kelompok usia dan jenis kelamin, dalam
proses pengambilan keputusan dalam proyek,
termasuk kinerja kluster.

Mereka akan mendorong dan mendukung mitra
untuk mengimplementasi pendekatan yang
partisipatif dan terpusat pada orang dalam
pekerjaan mereka.

Mereka akan memperkuat dan memprioritaskan
kapasitas lokal dan mempromosikan hubungan
yang adil dan penuh hormat dengan aktor lokal,
sesuai dengan CHS dan Principles of Partnership.
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Komitmen IASC CAAP dan PSEA

Prinsip-prinsip IASC menekankan bahwa
aktor kemanusiaan akan berupaya untuk:

Apa artinya?

3. Informasi, umpan balik, dan tindakan

Mengadopsi mekanisme organisasi yang
memberi masukan kepada, dan mendukung,
pendekatan yang kolektif dan partisipatif.
Pendekatan tersebut ~menerangkan dan
mendengarkan masyarakat, mengatasi umpan
balik, dan mengarah ke tindakan perbaikan.
Menetapkan dan mendukung implementasi
dari mekanisme yang sesuai untuk pelaporan
dan penindaklanjutan pengaduan terkait
SEA (eksploitasi dan pelecehan seksual).
Merencanakan, mendesain, dan mengelola
program bantuan dan perlindungan yang
responsif terhadap keragaman dan pandangan
yang diungkapkan oleh masyarakat terdampak.

Aktor kemanusiaan akan menetapkan dan
melaksanakan metode yang paling sesuai dan
relevan untuk mendiseminasi informasi ke
penyandang disabilitas dan sub-kelompok yang
ragam usia dan jenis kelamin lainnya dari suatu
masyarakat yang terdampak. Mereka akan
mengumpulkan dan menganalisa umpan balik
dan menggunakan umpan balik tersebut dalam
proses pengambilan keputusan.  Mereka akan
melaporkan apa saja tindakan yang sudah diambil
kepada penyandang disabilitas.

Aktor kemanusiaan dan koordinator klaster, dengan
bantuan Organisasi Pemimpin Klaster, akan
memastikan mitra mengerti dan diberi dukungan
untuk melaksanakan tanggung jawab PSEA
mereka. Mereka akan menetapkan protokol yang
jelas tentang bagaimana mereka bisa menghadapi
dan melaporkan umpan balik dan pengaduan yang
sensitif.

4. Hasil

Mengukur hasil yang berkaitan dengan AAP
dan PSEA di tingkat organisasi dan komunitas,
termasuk melalui standar-standar seperti
Standar Kemanusiaan Inti (CHS) dan Standar
Minimum Operasi PSEA; Panduan Praktik Baik
untuk menetapkan Mekanisme Pengaduan
Antar-Organisasi Berbasis Komunitas
dan standar prosedur operasional baku
dampingannya.

Aktor kemanusiaan akan menetapkan indikator
untuk mengukur keluaran dan capaian untuk
penyandang disabilitas dan kelompok lain yang
terdampak, termasuk ukuran kepuasan serta
hasilnya.

Mereka akan memastikan bahwa mitra-mitra
memiliki kapasitas dan diberi dukungan untuk
melaksanakan dan mengukur standar teknis,
kualitas, perlindungan, dan akuntabilitas yang
relevan.

243






	Panduan Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan
	Penafian/Disclaimer
	Daftar Isi
	Daftar Akronim
	Ucapan Terima Kasih
	Kata Pengantar
	Pembukaan
	Bab 1 Pendahuluan
	Bab 2 Yang perlu anda ketahui
	Bab 3 Apa yang harus dilakukan: Pendekatan kunci dalam perencanaan program
	Bab 4 Pengelolaan data dan informasi
	Bab 5 Kemitraan dan pemberdayaan organisasi penyandang disabilitas
	Bab 6 Pertimbangan lintas sektor
	Bab 7 Akuntabilitas terhadap masyarakat terdampak serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual
	Bab 8 Ragam bentuk kemanusiaan
	Bab 9 Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan
	Bab 10 Apa yang sektor-sektor perlu lakukan
	Bab 11 Koordinasi dan manajemen tempat pengungsian
	Bab 12 Pendidikan
	Bab 13 Ketahanan Pangan dan gizi
	Bab 14 Mata pencaharian
	Bab 15 Kesehatan
	Bab 16 Perlindungan
	Bab 17 Hunian dan permukiman
	Bab 18 Pasokan air, sanitasi, dan promosi higiene (WASH)
	Bab 19 Lampiran

